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BAB 1
TEKNIK PENANGKAPAN IKAN

Oleh Rakhma Fitria Larasati

1.1 Pendahuluan

Perikanan sesuai dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 adalah semua kegiatan yang
berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,
pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam
suatu sistem bisnis perikanan. Perikanan mencakup kegiatan dalam
bidang penangkapan, budi daya, pengolahan dan pemasaran ikan
(Fachrussyah, 2017).

Indonesia kaya dan melimpah akan sumber daya laut
sehingga memberikan dampak yang besar bagi masyarakat
(Larasati, 2023). Perikanan tangkap di Indonesia mempunyai peran
yang strategis, namun implementasinya tidak terlepas dari
kompleksitas pemasalahan yang dihadapi. Ancaman pada
keberlanjutan stok ikan dan kapasitas pelaku usaha merupakan isu
penting dan menjadi perhatian khusus dalam mewujudkan
penangkapan ikan yang berkelanjutan. Menurut Hehanussa et al.
(2023), seluruh aktivitas manusia (anthropogenic) akan memicu
dampak negatif terhadap sumber daya alam. Khususnya kegiatan
penangkapan ikan akan berdampak negatif terhadap ekosistem,
biomassa dan populasi ikan. Penangkapan ikan yang ramah
lingkungan dan berkelanjutan tidak hanya menyangkut alat
penangkapan ikan saja, namun juga sumber daya ikan yang
dimanfaatkan dan para pelaku perikanan khususnya nelayan itu
sendiri. Sangat penting bagi nelayan untuk perlu mengetahui
informasi terkait dampak dari perikanan yang tidak bertanggung
jawab.

Peran penyuluh perikanan dalam hal ini sangat dibutuhkan
untuk para pelaku usaha perikanan dengan cara melakukan
pendampingan dan penyuluhan untuk pemberdayaan pelaku utama

1



dan pelaku usaha kelautan dan perikanan guna terciptanya
keberlangsungan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

1.2 Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

Perkiraan potensi sumber daya ikan di perairan laut
Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
(Kepmen KP) Nomor 19 Tahun 2022 sebesar kurang lebih 12 juta
ton per tahun yang tersebar dalam 11 Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI). Sumber daya
yang dimaksud terdiri dari ikan pelagis besar, pelagis kecil,
demersal, ikan karang, udang penaeid, lobster, kepiting, rajungan
dan cumi-cumi. Dewasa ini, kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan
semakin kompleks. Kondisi sumber daya ikan di beberapa wilayah
dominan berstatus fully exploited dan over exploited. Fully exploited
yang berarti masih diperbolehkan adanya upaya penangkapan
namun harus diimbangi dengan monitoring yang ketat dan over
exploited merupakan kondisi dimana upaya penangkapan sudah
berlebihan. Hanya terdapat beberapa wilayah yang berstatus
moderate (perlu penambahan upaya penangkapan). Sarana dan
perlengkapan yang digunakan untuk Kkegiatan penangkapan
seyogyanya dapat menjamin sumber daya ikan agar tetap lestari.
Namun, pada kenyataannya masih banyak kegiatan penangkapan
ikan yang melanggar hukum (illegal), tidak dilaporkan (unreported)
dan tidak diatur (unregulated fishing).

Penangkapan ikan menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 adalah kegiatan untuk memperoleh
ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan
alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal
untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,
menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Partosuwiryo &
Larasati (2023); Mustasim (2023) menyatakan bahwa kegiatan
penangkapan ikan merupakan suatu hal yang penting, karena
faktanya memberikan kontribusi sebagai penyedia sumber bahan
pangan dari segi protein hewani, salah satu alternatif lapangan
kerja, bahan baku industri perikanan, menjadi sarana wisata hingga
sebagai sumber devisa negara. Sumbangsih dari kegiatan



penangkapan ikan memberikan dampak yang positif bagi para
pelaku usaha perikanan guna meningkatkan nilai ekonomi mereka.

Saat ini, kegiatan penangkapan ikan sudah mulai
berkembang, yang dulunya masih tradisional sekarang beranjak
menjadi modern. Dalam kegiatan pemanfataan sumber daya ikan,
harus mempertimbangkan kelestarian sumber daya perikanan,
dengan cara menggunakan alat penangkapan ikan yang dianggap
efektif dan efisien serta ramah lingkungan (Fitri, 2020).

1.3 Alat Penangkapan Ikan

Sampai saat ini, wilayah pengelolaan perikanan dan laut
lepas dikelola untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan
dengan berpedoman pada penangkapan ikan secara terukur, sesuai
dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2023. Melalui peraturan pemerintah tersebut bertujuan
untuk upaya pemanfaatan dan pengoptimalan sumber daya ikan
dengan tetap mempertimbangkan terjaminnya kelestarian sumber
daya ikan guna tercapainya pelaksanaan perikanan yang
bertanggungjawab.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
(Permen KP) Nomor 36 Tahun 2023, jenis alat penangkap ikan
(API) dibedakan menjadi sepuluh kelompok, yang meliputi:

1. Jaring lingkar

2. Jaring tarik

3. Jaring hela

4. Penggaruk

5. Jaring angkat

6. Alatyang dijatuhkan dan ditebarkan
7. Jaringinsang

8. Perangkap

9. Pancing

10. API lainnya

1.3.1 Jenis Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang
Berdasarkan sepuluh kelompok jenis API, terdapat beberapa
APl yang dilarang karena dapat mengganggu dan merusak



keberlanjutan sumber daya ikan. Jenis API yang dilarang menurut
Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 pasal 8 ayat 3 meliputi:
1. Jaring tarik terdiri dari:
a. Dogol
b. Pair seines
c. Cantrang
d. Lampara dasar
2. Jaring hela terdiri dari:
Pukat hela dasar berpalang
Pukat hela dasar udang
Pukat hela kembar berpapan
Pukat hela dasar dua kapal
Pukat hela pertengahan dua kapal
Pukat ikan
g. Pukat harimau
3. Perangkap berupa perangkap ikan peloncat
4. APIlainnya berupa muro ami.

me a0 o

API yang mengganggu tersebut dilarang untuk dioperasikan
di Zona Penangkapan Ikan Terukur (WPP NRI perairan laut dan laut
lepas) dan WPP NRI Perairan Darat. Menurut Permen KP Nomor 36
Tahun 2023, API yang dilarang yakni dapat mengancam kepunahan
biota, mengakibatkan kehancuran habitat dan dapat
membahayakan keselamatan pengguna. Penjelasan terkait alat
penangkap ikan dilarang tersebut akan dijabarkan dibawabh ini.
1. Jaring tarik
Jaring tarik merupakan kelompok jenis alat penangkap ikan
yang aktif. Jaring memiliki bentuk kerucut terdiri dari badan,
sayap kantong, pelampung, tali ris atas, tali ris bawah, tali
selambar, pemberat dan tanpa alat pembuka mulut jaring.
Pengoperasian jaring tarik adalah dengan cara melingkari ikan
pelagis/demersal menggunakan kapal atau tanpa kapal
Teknisnya, jaring ditarik ke arah kapal yang sedang
berhenti/berlabuh jangkar/posisi ditarik ke darat maupun ke
pantai melalui tali selambar di kedua bagian sayapnya.



Tabel 1.1. Jumlah alat penangkap ikan jenis jaring tarik

Kelompok API

Jaring tarik (Unit) 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Jumlah
Dogol 9082 | 8990 | 7657 | 5442 | 31171
Pair seines 900 |1018 |982 |815 |3715
Cantrang 5819 | 11515 | 5234 | 7110 | 29678
Lampara dasar 3146 | 3222 | 4669 | 3094 | 14131

Sumber: Data Statistik KKP, 2023

a. Dogol

Dogol merupakan API jaring aktif, pengoperasiannya
menggunakan tali selambar yang dilingkarkan untuk
mengurung ikan demersal. Prinsip kerja alat ini adalah
menarik ikan kemudian diangkat ke kapal pada posisi
berhenti atau berlabuh jangkar. Hasyim et al. (2022)
menambahkan bahwa fungsi sayap jaring dan tali selambar
yang panjang adalah untuk menjangkau sapuan dogol yang
luas. APl dogol menggunakan mata jaring berbentuk
ketupat (diamond mesh) pada seluruh bagian kantongnya.
API dogol dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. API dogol
(Sumber: Permen KP No 36 Tahun 2023)
Dogol masuk dalam kategori API yang dilarang untuk
dioperasikan sebab dinilai tidak ramah lingkungan dan
menghasilkan bycatch yang tinggi, serta cenderung
menangkap ikan dengan ukuran belum layak tangkap
(Dewanti et al, 2018). Dewanti et al. (2019)
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menambahkan bahwa dogol berkontribusi tinggi terhadap
penurunan kondisi sumber daya perikanan. Namun jumlah
API dogol di Indonesia saat ini masih mencapai 31.171
unit. Apabila dibandingkan dengan API yang dilarang
lainnya, dogol merupakan penyumbang data statistik
tertinggi.

Pair seines

Pair seines merupakan APl yang bersifat aktif.
Pengoperasiannya dengan cara menggunakan dua kapal
untuk melingkarkan jaring pada ikan demersal dan/atau
ikan pelagis kemudian menarik dan mengangkat jaring ke
salah satu kapal pada posisi kapal yang berhenti.

PR P
S = ©

Gambar 1.2. API pair seines
(Sumber: Permen KP No 36 Tahun 2023)

Cantrang

Cantrang adalah API jaring tarik yang bersifat aktif.
Pengoperasiannya dengan menggunakan tali selambar
panjang yang di aplikasikan pada dasar perairan dengan
melingkari ikan demersal. Prinsip alat tangkap ini yakni
dengan cara menarik ikan dan mengangkat ke kapal yang
sedang berhenti atau berlabuh jangkar. API cantrang
memakai mata jaring berbentuk ketupat (diamond mesh)
pada seluruh bagian kantongnya. APl Cantrang dapat
dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3. API cantrang

(Sumber: Permen KP No 36 Tahun 2023)
Cantrang tergolong sebagai API yang dilarang untuk
dioperasikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan
WPPNRI Perairan Darat. Beberapa kajian penelitian
membuktikan bahwa penggunaan cantrang bersifat
destruktif (merusak) hingga tergolong tidak ramah
lingkungan. Selain itu, hasil tangkapan tidak selektif karena
cantrang menjaring berbagai jenis ikan dan ukuran,
sehingga dapat mengakibatkan tangkapan buangan
(discard) yang tinggi. Hal tersebut diperkuat dengan
pernyataan Mursyidah (2018) bahwa ketidakseimbangan
ekosistem dan ketidakselektifan hasil tangkapan dalam
pengoperasian cantrang dapat menyebabkan terangkutnya
ikan-ikan kecil dan komponen laut lain.
. Lampara dasar
Lampara dasar adalah alat penangkapan ikan yang
dioperasikan dengan teknik melingkari gerombolan
ikan yang ada di dasar perairan menggunakan tali
selambar panjang. Fungsi tali selambar adalah untuk
menarik dan mengangkat alat tangkap ke atas geladak
kapal (SNI 01-7234-2006).



Gambar 1.4. APl lampara dasar
(Sumber: Permen KP No 36 Tahun 2023)

2. Jaring Hela

Kelompok jenis alat penangkap ikan (API) jaring hela adalah
kelompok API bersifat aktif, jaring berbentuk kantong yang
terdiri atas sayap, badan, dan kantong, yang dilengkapi dengan
tali ris atas, tali ris bawabh, tali selambar, pelampung, pemberat,
alat pembuka mulut jaring, dan perangkat pelolosan hasil
tangkapan sampingan yang dioperasikan di kolom atau dasar
perairan. Ramadan et al. (2020) menyatakan bahwa pada
prinsipnya, pengoperasian jaring hela dengan cara ditarik pada
bagian buritan dan bagian badan kapal dengan kecepatan
tinggi. Oleh sebab itu banyak ikan yang berukuran Kkecil
tertangkap. Target tangkapan yakni ikan pelagis, demersal, dan
kelompok crustacea. Salah satu penyebab API jaring hela
dilarang karena akan mempengaruhi perubahan struktur
keanekaragaman hayati perairan sehingga dapat berpotensi
merusak ekosistem sumber daya hayati.



Tabel 1.2. Jumlah alat penangkap ikan jenis jaring hela
API Jaring hela (Unit) 2019 2020 2021 | 2022 | Jumlah

Pukat hela dasar
berpalang

Pukat hela dasar udang 3966 7072 8062 5185 24285
Pukat hela kembar

3000 12443 8750 | 3092 27285

5 25 134 0 164
berpapan
Pukat hela dasar dua 60 60 58 0 178
kapal
Pukat hela pertengahan 9 17 91 0 117

dua kapal

Sumber: Data Statistik KKP, 2023

a. Pukat hela dasar berpalang
Pukat hela dasar berpalang adalah API jaring hela bersifat
aktif. Pengoperasiannya API ini dilengkapi dengan palang
pembuka yang berfungsi untuk memastikan mulut jaring
tetap terbuka.

Gambar 1.5. API pukat hela dasar berpalang
(Sumber: Permen KP No 36 Tahun 2023)
b. Pukat hela dasar udang
Pukat hela dasar udang adalah API jaring hela bersifat aktif.
Target utama alat tangkap ini adalah udang. Oleh sebab itu,
alat ini dilengkapi dengan alat pemisah penyu (Turtle
Excluder Device/TED).
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C.

Gambar 1.6. API pukat hela dasar udang
(Sumber: Permen KP No 36 Tahun 2023)
Pukat hela kembar berpapan
Pukat hela kembar berpapan adalah API jaring hela bersifat
aktif. Alat ini memiliki dua pukat hela yang digabung
menjadi satu sayap. Alat ini juga dilengkapi dengan papan
pembuka di bagian luar mulut jaring.

Gambar 1.7. API pukat hela kembar berpapan
(Sumber: Permen KP No 36 Tahun 2023)
Pukat hela dasar dua kapal
Pukat hela dasar dua kapal adalah API jaring hela bersifat
aktif, yang dioperasikan tanpa papan pembuka atau palang
pembuka dengan cara dihela oleh 2 (dua) kapal.



Gambar 1.8. API pukat hela dasar dua kapal
(Sumber: Permen KP No 36 Tahun 2023)

Pukat hela pertengahan dua kapal

Pukat hela pertengahan dua kapal adalah API jaring hela
bersifat aktif, dilengkapi dengan papan pembuka yang
digunakan sebagai alat pembuka mulut jaring, dengan
pengoperasian di kolom perairan dan dihela oleh dua
kapal. Target tangkapan pukat hela pertengahan umumnya
adalah ikan pelagis.

Gambar 1.9. API pukat hela pertengahan dua kapal
(Sumber: Permen KP No 36 Tahun 2023)
Pukat ikan
Pukat ikan adalah API jaring hela bersifat aktif, dilengkapi
dengan papan pembuka yang digunakan sebagai alat
pembuka mulut jaring dengan pengoperasian di kolom
perairan.

11



12

Gambar 1.10. API pukat hela pertengahan dua kapal
(Sumber: Permen KP No 36 Tahun 2023)

g. Pukat harimau

Pukat harimau (trawl) adalah API jaring hela bersifat aktif,
yang berbentuk kantong dilengkapi dengan papan
pembuka dan bola gelinding yang pengoperasiannya di
dasar perairan. Pukat harimau dapat dilihat pada Gambar

/@@

tanpa TED
Gambar 1.11. API pukat harimau
(Sumber: Permen KP No 36 Tahun 2023)
Trawl memberikan sumbangsih yang besar bagi perikanan
laut terkhusus udang. Di sisi lain trawl menimbulkan
dampak negatif bagi kelestarian sumber daya ikan,
sehingga di Indonesia dilarang untuk beroperasi. API trawl
dapat menangkap semua jenis ikan di dasar perairan
dengan berbagai ukuran, termasuk ikan-ikan yang belum
layak tangkap (Fitri, 2020). Namun trawl juga masih dapat
dioperasikan apabila dimodifikasi pada bagian kantong.




Sudirman, (2013) menambahkan bahwa trawl dapat
dioperasikan di perairan laut Arafuru.

3. Perangkap berupa perangkap ikan peloncat

Perangkap ikan peloncat adalah API perangkap bersifat pasif,
dengan bentuk lembaran jaring segi empat. Fungsinya adalah
untuk menjebak ikan yang mempunyai sifat meloncat di atas
permukaan air. Pengoperasian API perangkap ikan peloncat
yakni dengan dilingkarkan pada gerombolan ikan peloncat,
kemudian salah satu ujung jaring ditarik ke atas kapal sehingga
diameter lingkaran perangkap ikan peloncat semakin kecil.

Tabel 1.3. Jumlah alat penangkap ikan jenis perangkap

APL  Perangkap | , 19 | 2020 | 2021 | 2022 | jumlah
(Unit)
Peranglkap ikan 250 | 87 | 35 | 11 | 383
peloncat

Sumber: Data Statistik KKP, 2023

Gambar 1.12. API perangkap ikan peloncat
(Sumber: Permen KP No 36 Tahun 2023)

4. API lainnya berupa muro ami
Muro ami adalah API lainnya bersifat aktif, terdiri atas jaring
berbentuk kantong, meliputi atas sayap, badan, dan kantong
yang dioperasikan dengan cara menyelam untuk menggiring
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ikan ke bagian kantong. Target tangkapannya yakni ikan ekor
kuning.

Tabel 1.4. Jumlah alat penangkap ikan lainnya
API Lainnya (Unit) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Jumlah

Muro ami 154 165 127 107 553

Gambar 1.13. API muro ami
(Sumber: Permen KP No 36 Tahun 2023)

Selain dilarang, muro ami juga termasuk dalam kategori alat
tangkap yang berbahaya. Beberapa kemungkinan bahaya yang
timbul berkaitan dengan kegiatan penangkapan menggunakan
muro ami adalah bahaya tekanan ekstim, kebisingan, gigitan biota
laut, kimiawi (bahaya oli dan bahan bakar), dan sebagainya. Pada
saat melakukan aktivitas penangkapan ikan, nelayan muro ami
harus menyelam untuk mendapatkan hasil tangkapan. Selain itu,
bahaya suhu dingin karena lamanya waktu penyelaman dan
pengaruh kedalaman sangat berisiko bagi kesehatan dan
keselamatan nelayan (Dharmawirawan & Modjo, 2012).
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1.4 Penyuluhan Perikanan
1.4.1 Konsep

Penyuluhan perikanan sebagai agen perubahan merupakan
ujung tombak yang berhubungan langsung dengan para pelaku
perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyuluhan, yang
menjadi sasaran target penyuluh adalah para pelaku utama dan
usaha perikanan. Salah satu pelaku usaha yang dimaksud adalah
nelayan (Noviyanti, 2017). Penyuluhan merupakan suatu proses
pembelajaran bagi para pelaku. Kegiatan penyuluhan sangat
dibutuhkan, tidak hanya sekedar pendampingan, sosialisasi ataupun
memberikan informasi, namun juga kedepannya akan memberikan
dampak terhadap para pelaku usaha.

1.4.2 Penerapan

Kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan teknik
penangkapan ikan yang baik sangat diperlukan untuk membantu
problematika yang dihadapi para nelayan. Hal-hal yang dapat
disampaikan adalah :

1. Pentingnya penggunaan API yang ramah lingkungan
Penyuluh berperan untuk membantu nelayan untuk
memilih alat penangkapan ikan yang selektif dan ramah
lingkungan, serta penyampaian informasi terkait alat
penangkapan ikan yang dilarang dioperasikan.

2. Penerapan praktik penangkapan ikan yang bertanggung
jawab
Food Agriculture Organization (FAO) (1995) sudah
mengeluarkan tata cara untuk kegiatan penangkapan ikan
yang bertanggung jawab. Dalam hal ini terdapat penekanan
terkait alat tangkap, metode, dan praktik penangkapan ikan
yang harus selektif, sehingga meminimalkan adanya limbabh,
tangkapan spesies non target dan buangan. Penyuluh dapat
berperan dalam membantu nelayan untuk memahami dan
menerapkan terdapat aturan penangkapan ikan tersebut.

Penyuluhan perikanan merupakan sarana penting dalam
menambah pengetahuan, keterampilan dan sikap nelayan untuk
menerapkan teknik penangkapan ikan berkelanjutan. Penerapan
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yang efektif dapat mendukung nelayan untuk meningkatkan
produktivitas dan kesejahteraan masyarakat serta tidak melupakan
unsur pelestarian sumber daya laut.
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BAB 2
BUDIDAYA IKAN

Oleh Dewi Nurmalita

2.1 Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar karena
mayoritas wilayahnya terdiri dari perairan, mencakup sekitar 70%
dari total luas wilayahnya. Perairan Indonesia terbagi menjadi tiga
jenis berdasarkan tingkat salinitasnya yaitu perairan air tawar, air
payau, dan air laut. Ketiga jenis perairan ini memiliki potensi untuk
dapat menghasilkan produk perikanan sehingga dapat memberikan
kontribusi tambahan bagi kehidupan ekonomi serta mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi perikanan yang ada di Indonesia secara global
mempunyai perkirakan mencapai 15,59 juta hektar (Ha), yang
terdiri dari potensi air tawar sebesar 2,23 juta ha, air payau 1,22 juta
ha, dan budidaya laut 12,14 juta ha. Namun, pemanfaatannya masih
rendah, dengan hanya sekitar 10,1% untuk budidaya ikan air tawar,
40% untuk budidaya air payau, dan hanya 0,01% untuk kegiatan
budidaya laut. Dampaknya, produk perikanan budidaya secara
nasional masih mencapai nilai 1,48 juta ton.

Dengan demikian, Kementrian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia menargetkan untuk dapat meningkatan
produksi perikanan menjadi 7,7 juta ton atau meningkat lebih besar
dari 13%. Target ini terdiri merupakan hasil dari produksi
perikanan tangkap sebesar 5,1 juta ton dan 2,6 juta ton dari
produksi perikanan budidaya, dengan konsumsi makan ikan per
kapita per tahun mencapai sebesar 28kg. Untuk mencapai target ini,
Departemen Pendidikan Nasional bertanggung jawab untuk dapat
menciptakan sumber daya manusia yang kompeten di bidang
kelautan dan perikanan dengan mampu mengembangkan
perangkat pendidikan yang sesuai dengan era milinieal saat ini.

Kegiatan budidaya yang ada baik kegiatan air tawar, payau,
maupun laut, memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat
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dikembangkan di Indonesia. Bidang keahlian ini mencakup
pembelajaran tentang berbagai teknik budidaya ikan dari berbagai
jenis perairan, seperti budidaya air tawar, budidaya air payau, dan
budidaya laut, yang dikenal dalam praktik akuakultur.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tentang berbagai
macam jenis wadah yang akan digunakan untuk kegiatan budidaya
ikan, seperti kolam atau tambak, akuarium, dan karamba jaring
terapung (kja). Penjelasan ini akan mencakup mengenai konstruksi
dari setiap jenis wadah yang sesuai dengan tingkat produksi yang
diterapkan, serta persiapan wadah budidaya sesuai dengan prinsip-
prinsip budidaya yang berlaku. Memahami berbagai jenis wadah,
konstruksinya, dan persiapan yang tepat akan meningkatkan
produktivitas dalam kegiatan budidaya perikanan.

Berdasarkan sesuai dengan lokasi geografis Indonesia,
budidaya perikanan air tawar umumnya dilakukan di lokasi dataran
rendah atau tinggi, sementara budidaya perikanan air payau lebih
cocok dilakukan di sekitar muara sungai, pantai, atau rawa payau.
Masyarakat di daerah pesisir atau pantai dengan perairan yang
terlindung seperti teluk, selat, dan perairan dangkal sering
melakukan kegiatan budidaya air payau. Pemilihan wadah budidaya
harus disesuaikan dengan karakteristik lokasi budidaya. Menurut
Sukma (1987), sistem yang ada dalam kegiatan budidaya ikan dan
komoditas yang biasanya dibudidayakan di Indonesia dapat dilihat
pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Komoditas akuakultur yang umum dibudidayakan di
Indonesia
Sistem Komoditas
Kolam air tenang Ikan mas, nila, gurami, udang
galah, patin, bawal, tawes, ikan
hias, tambakan, sepat, kowan,
mola, sidat, pakan alami

Kolam air deras Ikan mas

Keramba Ikan mas, nila, mujair, patin,
gurami, betutu

Kombongan Ikan mas, nila, ikan hias, benih

ikan konsumsi, plankton pakan
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Sistem Komoditas

alami

Tambak Udang windu, bandeng, belanak,
mujair, nila, kakap putih, kerapu,
rumput laut, kepiting bakau,udang
galah

Jaring apung Kerapu, kakap, udang windu,
bandeng, samadar, ikan hias laut,
ikan mas, nila, mujair, gurami,
patin, bawal, sidat, ikan hias air
tawar

Jaring tancap Kerapu, kakap, udang windu,
bandeng, samadar, ikan hias laut,
ikan mas, nila, mujair, gurami,
patin, bawal, sidat, ikan hias air
tawar

2.2 Media Budidaya
2.2.1 Jenis-jenis wadah kegiatan budidaya ikan

Dalam budidaya ikan air tawar dan laut, digunakan berbagai
jenis wadah seperti kolam, bak, akuarium, dan jaring
terapung/karamba jaring apung. Kolam umumnya digunakan untuk
budidaya ikan air tawar, sementara bak, akuarium, dan jaring
terapung cocok untuk budidaya ikan baik air tawar maupun laut.

Perbedaan antara kolam dan bak dapat dilihat dari
definisinya. Kolam, atau "pond" dalam bahasa Inggris, adalah wadah
yang dibuat manusia dengan menggali tanah pada lahan tertentu
untuk menampung air dalam luasan terbatas. Kolam biasanya
memiliki kedalaman sekitar 1,5 hingga 2,0 meter dan dapat
menggunakan berbagai sumber air. Sedangkan bak fiber atau ember
adalah wadah yang diletakkan di atas permukaan tanah dan mampu
menampung air. Bahan pembuatan bak bervariasi sesuai dengan
kegiatan budidaya yang akan di lakukan dan sesuai dengan biota
yang akan di budidayakan.

Jenis kolam ini dapat dibedakan berdasarkan sistem
kegiatan budidaya dan sumber air yang akan digunakan, sementara
jenis bak umumnya dapat dikelompokkan berdasarkan dengan
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bahan baku pembuatannya seperti beton, plastik yang dilapisi
dengan kayu, atau fiber. Akuarium merupakan wadah budidaya ikan
yang terbuat dari kaca dengan ukuran tertentu, sedangkan jaring
terapung adalah wadah yang dibuat manusia untuk mengisolasi air
di perairan umum seperti danau, laut, waduk, atau sungai agar
dapat digunakan untuk kegiatan budidaya ikan.

1.

22

Kolam

Jenis kolam yang digunakan dalam budidaya ikan sangat

bergantung pada sistem budidaya yang diterapkan. Ada tiga
sistem budidaya ikan yang umum dilakukan:

a.

b.

Tradisional/ekstensif: Menggunakan kolam tanah, di
mana seluruh bagian kolam terbuat dari tanah.

Semi intensif: Menggunakan kolam dengan dinding
pematang dari tembok, sementara dasar kolamnya
terbuat dari tanah.

Intensif: Menggunakan kolam yang seluruh bagian
terbuat dari tembok.

Jenis-jenis kolam juga dapat dibedakan berdasarkan

sumber air yang digunakan:

a.

Kolam air mengalir (running water): Sumber air berasal
dari sungai atau saluran irigasi dengan aliran air yang
cukup besar.

Kolam air tenang (stagnant water): Sumber air berasal
dari sungai, saluran irigasi, mata air, hujan, dsb., tetapi
aliran air yang masuk ke kolam sangat sedikit.

Kolam-kolam yang digunakan dalam budidaya ikan

berdasarkan proses budidayanya dapat dibagi menjadi
beberapa jenis, antara lain:

a.

Kolam pemijahan ialah tempat perkawinan dengan
induk betina dan induk ikan yang berukuran sesuai
dengan standar dengan jumlah induk yang akan
dipijahkan.

Kolam penetasan ialah kolam yang digunakan untuk
menetaskan telur ikan dengan dasaran kolam biasanya



2.

3.

terbuat dari semen atau tanah yang keras agar tidak
merusak telur. Kolam-kolam ini harusnya dibuat
dengan sistem pengairan yang baik dan mudah
dikeringkan, bersih dari kotoran, dan berada dengan
lokasi dekat air yang mengalir serta bersih.

c. Kolam pemeliharaan benih termasuk ke dalam kolam
pendederan dan kolam pembesaran ikan, juga sangat
penting dalam budidaya ikan. Tanah dasar yang subur
menjadi kunci karena mendukung pertumbuhan pakan
alami yang dibutuhkan oleh benih ikan.

d. Kolam pemberokan memiliki peran vital dalam
manajemen perikanan sebagai tempat penyimpanan
induk-induk ikan yang akan dipijahkan atau dijual.
Kolam ini menjadi titik awal dalam proses reproduksi
dan distribusi ikan, yang menjadi fondasi keberlanjutan
usaha perikanan.

Bak

Dalam budidaya ikan, salah satu wadah yang penting
adalah bak atau tanki. Bak ini memiliki peranan krusial dalam
seluruh proses budidaya ikan dan disesuaikan dengan skala
produksi yang diinginkan. Seperti halnya kolam, bak juga dapat
dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan fungsi
budidayanya contohnya bak pemijahan, bak penetasan, bak
pemeliharaan, dan bak pemberokan.

Bak pemijahan umumnya terbuat dari bahan seperti
beton atau serat fiber, dan digunakan secara khusus untuk
proses pemijahan ikan. Di sisi lain, bak plastik sering digunakan
untuk pemeliharaan larva ikan. Pemilihan jenis bak yang tepat
sangat penting untuk memastikan kondisi lingkungan yang
sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan reproduksi ikan.

Akuarium

Akuarium merupakan salah satu wadah pemeliharaan
ikan yang relatif mudah dalam perawatannya. Biasanya
digunakan untuk budidaya ikan air tawar dan laut, terutama
dalam proses pembenihan ikan atau pemeliharaan ikan hias.
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Akuarium terbuat dari bahan kaca, dan namanya berasal dari
bahasa Latin "aqua"” yang berarti adalah air, dan "arium" yang
berarti adalah ruang. Sehingga arti dari akuarium adalah
sebuah ruang terbatas yang diisi dengan air dan makhluk-
makhluk yang hidup di dalamnya, yang dapat diamati dan
dinikmati. Dalam kegiatan budidaya ikan akuarium dapat
dibuat sendiri atau dibeli dari toko. Selain berfungsi sebagai
wadah untuk budidaya ikan, akuarium juga bisa menjadi
penghias ruangan yang indah dan dinikmati oleh para
penggemarnya.

4. Keramba Jaring Apung (KJA)

Salah satu opsi wadah kegiatan budidaya ikan yang
digunakan oleh individu tanpa lahan daratan adalah karamba.
Penggunaan karamba dalam budidaya ikan merupakan pilihan
yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan mengingat
Indonesia memiliki banyak air, baik air tawar maupun laut.

Dengan menggunakan karamba di laut, pembudidaya
ikan dapat menerapkan berbagai sistem kegiatan budidaya laut,
termasuk ekstensif, semi-intensif, atau intensif, sesuai dengan
kapasitas dan kebutuhan mereka. Ada beberapa jenis karamba
yang dapat digunakan dalam kegiatan budidaya ikan, seperti
karamba jaring terapung dan karamba bambu tradisional
dengan berbagai variasi bentuk yang sesuai dengan kebiasaan
lokal masyarakat. Teknologi yang diterapkan dalam budidaya
ikan menggunakan karamba relatif terjangkau dan sederhana.
Pendekatan ini tidak memerlukan pembuatan kolam baru di
lahan darat dan dapat meningkatkan produktivitas perikanan
budidaya.

2.2.2 Sumber air

Sumber air yang digunakan dalam budidaya ikan dapat
berasal dari dua jenis sumber utama, yakni air tanah dan air
permukaan. Air tanah adalah air hujan yang meresap ke dalam
tanah atau terletak di bawah permukaan tanah. Air tanah yang
digunakan dalam budidaya ikan umumnya diperoleh melalui
pengeboran hingga mencapai lapisan air tanah yang dapat
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dimanfaatkan.Air permukaan meliputi air hujan yang mengalir atau
terkumpul di tempat-tempat rendah seperti sungai, waduk, danau,
dan rawa. Di sisi lain air permukaan juga mencakup air yang berada
di sungai, danau, waduk, rawa, dan badan air lainnya yang tidak
meresap ke dalam tanah. Sumber air permukaan ini telah banyak
dimanfaatkan dalam budidaya ikan.
1. Kualitas air
a. Suhu
Air dihabitatkan oleh organisme akuatik dan
memiliki fluktuasi suhu yang lebih stabil dibandingkan
dengan udara karena sifat panas air yang tinggi. Ketika
suhu naik 1 derajat Celsius, air membutuhkan panas lebih
banyak daripada udara. Fluktuasi suhu air lebih besar di
perairan dangkal daripada yang lebih dalam, tetapi
organisme air menginginkan suhu yang stabil atau fluktuasi
minimal. Beberapa mekanisme alami, seperti penyerapan
panas matahari oleh permukaan air, pengaruh angin dalam
menggerakkan massa air, dan aliran vertikal air di dalam
perairan, membantu menjaga suhu air stabil. Suhu air juga
memengaruhi jumlah oksigen terlarut di dalamnya. Ketika
suhu meningkat, kemampuan larut oksigen dalam air juga
meningkat. Faktor-faktor seperti musim, lintang geografis,
ketinggian tempat, waktu, cuaca, aliran air, dan kedalaman
perairan memengaruhi suhu air. Peningkatan suhu juga
memengaruhi viskositas air, reaksi kimia, laju evaporasi,
dan kelarutan gas dalam air.

b. Kecerahan dan kekeruhan
Kecerahan dan kekeruhan air dalam suatu perairan
memengaruhi jumlah cahaya matahari yang dapat masuk
ke dalam perairan, yang disebut sebagai intensitas cahaya
matahari. Ini sangat penting karena cahaya matahari yang
ada di dalam air mendukung proses asimilasi oleh
fitoplankton atau tanaman air, yang pada gilirannya
mempengaruhi kesuburan air.
Kecerahan adalah ukuran transparansi perairan,
yang dapat diukur menggunakan secchi disk. Satuannya
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adalah meter, dimana intensitas cahaya yang didapat oleh
fitoplankton sangat bergantung pada seberapa banyak
sinar matahari yang masuk mencapai permukaan air dan
seberapa baik air menyebarkan cahaya di dalamnya.

Kekeruhan air, di sisi lain, menggambarkan
kemampuan air untuk menyerap dan menyebarkan
cahaya. Ini dipengaruhi oleh jumlah partikel yang
tersuspensi atau terendap di dalam air, seperti lumpur,
partikel organik, atau organisme mikroskopis seperti
plankton. Warna air juga dapat mempengaruhi kekeruhan,
yang disebabkan oleh zat-zat koloid dari tumbuhan atau
bahan organik lainnya.

Kedua faktor ini, kecerahan dan kekeruhan, saling
terkait. Kekurangan kecerahan dapat disebabkan oleh
tingginya tingkat kekeruhan, karena partikel-partikel
dalam air menghalangi cahaya masuk. Oleh karena itu,
memahami dan memantau kecerahan dan kekeruhan air
sangat penting agar dapat mengevaluasi kualitas perairan
dan potensinya untuk mendukung kehidupan akuatik.

Salinitas

Salinitas ialah konsentrasi total ion yang terlarut
dalam suatu perairan. Dalam istilah yang lebih sederhana,
salinitas dapat dianggap sebagai jumlah garam yang
terlarut dalam air tersebut. Nilai salinitas mencerminkan
total padatan yang larut dalam air setelah semua karbonat
diubah menjadi oksida, bromida dan iodida digantikan oleh
klorida, dan semua bahan organik teroksidasi.

Salinitas juga dapat diartikan sebagai total garam
yang terlarut dalam 1000 gram air. Garam-garam yang
umumnya terdapat dalam air payau atau air laut meliputi
Na, Cl, NaCl, MgS0O4 yang memberikan rasa tidak enak atau
pahit pada air laut, KNO3, dan lainnya. Nilai salinitas dapat
diukur menggunakan alat seperti refraktometer atau
salinometer. Satuan pengukuran salinitas adalah gram per
kilogram (ppt) atau promil (o/o00). Secara umum, nilai



salinitas untuk berbagai jenis perairan adalah sebagai
berikut:
1) Perairan tawar: 0-5 ppt
2) Perairan payau: 6-29 ppt
3) Perairan laut: 30-35 ppt

Pengetahuan tentang salinitas sangat penting dalam
budidaya ikan karena kebanyakan spesies ikan memiliki
toleransi yang berbeda terhadap tingkat salinitas air. Oleh
karena itu, memantau dan menjaga salinitas air dengan
tepat sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan
ikan dalam lingkungan budidaya.

. phair

pH (potensi hidrogen) adalah suatu ukuran nilai
logaritma negatif dari konsentrasi ion hidrogen yang
terlarut dalam suatu perairan. Hal ini memiliki dampak
besar terhadap kehidupan organisme perairan dan sering
digunakan sebagai indikator kualitas air. Dalam konteks
perairan perkolasi, pH air memainkan peran penting dalam
menentukan produktivitas kolam. Air yang sedikit basa
dapat mempercepat proses dekomposisi bahan organik
menjadi mineral-mineral yang dapat diserap oleh
tumbuhan, seperti amonium dan nitrat. Namun, jika
perairan kurang bahan organik, mineral-mineral tersebut
mungkin tidak tersedia. Jika ada bahan organik seperti
pupuk kandang atau pupuk hijau ditambahkan ke dalam
kolam yang kurang mengandung garam-garam bikarbonat
yang dapat melepaskan kationnya, mineral-mineral yang
diperlukan juga mungkin tidak akan tersedia dalam jangka
waktu lama. Oleh Kkarena itu, untuk menciptakan
lingkungan air yang baik, pH air harus stabil terlebih
dahulu tanpa fluktuasi yang signifikan.

Beberapa jenis ikan memiliki toleransi pH yang
berbeda. Contohnya, sepat siam, sepat jawa, dan ikan gabus
dapat hidup dalam kisaran pH 4-9, sementara ikan karper
dan gurami biasanya membutuhkan pH sekitar 7,2 untuk
kondisi yang ideal. pH air dapat dikelompokkan ke dalam
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tiga kategori, yaitu netral (pH = 7), alkalis (pH > 7), dan
asam (pH < 7). Derajat keasaman kolam ikan dapat
dipengaruhi oleh kondisi tanah dan sumber air, yang dapat
memengaruhi kesuburan perairan. pH yang terlalu asam
tidak menguntungkan bagi kegiatan budidaya ikan karena
dapat mengakibatkan produksi ikan yang rendah.
Sebaliknya, pH netral (biasanya berkisar antara 7-8)
umumnya dianggap yang terbaik untuk budidaya ikan.
Perubahan pH dalam perairan dapat berdampak pada
komunitas biologi di dalamnya.

. Oksigen

Oksigen terlarut dalam air adalah faktor vital bagi
kehidupan ikan dan organisme air lainnya karena mereka
tidak bisa mengambil oksigen langsung dari udara di atas
permukaan air. Sebaliknya, oksigen harus larut dalam air
untuk diakses oleh ikan melalui proses pernafasan dan
metabolisme. Satuan pengukuran oksigen terlarut adalah
mg/l atau ppm (part per million), yang menunjukkan
jumlah oksigen yang terlarut dalam setiap liter air.

Proses masuknya oksigen ke dalam air melalui
beberapa cara, salah satunya adalah melalui diffusi oksigen
dari udara ke dalam air melalui permukaan air. Proses ini
terjadi karena gerakan molekul udara yang berbenturan
dengan molekul-molekul air di permukaan air, sehingga
oksigen terlarut diikat dalam air. Diffusi oksigen terjadi
terus menerus selama air terus berguncang, karena udara
memiliki kandungan oksigen yang lebih tinggi daripada air.

Sebagai contoh, ketika udara dan air berinteraksi
maka, oksigen dari udara akan berdifusi ke dalam air
sehingga menyebabkan adanya perbedaan konsentrasi.
Misalnya, air murni sebanyak 1000 cc pada suhu kamar
mengandung sekitar 7 cc oksigen, sedangkan udara murni
pada suhu kamar mengandung sekitar 210 cc oksigen. Oleh
karena itu, air cenderung melepaskan oksigen ke udara
melalui proses diffusi ini.



f. Karbondioksida

Karbondioksida (COZ2) adalah parameter kimia yang
sangat penting dalam konteks budidaya ikan. Dalam
budidaya ikan, CO? yang dianalisis adalah COZ2yang larut
dalam air sebagai gas. CO? memiliki peran penting sebagai
sumber makanan bagi tumbuhan yang memiliki klorofil,
baik itu tumbuhan renik maupun tumbuhan tingkat tinggi.

Sumber CO? dalam air berasal dari beberapa faktor,
termasuk hasil pernafasan organisme air, aktivitas
tumbuhan, dan proses dekomposisi bahan organik oleh
mikroorganisme. Biasanya, konsentrasi CO? lebih tinggi di
dasar perairan karena di situlah terjadi dekomposisi bahan
organik yang signifikan.

Penting untuk memahami bahwa dalam kegiatan
fotosintesis tumbuhan air, ketersediaan CO?2 harus
mencukupi. Namun, jika konsentrasi CO? melebihi batas
tertentu, hal ini dapat menjadi berbahaya bagi organisme
air. Kelebihan CO? tidak hanya memengaruhi pH air, namun
juga memiliki sifat toksik. Peningkatan konsentrasi CO?2
dapat menyebabkan penurunan konsentrasi oksigen
terlarut dalam air, yang pada tingkat tertentu dapat
membahayakan organisme air.

Kadar CO? bebas dalam air tidak boleh mencapai
tingkat yang mematikan (lethal), karena pada kadar 20
ppm sudah dianggap beracun bagi ikan dan dapat
menyebabkan kematian jika kadar oksigen terlarut dalam
air kurang dari 5 ppm (5 mg/l). Organisme dalam air
menggunakan CO? yang awalnya berbentuk bebas. Jika CO?
bebas telah terpakai maka, air akan melepaskan CO? yang
terikat dalam bentuk bikarbonat kalsium atau bikarbonat
magnesium. Air yang mengandung cukup kalsium atau
magnesium bikarbonat memiliki kapasitas produksi yang
baik. Oleh karena itu, pengelolaan kadar CO? dalam air
menjadi kunci dalam menjaga kesehatan lingkungan
budidaya ikan.
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g. Plankton
Parameter biologi untuk kualitas air yang umumnya
diukur dalam kegiatan budidaya ikan ialah kelimpahan
plankton, benthos, dan perifiton. Plankton, khususnya,
memiliki peran penting dalam menilai kesuburan perairan
yang akan digunakan untuk kegiatan budidaya ikan.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai

kelimpahan plankton dan beberapa Klasifikasinya

berdasarkan ukuran dan habitatnya:

1) Macroplankton: Merupakan plankton yang masih
terlihat dengan mata telanjang karena ukurannya
yang cukup besar.

2) Nannoplankton atau Mikroplankton: Merupakan
plankton yang berukuran sangat kecil sehingga
dapat lolos melalui jaring plankton yang lebih kecil.
Nannoplankton umumnya terdiri dari organisme
seperti  bakteri, protozoa, dan fitoplankton
mikroskopis.

3) Netplankton atau Mesoplankton: Merupakan
plankton yang dapat disaring oleh jaring plankton
dengan ukuran jaring sekitar 0,03 - 0,04 mm.
Mesoplankton umumnya terdiri dari organisme
seperti larva krustasea, larva ikan, dan beberapa
jenis zooplankton yang lebih besar.

Berdasarkan habitatnya dan daerah penyebarannya,

plankton dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1.

2.

3.
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Limnoplankton: Merujuk pada plankton yang hidup di
peraliran tawar, seperti danau atau kolam.

Haliplankton: Merupakan plankton yang hidup di perairan
asin atau laut.

Hypalmyroplankton: Plankton yang khusus hidup di
peraliran payau, yaitu peraliran dengan tingkat salinitas
yang berada di antara air tawar daln air laut.

Heleoplankton: Plankton yang hidup di peraliran yang
relatif dangkal seperti kolam-kolam.



5. Petamoplankton atau Rheoplankton: Merupakan plankton
yang hidup di peraliran yang mengalir, seperti sungai.

Pemahaman tentang kelimpahan dan jenis plankton ini
penting dalam mengevaluasi kesuburan perairan dan potensinya
sebagai sumber pakan alami bagi ikan budidaya. Keselarasan
kondisi plankton dengan kebutuhan ikan budidaya dapat menjadi
faktor yang mendukung pertumbuhan dan kesehatan ikan dalam
sistem budidaya.

2.3 Pengembangbiakan
Dalam kegiatan budidaya ikan, pengembangbiakan menjadi
kunci utama untuk memperoleh hasil produksi yang optimal.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan

pengembangbiakan ikan:

1. Program Pengembangbiakan: Program pengembangbiakan
didasarkan pada pemahaman mendalam tentang biologi,
fisiologi, kebiasaan hidup, dan reproduksi ikan. Ini
melibatkan teknik rekayasa siklus reproduksi untuk
memastikan reproduksi ikan secara efisien.

2. Manajemen Induk Ikan: Manajemen induk ikan yang efektif
sangat penting dalam kesuksesan pengembangbiakan ikan.
Ketersediaan induk yang berkualitas memastikan produksi
benih ikan secara tepat waktu, dalam jumlah yang sesuai,
dengan kualitas dan jenis yang diinginkan, serta dengan
harga yang kompetitif.

3. Domestikasi: Di lingkungan budidaya, ikan mengalami
proses domestikasi untuk menyesuaikan diri dari habitat
aslinya ke lingkungan budidaya seperti kolam
pemeliharaan. Jenis ikan dapat dibagi menjadi empat
tingkat domestikasi, mulai dari domestikasi sempurna
hingga belum terdomestikasi, tergantung pada sejauh mana
siklus hidupnya.

4. Metode Pengembangbiakan: Pengembangbiakan ikan yang
dapat dilakukan dengan berbagai cara atau methode salah
satunya termasuk pengembangbiakan secara tradisional,
semi intensif atau intensif. Metode ini memastikan masih
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adanya ketersediaan benih ikan secara kualitas dan
kuantitas yang memadai untuk kegiatan budidaya ikan.
Pemijahan: Pemijahan ikan secara umum dapat dilakukan
secara alami, semi intensif, atau buatan. Pemijahan alami
terjadi tanpa campur tangan manusia dan sering terjadi di
dalam wadah budidaya. Pemijahan semi intensif dapat
melibatkan rangsangan hormonal untuk mempercepat
kematangan gonad, sedangkan pemijahan buatan
melibatkan rangsangan hormon serta proses ovulasi yang
dikontrol secara buatan.

Jenis Ikan: Indonesia memiliki berbagai jenis ikan yang telah
berhasil dibudidayakan, baik yang berasal dari perairan asli
maupun yang diintroduksi atau di import dari negara lain.
Beberapa contoh jenis ikan yang berhasil dibudidayakan di
Indonesia meliputi gurame, bandeng, mas, nila, kerapu, dan
masih banyak lagi.

Dengan memahami dan menerapkan dengan baik berbagai

aspek tersebut, para pembudidaya ikan dapat meningkatkan
efisiensi dan produktivitas dalam kegiatan pengembangbiakan ikan.

2.4 Nutrisi Ikan

Kajian tentang nutrisi ikan sangat penting untuk memahami

kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan agar ikan dapat tumbuh dan
berkembang dengan optimal. Berikut adalah beberapa aspek
penting terkait dengan nutrisi ikan:

1.
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Protein: Protein merupakan nutrisi utama yang dibutuhkan
ikan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh.
Kebutuhan protein bervariasi tergantung pada jenis ikan,
dengan kebutuhan asam amino yang sangat spesifik.
Kekurangan atau kelebihan protein dalam pakan dapat
memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ikan.

Karbohidrat: Karbohidrat merupakan salah satu sumber
energi penting bagi metabolisme ikan. Meskipun ikan
adalah hewan yang secara alami lebih memilih protein dan
lemak sebagai sumber energi, namun karbohidrat juga
dapat berperan sebagai pengganti protein dalam kegiatan



metabolisme. Penggunaan karbohidrat dalam pakan dapat
mengurangi harga pakan. Kebutuhan karbohidrat bagi ikan
berkisar antara 20-40%, dengan perbedaan dalam efisiensi
penggunaan antara ikan omnivora, herbivora, dan
karnivora.

. Lemak: Lemak adalah nutrisi penting bagi ikan dan
merupakan bagian dari lipid. Kebutuhan ikan akan lemak
berkisar antara 4-18%, dengan setiap jenis ikan memiliki
kebutuhan yang spesifik terhadap lemak.

. Vitamin: Vitamin merupakan Kkatalisator bagi proses
metabolisme dalam tubuh ikan. Vitamin diperlukan dalam
jumlah kecil namun sangat penting untuk kelangsungan
proses tubuh. Vitamin terbagi menjadi dua kelompok antara
lain: vitamin yang larut dalam air dan larut dalam lemak.
Kekurangan vitamin dalam pakan dapat membawa dampak
negatif bagi pertumbuhan dan kesehatan ikan budidaya.

. Mineral: Mineral merupakan nutrien yang penting bagi ikan
meskipun bukan sumber energi terbanyak yang dibutuhkan
tubuh namun, mineral berperan sebagai kofaktor dalam
kegiatan metabolisme tubuh. Ikan dapat menyerap mineral
baik dari makanan maupun lingkungan hidupnya. Mineral
dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mineral makro dan
mineral mikro, tergantung pada konsentrasinya dalam
tubuh ikan.

Dengan memahami kebutuhan nutrisi setiap jenis ikan,

petani dapat menyusun pakan yang sesuai untuk memastikan
pertumbuhan dan kesehatan yang optimal bagi ikan dalam
lingkungan budidaya. Penting untuk memperhitungkan jenis dan
jumlah nutrisi yang tepat dalam formulasi pakan untuk mencapai
hasil budidaya yang maksimal.

2.5 Hama Dan Penyakit

Dalam kegiatan budidaya ikan, serangan hama dan penyakit

merupakan salah satu kendala utama yang dapat mengurangi
produktivitas. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat
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dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan serangan hama dan
penyakit pada budidaya ikan:

1.

Pembersihan Wadah Budidaya: Melakukan pembersihan
secara berkala pada wadah budidaya ikan untuk
menghilangkan sisa-sisa pakan, kotoran, dan bahan organik
lainnya yang dapat menjadi tempat berkembang biak bagi
patogen.

Penggunaan Air Berkualitas: Memastikan kualitas air yang
baik dengan menjaga kebersihan air, mengukur parameter
seperti pH, suhu, oksigen terlarut, dan amonia, serta
mengganti atau mengalirkan air secara teratur.

Sterilisasi Peralatan: Mensterilkan peralatan yang digunakan
dalam budidaya ikan, seperti alat pancing, jaring, dan tangki,
untuk menghindari penyebaran penyakit dari satu tempat
ke tempat lainnya.

Pemisahan Ikan Sakit dan Sehat: Memisahkan ikan yang
terinfeksi penyakit dari ikan yang sehat untuk mencegah
penyebaran penyakit ke seluruh populasi ikan.

Pengobatan: Jika ikan sudah terinfeksi penyakit, melakukan
pengobatan sesuai dengan jenis penyakit yang menyerang.
Pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan obat-
obatan yang direkomendasikan oleh ahli atau dokter hewan
yang berpengalaman dalam bidang budidaya ikan.

Jenis-jenis halmal daln penyalkit yalng sering menyeralng

budidalyal ikaln meliputi:

1.
2.

3.

U
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Hama seperti kutu ikan, cacing, dan parasit lainnya.
Penyakit yang disebabkan oleh virus, seperti virus Nervous
Necrosis (VNN) dan Infectious Pancreatic Necrosis (IPN).
Penyakit bakterial seperti kuman Aeromonas dan
Pseudomonas.

Penyakit jamur seperti Saprolegnia sp. dan Achlya sp.
Penyakit parasiter seperti Ichthyophthirius multifiliis (white
spot disease) dan Trichodina sp.

Masalah makanan seperti kekurangan nutrisi atau toksin
dalam pakan.



Pengendalian serangan hama dan penyakit pada budidaya
ikan memerlukan pemahaman yang baik tentang penyebab dan
gejala penyakit, serta penerapan langkah-langkah pencegahan dan
pengobatan yang sesuai. Kolaborasi dengan ahli atau dokter hewan
yang berpengalaman juga dapat membantu dalam mengatasi
masalah kesehatan ikan dengan lebih efektif.
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BAB 3
KESEHATAN DAN KESELAMATAN
KERJA

Oleh Made Mahendra Jaya

3.1 Pendahuluan

Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah suatu upaya untuk
menjamin dan melindungi para pekerja dari risiko serta bahaya
yang mungkin bisa timbul selama bekerja. Keselamatan dan
Kesehatan kerja (K3) adalah suatu prosedur perlindungan bagi para
pekerja dan merupakan tanggung jawab dari tempat pekerja
tersebut bekerja. Pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja bagi
para pekerja, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang No.
13 Tahun 2003, dimana dalam undang-undang tersebut
menyatakan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk
memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja,
moral kesusilaan, dan perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat
manusia dan nilai-nilai agama. Penerapan K3 disebuah lingkungan
kerja adalah sebuah bentuk usaha menciptakan lingkungan kerja
yang aman, nyaman, serta sehat sehingga diharapkan dapat
mengurangi bahkan dapat mencegah kecelakaan kerja bagi
karyawan. Di Indonesia sendiri penerapan K3 masuk dalam kategori
sedang, dimana dibuktikan dengan posisi Indonesia berada pada
peringkat 82 dari 187 negara dunia pada indeks keselamatan dunia
(Kumairoh, 2018).

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu
pengetahuan dan terapan untuk mencegah kemungkinan terjadinya
kecelakaan dan penyakit yang dikarenakan oleh pekerjaan atau
lingkungan kerja. Kecelakaan kerja dapat didefinisikan sebagai
kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat
menyebabkan kesakitan atau cidera (dilihat dari tingkat
keparahannya) kejadian kematian, atau kejadian yang dapat
menimbulkan kematian (Riptifah dan meidisty, 2021). Para pekerja
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biasanya mengalami tekanan berlebih pada saat bekerja demi
mencapai suau target pekerjaan, dan oleh karena itu para pekerja
biasanya menjadi tidak tenang serta kurang hati-hati saat bekerja.
Kondisi inilah yang dapat memperbesar peluang terjadinya
kecelakaan kerja (simanjuntak dan Rendy, 2012). Selain karena
faktor tekanan pekerjaan, kecelakaan kerja juga biasanya terjadi
karena kelalaian oleh manusia /pekerja itu sendiri.

Pengendalian risiko terjadinya kecelakaan kerja sangat
berperan dalam mengurangi dan meminimalisir tingkat terjadinya
kecelakaan dan cidera yang ditimbulkan (Elphiana et al 2017).
Proses pengendalian risiko kecelakaan kerja dapat dilakukan
setelah sebelumnya mengidentifikasi bahaya-bahaya yang mungkin
dapat terjadi saat bekerja disebuah lingkukan tempat karyawan
tersebut bekerja. Selanjutnya setelah mengidentifikasi bahaya-
bahaya tersebut selanjutnya perlu dilakukan wupaya untuk
mengurangi atau menghilangkan risiko bahaya tersebut ketingkat
level yang bisa diterima atau ketingkat serendah-rendahnya
(Jaiswal et al. 2014)

3.2 Risiko dan Bahaya Kerja Sektor Perikanan

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi
yang mempunyai peranan bagi pembangunan ekonomi nasional,
khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, devisa, serta
penyedia lapangan kerja. Beberapa jenis pekerjaan yang berkaitan
dengan sektor perikanan mencangkup nelayan yang menangkap
ikan di laut, petambak ikan maupun garam, industri pengolahan
ikan baik secara industri maupun tradisional, penjual ikan, pembuat
kapal perikanan dan lain-lain.

Beban kerja disektor perikanan dapat bervariasi tergantung
dari jenis pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, lingkungan dan
kondisi tempat kerja juga mempengaruhi beban kerja disektor
perikanan. Beberapa contoh faktor yang dapat memberikan
gambaran mengenai beban kerja disektor perikanan khususnya
dibidang penangkapan ikan oleh nelayan meliputi:

1. Jadwal kerja yang tidak teratur. Pekerja perikanan terutama
nelayan sering kali dihadapkan pada jadwal kerja yang tidak
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teratur. Kadang nelayan harus bekerja pada malam hari,
atau bekerja disaat cuaca sedang buruk.

. Durasi kerja yang tidak menentu. Nelayan atau para pekerja
yang menangkap ikan di laut terbiasa untuk bekerja lebih
dari 8 jam per hari. Bahkan kadang ada yang bekerja hingga
23 jam per hari bilamana musim ikan terjadi.

. Lama waktu di laut. Nelayan atau pekerja yang bekerja di
atas kapal dan melakukan operasi penangkapan ikan di laut
lepas kebanyakan akan menghabiskan waktu yang lama di
laut. Waktu yang dihabiskan bisa sampai berbulan-bulan
hingga mereka kembali bersandar ke darat bilamana hasil
tangkapan yang didapat sudah maksimal.

. Kondisi cuaca. Nelayan harus bekerja dalam berbagai
kondisi cuaca yang sewaktu-waktu dapat berubah. Selain itu
nelayan juga menghadapi gelombang tinggi, angin kencang
maupun badai yang dapat meningkatkan risiko keselamatan
dan kesehatan mereka saat bekerja.

. Fisik yang keras. Pekerjaan sebagai nelayan seringkali
melibatkan aktivitas fisik yang sangat intens. Contoh
aktivitas fisik yang dilakukan seperti mengangkat peralatan
yang berat, ataupun memindahkan beban yang berat. Selain
itu menghadapi cuaca yang ekstrim dan waktu kerja yang
lama tentu akan membutuhkan fisik yang kuat.

. Stres dan tekanan psikologis. Dengan kondisi yang telah
dijabarkan sebelumnya, tentu akan dapat menyebabkan
para nelayan mengalami stres maupun tekanan psikologis
yang hebat.

Berdasarkan faktor beban kerja yang sudah dipaparkan di

atas, maka risiko terjadinya kecelakaan kerja khususnya dibidang
penangkapan ikan termasuk tinggi. Cuaca buruk, gelombang besar
serta kurangnya keterampilan dan pemahan dalam penggunaan
peralatan keselamatan kerja akan memberikan risiko terhadap
keselamatan kerja anak buah kapal (ABK) yang sedang bekerja di
atas kapal penangkap ikan (Imron, 2017)

Disektor pengolahan perikanan, beban kerja dapat bervariasi

tergantung pada jenis pekerjaan dan peran masing-masing
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pekerjanya. Berikut beberapa contoh faktor yang mempengaruhi

beban kerja di sektor pengolahan perikanan meliputi:

1. Kondisi lingkungan Kkerja. Biasanya lingkungan Kkerja
disektor pengolahan kondisinya dingin, lembab dan bau.
Tentu hal ini dapat mempengaruhi kenyamanan fisik
pekerja.

2. Proses produksi. Proses produksi meliputi pemotongan
ikan, pemisahan atau pengemasan ikan tentu melibatkan
tugas fisik yang repetitif serta memerlukan kecepatan tinggi
untuk memenubhi target produksi. Hal ini tentu memerlukan
kosentrasi serta fisik yang prima.

3. Ketersediaan tenaga kerja. Terkadang disuatu perusahaan
pengolahan ketersediaan tenaga kerja terbatas. Oleh
karenanya para pekerja kemungkinan akan menghadapi
beban kerja yang lebih tinggi untuk memenuhi permintaan
produksi.

4. Teknologi dan otomatisasi. Dengan adanya teknologi dan
otomatisasi dalam hal produksi praktis seharusnya akan
mengurangi beban kerja dari pekerja. Pada kenyataannya
para pekerja juga harus memerlukan pelatihan untuk
mengoperasikan dan memelihara peralatan-peralatan
tersebut agar dapat digunakan secara aman.

Untuk sektor perikanan budidayapun juga memiliki potensi
bahaya yang perlu diperhatikan. Hal ini dimaksudkan untuk
menjaga keselamatan dan kesejahteraan dari pekerja maupun
keselamatan dari biota itu sendiri. Kegiatan budidaya sendiri
merupakan kegiatan memproduksi biota atau organisme akuatik
secara terkontrol dalam rangka untuk memperoleh keuntungan.
Beberapa bahaya kerja yang berkaitan dengan kegiatan budidaya
ikan adalah sebagai berikut:

1. Kecelakaan terkait mesin dan peralatan. Penggunaan mesin
seperti pompa air, aerator, dan alat bantu lainnya akan
dapat menimbulkan risiko kecelakaan bila tidak
dioperasikan dengan benar.
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2. Paparan bahan kimia. Penggunaan obat-obatan, antibiotic
dan bahan kimia lainnya dalam kolam ikan akan dapat
menyebabkan risiko paparan bagi para pekerja.

3. Cidera fisik. Risiko cedera fisik seperti luka, luka sayatan
maupun cidera lainnya akan sangat mungkin terjadi kepada
para pekerja. Ruang gerak terutama di area sekitar kolam
juga akan meningkatkan risiko para pekerja untuk
mengalami kecelakaan yang berakibat pada cidera fisik.

4. Kondisi lingkungan. Para pekerja tentu terbiasa akan
terpapar panas matahari secara terus-menerus.hal ini tentu
akan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja di
sektor ini.

5. Risiko penyakit ikan. Para pekerja di sektor ini juga
mungkin akan terkena risiko terpapar penyakit ikan yang
dapat menular ke manusia. Maka sangat diperlukan
pencegahan dan pengendalian penyakit ikan untuk
melindungi para pekerja maupun populasi ikan.

3.3 Penanggulangan Kecelakaan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) khususnya di sektor
perikanan amatlah penting sebagai dasar terciptanya keberlanjutan
industri yang kokoh, perlindungan kepada pekerja serta
mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pentingnya K3 di
dunia perikanan semakin hari semakin mencuat. Hal ini
dikarenakan bahwa lingkungan kerja di sektor ini adalah unik dan
memiliki risiko tinggi terjadinya kecelakaan saat bekerja. Seperti
yang dihadapi oleh para pekerja di atas kapal perikanan, mereka
tentu akan dihadapkan pada kondisi lingkungan yang tidak pasti,
cuaca ekstrim, ombak tinggi, jam kerja yang panjang. Kecelakaan
sendiri merupakan kejadian yang tidak diduga atau tidak ada unsur
kesengajaan dan tidak diharapkan yang dapat menyebabkan
kerugian materiil maupun penderitaan bagi orang yang
mengalaminya.

Kegiatan pencegahan atau penanggulangan kecelakaan kerja
adalah suatu upaya yang dapat meminimalkan bahkan menghindari
risiko fatal adanya kecelakaan di lokasi kerja, khususnya di sektor
perikanan. Sebagai upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya
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kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi
risiko, pelatihan dan pendidikan K3, penggunaan alat pelindung diri
(APD), melakukan perawatan terhadap peralatan Kkerja, serta
pemantauan kesehatan pekerja serta lingkungan kerja.

3.3.1 Identifikasi risiko

Identifikasi risiko kecelakaan merupakan langkah awal dan
sebuah langkah paling kritis dalam menciptakan program
keselamatan kerja yang efektif. Dengan adanya identifikasi risiko
kita dapat memperkirakan bahaya-bahaya apa saja yang mungkin
terjadi saat kita bekerja. Selanjutnya kita dapat melakukan penilaian
risiko dari dampak yang ditimbulkan, apakah dampaknya ringan
hingga fatal. Terakhir kita dapat membuat suatu rencana
pengendalian risiko kecelakaan kerja untuk meminimalisir hal-hal
yang tidak diinginkan terjadi. Berikut adalah contoh identifikasi
terjadinya risiko kecelakaan kerja:

1. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang dimaksud seperti
kondisi deck yang licin, atau lantai yang licin, terdapat
banyak barang yang tidak tertata rapi, kurangnya
penerangan, kotor dan bau.

2. Mesin dan peralatan yang digunakan. Penggunaan mesin
dan peralatan yang digunakan harus dengan pelatihan yang
memadai, kondisi tidak rusak serta SOP (standar
operasional prosedur) yang jelas.

3. Prosedur Kkerja. Setiap pekerja harus benar-benar
memahami prosedur kerja sesuai dengan posisi kerja
masing-masing, seperti bagaimana menggunakan bahan
kimia, pengoperasian alat tangkap, serta mesin-mesin
lainnya.

4. Kondisi cuaca. Seperti yang kita tahu, bekerja di sektor
perikanan khususnya sektor penangkapan ikan, kondisi
cuaca sangat perlu diperhatikan untuk menjamin
keselamatan pekerja dari hal-hal yang tidak diinginkan.
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3.3.2 Pendidikan dan Pelatihan K3

Pendidikan dan pelatihan K3 memiliki peran krusial dalam
menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kegiatan ini
dibuat untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pekerja dan
seluruh pihak yang masuk dalam kegiatan suatu usaha khususnya di
sektor perikanan mengenai langkah-langkah yang diambil bilamana
terjadi suatu kecelakaan kerja. Dengan adanya pembekalan
mengenai K3 diharapkan para pekerja dapat menambah
pengetahuan serta wawasan mengenai tempat Kerjanya.
Meningkatnya wawasan akan keselamatan Kkerja tentu akan
meningkatkan kesadaran para pekerja akan kecelakaan yang bisa
timbul akibat pekerjaanya. Memahami ada bahaya yang selalu
mengintai, mampu mencegah terjadinya insiden terjadinya
kecelakaan tentu akan dapat mengurangi angka terjadinya
kecelakaan.

Melalui kegiatan ini pekerja juga akan mendapatkan
pengetahuan mengenai jenis dan cara penggunaan APD serta
fungsinya, dan cara merawatnya. Selain itu para pekerja juga akan
diajarkan simulasi kecelakaan. Kegiatan ini diharapkan mampu
membantu pekerja memahami bagaimana merespon situasi darurat
yang mungkin akan dihadapi seperti kebakaran, terjadi bencana
alam, dan proses evakuasinya.

Contoh kegiatan pendidikan dan pelatihan K3 yang dapat
diberikan kepada para pekerja adalah seperti pelatihan Basic Safety
Trainning (BST). Pelatihan BST merupakan program pelatihan dasar
yang memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip keselamatan
dan kesehatan kerja kepada para pekerja. Fokus pelatihan ini adalah
pada aspek penting seperti penilaian dan pengelolaan risiko,
pencegahan dan pengendalian bahaya, pengawasan pekerja dengan
izin kerja, respon darurat, komunikasi bahaya, dan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
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Gambar 3.1. Kegatan penolongan korban pada kegiatan BST
(Sumber : Dokumentasi pribadi)

Program pelatihan BST mencangkup beberapa modul
pelatihan yang mencangkup berbagai topik keselamatan, antara
lain :

1. Personal Survival Techniques (PST). Pelatihan ini
mencangkup cara atau teknik bertahan hidup di laut, cocok
bagi para pekerja yang akan berkerja di atas kapal.

2. Fire Prevention and Fire Fighting (FPFF). Dalam pelatihan
BST juga diajarkan cara mencegah kebakaran, baik di atas
kapal, maupun disebuah ruangan dengan menggunakan
berbagai macam peralatan pemadam kebakaran.

3. Elementary First Aid (EFA). Pelatihan ini mencangkup cara
memberikan pertolongan pertama dalam suatu situasi
darurat.

4. Personal Safety and Social Responsibility (PSSR). Materi
pelatihan ini mencangkup pengetahuan mengenai tanggung
jawab sosial serta keselamatan pribadi saat bekerja.

5. Proficiency in Security Awareness (PSA). Materi ini terkait
dengan pengetahuan tentang tindakan keamanan dan
deteksi ancaman terhadap para pekerja.

Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja tidak bisa
dilakukan seorang diri, tetapi setiap orang harus terlibat dan juga
ikut secara aktif menjaganya. Hal ini tentu akan dapat meningkatkan
solidaritas antar pekerja itu sendiri.
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3.3.3 Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Alat pelindung diri merupakan seperangkat alat keselamatan
yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi sebagian atau
seluruh tubuh dari pemakai dari kemungkinan adanya paparan
potensi bahaya di lingkungan kerja. Alat pelindung diri harusnya
wajib digunakan saat bekerja. Penggunaan APD sesuai dengan
bahaya dan risiko kerja yang dihadapi pekerja untuk menjaga
keselamatan pekerja itu sendiri dan orang disekelilingnya.
Penggunaan APD diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970
serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.
PER.08/MEN/VII/ 2010 Tahun 2010. Alat pelindung diri
merupakan alat yang sangat penting dalam rangka menunjang
keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di sektor manapun.

Sl
. ¥
' '2’

r 3.2. Contoh APD yang sering digunakan
(Sumber : google image)
Pemakaian APD perlu memperhatikan beberapa hal, seperti:

1. Mutu atau standar APD yang digunakan. Semua APD yang
digunakan harus memenuhi standar kualitas atau mutu
yang telah ditentukan, sehingga APD yang digunakan benar-
benar dapat menjamin keselamatan penggunanya.

2. Pemakai APD dengan baik dan benar. Bila tidak memakai
APD dengan baik dan benar, tentu APD yang dipakai tidak
dapat secara maksimal memberikan perlindungan kepada

. Ga
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penggunanya. Contohnya bila menggunakan helm harus
benar-benar terpasang pas dikepala dan tidak mudah lepas.
Ukuran APD yang digunakan. Sangat penting
memperhatikan ukuran APD yang akan digunakan agar
dapat secara maksimal memberikan kenyamanan bagi
penggunanya. Selain itu tentu supaya dapat memberikan
perlindungan yang maksimal.

Jenis-jenis APD berdasarkan fungsinya terdiri dari beberapa

macam, antara lain :

1.
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Helm. Helm pengaman adalah salah satu APD yang tentunya
paling sering digunakan. Helm pengaman sudah menjadi
syarat keselamatan yang sangat penting yang digunakan di
tempat kerja di seluruh dunia. Helm peling ini digunakan
untuk melindungi kepala penggunanya dari cidera kepala
yang serius atau fatal. Selain itu penggunaan helm juga
dimaksudkan untuk dapat meningkatkan peluang bertahan
hidup bila terjadi suatu kecelakaan saat bekerja.

Gambar 3.3. Contoh Helm Pelindung
(Sumber : google image)

Sarung tangan. Sarung tangan sebagai fungsinya untuk
melindungi tangan penggunanya dari risiko dan bahaya
cedera saat bekerja. Perlindungan yang diberikan
diantaranya perlindungan terhadap luka sayatan, tusukan,
luka bakar, benturan serta gesekan dan lainnya.
Penggunaan sarung tangan sangat direkomendasikan bagi
para pekerja yang bekerja di sektor perikanan terlebih



pekerja yang bekerja di atas kapal penangkap ikan, industri
perikanan maupun budidaya ikan.

Gambar 3.4. Contoh Penggunaan Sérung Tangan
(Sumber : google image)

3. Sepatu. Penggunaan sepatu pelindung sebagai salah satu
APD adalah hal wajib yang digunakan oleh para pekerja.
Penggunaan sepatu pelindung juga disesuaikan dengan
bidang pekerjaannya, misal dibidang medis, konstruksi,
pertanian, otomotif, pertambangan, dan lainnya. Manfaat
penggunaan sepatu sangatlah besar sehingga
memungkinkan kita terhindar dari bahaya saat bekerja.
Bahaya yang dimaksud seperti tertusuk benda tajam,
melindungi dari benda jatuh, mencegah slip, menahan suhu
panas, cairan kimia, maupun listrik.

Gambar 3.5. Contoh Penggunaan Sepatu Pelindung
(Sumber : google image)
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Pelampung. Penggunaan pelampung sebagai APD wajib
digunakan oleh pekerja yang bekerja di atas permukaan air.
Penggunaan pelampung dimaksudkan agar para pekerja
tidak tenggelam bila mengalami kecelakaan kerja seperti
terjatuh ke dalam air. Penggunaan pelampung harusnya
wajib bagi para pekerja di atas kapal penangkap ikan tanpa
terkecuali. Namum sering kita melihat penggunaan
pelampung saat nelayan bekerja sangat minim sekali. Jenis
pelampung yang biasa digunakan diantaranya jaket
keselamatan (life jacket) dan rompi keselamatan (life vest).
Pelampung juga bisa digunakan untuk mengatur tingkat
keterapungan sehingga pengguna bisa tetap berada dalam
posisi melayang atau terapung pada saat berada di air.

Gambar 3.6. Contoh Penggunaan Pelampung
(Sumber : google image)

Pelindung telinga. Penggunaan pelindung telinga sangat
diwajibkan bila lingkungan tempat bekerja sangatlah bising.
Suara bising bisa dihasilkan oleh suara mesin atau alat-alat
berat lainnya. Penggunaan pelindung telinga bagi para
pekerja seperti di ruang mesin sangat dianjurkan. Seperti di
ruang mesin disebuah kapal perikanan. Dengan penggunaan
pelindung telinga manfaat jangka panjang yang bisa
dirasakan adalah para pekerja terhindar dari kondisi tuli.



Gambar 3.7. Contoh Penggunaan Pelampung
(Sumber : google image)

3.4 Kepatuhan Terhadap Regulasi

Pemakaian APD pada saat bekerja akan memberikan
dampak positif secara jangka panjang kepada para pekerja. Hal
tersebut memiliki tujuan agar para pekerja maupun seluruh orang
yang berada di lingkungan kerja tersebut senantiasa dalam keadaan
selamat serta sehat (Wahyuni, 2018). Sebagai upaya dalam
penerapan K3, penggunaan APD sebagai sebuah bagian dari
pengendalian di sebuah tempat kerja adalah sebuah syarat penting
yang menjadi perhatian seluruh pihak. Pasal 13 UU No. 1 Tahun
1970 Tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa barang siapa
yang akan memasuki tempat Kerja, diwajibkan mematuhi semua
petunjuk keselamatan kerja, serta memakai alat-alat pelindung diri.

Pengendalian risiko kecelakaan kerja dapat dilakukan, salah
satunya dengan penggunaan APD. Penggunaan APD selama bekerja
diharapkan dapat menurunkan risiko terjadinya kecelakaan yang
dapat berakibat fatal bagi para pekerja. Selain itu penggunaan APD
juga diharapan dalam meminimalisir dampak cedera yang
ditimbulkan bilamana terjadi sebuah kecelakaan saat bekerja. APD
merupakan proteksi perlindungan terakhir dalam melindungi
pekerja saat mereka bekerja (Edigan, 2019). Sangat penting bagi
para pekerja untuk memiliki pemahaman dan pengetahuan akan
pentingnya penerapan K3 dilingkungan tempat mereka bekerja.

Pengetahuan melibatkan kesadaran atau pemahaman yang
diperoleh dari pengalaman dan pembelajaran. Penciptaan
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pengetahuan bergantung dari informasi serta pengembangan
informasi yang relevan membutuhkan penerapan pengetahuan
(Adebiyi, 2020). Pembelajaran akan K3 tidak hanya dianggap
sebagai perolehan pengetahuan melalui instruksi dan pelatihan
diruang kelas atau kegiatan formal lainnya, tetapi K3 harus dianggap
sebagai hasil akhir dari proses konstruksi kebiasaan yang dinamis
dan koleratif. Tempat kerja yang aman adalah sebuah hasil rekayasa
yang konstan dan berbagai elemen seperti pengetahuan dan
keterampilan, peralatan dan interaksi sosial yang merupakan
sebuah kesatuan dari berbagai aspek dan kepentingan. Solekhah
(2018), sebanyak 26,3% tenaga kerja masih jarang serta malas
dalam hal menggunakan APD saat bekerja. Hal ini tentu akan dapat
meningkatkan risiko terjadinya cedera saat bekerja. Maka bila
dilihat dari segi kepatuhan pekerja dalam menerapkan K3 masih
cukup rendah. Contohnya seperti nelayan yang bekerja menangkap
ikan di laut. Tingkat kesadaran dalam memakai APD masih sangat
rendah karena masih ada anggapan bahwa APD akan mengganggu
saat bekerja sampai mengganggap remeh risiko kecelakaan yang
mungkin terjadi di laut.

Setiap tempat kerja pastinya memiliki standar keselamatan
yang sudah ditentukan. Standar tersebut sudah seharusnya ditaati
oleh semua pekerja. Meskipun pekerjaan yang dilakukan berat
maupun ringan namun penggunaan APD wajib dilaksanakan.
Kepatuhan keselamatan dirujuk komponen tugas kinerja yang
digunakan untuk menggambarkan aktivitas keselamatan inti yang
dilaksanakan oleh individu untuk menjaga keselamatan di tempat
kerja. Kepatuhan keselamatan perilaku mencangkup kepatuhan
terhadap peraturan keselamatan yang ada, penggunaan alat
pelindung diri (APD), dan upaya individu untuk berperilaku aman di
tempat kerja (Magita, 2017).
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BAB 4
PEMASARAN DAN MANAJEMEN
USAHA

Oleh Dewi Alima Nostalia Suseno

Pemasaran dan manajemen usaha adalah dua konsep utama
yang menjadi tulang punggung kesuksesan setiap bisnis.
Pemahaman mendalam terhadap kedua aspek ini menjadi landasan
bagi perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya. Pada sub-bab
ini, kita akan menjelajahi definisi, peran, dan pentingnya pemasaran
dan manajemen usaha dalam konteks bisnis modern.

4.1 Pemasaran
4.1.1 Definisi Pemasaran

Pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang
dipengaruhi berbagai faktor sosial, budaya, politik, ekonomi dan
manajerial. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi masyarakat
untuk mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan yang
mereka harapkan, dengan menciptakan, menawarkan dan
menukarkan produk yang memiliki nilai komoditas (Rangkuti,
2017). Pemasaran merupakan suatu kegiatan untuk
memperkenalkan produk pada calon konsumen. Pemasaran
dapat diartika untuk mencipatkan sebuah nilai ekonomi dalam
sebuah transaksi barang. Pemasaran juga merupakan kegiatan
saling menghubungkan antara keinginan produsen dan
konsumen (Asmarantaka, dkk. 2018).

Proses pemasaran merupakan suatu kegiatan untuk
memenuhi kebutuhan konsumen dan produsen yang bersifat
symbiosis mutualisme, yakni sama-sama saling menguntungkan
kedua belah pihak. (Widiastomo, 2021). Untuk strategi
pemasaran merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk
mempromosikan barang yang diinginkan oleh konsumen, dan
hal ini di lakukan secara terus menerus (Wibowo, 2015).
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Stratgei pemasaran dilakukan untuk membuat sebuha
system promosi yang efektif dan efisien guna dapat menjual dan
mendistribusikan produk yang berguna bagi masyarakat.
Harapannya dengan stratgei pemasaran, Perusahaan dapat
menciptakan nilai dan hasil perolehan yang memusaskan
(Kotler, and Amstrong, 2008).

4.1.2 Fungsi Pemasaran

Sebagai "jantung" dari sebuah organisasi, fungsi pemasaran
memiliki peran krusial dalam menciptakan, mengelola, dan
mendukung pertumbuhan suatu bisnis. Melalui proses penciptaan
nilai, pembangunan hubungan pelanggan, hingga analisis mendalam
terhadap dinamika pasar, pemasaran bukan hanya sekadar alat
untuk menjual produk, tetapi lebih dari itu, sebuah seni untuk
memahami dan meresapi kebutuhan serta harapan pelanggan.

Fungsi pemasaran dapat dijelaskan melalui beberapa
perspektif. Menurut Kotler dan Keller (2016), fungsi pemasaran
mencakup beberapa aspek utama:

1. Menciptakan Nilai Pelanggan (Customer Value Creation):
Pemasaran bertujuan untuk menciptakan nilai bagi
pelanggan melalui penawaran produk atau jasa yang
memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.

2. Pengembangan Hubungan Pelanggan (Customer
Relationship Management): Pemasaran bertanggung jawab
dalam membangun dan memelihara hubungan jangka
panjang dengan pelanggan, sehingga menciptakan loyalitas
dan meningkatkan retensi pelanggan.

3. Penciptaan dan Pengelolaan Merek (Brand Creation and
Management): Pemasaran memiliki peran penting dalam
membentuk citra merek, mengkomunikasikan nilai merek,
dan memastikan merek tersebut dikenal di pasar.

4. Analisis Pasar dan Penelitian (Market Analysis and
Research): Pemasaran melibatkan pengumpulan dan
analisis data pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan,
mengidentifikasi peluang, dan mengantisipasi tren pasar.

5. Pengelolaan Saluran Distribusi (Distribution Channel
Management):  Fungsi pemasaran juga mencakup
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pengelolaan saluran distribusi agar produk atau jasa dapat
mencapai pelanggan dengan efisien.

4.2 Manajemen Usaha
4.2.1 Definisi Manajemen Usaha

Manajemen bisnis adalah sebuah proses yang digunakan
oleh perusahaan untuk merencanakan, mengarahkan, mengatur
dan mengendalikan kegiatan dan SDM yang ada para
perusahaan untuk mencapai target dan tujuan yang diharapkan
perusahaan.

Suatu manajemen usaha harus dilakukan secara
terorganisasi dan dengan asas kerjasama, sehingga karyawan
dan pengusaha dapat saling bekerjasama untuk mencapai
capaian yang diharapkan. Manajemen usaha merupakan
pembentukkan lingkungan bisnis yang harmonis dan selaras
agar dapat menggabungkan masing-masing peran karyawan
dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Proses pengaturan manajemen usaha mampu membawa
sebuah Perusahaan kedalam keberhasilan, oleh karena itu
manajemen usaha sangat penting bagi sebuah usaha.
Sederhananya, dalam sebuha manajemen usaha terdapat
antisipasi bagi kemungkinan bisnis yang akan dijalankan.
Sehingga mampu membantu para pemilik bisnis dalam
menjalankan usahanya.

4.2.2 Fungsi Manajemen Usaha

Fungsi Pemasaran secara garis besar terdapat beberapa
fungsi manajemen yang harus diketahui. Fungsi Manajemen
merupakan proses dari suatu aktivitas yang dilakukan dengan
merencanakan, mengorganisasikan, mengatur SDM sampai
dengan pengendalian.

Menurut Robbins dan Coulter (2010) menjelaskan terkait
fungsi manajemen sebagai berikut:

1. Perencanaan (Planning) merupakan salah satu fungsi dari
manajemen usaha, yang mana pada kegiatan ini meliputi
penetapan sasaran dan penetapan strategi yang akan
digunakan dalam menjalankan usaha.
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2.

Penataan (Organizing) adalah focus pada mnentukan
bagaimana cara yang akan digunakan untuk mencapai
tujuan perusahaan dan menunjuk siapa yang akan menjadi
penanggung jawab dan mengerjakannya.

Kepemimpinan (Leading) merupakan kegiatan yang focus
untuk memberikan motivasi, memimpin, dan memberikan
Tindakan lainnya yang berinteraksi dengan para karyawan
dan melibatkan orang banyak dalam perusahaan tersebut.
Pengendalian (Controlling) adalah Tindakan mengawasi
aktivitas demi memastikan segala sesuatunya selesai sesuai
rencana yang telah dibuat.

Sedangkan menurut George R. Terry dalam Mulyono

2008, yang menjelaskan fungsi-fungsi manajemen yaitu
perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),
pergerakkan (actuating), pengendalian (controlling). Berikut
penjelasannya:

1.
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Perencanaan (Planning)

Perencanaan (planning) merupakan fungsi dasar dari
sebuah manajemen, karena seluruh rangkaian kegiatan yang
akan dilakukan harus direncanakan terlebih dahulu seperti
pengorganisasian (organizing), pergerakkan (actuating),
pengendalian (controlling). Perencanaan adalah proses
penentuan tujuan dari pedoman pelaksanaan. Dengan
memilih cara yang terbaik dari beberapa alternatif
(kemungkinan) yang ada.

Menurut Terry (2006), “Planning is the selection and
relating of fact and the making using of assumptions
regarding the future in the visualization and formulation of
proposed activations believed necessary to achieve desired
result”. “(Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan
fakta dan membuat serta menggunakan asumsi asumsi
mengenai masa dating dengan jalan menggambarkan dan
merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk
mencapai hasil yang diinginkan)”.

Dari pengertian tersebut di atas, secara implisit
mengandung makna penentuan tujuan, pengembangan



kebijakkan, program, proyek, system dan prosedur guna
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan
demikian perencanaan mengandung tiga karakteristik:

a. Berhubungan dengan waktu mendatang

b. Membutuhkan suatu tindakan

c. Seorang PIV harus mau melaksanakannya

Pengorganisasian (Organizing)

Organizing merupakan sebuah pembagian kerja, yang
artinya menentukan jenis pekerjaan yang cocok pada
masing-masing PIC yang ditunjuk, Pekerjaan yang ada di
kelompokkan berdasarkan tugas tugas apa saja yang
melekat, dan membagi-baginya pada setiap karyawan sesuai
dengan hierarki atau susunan jabatan dalam perusahaan
tersebut.

Robbin dan Coulter (2010) menjelaskann
pengorganisasian adalah Menyusun dan mestrukturisasi
pekerjaan untuk mencapai tujuan.

Menurut Allen dalam Sadjiman (2007), “We can define
organization as the process of identifying and groupinh the
work to be performed, defining and delegating responsibility
and authority and stablising relationships for the purpose of
enabling people to work most effectively together in
accomplishing objectives”, yang artinya “Kita dapat
mendefinisikan organisasi sebagai proses penentuan dan
pengelompokkan pekerjaan yang akan dikerjakan,
menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung
jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang
bekerjasama secara efektif dalam mencapai tujuan”.

Organisasi merupakan Hasil pengorganisasian.
Organisasi adalah alat administrasi dan manajemen yang
ditinjau dari sudut pandang sebagai wadah, dan merupakan
sebuah organisasi yang bertujuan untuk memproses sebuah
kegiatan menjadi sebuah hasil akhir.

a. Organisasi sebagai wadah, yakni tempat dimana
kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan secara
dinamis.
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58

b. Organisasi sebagai proses, merupakan sebuah
hubungan antar dua orang atau lebih dalam sebuah
organisasi, yang bersifat dinamis, maka hubungan ini
akan menimbulkan 2 macam hubungan, yaitu:
hubungan formal dan hubungan informal. Hubungan
forma (formal organization) merupakan hubungan
seperti struktur organisasi dalam sebuah organisasi
atau Lembaga, yang mana terdapat atasan serta
bawahan di dalamnya. Sedangkan hubungan informal
(informal organization) merupakan hubungan antar
personal, yang dapat dilihat dari kesamaan keahlian,
kesamaan kepentingan, kesamaan minat, bakat dan lain
sebagainya dalam sebuah organisasi tersebut.

Pergerakkan (Actuating)

Pergerakkan (actuating) merupakan sebuah fungsi
proses arahan yang dilakukan oleh pimpinan, agar dapat
memperoleh prestasi dalam perkerjaannya. Actuating
merupakan proses pergerakkan, proses yang dinamis dan
bergerak, dengan pergerakkan itu suatu wusaha akan
berjalan. Ada beberapa istilah yang berbeda, dengan
maksud dan tujuan yang sama, yakni istilah directing,
leading, commanding dan motivating. Perbedaannya hanya
terletak pada kesan yang tertinggal ketika kita
menggunakan istilah tersebut.

Menurut Terry dalam Mulyono (2008), actuating adalagh
cara nagi anggota kelompok untuk mewujudkan visis misi
peruahaan.

Pengendalian (Controlling)

Pengendalian apaian atau yang disebut dengan
pengawasan merupakan suatu Tindakan evaluasi, atau
monitoring terhadap hasil pekerjaan dan capaian pekerjaan
yang telah dilakukan. Berikut merupakan pendapat
beberapa ahli terhadap pengawasan.

Menurut Robbins and Coulter (2010) pengendalian
adalah sebuah proses untuk mengawasi (monitoring),



membandingkan dan membandingkan dan mengkoreksi
(correcting) kinerja.

Menurut Koontz dan Donnel dalam Sadjiman (2007)
mengatakan bahwa, “Planning and cotrolling are the two
sides of the same coin” yang memiliki arti “Perencanaan dan
pengawasan adalah dua sisi dari mata uang yang sama”.
Administrasi kontrol merupakan bentuk pengendalian
terhadao  seluruh  aktivitas organisasi, sedangkan
management kontrol adalah pada bagian atau unit tertentu.
a. Sasaran Pengawasan

Tujuan akhir pengawasan atau pengendalian adalah

optimalisasi. Optimalisasi adalah pencapaian terbaik

antara hasil dengan upaya. Ini berarti, hasil harus lebih
besar daripada sumber daya, peralatan, dan tenaga

yang diperlukan. Selain itu, ada juga tujuan lain di

antaranya, yaitu:

1) Mengawasi dan menjalankan tugas yang telah
ditetapkan sesuai dengan rencana yang telah
dibuat.Bahwa struktur dan hierarki organisasi
sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam
rencana.

2) Menetapkan posisi bagi karyawan berdasarkan
bakat, keahlian, pendidikan, dan pengalaman
mereka, serta memastikan  pengembangan
keterampilan bawahan dilakukan secara
terstruktur, berkala, dan terencana.

3) Penggunaan peralatan harus dilakukan dengan
efisiensi biaya yang optimal.

4) Sistem dan prosedur kerja harus terus
dipertahankan sesuai dengan perencanaan yang
cerdas..

5) Pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab
harus didasarkan pada pertimbangan yang logis,
obyektif, dan tidak dipengaruhi oleh preferensi
pribadi.
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6) Tidak boleh ada pelanggaran atau penyalahgunaan
dalam penggunaan posisi, kekuasaan, dan
kewenangan

b. Sifat atau Ciri Pengawasan

1) Pengawasan harus fokus pada pencarian fakta-fakta
terkait pelaksanaan tugas-tugas dalam organisasi,
termasuk aspek biaya, tenaga kerja, struktur
organisasi, faktor psikologis, serta sistem dan
prosedur Kerja.

2) Pengawasan harus memiliki sifat preventif,
bertujuan untuk mencegah pelanggaran atau
penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.

3) Fokus pengawasan adalah pada kegiatan saat ini
yang sedang berlangsung.

4) Pengawasan harus dianggap sebagai sarana untuk
meningkatkan efisiensi, bukan sebagai tujuan akhir.

5) Implementasi pengawasan harus mendukung
pencapaian tujuan dengan lebih mudabh.

6) Pelaksanaan pengawasan harus dilakukan dengan
efektif.

7) Tujuan pengawasan bukan untuk menentukan
siapa yang bersalah jika terjadi kesalahan;
sebaliknya, tujuan pengawasan adalah untuk
menentukan apa yang tidak benar dan metode yang
dapat digunakan untuk memperbaikinya.

8) Pengawasan harus dilakukan dengan bimbingan.

4.2.3 Definisi Manajemen Pemasaran

Manajemen Pemasaran merupakan serangkaian kegiatan
yang dilakukan perusahaan atau pengusaha untuk mempromosikan
produk yang dijualnya. Kegiatannya meliputi iklan, menawarkan
produk pada konsumen atau para pebisnis lainnya.
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4.2.4 Fungsi Manajemen Pemasaran
1. Analisis pasar
Analisis pasar merupakan salah satu tahap kunci dalam

fungsi manajemen pemasaran yang bertujuan untuk
memahami pasar di mana produk atau layanan akan
ditawarkan. Analisis pasar ini melibatkan pengumpulan dan
analisis data terkait dengan karakteristik, perilaku, dan
kebutuhan konsumen, serta faktor-faktor eksternal yang
mempengaruhi pasar.

2. Segmentasi pasar
Segmentasi pada merupakan sebuah proses dalam
mengelompokkan membagi pasar menjadi segmen-segmen
yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti
demografi, geografi, perilaku, atau psikografis. Agar
perusahaan dapat lebih efektif dalam Menyusun stratgei
yang tepat bagi medi apromosi yang digunakan.

3. Menetapkan pasar sasaran
Analisis pasar juga melibatkan pemahaman mendalam
tentang perilaku dan preferensi konsumen. Ini termasuk
kebiasaan belanja, preferensi merek, faktor yang
mempengaruhi keputusan pembelian, serta tren dan
perubahan dalam perilaku konsumen. nalisis pasar juga
melibatkan pemahaman mendalam tentang perilaku dan
preferensi konsumen. Ini termasuk kebiasaan belanja,
preferensi merek, faktor yang mempengaruhi keputusan
pembelian, serta tren dan perubahan dalam perilaku
konsumen.

4. Analisis Pesaing
Meneliti pesaing-pesaing dalam pasar untuk memahami
kekuatan dan kelemahan mereka, strategi pemasaran yang
mereka gunakan, dan bagaimana produk atau layanan yang
ditawarkan oleh perusahaan dapat bersaing secara efektif.

5. Perencanaan pemasaran
Tujuan dari adanya suatu pemasaran adalah untuk
meningkatkan penjualan produk yang pada akhirny
ameningkatkan laba. Semakin banyak aktivitas pemasaran
yang dilakukan, maka akan semakin besar peluang produk
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yang terjual. Menurut Kotler dan Keller (2009),
perencanaan pemasaran adalah "proses mengidentifikasi
peluang pasar, mengevaluasi peluang tersebut, memilih
pasar  target, merumuskan  strategi = pemasaran,
mengembangkan program pemasaran, dan mengelola
program tersebut."

4.3 Tujuan Manajemen Pemasaran

1.
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Menciptakan demand atau permintaan

Tujuan dari manajemen pemasaran yang menciptakan
demand permintaan adalah mempengaruhi perilaku
konsumen sehingga mereka merasa membutuhkan atau
menginginkan produk atau layanan yang ditawarkan oleh
perusahaan. Ini melibatkan berbagai strategi pemasaran
yang dirancang untuk membangkitkan minat, membujuk,
dan menggerakkan konsumen untuk melakukan pembelian.
Meningkatkan keuntungan

Keuntungan lain dalam manajemen pemasaran adalah
meningkatkan keutungan. Hal ini juga diiringi dengan car
apengembangan strategi pemasaran yang efektif dan juga
menekan biaya produksi untuk menambah keuntungan.
Menciptakan pelanggan baru

Bagi sebuah perusahaan besar harapan mereka untuk
memperoleh pelanggan baru di segmentasi yang sudah
mereka targetkan. Harapannya tentu untuk meningkatkan
omzet penjualan, serta memperluas jaringan pemasaran
yang mereka miliki.

Memuaskan pelanggan

Memperoleh konsumen baru bagi sebuah perusahaan
tidaklah  cukup. Para  pengusaha  harus mau
mengembangkan produk yang merek amiliki serta
mendistribusikan produk yang dapat memenuhi ekspetasi
para pelanggan. Jika konsumen yang membelinya puas,
maka bisnis tersebut dapat memperoleh pendapata yang
dapat memenuhi biaya operasional dan modal yang mereka
keluarkan.
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5. Mencitrakan produk yang baik di mata publik
Tujuan lainnya adalah meningkatkan citra yang baik di mata
konsumen. Hal ini dilakukan dengan cara kampanye
branding yang tepat. Sehingga yang muncul di benak
konsumen adalah citra yang tertanam akan keunggulan
keunggulan brand tersebut.

4.4 Teknik Analisis Pasar
1. SWOT Analysis (Analisis SWOT)
Analisis SWOT merupakan cara untuk mengidenifikasi
unsur-unsur yang terdapat pada sebuah perusahaan secara
sistematis (FadilaWeriantoni, 2019; Ambarwati, 2020;
Fakhrurrazi, 2021). Teknik analisisa SWOT bertujuan untuk
menganalisa lingkup kegiatan usaha yang telah dilakukan
untuk dapat digunakan dan memberikan strategi yang tepat
sesuai dengan kondisi dan potensi perusahaan tersebut
(Abdussamad & Amala, 2016; Monika et al.,, 2021). SWOT
merupakan  kepanjangan dari = Strenght  Weakness
Opportunity dan Treath. Pada analysis SWOT terdapat faktor
factor yang dapat digunakan dalam menganalisis kegiatan
usaha yang akan dilaksanakan yakni berupa factor internal
dan factor eksternal dari sebuah usaha:
a. Faktor Internal
1) Strengh (Kekuatan)
Merupakan kelebihan yang dimiliki oleh suatu
usaha. Kelebihan yang ingin di tonjolkan daripada
pesainya. Kelebihan ini bisa juga disebut sebagai
USP (Unige Selling Point) yang mana pada point ini,
perusahaan mampu menyebutkan kelebihan apa
saja dari produk yang mereka miliki.
2) Weakness (Kelemahan)
Kelemahan merupakan factor apa dalam bisnis
yang dikelola yang menjadi kekurangan bagi usaha
tersebut. Unsur Kkelemahan ini merupakan
kebalikkan dari unsur kekuatan yang ada .
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b. Faktor Eksternal
1) Opportunity (Peluang)
Sebuah usaha pasti memiliki peluang dalam bisnis.
Peluang ini dapat diperoleh dari rekan Kkerja,
informasi di media masa dan lain sebagainya.
Peluang ini merupakan kesempatan yang sekira nya
dapat membantu perusahaan dapat berkembang,
dna mendorong proses transaksi jual beli.

2) Treath (Ancaman)
Banyaknya produk yang sejenis dipasaran,
merupakan sebuah ancaman bagi sebuah usaha. Hal
inilah yang perlu dicermati agar, para pengusaha
dapat selalu waspada akan munculnya produk
produk baru yang serupa dengan produk yang
mereka miliki.

PESTEL Analysis (Analisis PESTEL)
Analisis PESTEL berperan dalam mengevaluasi karakteristik
dan perubahan lingkungan yang mempunyai dampak
perubahan bagi suatu usaha. Analisis ini adalah alat yang
dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi factor
yang dapat mempengaruhi suatu usaha di masa seksrang
dan masa depan. PESTEL merupakan singkatan dari
Political, Economic, Social, Technology, Legal and
Environment. Berikut merupakan uraian dari masing-
masing faktor:
a. Political
Isu politik dan peraturan yang ditetapkan oleh
pemerintah, akan mempengaruhi kemampuan sebuah
usaha dalam memperoleh keutungan dan menjadi
uskses. Analisis PEST dapat membantu dalam
mengevaluasi hal tersebut. Point point yang harus
dipertimbangkan dalam factor politik ini antara lain:
pedoman pajak, hak cipta, penegakkan hukum kekayaan
intelektual, stabilitas politik, peraturan perdagangan,
kebijkan sosial dan lingkungan, undang-undang



C.

perburuhan dan peraturan Kkeselamatan Kerja.
Sebaiknya pemilik bisnis menilik aturan-aturan yang
diberlakukan pemerintah terkait hal tersebut, sehingga
dapat mengatur strategi yang tepat dalam menjalankan
bisnis di era saat ini, dan tahun tahun medatang.
Economic

Peran ekonomi eksternal dalam keberhasilan sebuah
perusahaan wajib untuk dipelajari. Faktor ini terdiri
atas berbagai aspek, seperti suku bunga bank,
perubahan inflasi, pengangguran, produk domestic
bruot dan keterdiaan kredit. Dengan menganalisa factor
faktor ini di harapkan para pengusaha mampu untuk
memilih strategi yang tepat dalam aspek financialnya.
Social

Dengan faktor sosial, perusahaan dapat menilai
lingkungan sosial ekonomi pasar yang dapat menyerap
produk yang mereka jual. Memungkinkan dalam
memahami kebutuhan konsumen dan apa yang dapat
memotivasi mereka dalam melakukan pembelian.
Faktro yang dinilai yakni meliputi pertumbuhan
penduduk, distribusi usia, bidang pekerjaan, dan trend
pasar yang saat ini tengah berkembang.

Technology, Legal and Environment

Di era digital saat ini, teknologi merupakan faktor yang
sangat penting dalam bisnis, karena dapat
mempengaruhi konsumen, melihat jati diri brand atau
produk dari segi mana pun. Kekuatan branding
diharapkan mampu, merubah mindset konsumen, agar
kesan yang ditinggalkan brand tersebut bernilai positif
dan memiliki value.

Analisis PESTEL sangat ideal bagi sebuah perusahaan yang
ingin memahami serta mengukur kekuatan pasar mereka
baik saat ini maupun yang akan dating. Penting untuk
disebutkan bahwa pendekatan ini bersifat subjektif, dari
sudut mana para pengusaha melihat faktor-faktor krusial
yang harus di telaah. Dengan menggunakan analisis ini,

65



66

perusahaan dapat memvisualisasikan resiko, serta manfaat
peluang bisnis yang ada di pasaran.

Analisis Five Forces (Analisis Lima Kekuatan Porter)
Porter Five Force, juga dikenal sebagai "lima kekuatan
Porter," adalah teknik yang dapat digunakan oleh
pengusaha untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan
dalam industri tertentu. Untuk memahami tingkat
persaingan pasar di industri yang sama dan meningkatkan
keuntungan perusahaan dalam jangka panjang, jenis analisis
ini dapat digunakan. Micahel E. Porter menciptakan Analisis
Five Force dalam bukunya, "Strategi Persaingan: Teknik
untuk Menganalisis Industri dan Pesaing," yang diterbitkan
pada tahun 1980. Dalam analisis ini, pengusaha dapat
melihat dan mengukur kekuatan bisnis mereka dengan
pesaing yang sebanding. Mereka akan menggunakan lima
faktor ini.
Analisis Porter Five Force akan memberikan dampak
menyeluruh dan mendalam pada perumusan strategi yang
akan diterapkan. Hal ini penting sekali bagi para pengusaha
untuk mengawasi setiap competitor bisnis yang sejenis
dibidang mereka. Agar kita dapat selangkah lebih maju
dalam mengembangkan bisnis yang kita miliki. Prter
mengidentifikasi lima faktor yang menjadi kekuatan dalam
sebuah bisnis dalam membentuk lingkungan yang kometitif.
Berikut merupakan lima faktor yang wajib diketahui:
a. Persaingan yang kompetitif
Hal yang pertama adalah pada jumlah pesaing yang ada
dalam circle bisnis serupa yang sedang dilakukan.
Semakin banyak jumlah competitor, maka akan semakin
banyak pula produk dan jasa serta layanan yang
ditawarkan pada  konsumen, sehingga dapat
melemahkan usaha yang kita bangun. Biasanya pihak
konsumen akan mencari produk dengan layanan yang
lebih baik ataupun harga yang lebih rendah.
Sebaliknya, jika produk tidak banyak memiliki
pesaingm maka perusahaan akan lebih cenderung



mempunyai kekuatan yang lebih besar dalam mengusai
pasar. Perusahaan bisa menetapkan harga yang lebih
tinggi, sehingga akan memperoleh keuntungan semakin
besar. Untuk menganalisa hal ini, pengusaha harus tau
mengenai jumlah dan kekuatan competitor, lalu
mengetahui dengan baik jumlah pesaing yang dimiliki.
Para pengusaha juga harus bisa mengukur layanan dan
produk dari competitor. Ketika suasana semakin
memanas, maka para pengusaha mampu memberikan
stratgei agresif seperti diskon dan kampanye marketing
yang mampu memberikan dampak bagi peningkatan
penjualan mereka.

. Kekuatan Pemasok

Suatu bisnis tak akan terlepas dari proses pemasok
bahan baku sebagai inputan dari produksi produk yang
akan dihasilkan. Oleh karena itu, peran supplier
memiliki peran yang penting dan bisa memberikan
pengaruh positif bagi perusahaan. Supplier yang dipilih
akan mempengaruhi biaya produksi yang akan
dikeluarkan. Semakin tinggi inputan bahan baku, maka
akan semakin tinggi pula nilai jual suatu produk, begitu
pula sebaliknya.

Kekuatan Pelanggan

Pelanggan merupakan segalanya bagi suatu perusahaan,
tanpa pelanggan sebuah usaha tidak akan menghasilkan
apa-apa. Semakin banyak pelanggan, maka kekuatan
perusahaan juga akan semakin bertambah. Harus diakui
bahwa peran pelanggan mampu memberikan dampak
bagi harga jual produk yang kita miliki. Dengan adanya
kepercayaan pelanggan, kita dapat lebih semangat
dalam menghasilkan produk yang akan kita tawarkan
kepada mereka. Untuk melakukan analisis kekuatan
pelanggan, perusahaan harus mengetahui besaran basis
pelanggannya, loyalitas pelanggan terhadap produknya,
dan kemungkinan beralih ke kompetitor. Dengan
demikian, perusahaan dapat melakukan analisis
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kekuatan pelanggan untuk menetapkan persyaratan
yang berkaitan dengan harga produk.
d. Ancaman Produk Pengganti
Para pebisnis juga harus berhati hati dengan competitor
di dalam industry dengan jenis usaha yang sama, atau
bahkan dengan kehadiran perusahaan yang mampu
membuat produk pengganti bagi produk tersebut.
Produk pengganti merupakan ancaman yang nyata bagi
sebuah bisnis. Saat perusahaan memproduksi produk
yang ingin dijual dan tidak ada produk subsitusi lainnya,
maka perusahaan akan memenangkan hati para
pelanggan. Jika terdapat produk subsitusi, maka
perusahaan akan kesulitan mengendalikan harga.
e. Ancaman Pendatang Baru

Para pengusaha tidak boleh meremehkan adanya
pendatang baru di dunia bisnis yang sedang
ditekuninya. Pasalnya kemungkinan mereka memiliki
pengalam yang baru dan terbatas, namun dengan
produk yang dimilikinya, bisa saja para konsumen
beralih menggunakan produk dari pendatang baru
tersebut. Untuk melakukan analisis kekuatan
pelanggan, perusahaan harus mengetahui besaran basis
pelanggannya, loyalitas pelanggan terhadap produknya,
dan kemungkinan beralih ke kompetitor. Dengan
demikian, perusahaan dapat melakukan analisis
kekuatan pelanggan untuk menetapkan persyaratan
yang berkaitan dengan harga produk.

4.5 Penutup

Dunia bisnis yang senantiasa berubah dan berkembang
menuntut kebutuhan akan informasi dan inovasi yang terus-
menerus bagi produk yang kita kembangkan. Melalui berbagai
analisis yang telah dilakukan, diharapkan para pengusaha di luar
sana dapat lebih memahami potensi dan tantangan yang dihadapi
oleh perusahaan mereka dalam menghadapi pasar yang dinamis
saat ini. Dengan demikian, mereka dapat mengambil langkah-
langkah strategis yang tepat untuk meraih kesuksesan dalam bisnis
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mereka. Semoga informasi dan wawasan yang diperoleh dapat
menjadi pijakan untuk terus berkembang dan berinovasi di era yang
selalu berubah ini.
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BAB 5
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Oleh Angkasa Putra

5.1 Pengantar

Konservasi merujuk pada usaha manusia dalam
melestarikan dan melindungi lingkungan. Istilah konservasi berasal
dari bahasa Inggris “conservation” yang memiliki arti pelestarian
atau perlindungan. Berdasarkan penjelasan Christanto (2014),
konsep konservasi dalam ranah ilmu lingkungan dapat
dikategorikan ke dalam lima poin utama, yakni: (1) Upaya untuk
meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi, produksi,
transmisi, atau distribusi, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi
energi sembari tetap menyediakan layanan dengan tingkat yang
sama; (2) Tindakan hati-hati dalam melindungi dan mengelola
lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan; (3)
Pengelolaan kuantitas tertentu yang stabil selama reaksi kimia atau
transformasi fisik; (4) Inisiatif suaka dan perlindungan jangka
panjang terhadap lingkungan; dan (5) Keyakinan bahwa habitat
alami suatu wilayah dapat dikelola sedemikian rupa sehingga
keanekaragaman genetik spesies tetap terjaga dengan
mempertahankan kondisi alaminya.

Menurut Arocena & Driscoll (2002), sumber daya alam
merujuk pada segala bentuk bahan dan energi yang berasal dari
lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dapat dibagi
menjadi dua kategori utama, yaitu sumber daya alam hayati (biotik),
seperti hutan, perikanan, dan tanaman, serta sumber daya alam
non-hayati (abiotik), seperti air, batu bara, dan mineral.
Pemanfaatan sumber daya alam melibatkan eksploitasi,
pengelolaan, dan pelestariannya. Pengelolaan yang bijaksana
diperlukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya
alam tidak merugikan lingkungan dan dapat berlanjut secara
berkelanjutan untuk generasi mendatang. Dalam konteks
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pembangunan berkelanjutan, penting untuk memahami dampak
eksploitasi sumber daya alam terhadap ekosistem dan upaya untuk
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam agar dapat
mendukung kesejahteraan manusia tanpa mengorbankan
keberlanjutan alam.

Konservasi sumber daya alam adalah pendekatan holistik
yang bertujuan untuk memelihara, memulihkan, dan
mengoptimalkan  pemanfaatan sumber daya alam demi
keberlanjutan ekosistem dan Kkesejahteraan manusia. Dalam
konteks ini, konservasi melibatkan implementasi strategi yang
berfokus pada pemeliharaan keragaman hayati, menjaga
keseimbangan ekosistem, dan mengurangi dampak negatif aktivitas
manusia terhadap lingkungan (Manik & Wirazilmustaan, 2019).
Dalam upaya konservasi sumber daya alam, pemahaman ilmiah
mengenai ekologi, dinamika populasi, dan interaksi antarorganisme
menjadi landasan. Pendekatan saintifik digunakan untuk merancang
kebijakan dan strategi yang dapat memitigasi perubahan
lingkungan, mempertahankan keanekaragaman genetik, dan
mengamankan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi
mendatang. Konservasi sumber daya alam tidak hanya
mengandalkan aspek teknis dan ilmiah, melainkan juga melibatkan
dimensi sosial dan ekonomi. Sinergi antara pengetahuan ilmiah,
partisipasi masyarakat, dan kebijakan yang bijaksana menjadi kunci
dalam mencapai tujuan konservasi yang efektif dan berkelanjutan.

5.2 Pengertian dan Pentingnya Konservasi

Perikanan

Konservasi perikanan dapat diartikan sebagai pendekatan
sistemik dalam mengelola, melindungi, dan memulihkan populasi
ikan serta ekosistem perairan secara berkelanjutan. Konservasi
perikanan bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem
akuatik, melindungi keragaman hayati dan memastikan
pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melampaui batas
keberlanjutan. Dalam ranah ilmiah, Kkonservasi perikanan
melibatkan pemahaman mendalam terhadap dinamika populasi
ikan, interaksi ekosistem perairan, dan dampak aktivitas manusia
terhadap habitat ikan. Pendekatan ini mencakup implementasi
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kebijakan pengelolaan yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah,
termasuk penetapan kuota penangkapan, pembatasan alat tangkap,
dan pembentukan kawasan perlindungan laut.

Pentingnya konservasi perikanan terletak pada peran sentral
sumber daya perikanan dalam menyediakan pangan bagi populasi
manusia. Sumber protein hewani dari ikan menjadi komponen vital
dalam ketahanan pangan global. Keberlanjutan sumber daya
perikanan menjadi kunci dalam menyediakan pasokan pangan yang
memadai untuk populasi dunia yang terus berkembang. Kondisi
ekosistem perairan yang sehat juga mendukung kehidupan
masyarakat pesisir dan nelayan, yang seringkali bergantung pada
hasil tangkapan laut sebagai sumber penghidupan utama. Dengan
memberikan akses, pengetahuan, dan sumber daya, masyarakat
lokal dapat menjadi mitra aktif dalam menjaga keberlanjutan
sumber daya perikanan.

Selain itu, konservasi perikanan memiliki dampak langsung
terhadap ekonomi dan keberlanjutan. Kehadiran ikan yang cukup
melibatkan pertimbangan aspek ekologi, termasuk migrasi ikan,
reproduksi, dan interaksi dengan spesies lain dalam ekosistem. Oleh
karena itu, konservasi perikanan tidak hanya memastikan
ketersediaan sumber daya perikanan saat ini, tetapi juga menjaga
kemampuan ekosistem untuk memproduksi dan mempertahankan
populasi ikan di masa depan. Artinya, konservasi perikanan
membantu menjaga keseimbangan ekosistem perairan dengan
memastikan tidak terjadi penangkapan ikan yang berlebihan.
Dengan melindungi habitat dan menjaga populasi ikan yang sehat,
ekosistem perairan dapat tetap berfungsi secara optimal.

Keberlanjutan perikanan mendukung sektor ekonomi
terkait, termasuk industri perikanan, pariwisata, dan pekerjaan di
sektor pesisir. Strategi konservasi yang bijaksana dapat memastikan
kelangsungan ekonomi tanpa merugikan sumber daya alam. Melalui
konservasi, ekosistem perairan dapat menjadi lebih kuat dan adaptif
terhadap perubahan iklim dan tekanan manusia. Karena dalam
konteks global yang terus berubah, perubahan iklim juga menjadi
faktor yang perlu diperhitungkan dalam strategi konservasi
perikanan. Adaptasi terhadap perubahan suhu laut, peningkatan
tingkat asam laut, dan perubahan pola arus laut menjadi tantangan
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tambahan yang memerlukan pendekatan konservasi yang dinamis
dan berbasis riset. Terakhir, konservasi perikanan juga terintegrasi
dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB (Perserikatan
Bangsa-Bangsa) atau Sustainable Development Goals (SDGs) by
United Nations. Melalui implementasi teknik konservasi, tujuan
terkait tanpa kelaparan (tujuan 2) dan ekosistem laut (tujuan 14)
dapat dicapai secara berdampingan.

5.3 Teknik Konservasi dalam Konteks Perikanan
Konservasi perikanan, sebagai unsur kunci dalam
manajemen sumber daya akuatik, melibatkan beragam teknik untuk
memastikan keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem perairan.
Pada tingkat mendasar, pengertian konservasi perikanan mencakup
pemahaman mendalam tentang dinamika populasi ikan, interaksi
ekosistem, dan dampak aktivitas manusia terhadap sumber daya
perikanan.
1. Pemahaman Populasi Ikan

Pentingnya pemahaman mendalam terhadap perilaku
reproduksi, pertumbuhan, dan migrasi ikan menjadi
landasan krusial dalam konteks konservasi perikanan.
Analisis struktur dan dinamika populasi ikan tidak hanya
memberikan wawasan mendalam mengenai kondisi
populasi, tetapi juga menjadi dasar untuk penetapan kuota
penangkapan yang berkelanjutan. Survei populasi yang
teratur, pemodelan matematika, dan pemantauan terus-
menerus menjadi instrumen penting dalam memahami
perubahan dalam komposisi populasi ikan.

Penerapan teknologi mutakhir seperti sistem
pemantauan satelit dan sensor memungkinkan pemantauan
aktivitas perikanan secara real-time. Hal ini tidak hanya
meningkatkan akurasi survei populasi, tetapi juga
memfasilitasi identifikasi pola penangkapan ikan yang
berpotensi merugikan keberlanjutan sumber daya. Dengan
pemahaman yang mendalam terhadap populasi ikan,
kebijakan konservasi dapat dirancang secara lebih presisi,
memastikan bahwa eksploitasi perikanan tetap seimbang
dengan keberlanjutan lingkungan.
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Dalam konteks ini, pendekatan komprehensif yang
melibatkan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan teknologi
menjadi kunci untuk memahami dan mengelola populasi
ikan secara efektif. Kolaborasi antara peneliti, pemerintah,
dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk
mencapai tujuan konservasi yang optimal, menggabungkan
kearifan lokal dengan pengetahuan ilmiah dalam upaya
bersama untuk menjaga keberlanjutan sumber daya
perikanan.

. Interaksi Ekosistem

Teknik konservasi perikanan tidak hanya mencakup
pemahaman terhadap populasi ikan, tetapi juga
memerlukan wawasan mendalam tentang interaksi
kompleks antara ikan dan komponen ekosistem lainnya.
Faktor-faktor lingkungan, seperti kualitas air, vegetasi
perairan, dan struktur dasar laut, memiliki implikasi besar
terhadap keberlanjutan perikanan. Oleh karena itu,
penelitian ekologi perairan yang menyeluruh menjadi kunci
dalam penerapan teknik konservasi yang tepat.

Pemahaman tentang interaksi ekosistem memberikan
dasar untuk merancang kebijakan yang lebih holistik dan
berkelanjutan. Kolaborasi antara ilmuwan ekologi, ahli
perikanan, dan ahli lingkungan menjadi penting untuk
mendapatkan pandangan menyeluruh tentang bagaimana
perubahan dalam satu komponen ekosistem dapat
memengaruhi keseimbangan keseluruhan. Analisis dampak
lingkungan dan  keberlanjutan  perikanan  harus
diintegrasikan untuk menciptakan pendekatan yang
melibatkan seluruh ekosistem perairan, bukan hanya fokus
pada satu spesies atau aspek tertentu. Selain itu, unsur
teknologi juga diperlukan di dalamnya. Dengan demikian,
teknologi tidak hanya menjadi alat pemantauan, tetapi juga
sarana untuk mendukung kebijakan yang berbasis bukti dan
berorientasi pada keberlanjutan ekosistem.
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Dampak Aktivitas Manusia

Manajemen sumber daya perikanan tidak hanya
berfokus pada pemahaman ekologi, tetapi juga memerlukan
evaluasi dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem.
Pemanfaatan sumber daya perikanan, pembangunan pesisir,
dan polusi dapat merusak habitat, memengaruhi kesehatan
populasi ikan, dan mengancam keberlanjutan perikanan.
Oleh karena itu, teknik konservasi dalam konteks ini
mencakup regulasi penangkapan, perlindungan habitat, dan
mitigasi dampak lingkungan. Regulasi penangkapan yang
efektif menjadi kunci dalam meminimalkan dampak
eksploitasi berlebihan terhadap populasi ikan. Pembatasan
kuota penangkapan, ukuran minimum tangkapan, dan
periode penangkapan yang diterapkan dengan bijak dapat
membantu mempertahankan keberlanjutan sumber daya.
Perlindungan habitat, seperti zona larangan penangkapan
dan pembentukan kawasan perlindungan laut, juga
merupakan strategi penting dalam menjaga ekosistem yang
menjadi rumah bagi berbagai spesies ikan. Pentingnya
mitigasi dampak lingkungan dari kegiatan manusia
memerlukan kolaborasi antara pemerintah, industri
perikanan, dan masyarakat. Penegakan hukum yang kuat,
insentif untuk praktik berkelanjutan, dan edukasi
masyarakat menjadi bagian integral dari strategi konservasi
untuk mengatasi dampak negatif yang timbul dari aktivitas
manusia terhadap ekosistem perairan.

Kuota Penangkapan Ikan

Pentingnya konservasi perikanan tercermin dalam
penggunaan kuota penangkapan yang ditetapkan
berdasarkan analisis ilmiah populasi ikan. Teknik ini
memastikan bahwa jumlah ikan yang diambil tidak melebihi
kapasitas reproduksi populasi serta mendukung regenerasi
stok ikan. Selain itu, pengembangan alat tangkap yang
berkelanjutan, seperti pancing selektif, membantu
mengurangi dampak tangkapan yang tidak diinginkan.



Berdasarkan pengalaman yang diambil dari penelitian
Anderson et al. (2018), penerapan sistem penangkapan ikan
berbasis kuota terbukti mendukung keberlanjutan sumber
daya ikan dan memberikan insentif ekonomi kepada
nelayan. Penggunaan model pengelolaan perikanan yang
berbasis kuota telah terbukti mendukung keberlanjutan
sumber daya perikanan. Penelitian yang dilakukan tersebut,
dengan membandingkan efektivitas model pengelolaan
perikanan yang memperkenalkan batasan jumlah
penangkapan (catch limit) dengan pembatasan terhadap
usaha penangkapan (jumlah, ukuran kapal, dan alat
tangkap). Hasil studi ini menunjukkan bahwa penerapan
model catch limit dapat memberikan kontribusi positif
terhadap keberlanjutan sumber daya ikan.

Di sisi lain, pembatasan usaha penangkapan, seperti
jumlah kapal dan alat tangkap, mungkin hanya akan
meningkatkan intensitas penangkapan di wilayah perikanan
yang belum diatur dengan baik. Sebagai contoh, pembatasan
jumlah dan ukuran kapal berpotensi untuk meningkatkan
jumlah awak kapal di laut serta mendorong nelayan untuk
menambah jumlah dan daya mesin kapal guna
memaksimalkan hasil tangkapan. Ini pada akhirnya dapat
mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Penelitian
yang dilakukan oleh Kasim (2019) mengenai perikanan
cantrang di Laut Jawa juga menunjukkan bahwa
pembatasan cantrang mendorong nelayan untuk
memperpanjang durasi penangkapan dan menambah
jumlah Anak Buah Kapal (ABK) per kapal agar dapat
menangkap ikan sebanyak mungkin. Hoshino et al. (2020)
juga menyatakan bahwa model pengelolaan perikanan
berbasis kuota (individual transferable catch quota, ITQ)
terbukti memberikan insentif ekonomi bagi nelayan dan
pelaku usaha perikanan, serta memudahkan penyesuaian
kegiatan perikanan berdasarkan perubahan faktor biologi
dan ekonomi sumber daya tanpa harus melibatkan upaya
pengurangan jumlah usaha penangkapan (flotilla kapal)
yang diatur oleh pemerintah.
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Di Indonesia sendiri, Penangkapan lkan Terukur atau
PIT adalah salah satu inisiatif pemerintah, dalam hal ini
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
(KKP RI), untuk memastikan keberlanjutan sumber daya
ikan sembari tetap mengoptimalkan manfaat ekonomi dan
sosial bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Melalui PIT,
pemerintah menetapkan batasan kuota tangkapan (catch
limit) sebagai kontrol output, menjadikannya sebagai model
pengelolaan perikanan yang diterapkan pertama kali di
Indonesia. Model ini merupakan alternatif untuk kebijakan
pembatasan izin kapal (input control) yang sebelumnya
dianggap kurang implementatif, menciptakan persaingan
cepat dalam menangkap ikan (race to fish), dan rentan
terhadap manipulasi ukuran kapal (markdown) (Trenggono,
2023).

Kebijakan PIT ini juga memiliki tujuan untuk menjaga
keberlanjutan sumber daya ikan, mencegah overfishing,
mendorong  pembangunan daerah, meningkatkan
penerimaan negara non-pajak (PNBP), meningkatkan
kesejahteraan nelayan, menciptakan lapangan Kkerja,
merangsang pertumbuhan industri perikanan dalam negeri
(termasuk cold storage, galangan kapal, pabrik es,
pengolahan ikan, dll), meningkatkan ketertelusuran produk
perikanan, meningkatkan kredibilitas industri perikanan
dalam hubungannya dengan sektor perbankan, dan
mengembangkan pariwisata di daerah yang diharapkan
dapat memberikan dampak pengganda yang signifikan bagi
perekonomian Indonesia secara menyeluruh (Trenggono,
2023).

Dalam pelaksanaannya, kebijakan PIT akan mengatur
ketentuan daerah penangkapan ikan (DPI), musim
penangkapan ikan, jenis alat penangkapan ikan, jumlah dan
ukuran kapal, pelabuhan perikanan untuk
pendaratan/bongkar muat ikan, penggunaan ABK lokal,
pasokan pasar dalam negeri, dan ekspor sesuai Wilayah
Pengelolaan Perikanan (WPP) yang telah ditentukan. PIT
juga akan menerapkan PNBP pasca produksi sebagai



langkah reformasi KKP RI untuk meningkatkan pengelolaan
perikanan nasional agar lebih baik dan berkelanjutan.
Mekanisme perolehan PNBP pasca produksi dianggap
sebagai cara untuk mencapai keadilan sosial dan keadilan
ekonomi serta untuk menjaga kelestarian sumber daya,
dengan memastikan pemanfaatan sumber daya ikan sesuai
dengan kapasitas dukungnya. Keadilan sosial dan ekonomi
diwujudkan melalui dorongan pertumbuhan industri
pendukung di setiap zona industri, bukan hanya didominasi
oleh pertumbuhan industri perikanan di Pulau Jawa saja.
Melalui PIT, pendaratan ikan didorong pada masing-masing
pelabuhan perikanan di mana ikan tersebut ditangkap
(Trenggono, 2023).

. Pembentukan Kawasan Perlindungan Laut

Sebagai strategi konservasi perikanan, pembentukan
kawasan perlindungan laut memiliki peran krusial dalam
melindungi habitat kritis, tempat pemijahan, dan rute
migrasi ikan. Pendekatan ini memastikan bahwa beberapa
wilayah tetap bebas dari aktivitas penangkapan yang dapat
merusak ekosistem, memberikan tempat perlindungan bagi
populasi ikan dan biodiversitas laut. Proses identifikasi dan
penetapan kawasan perlindungan laut memerlukan
kolaborasi antara ilmuwan kelautan, ahli perikanan, dan
pemerintah. Pemahaman mendalam tentang pergerakan
migrasi ikan, pola reproduksi, dan hubungan ekologi
menjadi dasar dalam menentukan lokasi yang optimal untuk
pembentukan kawasan perlindungan. Dengan menerapkan
konsep ini, tidak hanya sumber daya perikanan yang
mendapat manfaat, tetapi juga ekosistem laut secara
keseluruhan. Kawasan perlindungan laut bukan hanya
menyediakan tempat perlindungan bagi ikan, tetapi juga
mendukung  keanekaragaman hayati laut secara
keseluruhan. Selain itu, keberadaan kawasan perlindungan
dapat menjadi daya tarik ekowisata, memberikan kontribusi
positif terhadap perekonomian lokal sembari menjaga
integritas lingkungan.
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Peran Teknologi dan Inovasi

Penggunaan teknologi dan inovasi dalam konservasi
perikanan semakin berkembang. Penerapan sistem
pemantauan satelit, analisis citra udara, dan teknologi
deteksi genetik membantu dalam pemantauan dan
penegakan Kkebijakan konservasi. Pengembangan metode
penangkapan yang lebih efisien dan ramah lingkungan juga
menjadi fokus utama inovasi. Teknologi modern
memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat dan
real-time, mendukung pemahaman yang lebih baik tentang
aktivitas perikanan dan dinamika ekosistem laut. Sistem
pemantauan yang terintegrasi dapat memberikan informasi
penting bagi pengambil keputusan, memungkinkan respons
yang lebih cepat terhadap perubahan lingkungan dan
kondisi perikanan. Selain itu, inovasi dalam desain peralatan
penangkapan dan praktik perikanan berkontribusi pada
pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Peran teknologi dan
inovasi bukan hanya memfasilitasi aspek pengelolaan
sumber daya perikanan, tetapi juga menjadi pendorong
pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan. Penggunaan
teknologi yang bijak dapat meningkatkan efisiensi
operasional, meningkatkan nilai tambah produk perikanan,
dan menciptakan peluang bisnis baru di sektor ini.

Implikasi Ekonomi dan Sosial

Keberlanjutan perikanan tidak hanya memiliki
dampak ekologis, tetapi juga ekonomi dan sosial. Teknik
konservasi yang diimplementasikan harus
mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan
nelayan. Strategi pengelolaan yang adil, pemberdayaan
masyarakat, dan diversifikasi ekonomi menjadi bagian
integral dari Kkeseluruhan strategi konservasi. Aspek
ekonomi konservasi perikanan melibatkan penilaian
dampak kebijakan terhadap mata pencaharian dan
pendapatan nelayan serta industri perikanan. Sistem
insentif ekonomi yang mendukung praktik berkelanjutan
dapat menjadi langkah penting dalam mendorong adopsi



kebijakan konservasi. Pemberdayaan masyarakat lokal
melalui pelibatan aktif dalam pengelolaan sumber daya
perikanan, pendidikan, dan pelatihan juga menjadi kunci
dalam mendukung keberlanjutan. Selain itu, diversifikasi
ekonomi di komunitas pesisir dapat membantu mengurangi
ketergantungan pada sektor perikanan. Pengembangan
sektor-sektor alternatif seperti pariwisata, industri olahan
perikanan, dan marikultur dapat menciptakan sumber
pendapatan tambahan, menjaga keberagaman ekonomi, dan
mengurangi tekanan terhadap sumber daya perikanan.

5.4 Peran Masyarakat dalam Konservasi Perikanan
Keterlibatan dan partisipasi masyarakat memiliki peran
penting dalam memastikan keberlanjutan upaya konservasi
perikanan. Masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai penonton
pasif, melainkan sebagai mitra yang aktif dalam menjaga sumber
daya perikanan dan ekosistem perairan. Dalam konteks ini, berbagai
aspek dari peran masyarakat menjadi fokus utama dalam upaya
pelestarian.
1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Pentingnya peran masyarakat dalam konservasi
perikanan dimulai dengan peningkatan kesadaran. Edukasi
dan program penyuluhan yang efektif dapat menjadi
kekuatan utama dalam meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan
ekosistem perairan. Menurut penelitian de Sousa et al.
(2022), pengetahuan masyarakat tentang dampak kegiatan
manusia terhadap sumber daya perikanan menjadi dasar
bagi partisipasi mereka dalam upaya konservasi. Kesadaran
ini mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana
praktik-praktik berkelanjutan dapat mendukung
keberlanjutan sumber daya perikanan.

Selain itu, pendekatan partisipatif dan interaktif dalam
penyuluhan dapat meningkatkan efektivitas, dengan
melibatkan masyarakat dalam dialog dan diskusi. Program
ini harus dirancang dengan mencakup berbagai kelompok
masyarakat, mulai dari nelayan hingga konsumen, untuk
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mencapai pemahaman yang lebih holistik tentang masalah
konservasi perikanan. Kesadaran yang ditingkatkan ini
tidak hanya berdampak pada tindakan individu, tetapi juga
memicu perubahan dalam perilaku kolektif masyarakat
terhadap pengelolaan sumber daya perikanan.

. Partisipasi dalam Pengelolaan Sumber Daya

Peran masyarakat dalam konservasi perikanan
melibatkan partisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya
perikanan. Pembentukan kelompok nelayan lokal dan forum
konservasi memungkinkan masyarakat untuk terlibat
langsung dalam  proses pengambilan  keputusan.
Berdasarkan analisis Pramitasari et al. (2015), partisipasi
ini dapat memberikan pemahaman lebih baik tentang
kondisi lokal, kebutuhan masyarakat, dan tantangan yang
dihadapi oleh para nelayan.

Partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan
pengelolaan sumber daya perikanan memastikan bahwa
kebijakan yang diimplementasikan lebih memerhatikan
kebutuhan dan aspirasi lokal. Pembentukan lembaga
partisipatif, seperti kelompok diskusi atau dewan
konservasi, memberikan wadah bagi berbagai pihak untuk
berkontribusi pada perencanaan dan pengelolaan sumber
daya perikanan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat
bukan hanya memberikan pemahaman langsung tentang
kondisi lokal, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih
efektif dan berkelanjutan.

. Praktik Penangkapan yang Berkelanjutan

Perubahan perilaku dalam praktik penangkapan ikan
merupakan aspek kritis dari peran masyarakat dalam
konservasi perikanan. Penerapan teknik penangkapan yang
selektif dan berkelanjutan menjadi langkah konkret yang
dapat diambil oleh para nelayan. Menurut penelitian
Megwalu et al. (2018) dan Ojea et al. (2020), perubahan ini
melibatkan penggunaan alat tangkap yang ramah
lingkungan, penyesuaian terhadap musim penangkapan,



dan mengapresiasi tindakan masyarakat terhadap ukuran
minimum tangkapan.

Kesadaran akan dampak positif dari praktik
penangkapan yang berkelanjutan juga memainkan peran
kunci. Program pelatihan dan penyuluhan yang
memfokuskan pada teknik penangkapan yang ramah
lingkungan dapat mengubah paradigma nelayan. Kesadaran
ini memperkaya pengetahuan masyarakat tentang ekologi
perikanan dan memotivasi mereka untuk mengadopsi
metode yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu,
perubahan perilaku dalam praktik penangkapan merupakan
komponen integral dalam upaya konservasi perikanan yang
berhasil.

. Pelaporan dan Pemantauan Partisipatif

Masyarakat juga dapat berperan dalam pemantauan
dan pelaporan kondisi sumber daya perikanan. Sistem
pemantauan partisipatif melibatkan masyarakat dalam
pengumpulan data tentang jumlah tangkapan, ukuran ikan,
dan kondisi habitat. Studi Gebremedhin et al. (2021)
menunjukkan bahwa pemantauan partisipatif dapat
meningkatkan akurasi data, memberikan pemahaman yang
lebih mendalam tentang dinamika populasi ikan, dan
memberikan dasar informasi untuk pengambilan keputusan
yang lebih baik. Pemantauan partisipatif membangun
kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya
perikanan secara berkelanjutan. Dengan memberdayakan
masyarakat untuk menjadi pemantau aktif, informasi yang
dikumpulkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan
pada penelitian dan manajemen perikanan. Melalui
partisipasi dalam pemantauan, masyarakat bukan hanya
menjadi mitra pasif dalam upaya konservasi, tetapi juga
pemangku kepentingan yang aktif dan terlibat.

. Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan
nelayan menjadi bagian penting dalam upaya konservasi
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perikanan. Melalui penciptaan alternatif ekonomi, seperti
pengembangan usaha berbasis keberlanjutan dan
pariwisata laut berkelanjutan, masyarakat dapat menjadi
lebih mandiri secara ekonomi. Penelitian oleh Roscher et al.
(2021) menunjukkan bahwa diversifikasi mata pencaharian
juga dapat mengurangi tekanan eksploitasi terhadap
sumber daya  perikanan. Pengembangan  usaha
berkelanjutan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi,
tetapi juga menciptakan insentif untuk masyarakat dalam
melibatkan diri pada praktik-praktik berkelanjutan. Inisiatif
ini dapat mencakup pelatihan dalam manajemen bisnis,
promosi produk berkelanjutan, dan pengembangan
keterampilan yang mendukung usaha-usaha berbasis
konservasi. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi tidak
hanya mengurangi tekanan ekonomi pada sumber daya
perikanan, tetapi juga menciptakan kondisi yang
mendukung praktik-praktik konservasi.

Pelestarian Kearifan Lokal

Masyarakat juga ~memainkan peran dalam
melestarikan kearifan lokal yang berkaitan dengan
pengelolaan sumber daya perikanan. Keterlibatan dalam
penggunaan pengetahuan lokal tentang siklus alam serta
penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam aktivitas
perikanan dapat membantu menjaga keberlanjutan praktik-
praktik tradisional. Menurut penelitian Nurhayati et al.
(2021), pelestarian kearifan lokal dapat memberikan dasar
budaya yang kuat wuntuk praktik-praktik konservasi.
Kearifan lokal bukan hanya menjadi warisan budaya, tetapi
juga sumber pengetahuan yang berharga tentang ekosistem
perikanan. Penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam
aktivitas perikanan dapat memberikan pandangan yang
holistik tentang hubungan antara manusia dan alam. Oleh
karena itu, pelestarian konsep yang seperti ini dapat
menjadi sarana untuk mendorong keseimbangan ekosistem
dan membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga
warisan budaya dalam konteks konservasi perikanan.



7. Kolaborasi dengan Pihak Terkait

Peran masyarakat dalam konservasi perikanan juga
melibatkan kolaborasi dengan pihak terkait, termasuk
lembaga pemerintah, lembaga penelitian, dan organisasi
non-pemerintah. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat
kapasitas lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan,
tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang
diimplementasikan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat. Studi Mackinson et al. (2011) menunjukkan
bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan
kunci untuk mencapai konservasi perikanan yang holistik.
Kolaborasi dengan pihak terkait mencakup berbagai
kegiatan, seperti penyediaan bantuan teknis, pertukaran
pengetahuan, dan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan.
Melalui kolaborasi ini, masyarakat dapat memiliki akses ke
sumber daya dan informasi yang dapat meningkatkan
kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya perikanan.
Sebagai mitra dalam proses pengambilan keputusan,
masyarakat dapat memberikan pandangan langsung dan
pengetahuan lokal yang bernilai kepada pihak terkait.

8. Kesadaran Generasi Mendatang

Peran masyarakat dalam konservasi perikanan
mencakup pemantapan kesadaran generasi mendatang.
Pendidikan dan pelibatan anak-anak dan remaja dalam
kegiatan konservasi membentuk persepsi positif terhadap
lingkungan perairan dan mendorong tanggung jawab sosial
terhadap keberlanjutan. Menurut penelitian Liao & Chang
(2021), investasi dalam kesadaran generasi mendatang
merupakan langkah  penting untuk  memastikan
kesinambungan upaya konservasi. Pendidikan konservasi
yang terintegrasi dalam kurikulum di institusi pendidikan
dapat memberikan dasar pengetahuan yang kokoh kepada
generasi mendatang. Program pelatihan dan kegiatan
lapangan yang melibatkan anak-anak dan remaja dapat
menciptakan pengalaman langsung yang dapat membentuk
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persepsi positif mereka terhadap lingkungan perikanan.
Dengan membangun kesadaran ini sejak dini, masyarakat
dapat menciptakan warisan kultural yang menekankan
nilai-nilai konservasi untuk generasi mendatang.

Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya
konservasi perikanan melalui berbagai aspek yang telah
dijelaskan, bukan hanya diciptakan Kketerlibatan yang
berkelanjutan, tetapi juga membangun fondasi untuk
keberlanjutan ekosistem perairan yang lebih luas. Peran
masyarakat tidak hanya sebagai elemen pelengkap, melainkan
elemen kunci yang menggerakkan Kkesuksesan upaya
konservasi perikanan di tingkat lokal, nasional, dan global.
Melalui partisipasi aktif masyarakat, harapan untuk mewarisi
keberlanjutan sumber daya perikanan bagi generasi-generasi
mendatang menjadi semakin mungkin terwujud.

5.5 Pendidikan dan Penyuluhan dalam Konservasi

Perikanan
Pendidikan dan penyuluhan memiliki peran sentral dalam

upaya konservasi perikanan, membentuk kesadaran masyarakat,
meningkatkan pengetahuan, dan merangsang perubahan perilaku
yang mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan. Dalam
konteks ini, pendidikan dan penyuluhan memiliki dimensi yang
komprehensif untuk mencapai tujuan konservasi.

1.
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Pemahaman Dasar tentang Ekologi dan Konservasi
Pendidikan dalam konservasi perikanan dimulai
dengan menyediakan pemahaman dasar misalnya tentang
ekologi perairan, dinamika populasi ikan, dan dampak
aktivitas manusia terhadap ekosistem akuatik. Program
pendidikan ini membekali masyarakat dengan pengetahuan
yang diperlukan untuk memahami hubungan kompleks
antara manusia dan sumber daya perikanan. Sebagai
contoh, penelitian Sakurai & Uehara (2019) menyoroti
perlunya edukasi mengenai siklus hidup ikan,
ketergantungan spesies, dan interaksi ekosistem dalam
konteks konservasi. Selain itu, pentingnya pemahaman
mendalam tentang ekologi perairan diilustrasikan dalam



penelitian Heiskanen et al. (2016), yang menekankan bahwa
edukasi perikanan seharusnya mencakup pengenalan
terhadap keseimbangan ekosistem dan peran
keanekaragaman hayati laut dalam menjaga stabilitas
lingkungan. Pendekatan ini menciptakan landasan yang
kuat bagi masyarakat untuk memahami urgensi konservasi
perikanan dan merangsang partisipasi aktif dalam upaya
pelestarian.

. Pengenalan Terhadap Keanekaragaman Hayati Laut

Penyuluhan perikanan harus mencakup pengenalan
terhadap keanekaragaman hayati laut dan peran kunci yang
dimainkannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem
perairan. Melalui pemahaman mendalam tentang
biodiversitas laut, masyarakat dapat lebih menghargai
pentingnya menjaga kelangsungan hayati spesies ikan dan
organisme laut lainnya. Pentingnya keanekaragaman hayati
laut ditegaskan oleh Correira & Lopes (2023), yang
menyoroti bahwa setiap spesies memiliki peran unik dalam
menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan memahami
kontribusi setiap organisme, masyarakat dapat lebih
merasakan urgensi untuk melibatkan diri dalam usaha
pelestarian perikanan. Dengan demikian, pendidikan dan
penyuluhan dalam hal ini bukan hanya menyediakan
informasi, tetapi juga membentuk persepsi yang mendalam
dan berkelanjutan terkait dengan pentingnya menjaga
keanekaragaman hayati laut.

. Peningkatan Kesadaran Akan Dampak Manusia
terhadap Sumber Daya Perikanan

Pendidikan dan penyuluhan memainkan peran krusial
dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak
aktivitas manusia terhadap sumber daya perikanan. Hal ini
dapat mencakup pemahaman tentang overfishing, destruksi
habitat, dan perubahan iklim yang dapat membahayakan
keberlanjutan ekosistem perairan. Pentingnya kesadaran
akan dampak manusia diungkapkan oleh Pauly et al. (2002),
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yang menyoroti bahwa tanpa pemahaman yang mendalam
tentang konsekuensi aktivitas manusia, sulit untuk
mengambil langkah-langkah konservasi yang efektif. Oleh
karena itu, pendidikan perikanan tidak hanya fokus pada
pengetahuan tetapi juga membangun kesadaran dan
pemahaman mendalam untuk mendorong tindakan positif
dalam konservasi perikanan. Dengan memadukan
pengetahuan dan pemahaman mendalam, masyarakat dapat
menjadi agen perubahan yang efektif dalam melindungi
sumber daya perikanan untuk generasi mendatang.

Teknik Penangkapan yang Berkelanjutan dan Ramah
Lingkungan

Pendidikan perikanan juga harus mencakup teknik
penangkapan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Memberikan informasi tentang alat tangkap selektif,
penangkapan yang tidak merusak, dan praktik penangkapan
yang memerhatikan ukuran minimum ikan merupakan
bagian integral dari upaya pendidikan untuk merubah
perilaku nelayan dan konsumen. Pendidikan semacam ini
memberikan dasar bagi masyarakat untuk berpartisipasi
aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.
Sebagai contoh, penelitian Sadler et al. (2023) menekankan
pentingnya penangkapan yang selektif dalam menjaga
keragaman genetik populasi ikan. Pentingnya implementasi
teknik penangkapan yang berkelanjutan yang dijelaskan
oleh Jenkins & Garrison (2013), mengidentifikasi bahwa
penggunaan alat tangkap selektif dapat mengurangi dampak
penangkapan terhadap spesies non-target dan secara efektif
mengelola stok ikan. Melalui pendekatan ini, pendidikan
perikanan bukan hanya memberikan informasi tetapi juga
membentuk  keterampilan yang diperlukan  untuk
berkontribusi pada praktik perikanan yang berkelanjutan.

. Pengembangan Keterampilan Berkelanjutan

Pendidikan dan penyuluhan tidak hanya mengedukasi,
tetapi juga membangun Kketerampilan praktis untuk



mendukung praktik berkelanjutan. Ini mencakup pelatihan
tentang teknik penangkapan yang ramah lingkungan,
pengelolaan sumber daya perikanan secara bijaksana, dan
pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam
menjaga ekosistem perairan. Melalui pendidikan praktis,
masyarakat dapat mengaplikasikan pengetahuan dan
keterampilan yang mereka peroleh untuk mendukung
langkah-langkah konservasi. Sebagai contoh, penelitian
Rustan (2022) menyoroti pentingnya memberdayakan
masyarakat pesisir untuk mengelola sumber daya perikanan
secara mandiri. Pentingnya membangun Kketerampilan
berkelanjutan dalam masyarakat juga ditegaskan dalam
hasil penelitian Salmi et al. (2022), yang menunjukkan
bahwa pendidikan harus mencakup pelatihan yang konkret
dan relevan dengan kebutuhan lokal untuk mencapai
keberlanjutan perikanan.

6. Implementasi Program Penyuluhan di Institusi
Pendidikan
Mengintegrasikan program penyuluhan konservasi
perikanan  dalam  kurikulum  sekolah  merupakan
pendekatan proaktif untuk mencapai generasi yang peduli
terhadap lingkungan. Ini mencakup materi pelajaran yang
terstruktur tentang ekologi laut, manajemen sumber daya
perikanan, dan tanggung jawab sosial terhadap
keberlanjutan. Program ini dapat membentuk dasar
pengetahuan anak-anak dan remaja, menciptakan landasan
yang kuat untuk pemahaman mendalam tentang isu-isu
konservasi perikanan sejak dini. Sebagai contoh, Olawumi &
Mavuso (2023) menekankan perlunya melibatkan
pendidikan tentang tanggung jawab sosial dan etika
lingkungan dalam kurikulum sekolah. Integrasi program ini
tidak hanya menciptakan kesadaran peserta didik tetapi
juga membentuk generasi yang terampil dan kompeten
dalam mendukung konservasi perikanan.

7. Kampanye Komunitas dan Media Sosial
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Pendidikan dan penyuluhan memanfaatkan kekuatan
kampanye komunitas dan media sosial untuk menyebarkan
informasi dan membangun gerakan konservasi yang kuat.
Kampanye ini dapat melibatkan kegiatan seperti workshop,
seminar, pameran, serta konten edukatif yang dapat diakses
melalui platform media sosial. Melalui keterlibatan aktif
dalam kampanye, masyarakat dapat merasakan urgensi
konservasi perikanan dan menjadi bagian dari solusi.
Sebagai contoh, Preiser et al. (2018) menunjukkan bahwa
melibatkan masyarakat secara langsung melalui media
sosial dapat memperkuat dukungan untuk kebijakan
konservasi. Kampanye Kkomunitas dan media sosial
menciptakan momentum yang dapat membawa perubahan
positif dalam perilaku masyarakat dan mendukung upaya
konservasi.

Evaluasi Dampak Pendidikan dan Penyuluhan

Penting untuk secara sistematis mengevaluasi dampak
program pendidikan dan penyuluhan. Hal ini mencakup
pengukuran peningkatan pengetahuan, perubahan sikap,
dan perubahan perilaku dalam masyarakat terkait
konservasi perikanan. Evaluasi yang seperti ini dapat
menjadi landasan untuk memperbaiki dan
menyempurnakan strategi pendidikan di masa depan.
Menurut Yanfika et al. (2019), evaluasi yang berkelanjutan
diperlukan untuk mengukur efektivitas program dan
memastikan ~ bahwa  pesan  konservasi  perikanan
disampaikan dengan cara yang paling efisien kepada
masyarakat. Evaluasi dampak menjadi instrumen penting
dalam menilai efektivitas dan relevansi program
pendidikan, serta memungkinkan perbaikan terus-menerus
untuk mencapai hasil yang optimal.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pendidikan dan penyuluhan perikanan juga
memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku
kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan,



organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Kolaborasi
ini memperkuat kapasitas dan cakupan program konservasi
perikanan. Menurut Preiser et al. (2018), keterlibatan
pemangku kepentingan menciptakan sinergi di antara
berbagai sektor, memastikan keberlanjutan program, dan
membangun dukungan yang lebih luas untuk upaya
konservasi. Keterlibatan pemangku kepentingan menjadi
kunci sukses dalam mendorong perubahan positif dan
menjaga keberlanjutan program konservasi perikanan.

10.Peran Penelitian dalam Pendidikan

Integrasi penelitian terkini dalam program pendidikan
perikanan membuka peluang untuk menyampaikan
informasi yang mutakhir. Melibatkan peneliti dan ilmuwan
dalam penyusunan materi pelajaran dan penyampaian
informasi kepada masyarakat menciptakan jembatan
penting antara pengetahuan ilmiah dan pemahaman
masyarakat. Menurut Jaime et al. (2023), penggunaan
penelitian terkini dalam konteks pendidikan dapat
memberikan konten yang relevan dan mendalam, serta
meningkatkan daya tarik dan keefektifan pendidikan
konservasi. Keterlibatan penelitian dalam pendidikan
menciptakan sumber daya yang kuat untuk mendukung
pemahaman masyarakat tentang isu-isu Kkonservasi
perikanan yang berkembang.

11.Keberlanjutan Pendidikan

Pendidikan dan penyuluhan dalam konservasi
perikanan harus dikelola sebagai upaya berkelanjutan.
Program pendidikan ini harus dirancang untuk terus
beradaptasi dengan perubahan konteks lokal,
perkembangan ilmiah, dan tantangan baru yang muncul.
Keberlanjutan pendidikan memberikan dasar yang stabil
untuk konservasi perikanan yang berkelanjutan. Teel et al.
(2021) menekankan bahwa pendidikan konservasi harus
tetap relevan dengan perkembangan terkini dalam ilmu
pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan lokal untuk
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memastikan keberlanjutan upaya konservasi. Dengan
mengelola pendidikan sebagai upaya yang berkelanjutan,
masyarakat dapat terus memperbarui pengetahuan dan
keterampilan mereka, serta membentuk dasar yang kokoh
untuk konservasi perikanan yang berkesinambungan.

Melalui pendidikan dan penyuluhan, masyarakat dapat
memainkan peran aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber
daya perikanan. Dengan membangun pengetahuan, memicu
perubahan sikap, dan memberdayakan masyarakat untuk
bertindak, pendidikan dan penyuluhan menjadi alat yang efektif
dalam merangsang perubahan positif menuju konservasi
perikanan yang berkelanjutan.

5.6 Tantangan dan Peluang dalam Implementasi
Konservasi Perikanan
Dalam era modern ini, implementasi konservasi perikanan
menjadi suatu agenda yang semakin mendesak untuk diwujudkan
demi menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Namun, di
balik tekad yang kuat untuk mewujudkannya, terdapat sejumlah
tantangan yang perlu dihadapi, sekaligus peluang yang dapat
dimanfaatkan. Tantangan yang muncul dalam implementasi
konservasi perikanan mencakup aspek-aspek yang kompleks dan
memerlukan pendekatan yang komprehensif. Di antara tantangan
tersebut, beberapa poin kunci dapat diidentifikasi untuk
memberikan pemahaman yang lebih mendalam:
1. Tekanan Ekonomi dan Sosial
Tantangan utama dalam implementasi konservasi
perikanan adalah terkait dengan dampak ekonomi dan
sosial yang signifikan terhadap nelayan dan pelaku usaha
perikanan. Ketika kebijakan pembatasan penangkapan atau
kuota diterapkan, terjadi ketidakpastian ekonomi yang
dapat memengaruhi mata pencaharian nelayan.
Keseimbangan yang tepat antara perlindungan sumber daya
ikan dan keberlanjutan ekonomi lokal menjadi suatu dilema
yang rumit. Nelayan yang mengandalkan hasil tangkapan
mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari
dapat merasakan penurunan pendapatan yang substansial.
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Ini menciptakan tuntutan untuk menemukan solusi yang
tidak hanya mengamankan sumber daya ikan tetapi juga
memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan mata
pencaharian para nelayan.

Tantangan ekonomi ini dapat memicu reaksi sosial
dalam bentuk ketidakpuasan dan resistensi terhadap
kebijakan konservasi. Oleh karena itu, penting untuk
melibatkan nelayan dan pemangku kepentingan lokal dalam
proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait
kebijakan Kkonservasi. Pendekatan partisipatif dapat
menciptakan pemahaman bersama, memperkuat dukungan
dari komunitas nelayan, dan membuka jalan menuju solusi
yang berkelanjutan. Di samping itu, pembangunan kebijakan
konservasi yang bersifat inklusif dan mempertimbangkan
aspek sosial-ekonomi dapat membantu mengatasi
ketidaksetaraan yang mungkin timbul akibat kebijakan
tersebut. Menyelaraskan kebijakan dengan rencana
pembangunan ekonomi lokal dan menyediakan insentif
ekonomi  untuk  mengadopsi  praktik = perikanan
berkelanjutan dapat membantu mencapai keseimbangan
yang diinginkan antara konservasi dan kesejahteraan
ekonomi.

. Ketidakpastian Lingkungan

Tantangan ketidakpastian lingkungan memperumit
implementasi konservasi perikanan. Perubahan iklim yang
cepat, variabilitas suhu laut, dan migrasi spesies merupakan
faktor-faktor kompleks yang memengaruhi dinamika
ekosistem laut. Pemanfaatan sumber daya perikanan yang
berkelanjutan = memerlukan pemahaman mendalam
terhadap lingkungan maritim yang selalu berubah. Proses
perencanaan konservasi perlu mengintegrasikan
pengetahuan ilmiah tentang ekologi laut, adaptasi terhadap
perubahan iklim, dan pemantauan terus-menerus terhadap
perubahan dalam lingkungan laut.

Ketidakpastian ini menuntut adopsi pendekatan
adaptif dalam mengembangkan dan mengimplementasikan
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kebijakan konservasi. Respons yang cepat terhadap
perubahan kondisi lingkungan, termasuk perubahan pola
musim dan migrasi spesies, diperlukan untuk menjaga
keseimbangan ekosistem. Pemantauan secara real-time dan
sistem peringatan dini dapat menjadi instrumen penting
dalam menanggapi perubahan lingkungan dengan cepat,
yang memungkinkan penyesuaian kebijakan secara efektif.
Tantangan ini juga menyoroti pentingnya kerja sama
internasional dalam memahami dan mengatasi dampak
perubahan iklim terhadap perikanan global. Pertukaran
pengetahuan dan kolaborasi antar negara dinilai dapat
meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi dalam
menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks.

. Kurangnya Kepatuhan dan Pengawasan

Kurangnya kepatuhan terhadap kebijakan konservasi
serta kurangnya pengawasan merupakan tantangan serius
dalam menjaga keberlanjutan perikanan. Meskipun
peraturan konservasi telah diterapkan, implementasinya
tidak selalu berjalan sesuai harapan. Untuk mengatasi
tantangan ini, diperlukan upaya lebih lanjut dalam
memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum.
Penguatan pengawasan dapat mencakup penggunaan
teknologi mutakhir, seperti sistem pemantauan satelit dan
pengawasan udara, untuk memantau aktivitas perikanan
secara efektif. Selain itu, pelibatan masyarakat lokal dalam
proses pengawasan dapat meningkatkan kepatuhan dan
menciptakan budaya keberlanjutan di tingkat lokal. Dalam
rangka meningkatkan kepatuhan tersebut, perlu adanya
insentif dan sanksi yang jelas. Penerapan hukuman yang
tegas terhadap pelanggaran aturan konservasi dapat
menjadi langkah efektif untuk mendorong kepatuhan.
Dukungan dari pemerintah dan lembaga internasional
dalam memperkuat kapasitas pengawasan juga diperlukan
untuk menciptakan lingkungan di mana kebijakan
konservasi dapat dijalankan secara efektif dan adil.



Selanjutnya, terdapat tiga poin dari peluang dalam
implementasi konservasi perikanan, yakni:
1. Inovasi Teknologi

Peluang besar terbuka melalui inovasi teknologi dalam
konteks implementasi konservasi perikanan. Perkembangan
sistem pemantauan satelit, sensor, dan teknologi lainnya
dapat berperan sebagai katalisator yang mendorong
efektivitas upaya konservasi. Penggunaan teknologi canggih
memungkinkan pemantauan aktivitas perikanan secara
real-time, memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap
pola penangkapan ikan, dan memfasilitasi identifikasi
potensi risiko terhadap keberlanjutan sumber daya
perikanan. Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk
mengembangkan model prediktif yang membantu dalam
prediksi perubahan ekosistem laut dan perilaku ikan. Hal ini
memungkinkan para pemangku kepentingan untuk
mengambil tindakan preventif yang lebih tepat waktu dan
efektif. Dengan adopsi teknologi yang terus berkembang,
konservasi perikanan dapat menjadi lebih dinamis dan
responsif terhadap perubahan lingkungan.

2. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Peluang pemberdayaan masyarakat lokal merupakan
pondasi kuat dalam mencapai tujuan konservasi perikanan.
Melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahapan
perencanaan dan implementasi kebijakan dapat
menciptakan pemahaman bersama dan dukungan yang
kokoh terhadap upaya konservasi. Pendekatan ini dapat
mencakup  program  pendidikan yang  bertujuan
meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi
perikanan dan dampaknya pada mata pencaharian mereka.
Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga mencakup
pelibatan aktif dalam pengelolaan sumber daya perikanan.
Kolaborasi antara para nelayan, komunitas lokal, dan
lembaga konservasi dapat menghasilkan kebijakan yang
lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan ini juga
dapat mencakup peningkatan kapasitas lokal, memberikan
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pelatihan, dan membuka akses terhadap sumber daya yang
mendukung praktik perikanan berkelanjutan.

. Kolaborasi Internasional

Peluang kolaborasi internasional memegang peranan
penting dalam mengatasi tantangan konservasi perikanan
yang melibatkan wilayah lintas batas. Kerja sama antar
negara dapat mencakup pertukaran pengetahuan, data, dan
sumber daya untuk meningkatkan efektivitas upaya
konservasi. Koordinasi yang kuat antara negara-negara
yang berbagi perairan laut dapat membentuk fondasi untuk
strategi konservasi bersama yang lebih holistik. Selain itu,
kolaborasi internasional dapat melibatkan dukungan
finansial dan teknis dari negara-negara maju kepada
negara-negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas
mereka dalam mengelola sumber daya perikanan secara
berkelanjutan. Kesepakatan internasional tentang praktik
perikanan berkelanjutan, bersama dengan kolaborasi riset,
dapat meningkatkan usaha perlindungan dan pelestarian
keanekaragaman hayati laut secara global. Dengan
mengoptimalkan  kolaborasi  internasional, = potensi
kontribusi positif terhadap keberlanjutan sumber daya
perikanan dapat menjadi lebih besar dan lebih
berkelanjutan.
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BAB 6
PENGELOLAAN RISIKO BENCANA

Oleh Dheni Rossarie

6.1 Pendahuluan

Indonesia adalah Negara yang letaknya di wilayah benua
asia dan pasifik, hal ini mengakibatkan Negara Indonesia rawan
terhadap bencana alam. Indonesia mempunyai banyak pulau yang
membuat Negara ini memiliki geologi dan geografi yang kompleks
dan juga rentan terhadap bencana. (Yolla dan Satria, 2013).

Bencana bisa terjadi kapan saja dari yang tiba tiba ataupun
melalui proses. Ada bencana yang tidak bisa diperkirakan misalnya
gempa bumi, namun bencana banjir, tsunami dan kekeringan masih
dapat diperkirakan. Meski dapat diperkirakan bencana mempunyai
dampak yang merugikan baik harta maupun jiwa. Hal tersebut
terjadi karena kurangnya kesiapan pada saat menghadapi bencana.
(Bakornas PB, 2007) kajian bencana ini membuat banyak pihak
sadar pentingnya perencanaan dan pengaturan dalam
penanggulangan bencana (Kementerian PUPR, 2007)

Ada 87% daerah di Indonesia rawan bencana alam, ada 383
kabupaten/kotamadya merupakan daerah rawan bencana alam
dari 440 kabupaten/kotamadya di seluruh Indonesia. Sering terjadi
bencana alam di Indonesia maka dibutuhkan manajemen risiko
bencana agar dapat dilakukan penanganan bantuan (Paidi, 2012)

Dampak bencana alam di Indonesia dapat mempengaruhi
aspek ekonomi, lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dibutuhkan
pemahaman dan solusi untuk setiap bencana yang akan berdampak
pada sedikitnya kerugian yang akan terjadi. Pelaksanaan mitigasi
bencana membutuhkan pemahaman masyarakat terhadap langkah
langkah yang dibutuhkan dalam melaksanakan mitigasi, hal ini
dilakukan sebagai upaya meminimalkan risiko bencana bisa
berjalan dengan baik. Agar menghindari adanya korban upaya
mitigasi harus dilakukan, yang nantinya akan didapatkan langkah
kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi.
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6.2 Teori Bencana
6.2.1 Pengertian Bencana

Bencana adalah gejala ekstrem yaitu masyarakat belum
memiliki kesiapan untuk menghadapinya, disini ada 2 interaksi
yaitu gejala alam dan kumpulan manusia. Menurut UUD No 24
Tahun 2007 definisi bencana yaitu kejadian yang mengganggu
dan mengancam kehidupan masyarakat hal ini dikarenakan
faktor alam atau faktor non alam yang mana akan menyebabkan
korban jiwa, kehilangan harta, lingkungan yang menjadi rusak
dan dampak psikologis. Menurut Parker (1992) bencana yaitu
peristiwa yang tidak biasa penyebabnya adalah alam atau
disebabkan oleh manusia, termasuk didalamnya bisa
diakibatkan oleh kesalahan teknologi. Heru Sri Haryanti (2001)
mengatakan bencana terjadi karena kerusakan pada kehidupan
normal yang bisa membuat kerugian kepada manusia, struktur
sosial dan munculnya kebutuhan masyarakat. Beberapa
penjelasan di atas bisa kita memberi kesimpulan bahwa
bencana adalah kejadian yang disebabkan oleh faktor alam
maupun non alam yang bisa menyebabkan kerugian, kerusakan
maupun korban jiwa.

6.2.2 Risiko Bencana
Risiko bencana yaitu potensi kerugian yang terjadi
karena bencana di daerah yang mengakibatkan kematian, sakit,
luka, mengungsi atau kehilangan harta benda. Risiko juga bagian
fungsi dari ancaman atau bahaya dengan kerentanan dan
kapasitas. Risiko bencana bisa diminimalisir jika kapasitas
meningkat dan kerentanan berkurang, namun jika risiko
bencana bisa bertambah jika kapasitas menurun dan
kerentanan menjadi tinggi.
Beberapa risiko bencana disekitar lingkungan yaitu :
1. Bila hidup di daerah pegunungan maka risiko bencana yang
terjadi adalah tanah longsor.
2. Bila hidup di daerah dekat dengan gunung berapi maka
risiko yang akan terjadi yaitu efek letusan gung berapi.
3. Bila hidup di dekat daerah sungai maka risiko yang terjadi
adalah bencana banijir.
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4. Bila hidup di daerah rawan gempa bumi maka risiko yang
terjadi adalah bencana gempa bumi.

5. Bila hidup di daerah pemukiman pada penduduk, maka
risiko yang akan terjadi yaitu bencana kebakaran.

6. Bila hidup di daerah pesisir maka risiko bencana yang
terjadi yaitu tsunami, gelombang pasang dan kenaikan
permukaan laut akibat pemanasan suhu global.

Pengkajian risiko bencana yakni sebuah pendekatan yang
dapat menampilkan potensi dampak negatif yang muncul akibat
dari suatu potensi bencana. potensi dampak negatif dapat dihitung
menurut kapasitas kawasan dan kerentanan. Usaha pengkajian
risiko bencana adalah untuk penentuan besaran dan manajemen 3
komponen risiko. Untuk memperkecil risiko bencana dapat
dilakukan dengan :

1. Mengurangi ancaman

2. Memperkecil kerentanan

3. Dilakukan peningkatan kapasitas dari wilayah yang
terancam

6.2.3 Pengelolaan Risiko Bencana

Peristiwa bencana di Indonesia membuat banyaknya
korban jiwa dan kehilangan harta benda yang cukup besar. Ini
menyatakan jika pengelolaan risiko bencana di Indonesia masih
jauh dari yang diinginkan. Masyarakat yang mendiami daerah
rawan bencana harus mengerti dan mengetahui tentang
pengelolaan risiko bencana. pengertian Risiko bisa diartikan
sebagai kombinasi probabilitas kejadian dengan akibatnya.
Besarnya kerugian yang terjadi di suatu wilayah menunjukkan
bahwa besarnya risiko bencana. faktor yang terjadi dari risiko
bencana disuatu wilayah yaitu :
1. Alam
2. Kerentanan masyarakat wilayah tersebut pada fenomena
3. Konteks strategi daerah
4. Kesiapan masyarakat wilayah tersebut
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Manajemen risiko bencana yaitu semua kegiatan dari
aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, sebelum
adanya peristiwa bencana, saat terjadi bencana dan sesudah
bencana terjadi. Tujuan pengelolaan risiko bencana sebagai
siklus pengelolaan risiko bencana yaitu :

1. Mencegah kehilangan nyawa

2. Kesulitan manusia bisa berkurang

3. Menginformasikan kepada masyarakat tentang risiko
bencana.

Pengelolaan risiko bencana yaitu pengelolaan bencana
sebagai suatu ilmu terapan, dengan observasi dilakukan dengan
terorganisir dan analisis bencana agar adanya usaha seperti
pencegahan, pengurangan, persiapan dan pemulihan. Tujuan
pengelolaan risiko bencana yaitu :

1. Menghindari adanya korban jiwa dan harta benda

2. Mengurangi penderitaan masyarakat yang mengalami
bencana

3. Pemulihan yang lebih cepat

4. Adanya perlindungan pada pengungsi

6.3 Manajemen Bencana
6.3.1 Definisi Manajemen Bencana

Manejemen bencana diartikan sebagai aktivitas yang
dilakukan dalam rangka pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan, hal ini
dilakukan pada saat sebelum, saat terjadi bencana dan sesudah
terjadi bencana. Manajemen penanggulangan bencana yakni proses
yang dinamis terdiri dari perencanaan, pengelolaan, pembagian
tugas, penanggulangan dan monitoring dalam penanggulangan
bencana.
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Manajemen Bencana

1 1

Manajemen Risiko

Bencana

Gambar 6.1. Proses Manajemen Bencana
Sumber : Kementrian PUPR (2017)

6.3.2 Tahapan Manajemen Bencana
Manajemen penanggulangan bencana dilakukan menjadi 3
tahap yaitu :
1. Sebelum bencana dilakukan ketika tidak ada bencana tetapi
masih ada potensi bencana
2. Tanggap darurat dilakukan saat adanya
3. Setelah bencana dilakukan sesudah bencana terjadi

Pada semua tahap penanggulangan bencana ada 3
manajemen yang digunakan yaitu :
1. Manajemen risiko bencana
Yaitu beberapa faktor yang tujuannya mengurangi risiko
bencana:
a. Pencegahan bencana yaitu kegiatan yang
pelaksanaannya untuk mengurangi ancaman bencana
b. Mitigasi yaitu usaha untuk meminimalkan risiko
bencana
c. Kesiapsiagaan yaitu kegiatan untuk mengantisipasi
bencana
2. Manajemen kedaruratan
Yaitu usaha penanggulangan bencana pada faktor
meminimalkan adanya kerugian dan korban serta
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pengurusan pengungsi pada saat adanya bencana fasenya

adalah aktivitas yang dikerjakan dengan segera saat

terjadinya bencana hal ini untuk mencegah imbas setelah

bencana, ini mencakup kegiatan penyelamatan korban,

harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi, dan

pemulihan sarana dan prasarana.

Manajemen pemulihan

Yaitu usaha penanggulangan bencana yang menekankan

pada faktor yang bisa membuat masyarakat dan lingkungan

hidup yang terkena bencana mengembalikan kelembagaan,

sarana dan prasarananya. Fasenya yaitu :

a. Rehabilitasi, yaitu pengembalian bidang pelayanan
publik

b. Rekonstruksi, yaitu pembangunan kembali semua
sarana dan prasarana

| Identifikasi Risiko ‘

| Penilaian Risiko l
Pengkajian ¥
Risiko | Evaluasi Risiko |
Manajemen |

Risiko
| Pencegahan |

v
Pengelolaan 4' Mitigasi |

Risiko

| Pengalihan Risiko |

| Penerimaan |

Gambar 6.2. Skema Manajemen Risiko
Sumber : Kementrian PUPR (2017)

6.3.3 Pencegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan

Pencegahan yaitu aktivitas yang dikerjakan untuk

menghilangkan atau mengurangi bencana. mitigasi yaitu upaya
yang dilakukan agar bisa mengurangi risiko bencana. pengertian
pencegahan menunjukkan bahwa::
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1. Ancaman yang dapat dikurangi atau bisa dicegah disebut
usaha untuk pencegahan

2. Ancaman yang tidak dapat dihilangkan tetapi bisa dikurangi
yang nantinya dampak bencana bisa dikurangi
Pencegahan bisa mengurangi risiko bahkan sampai tidak
terjadinya bencana, sedangkan mitigasi yaitu mengurangi
risiko bencana sehingga daya rusak ancamannya bisa
berkurang.

Langkah yang dilakukan untuk pencegahan dan mitigasi
diarahkan pada ancaman dan kerentanan yang ada dengan
ancaman tersebut. Langkah ini bertujuan agar menghilangkan
ancaman dan akibat dari ancaman bisa berkurang.

6.3.4 Manajemen Risiko Bencana

Manajemen risiko bencana yaitu suatu proses sistematis
yang memakai keputusan administrasi, organisasi, keterampilan
operasional dan kapasitas untuk penerapan kebijakan strategi
dan kapasitas masyarakat untuk meminimalkan dampak dari
bencana alam dan non alam. Proses sistematis tersebut masuk
ke dalam aktifitas yang ada, termasuk langkah langkah strktural
dan nonstruktural untuk menghindari (pencegahan), atau
membatasi (mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons) efek
merugikan dari bahaya.

Manajemen risiko bencana teridiri dari :

1. Usaha untuk meminimalkan risiko bencana berasal dari
prinsip yang mengatakan bahwa dampak merugikan dari
bahaya bida dikurangi dan dikelola, bahkan bisa dicegah
dengan melakukan perbuatan untuk mengurangi
masyarakat terpapar bahaya dari bencana.

2. Tanggap darurat bencana yaitu pertolongan dan bantuan
dalam hal ini menyelamatkan nyawa atau meringankan
penderitaan korban bencana

3. Pemulihan sesudah bencana terdiri dari rehabilitasi dan
rekonstruksi  sesudah  bencana  tujuannya  untuk
memulihkan korban bencana.
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6.4 Jenis Bencana
6.4.1 Banjir

Curah hujan tinggi mempunyai risiko terjadi banjir, bukan
hanya itu kegiatan masyarakat juga memperbesar risiko banjir yaitu
ekstensifikasi pertanian dan penggundulan hutan. Di Indonesia
banjir sering terjadi dikarenakan hujan, kerugian lain selain banjir
yaitu adanya wabah penyakit. Risiko dan kerusakan solusi banjir
telah banyak diteliti. Penanganan banjir tidak bisa mengatasi atau
mencegah banjir sepenuhnya dikarenakan adanya masalah social
pada warga. Fenomena atmosferis seperti La Nina juga membuat
banjir harus dilakukan kajian yang lebih mendalam.

Suatu wilayah membutuhkan sistem drainase yang baik, jika
sistem drainase tidak berjalan dengan baik, akan menyebabkan
suatu daerah akan menjadi genangan air. Jika drainase tidak
berjalan dengan benar, maka limpasan sungai akan menjadi
genangan dengan waktu yang lama. Dinamika perubahan pasang
surut, tsunami, gelombang karena badai. Terjadinya pasang surut
dengan periodik dikarenakan gaya tarik benda di langit hal ini bisa
diprediksi dengan ketepatan yang memadai. Penanggulangan banjir
yaitu : manajemen sumberdaya air, manajemen tata ruang,
manajemen ancaman bencana, dan manajemen kawasan pesisir.

Manajemen
Sumber Daya Air

U -
I/Manajeme‘n
! Banjir yang

]
:. Terpadu !
v Manajemen [

[
\  Penggunaan ’

\
\ Lahan /

Manajemen “ Manajemen

Daerah Pesisir Bencana

Gambar 6.3. Diagram kaitan antar komponen
Sumber : (ITB, 2009)
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Agar penanggulangan banjir bisa dilakukan maka diperlukan
metode yang sesuai dengan jenis banjir. Pengendalian secara
struktural bisa dilakukan dengan pengendalian dari daerah hulu ke
daerah hilir. Pada daerah hulu bisa dilakukan reboisasi lahan, dan
pada daerah hilir bisa dilakukan dengan normalisasi sungai dan
pembangunan tanggul.

6.4.2 Tsunami

Indonesia berada di zona batas empat lempeng bumi yang
aktif oleh sebab itu mempunyai aktivitas tektonik dan vulkanik yang
tinggi, dikarenakan hal tersebut Indonesia memiliki zona patahan
aktif dan sebaran gunung api. Ada sebagian patahan dan gunung api
ada di bawah laut hal ini menyebabkan peristiwa gempa dan letusan
gunung api yang akan menyebabkan tsunami. Terjadinya longsor di
bawah laut juga diakibatkan oleh peristiwa gempa dan letusan
gunung api yang bisa mengakibatkan terjadinya tsunami.

Gompa (Earthjuske)
A

Gambar 6.4. Presentase bahaya geologis yang menimbulkan
tsunami di Indonesia
Sumber : (ITB, 2009)

Tsunami yaitu gelombang panjang yang terjadi karena
perubahan dasar laut dengan tiba tiba dan implosif, akibat gempa
bumi, erupsi gunung api bawah laut dan longsor di bawah laut.
Kecepatan tsunami tergantung seberapa dalamnya perairan, hal ini
menyebabkan gelombang tersebut mengalami percepatan atau
perlambatan. Karena peristiwa pergerakan arah gelombang dapat
terjadi perubahan dan energi gelombang bisa terfokus dan
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menyebar. Pada perairan yang dalam tsunami bisa berpindah
sampai pada kecepatan 500 sampai dengan 1000 km per jam.
Tetapi jika di perairan dangkal kecepatan tsunami akan berjalan
dengan lambar. Ketinggian tsunami tergantung oleh kedalaman
perairan.

Tsunami memiliki bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan
tergantung dari morfologi pantainya. Elevasi maksimum tergantung
pada paras muka laut pada saat tsunami di pantai, ini bisa diartikan
tsunami kecil terjadi saat pasang tinggi bisa mencapai elevasi yang
tinggi daripada tsunami yang lebih besar. Kondisi pasut sangat
penting ada bisa dilakukan pengkajian dan menganalisis tsunami di
suatu wilayah. Kerusakan yang ditimbulkan akibat tsunami
dikarenakan terjangan gelombang dan arus tsunami. Analisis risiko
bencana tsunami bisa dilaksanakan jika adanya data bahaya
tsunami dan data kerentanan. Analisis risiko bencana yaitu luaran
analisis bahaya alam dan analisis kerentanan. Upaya menghindari
bencana tsunami yaitu :

1. Menghindari kerentanan yang berhubungan dengan bahaya,
penduduk dipindahkan ke daerah yang lebih aman.

2. Mengurangi bahaya misalnya dibangun tembok penahan
tsunami

3. Mengurangi bahaya dan menaikkan kapasitas dari
kerentanan dengan cara adoptif.

Uraian ini menjelaskan betapa tingginya frekuensi tsunami
yang ada di pesisir Indonesia dan besarnya kehilangan yang terjadi
dari korban jiwa atau harta benda. Kepada pemerintah pusat,
pemerintah daerah, kalangan industri dan masyarakat umum,
diharapkan agar secara terorganisir, terarah dan terpadu bisa :

1. Tindakan local yang diambil agar dapat mengurangi risiko
yang ada

2. Penerapan pelaksanaan pembangunan nasional yang sering
terjadi bencana tsunami, khususnya di wilayah yang rawan
bencana tsunami.
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6.4.3 Gelombang Pasang/Badai
Gelombang laut yaitu naik turunnya muka air laut yang

membentuk lembah dan bukit mengikuti gerak sinusoidal. Bencana
laut dalam bentuk gelombang tinggi membuat kesadaran betapa
pentingnya kajian kelautan untuk pemerintah. Ada beberapa kajian
gelombang ekstrem seperti :

1. Tsunami aceh

2. Gelombang badai pasang di laut jawa

3. Gelombang badai pasang di sumatera dan selatan jawa bali

Masyarakat dan pemerintah yang peduli mengenai masalah
lingkungan membuat banyak peneliti di Indonesia. Gelombang
badai yang menuju perairan dangkal, kecepatannya menjadi
berkurang, panjang gelombang menjadi pendek dan juga tingginya
bertambah dan apabila hal ini terjadi secara bersamaan dengan fase
gelombang pasang surut pada kondisi air pasang tertinggi bisa
membuat ketinggian muka air laut bertambah. Gelombang pasang
surut pada kondisi tertinggi disebut strome tide (gelombang badai
pasang) bisa membuat adanya gelombang ekstrem dengan
ketinggian mencapai * 4-5 atau lebih.

Gelombang pasut yaitu gelombang yang terjadi karena
gaya tarik menarik yang terjadi antara bumi dengan bulan dan
matahari. Pasang surut ada dua macam yaitu (pasang besar/
spring tide) dan pasang perbani (pasang kecil/neap tide).
Sekitar tanggal 1 sampai dengan 15 kedudukan bulan-bumi-
matahari ada disatu garis lurus. Dengan situasi seperti ini maka
berlangsung pasang purnama yaitu tinggi pasang lebih besar.
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Tidal Bulge

Spring Tide

Gambar 6.5. Pasang Purnama
Sumber : (Bakornas PB, 2007)

Namun di tanggal 7 sampai dengan 21 matahari dan bulan
terlihat seperti adanya bentuk sudut siku siku terhadap bumi
dikarenakan hal tersebut gaya tarik bulan dan matahari terhadap
bumi sama sama berkurang. Pada situasi ini berlangsung pasang
perbani, yaitu pasang berlangsung lebih kecil atau sedikit
dibandingkan dengan hari lain.

Tidal Bulge

Neap Tide

Gambar 6.6. Pasang perbani
Sumber : (Bakornas PB, 2007)
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6.4.4 El1 Nino dan La Nina

El nino awalnya ialah istilah dari nelayan peru mengenai
arus lemah dan hangat yang ada disepanjang pantai peru dan
equador. Anomali pemanasan lautan mencakup samudera pasifik
memiliki hubungan dengan El Nino disebut Osilasi Selatan (Southern
Oscillation). La nina yaitu istilah bagi fenomena mendinginnya
perairan tropis samudra Pasifik. El Nino didefinisikan menjadi
anomali positif suhu muka laut yang timbul di sepanjang pantai
Equador dan Peru jauh ke selatan sampai mencapai Lima (120 LS).

Pada saat El Nino semua sistem jadi melemah, angin pasat
menjadi lamban dan air laut yang tergabung di sebelah barat
menuju ke arah timur dengan membawa serta kolam panas keatas..
Pergesekan kolam panas ini mengakibatkan distorsi lintasan jet
streams hal tersebut membuat gangguan cuaca di daerah lintang
sedang, maka bisa dikatakan semua sistim cuaca muka bumi
mendapati distorsi. Saat terjadi La Nina angin pasat bertiup lebih
kencang dari biasanya, sehingga kolam panas menuju ke perairan
Indonesia, sampai di laut Banda dan laut Arafuru. Ini dikarenakan
pusat konveksi yang ada di pantai barat lautan Pasifik, menuju
masuk ke daerah Indonesia dimana hal ini menyebabkan curah
hujan lebih banyak dari biasanya.

Normal Conditions

120°E BO"W

Gambar 6.7. Angin pasat mendorong air hangat ke permukaan
terkumpul di pantai barat lautan Pasifik membentuk kolam panas
(Sumber: ITB, 2007).
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Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan,
menimbulkan pengaruh radiasi matahari yang didapatkan terhadap
pola cuaca sangat bervariasi, jika dibandingkan dengan daerah
tropis kontinen ataupun daerah subtropis. Energi radiasi didapat
dengan tidak merata akan mengakibatkan variasi pola tekanan dari
satu pulau ke pulau yang lain. Selama El Nino dan La Nina terjadi,
muncul gangguan pada pola curah hujan daerah tropis. Fenomena
ini telah membuat bentuk sirkulasi atmosfer seperti jet stream
subtropis dan musim dingin daerah lintang sedang. Di Indonesia,
saat terjadi El Nino musim kemarau terjadi sangat kering dan
musim hujan juga terlambat.

6.4.5 Gempa Bumi
Gempa bumi adalah guncangan bumi oleh benturan antar

lempeng bumi, patahan aktivitas gunung berapi atau runtuhan
batuan. Gempa bumi yaitu peristiwa pelepasan energy

yang akan mengakibatkan perseran bagian dalam bumi dengan tiba
tiba. Ada beberapa penyebab gempa bumi yaitu :

1. Proses tektonik karena pergeseran lempeng bumi

2. Ledakan nuklir

3. Adanya aktivitas sesar di permukaan bumi

4. Adanya aktivitas gunungapi

Kerusakan dan rubuhnya bangunan dikarenakan getaran
gempa yang merambat ke bagian bumi. Getaran bumi bisa
menimbulkan adanya tanah longsor, runtuhan batuan dan
kerusakan tanah disekitar pemukiman. Bencana gempa bumi
bisa mengakibatkan kebakaran, kecelakaan transportasi dan
industri, selain itu bisa mengakibatkan banjir karena bendungan
atau tanggul yang runtuh.

Adapun usaha mitigasi gempa bumi yaitu :

1. Konstruksi bangunan harus tahan getaran
Fasilitas umum dibuat dengan kualitas yang baik
Pemukiman dirancang memiliki jarak satu sama lain
Melakukan zonasi terhadap wilayah yang rawan bencana
Pengetahuan untuk masyarakat mengenai gempa bumi

SRR
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6. Penigkatan kewaspadaan masyarakat mengenai risiko

gempa bumi
7. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang penyimpanan
barang berbahaya

Gambar é.h.-.lllistrgsi-ké'j adian ge-rnpz;tékto-r.lik
Sumber : (Bakornas PB 2007)
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BAB 7
PENGELOLAAN SUMBERDAYA

Oleh Tri Ari Setyastuti

7.1 Pendahuluan
7.1.1 Pengertian sumberdaya perikanan

Sumberdaya perikanan adalah segala macam komponen
yang menjadi masukan (input) yang berguna sehingga kegiatan
perikanan dapat terjadi. Sumberdaya perikanan mencakup
sumberdaya hayati ikan, sumberdaya manusia, teknologi dan
instrument kelembagaan berupa Kkebijakan dan peraturan-
peraturan. Sumberdaya perikanan dapat dikelola dengan berbagai
cara seperti penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran.

Menurut UU Nomor 45 Tahun 2009, perikanan adalah
semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya ikan. Sumberdaya ikan mencakup
organisme laut seperti ikan, binatang berkulit keras seperti udang,
dan jenis lainnya. Konsep ini melibatkan pengelolaan yang
berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perairan.

Perikanan diklasifikasikan berdasarkan beberapa Kkriteria
seperti jenis kegiatan, habitat, sumberdaya dan tujuannya. Berikut
ini adalah beberapa jenis perikanan yang biasa dikenal yaitu:

1. Perikanan tangkap yaitu jenis kegiatan perikanan dengan
kegiatan utamanya adalah menangkap ikan yang ada dalam
perairan yang tidak dibudidayakan menggunakan sarana
alat dengan spesifikasi Teknik tertentu atau cara apapun.

2. Perikanan budidaya yaitu jenis kegiatan perikanan dengan
kegiatan utamanya adalah membudidayakan ikan yaitu
memelihara, membiakkan ataupun membesarkan ikan
dalam lingkungan terkontrol, jelas kepemilikannya dan
memanen hasilnya.

3. Perikanan darat yaitu jenis perikanan yang dilakukan di
perairan darat, seperti Sungai, waduk, rawa, kolam, tambak
dan karamba.
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4. Perikanan laut yaitu jenis perikanan yang dilakukan di
perairan laut seperti Pantai, laut dalam dan samudera.

5. Perikanan pesisir yaitu jenis perikanan yang dilakukan di
daerah pesisir yaitu daerah yang berbatasan langsung
dengan laut, termasuk pulau-pulau kecil, terumbu karang,
mangrove dan padang lamun.

6. Perikanan payau yaitu jenis perikanan yang dilakukan di
perairan payau, yaitu perairan yang memiliki salinitas
antara 0,5-30 ppt seperti muara Sungai, estuari dan laguna.

7. Perikanan tawar yaitu jenis perikanan yang dilakukan di
perairan tawar yaitu perairan yang memiliki salinitas
kurang dari 0,5 ppt.

8. Perikanan air laut yaitu jenis perikanan yang dilakukan di
perairan laut yaitu perairan yang memiliki salinitas lebih
dari 30 ppt seperti laut dalam dan samudera.

9. Perikanan konsumsi yaitu jenis perikanan yang bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia baik untuk
konsumsi sendiri maupun dijual.

10. Perikanan non konsumsi yaitu jenis perikanan yang
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan non pangan manusia
seperti olahraga, rekreasi, perhiasan, minyak ikan dan
lainnya.

7.1.2 Pentingnya pengelolaan sumberdaya perikanan
Pengelolaan sumberdaya perikanan bertujuan untuk
mencapai pemanfaatan yang berkelanjutan, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan menjaga kedaulatan negara.
Pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan adalah pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan secara efektif dan efisien untuk
mencapai tujuan tertentu tanpa mengorbankan generasi
mendatang. Pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan
memerlukan pendekatan ekosistem yaitu pendekatan yang
memperhatikan pengetahuan, ketidakpastian dan interaksi antara
komponen biotik, abiotik dan manusia dalam ekosistem perairan.
Pengelolaan  sumberdaya  perikanan  berkelanjutan juga
memerlukan keterlibatan dan kerjasama antara berbagai pemangku
kepentingan seperti pemerintah, swasta, masyarakat dan institusi
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lainnya dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan
sumberdaya perikanan.

7.1.3 Manfaat pengelolaan sumberdaya bagi masyarakat

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan
memberikan penghasilan, pekerjaan, kualitas hidup dan
keadilan sosial bagi masyarakat yang terlibat atau
terdampak oleh pengelolaan sumberdaya

2. Menjaga kelestarian lingkungan yaitu dengan menjaga
keseimbangan, keragaman dan fungsi ekosistem yang
terkait dengan sumberdaya.

3. Mengoptimalkan pemanfaataan sumberdaya yaitu dengan
meningkatkan nilai tambah, produktifikas dan kualitas
sumberdaya serta mengurangi limbah dan polusi yang
dihasilkan.

4. Mendorong kerjasama dan partisipasi yaitu dengan
melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti
pemerintah, swasta, masyarakat dan institusi lainnya dalam
proses pengambilan  keputusan dan pengelolaan
sumberdaya.

5. Meningkatkan pengetahuan dan teknologi yaitu dengan
melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi yang
berkaitan dengan sumberdaya serta menyebarkan
informasi dan edukasi kepada masyarakat.

7.2 Ancaman terhadap Sumberdaya Perikanan

Sumberdaya perikanan adalah sumberdaya alam dan
lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan perikanan, seperti
sumberdaya hayati ikan, sumberdaya manusia, teknologi dan
kebijakan. Sumberdaya perikanan memiliki potensi yang besar
bagi perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat Indonesia,
tetapi juga menghadapi berbagai ancaman yang dapat
mengurangi keberlanjutannya.

Ancaman terhadap sumberdaya perikanan adalah
kegiatan yang melanggar hukum atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam pemanfaatan sumberdaya ikan
dan lingkungan di wilayah perairan Indonesia.
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7.2.1 Faktor-faktor yang mengancam sumberdaya perikanan
Beberapa faktor yang mengancam sumberdaya perikanan adalah :

1.
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Illlegal fishing yaitu penangkapan ikan yang melanggar
hukum, baik oleh kapal asing maupun domestik di wilayah
perairan Indonesia. Illegal fishing dapat menyebabkan
kerugian ekonomi, kerusakan ekosistem dan konflik antar
negara.

Gambar 7.1. lllegal Fishing (Sumber : kompasiana.com)

Overfishing yaitu penangkapan ikan yang berlebihan,
melebihi kemampuan pulih sumberdaya ikan. Overfishing
dapat menyebabkan penurunan stok ikan, hilangnya
keanekaragaman hayati dan perubahan struktur ekosistem.

Penggunaan alat tangkap yang merusak dan tidak selektif
yaitu penggunaan alat tangkap yang dapat menghancurkan
habitat ikan, seperti terumbu karang, mangrove dan padang
lamun, serta menangkap ikan yang tidak diinginkan seperti
ikan kecil, ikan berukuran di bawah standar dan ikan yang
dilindungi.



Gambar 7.2. Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan
(Sumber : Kompas.com)

4. Kebijakan yang belum merata yaitu kebijakan yang belum
memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi
dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Kebijakan yang
belum merata dapat menyebabkan ketimpangan, konflik,
dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perikanan.

5. Kendala lingkungan dan kondisi alam yaitu kendala yang
disebabkan oleh faktor-faktor alam seperti perubahan iklim,
bencana alam, polusi dan penyakit yang dapat
mempengaruhi  kualitas dan kuantitas sumberdaya
perikanan.

6. Minimnya penggunaan teknologi yaitu minimnya
penggunaan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi,
produktifitas dan kualitas dalam kegiatan perikanan seperti
teknologi penangkapan, budidaya, pengolahan dan
pemasaran ikan.

7.2.2 Dampak ancaman terhadap ekosistem laut

Dampak ancaman terhadap sumberdaya perikanan sangat
merugikan bagi sektor perikanan dan perairan Indonesia. Dampak
ancaman terhadap sumberdaya perikanan antara lain:

1. Merusak kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistem laut,
yaitu dengan menyebabkan penurunan stok ikan, hilangnya
keanekaragaman hayati, dan perubahan struktur ekosistem.
Hal ini dapat mengancam ketahanan pangan, kesehatan, dan
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kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumberdaya
perikanan.

Gambar 7.3. Penangkapan ikan yang merusak lingkungan
(Sumber : suksesmina.wordpress.com)

2. Merugikan ekonomi negara dan masyarakat, yaitu dengan
menyebabkan kerugian ekonomi, hilangnya devisa negara,
berkurangnya peluang nilai tambah dari industri
pengolahan dalam negeri, berkurangnya peluang kerja bagi
nelayan lokal dan menyebabkan nelayan lokal kalah
bersaing. Hal ini dapat menurunkan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat yang bergerak di sektor
perikanan.

3. Melanggar kedaulatan negara, yaitu dengan menyebabkan
konflik antar negara, pelanggaran batas wilayah, dan
pengabaian hukum nasional. Hal ini dapat menimbulkan
ketegangan dan ketidakstabilan politik dan keamanan di
kawasan.

Upaya penanganan ancaman terhadap sumberdaya
perikanan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti
meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, menerapkan
sistem kuota penangkapan ikan, mengembangkan teknologi
penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan selektif, melibatkan
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan
perikanan, melakukan konservasi dan rehabilitasi habitat dan
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ekosistem perikanan, dan meningkatkan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan.

7.3 Keberlanjutan dan Lingkungan
7.3.1 Prinsip-prinsip dasar pengelolaan

Prinsip dasar pengelolaan sumberdaya perikanan adalah
prinsip yang bertujuan untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya
perikanan secara efektif dan efisien tanpa mengorbankan
kebutuhan generasi mendatang serta menjaga keseimbangan
ekosistem dan lingkungan.

Berikut adalah beberapa prinsip dasar pengelolaan
sumberdaya perikanan yang berkelanjutan :

1. Memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa
mengorbankan kebutuhan generasi mendatang yaitu
dengan menggunakan sumberdaya perikanan secara efisien,
adil dan bertanggungjawab.

2. Tidak melampaui daya dukung lingkungan yaitu dengan
menjaga keseimbangan, keragaman dan fungsi ekosistem
yang terkait dengan sumberdaya perikanan.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan yaitu
dengan meningkatkan nilai tambah, produktifitas dan
kualitas sumberdaya perikanan serta mengurangi limbah
dan polusi yang dihasilkan.

4. Melibatkan pemangku kepentingan yaitu dengan
mendorong partisipasi, pemberdayaan dan kerjasama
antara pemerintah, swasta, masyarakat dan institusi lainnya
dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan
sumberdaya perikanan.

5. Meningkatkan pengetahuan dan teknologi yaitu dengan
melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi yang
berkaitan = dengan  sumberdaya  perikanan  serta
menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat.
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7.3.2 Kebijakan dan program pengelolaan sumberdaya

perikanan
Kebijakan dan program pengelolaan sumberdaya perikanan

adalah kebijakan dan program yang bertujuan untuk mencapai
pemanfaatan sumberdaya perikanan secara efektif dan efisien tanpa
mengorbankan kebutuhan generasi mendatang, serta menjaga
keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

Beberapa kebijakan dan program pengelolaan sumberdaya

perikanan yang berkelanjutan di Indonesia adalah:

1.
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Rencana Strategis kementerian kelautan dan perikanan
tahun 2021-2024 yaitu rencana strategis yang mencakup
visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pengembangan sektor
kelautan dan perikanan Indonesia diantaranya adalah
peningkatan produksi ikan, peningkatan konsumsi ikan,
peningkatan daya saing dan nilai tambah, pengembangan
ekonomi kelautan, pengelolaan aset dan pertahanan
keamanan laut, tata kelola, pengurangan dampak bencana
pesisir dan pencemaran laut, peningkatan sumber daya
manusia dan iptek, dan peningkatan kesejahteraan nelayan
dan masyarakat pesisir.

Pengelolaan sumberdaya ikan berkelanjutan di Indonesia
yaitu sebuah studi yang mengkaji potensi, status, ancaman,
dan strategi pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia,
khususnya di sebelas wilayah pengelolaan perikanan
nasional (WPP-NRI). Beberapa ancaman yang diidentifikasi
adalah illegal fishing, overfishing, penggunaan alat tangkap
yang merusak dan tidak selektif, kebijakan yang belum
merata, kendala lingkungan dan kondisi alam, dan
minimnya penggunaan teknologi. Beberapa strategi yang
direkomendasikan adalah meningkatkan pengawasan dan
penegakan hukum, menerapkan sistem kuota penangkapan
ikan, mengembangkan teknologi penangkapan ikan yang
ramah lingkungan dan selektif, melibatkan masyarakat dan
pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan
perikanan, melakukan konservasi dan rehabilitasi habitat
dan ekosistem perikanan, dan meningkatkan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan.



3. Kebijakan pengembangan perikanan berkelanjutan yaitu
sebuah artikel yang membahas tentang kebijakan
pengembangan perikanan berkelanjutan di Indonesia,
khususnya dalam konteks pembangunan nasional,
kesejahteraan masyarakat, dan Kkelestarian lingkungan.
Beberapa kebijakan yang dibahas adalah kebijakan
pengelolaan sumber daya ikan, kebijakan pengembangan
usaha perikanan, kebijakan pemberdayaan masyarakat
pesisir, dan kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia.

4. Sembilan strategi untuk menciptakan pengelolaan
perikanan berkelanjutan yaitu sebuah artikel yang
menyajikan sembilan strategi yang dapat dilakukan untuk
menciptakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di
Indonesia, berdasarkan kebijakan Kementerian
PPN/Bappenas. Beberapa strategi yang disampaikan adalah
peningkatan produksi ikan, peningkatan konsumsi ikan,
peningkatan daya saing dan nilai tambah, pengembangan
ekonomi kelautan, pengelolaan aset dan pertahanan
keamanan laut, tata kelola, pengurangan dampak bencana
pesisir dan pencemaran laut, peningkatan sumber daya
manusia dan iptek, dan peningkatan kesejahteraan nelayan
dan masyarakat pesisir.

7.3.3 Strategi pengelolaan sumberdaya perikanan

Strategi  pengelolaan sumberdaya perikanan yang
berkelanjutan adalah strategi yang bertujuan untuk mencapai
pemanfaatan sumberdaya perikanan secara efektif dan efisien tanpa
mengorbankan kebutuhan generasi mendatang, serta menjaga
keseimbangan ekosistem dan lingkungan. Beberapa strategi yang
dapat dilakukan adalah:

1. Peningkatan produksi ikan yaitu meningkatkan produksi
perikanan tangkap dan perikanan budidaya untuk
memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor serta
melakukan  pengelolaan usaha  perikanan  secara
berkelanjutan.

129



130

Peningkatan konsumsi ikan yaitu dengan melakukan
kampanye gemar makan ikan dan meningkatkan sarana dan
prasarana pemasaran dalam rangka meningkatkan mutu
dan keamanan pangan.

Peningkatan daya saing dan nilai tambah yaitu dengan
meningkatkan mutu produk perikanan, pengembangan
sistem logistik nasional, peningkatan utilitas unit pengolah
ikan dan kepastian pasokan bahan baku serta pengendalian
impor.

Pengembangan  ekonomi  kelautan yaitu dengan
mendayagunakan  pulau-pulau  kecil dan kawasan
konservasi untuk meningkatkan keekonomian sektor

kelautan, serta meningkatkan kualitas garam,
pengembangan bioteknologi, dan pengelolaan perikanan
transmigrasi.

Pengelolaan aset dan pertahanan keamanan laut yaitu
dengan meningkatkan pengelolaan aset dan infrastruktur
kelautan dan perikanan, serta meningkatkan pengawasan
dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Tata kelola yaitu dengan meningkatkan koordinasi, sinergi,
dan harmonisasi kebijakan antar kementerian/lembaga
terkait, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas
aparatur.

Pengurangan dampak bencana pesisir dan pencemaran laut
yaitu dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi
bencana pesisir, serta meningkatkan upaya pengendalian
dan pencegahan pencemaran laut.

Peningkatan sumberdaya manusia dan IPTEK yaitu dengan
meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
di bidang kelautan dan perikanan, serta meningkatkan
penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi perikanan.
Peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir
yaitu dengan meningkatkan akses nelayan dan masyarakat
pesisir terhadap modal, peralatan, pelatihan, dan jaminan
sosial, serta mendorong diversifikasi usaha perikanan.
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BAB 8
TEKNOLOGI PERIKANAN

Oleh Muhammad Nur

8.1 Pendahuluan

Perikanan merupakan sumber penghidupan yang penting
bagi jutaan manusia di seluruh dunia. Sumber daya perikanan
memiliki peranan penting untuk memenuhi kebutuhan protein pada
tubuh manusia, sumber bahan baku pada berbagai industri
perikanan, dan menjadi sumber lapangan pekerjaan bagi jutaan
manusia di dunia.

Sumber daya perikanan di masa mendatang diperkirakan
akan memberikan kontribusi signifikan dalam ketahanan pangan
dan kecukupan nutrisi bagi populasi global. Namun demikian
berdasarkan analisis terhadap stok ikan ekonomis penting yang
diperdagangkan, jumlah stok ikan secara biologis telah menurun.
Hal ini dikarenakan berbagai faktor. Organisasi-organisasi
internasional pun telah mendukung pemerintah memberantas
penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal,
Unreported and Unregulated/IUU) namun Kkegiatan ini masih
berlanjut karena sulitnya memantau semua lautan di setiap waktu.

Mengingat terbatasnya kepercayaan terhadap peningkatan
produksi sumberdaya perikanan yang bersumber dari perikanan
tangkap, peningkatan produksi ini harus didukung dari produksi
yang berasal dari budidaya perikanan atau akuakultur. Akuakultur
adalah sektor penghasil pangan dengan pertumbuhan tercepat di
dunia, dengan tingkat pertumbuhan tahunan hampir 9% (Garlock et
al,, 2022). Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan makanan laut
yang meningkat seiring dengan peningkatan populasi global dan
konsumsi per kapita.

Pertumbuhan permintaan ikan sangat besar terutama di
Asia. Jika produksi makanan laut dapat memenuhi permintaan,
maka diperlukan tambahan produksi makanan laut sebesar 42
milliar ton pada tahun 2020 jika konsumsi per kapita global tetap
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konstan dan tambahan 116 Milliar ton jika konsumsi terus
meningkat pada tingkat saat ini (Burnell & Allan, 2009). Salah satu
kendala utama untuk melanjutkan pertumbuhan budidaya
perikanan adalah stok benih dari tempat pembenihan. Saat ini
hanya ada beberapa spesies diperlukan teknologi pembenihan dan
program perbaikan genetik untuk memastikan tersedianya bibit
berkualitas tinggi dalam jumlah yang cukup memaksimalkan
produksi dari pembesaran.

Selain bidang akuakultur perkembangan teknologi juga
diperlukan pada bidang perikanan yang lain seperti perikanan
tangkap dan pengolahan hasil perikanan. Teknologi baru kini
dibutuhkan untuk meningkatkan produksi, melindungi lingkungan
ekosistem dan stok serta menghasikan produk dengan kualitas
terbaik. Olehnya diperlukan perbaikan besar-besaran dalam bidang
teknologi.

8.2 Teknologi bidang Akuakultur

Akuakultur adalah sistem terkontrol. Sistem produksi
terkontrol merupakan sistem kontrol pembudidaya terhadap input,
proses dan output produksi budidaya seperti benih ikan yang
ditebar (jumlah, ukuran, kualitas dan waktu penebaran),
penggunaan dan pengelolaan pakan, pengelolaan kualitas air dan
lingkungan, pengendalian penyakit serta pemasaran. Akuakultur
dewasa ini, menghadapi banyak tantangan seperti pemberantasan
penyakit, peningkatan kualitas induk, domestikasi, pengembangan
pakan dan mekanisme pemberian pakan yang tepat, teknologi
pembenihan dan pembesaran, serta pengelolaan kualitas air. Semua
hal ini memberikan ruang yang luas untuk intervensi bioteknologi
dan teknologi lainnya.

8.2.1 Teknologi Reproduksi

Penerapan prinsip genetika untuk meningkatkan produksi
hewan akuatik saat ini masih tertinggal jauh dibandingkan dengan
penerapan di sektor tanaman dan peternakan. Hanya sebagian kecil
spesies perairan yang dibudidayakan telah menjalani program
perbaikan genetik. Namun demikian, di masa mendatang program
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bioteknologi dan genetika mempunyai potensi besar untuk
meningkatkan produksi dan meningkatkan kelestarian ekologi.

Ikan nila adalah sumber protein, vitamin, mineral, dan asam
lemak esensial yang terjangkau dan penting untuk kesehatan. GIFT
dan jenis ikan nila lainnya telah membantu meningkatkan
ketahanan pangan dan nutrisi di negara berkembang. Di Afrika,
kontribusi peningkatan strain ikan nila merupakan fokus penelitian
saat ini dan masa depan.

Budidaya ikan mas dan nila di Asia memperoleh manfaat
yang besar dari pesatnya penelitian genetika di sejumlah bidang.
Proyek GIFT (Genetic Improvement of Farmed Tilapia) adalah contoh
program yang bertujuan untuk menguji genetika spesies ikan
budidaya yang dapat diunggulkan. Proyek GIFT dengan sistem
hibrida dan strain ikan nila bertujuan untuk pengembangan galur
ikan nila murni. Program ini telah mencapai tahap komersial dan
telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan produksi
perikanan budidaya (Ibrahim et al., 2013).

Bagi banyak spesies ikan air tawar yang dibudidayakan,
terdapat perbedaan laju pertumbuhan antar jenis kelamin. Oleh
karena itu, pengembangan teknik untuk menghasilkan populasi
monoseks menjadi hal yang penting. Secara historis, para
pembudidaya sangat bergantung pada penggunaan hormon untuk
memicu pembalikan jenis kelamin, atau pada penggunaan
persilangan hibrida tertentu yang memberikan distribusi jenis
kelamin yang tidak merata pada keturunannya, untuk menghasilkan
ikan dengan jenis kelamin yang sama.

Pada spesies ikan mas yang penting secara komersial. Ikan
mas betina tumbuh lebih cepat dibandingkan ikan mas jantan pada
tahun-tahun pertama kehidupannya, sehingga para petani lebih
memilih populasi ikan mas yang semuanya berjenis kelamin betina.
Keturunan yang semuanya betina dapat dihasilkan dari spesies ikan
mas tertentu, seperti ikan mas perak (Carassius auratus), yang dapat
bereproduksi secara ginogenetik (reproduksi betina monoseks).
Ginogenesis yang diinduksi secara artifisial juga telah berhasil
digunakan selama bertahun-tahun di Cina untuk menghasilkan
galur murni ikan mas, ikan mas perak, dan ikan mas warna hias
(Cyprinus carpio) (Gui etal,, 2018).
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Pada budidaya ikan nila, ikan nila jantan justru lebih disukai
untuk dibudidayakan karena tumbubh lebih cepat dibandingkan ikan
nila betina. Baru-baru ini semua populasi benih nila jantan
dihasilkan melalui penggunaan ikan jantan berkromosom YY (Nila
jantan super). Ini adalah keturunan jantan normal, dikawinkan
dengan betina yang dihasilkan oleh pembalikan jenis kelamin
hormonal dari jantan genetik. Seperempat keturunan dari
perkawinan semacam itu biasanya memiliki konfigurasi kromosom
seks YY, bukan XY normal. Ketika pejantan YY disilangkan dengan
betina normal XX, maka akan dihasilkan persentase keturunan XY
(jantan) yang tinggi (Burnell & Allan, 2009). Penggunaan rekayasa
genetika untuk budidaya ini sangat menguntungkan sehingga
banyak digunakan oleh para pembudidaya.

Teknik molekuler juga menunjukkan harapan besar dalam
penerapan akuakultur, karena teknik ini membantu memberikan
informasi yang lebih akurat mengenai keragaman genetik stok alami
dan memungkinkan penandaan genetik hewan dalam program
pemuliaan. Program pemuliaan yang efektif perlu mengidentifikasi
dan melacak silsilah organisme individu (Subasinghe et al,, 1998).
Teknik molekuler juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan
mengkarakterisasi sumber daya plasma nutfah perairan yang
penting, termasuk spesies yang terancam punah.

8.2.2 Manajemen Penyakit

Produksi stok kultifan bebas Specific Pathogen Free (SPF)
dan kultifan bebas Specific Pathogen Resistant (SPR) merupakan dua
tujuan yang saling melengkapi yang sedang dikembangkan melalui
program pengelolaan induk udang yang berkulitas. Udang SPF
diproduksi dengan memilih hewan yang terbukti bebas dari
patogen tertentu, menggunakannya sebagai induk, dan
membesarkan keturunannya di bawah kondisi sanitasi yang
dikontrol secara ketat. Udang SPF bernilai untuk diperdagangkan ke
negara atau wilayah yang bebas dari agen penyakit tertentu, atau
untuk mengisi kembali lahan lahan tambak. Sebaliknya, udang SPR
dikembangkan melalui pembiakan selektif terhadap individu yang
mampu bertahan dari tantangan/infeksi patogen tertentu (Alday-
Sanz, 2018).
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Salah satu teknologi yang berkembang dalam manajemen
penyakit adalah melalui pemberian probiotik. Probiotik umumnya
diberikan sebagai suplemen pakan mikroba hidup yang
mempengaruhi hewan inang dengan meningkatkan keseimbangan
mikroba usus untuk mengoptimalkan keberadaan spesies yang
tidak beracun. Mikroflora usus yang stabil membantu inangnya
melawan invasi patogen, terutama melalui saluran pencernaan.
Probiotik banyak digunakan dalam budidaya perairan. Penekanan
perkembangbiakan bakteri patogen tertentu (Vibrio spp.) di tempat
pembenihan udang dapat dicapai dengan memasukkan
(menginokulasi) strain atau spesies bakteri non-patogen, yang
bersaing untuk mendapatkan sumber metabolit mikroba.

Aplikasi probiotik dalam kegiatan budidaya perairan telah
banyak digunakan sebagai sarana pengendalian penyakit,
peningkatan respon imun, memberikan kontribusi nutrisi dan
enzimatik terhadap pencernaan organisme budiaya, serta
memperbaiki kualitas air. Penambahan bakteri probiotik mampu
meningkatkan imunitas serta mengurangi prevalensi infeksi WSSV
pada udang vaname (Kurniaji et al, 2023). Jenis probiotik yang
digunakan untuk kegiatan budidaya perairan meliputi: spesies
Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Enterococcus,
Carnobacterium, Shewanella, Bacillus, Aeromonas, Vibrio,
Enterobacter, Pseudomonas, Clostridium, dan Saccharomyces .

8.2.3 Teknologi Pakan

Salah satu isu penting mengenai pengembangan akuakultur
saat ini adalah penggunaan tepung ikan dan protein hewani lainnya
dalam budidaya. Meskipun tepung ikan digunakan karena
kandungan proteinnya yang berkualitas tinggi, tepung ikan
mempunyai beberapa kelemahan, termasuk biaya tinggi dan
ketidakstabilan pasokan. Hasil tangkapan ikan sampingan non
ekonomis sedang menurun dan terdapat peningkatan kekhawatiran
terhadap lingkungan. Sementara itu, produksi pembenihan skala
besar sebagian besar spesies akuatik masih bergantung pada pakan
alami seperti spesies mikroalga, rotifer (Brachionus), dan artemia
(Marte & Toledo, 2014).
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Bioteknologi menawarkan peluang pengembangan alternatif
pengganti tepung ikan, khususnya sumber protein nabati, dengan
meningkatkan teknik produksi dan pengolahan. Teknologi lain juga
menawarkan potensi untuk meningkatkan efektivitas pemberian
pakan. Pengembangan budidaya perikanan di masa depan pada
akhirnya bergantung pada kemampuan pembudidaya untuk
menghasilkan produk yang dapat diterima konsumen, hal ini juga
didukung dengan meningkatnya tuntutan konsumen akan produk
berkualitas dan aman.

8.2.4 Sistem Akuakultur Resirkulasi

Sistem akuakultur resirkulasi atau Recirculation Aquaculture
System (RAS) adalah sebuah sistem sirkulasi air tambak dengan
menggunakan kembali air budidaya yang telah digunakan
sebelumnya dan mengalami penurunan kualitas, tentunya setelah
mengalami proses filtrasi. Pada sistem ini, teknologi di mana air
didaur ulang dan digunakan kembali setelah penyaringan mekanis
dan biologis serta penghilangan bahan tersuspensi dan metabolit.
Metode ini digunakan untuk budidaya berbagai spesies ikan dengan
kepadatan tinggi, dengan memanfaatkan lahan dan air yang
minimal. Ini adalah konsep budidaya ikan dengan kepadatan tinggi
yang intensif, tidak seperti sistem produksi akuakultur lainnya
(Powell & Scolding, 2018).

Teknologi RAS menerapkan prinsip fisika, kimia, biologis.
Ketiga prinsip tersebut meliputi filter, media karbon, sinar
ultraviolet (UV), dan generator oksigen yang berfungsi untuk
mengontrol dan menstabilkan kondisi lingkungan ikan.

Dibandingkan = dengan  metode  tradisional yang
membudidayakan ikan di luar ruangan, yaitu pada kolam atau
tambak terbuka, dalam sistem ini ikan biasanya dipelihara di
akuarium dalam/luar ruangan dalam lingkungan yang terkendali.
Sistem resirkulasi menyaring dan membersihkan air dengan
mendaur ulangnya kembali ke tangki budidaya ikan. Teknologi ini
didasarkan pada penggunaan filter mekanis dan biologis dan
metode ini dapat digunakan untuk spesies apa pun yang
dibudidayakan dalam budidaya perikanan. Air rekondisi
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bersirkulasi melalui sistem dan tidak lebih dari 10% total volume air
sistem diganti setiap hari.

S

S —— R

Gambar 8.1. Teknologi Recirculation Aquaculture System (RAS).
Sumber : De Heus, 2023.

Mekanisme Teknologi RAS yaitu Sistem RAS dimulai saat air
dari tangki kultur yang mengandung banyak kotoran akibat hasil
dari metabolisme serta pakan ikan di alirkan secara gravitasi
menuju bak filter melalui pipa yang terhubung. Terjadi proses
terpenting dari sistem akuakultur resirkulasi yaitu proses biofilter
dalam bak penampungan ini. Bak filter terdiri dari beberapa macam
penyaringan seperti penyaringan mekanis (fisika), biologi, kimia,
dan bak sterilisasi. Pada filter mekanis bagian atas menggunakan
saringan yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang berukuran
besar, seperti kotoran ikan ataupun sisa pakan. Pada bagian bawah
menggunakan cangkang kerang air tawar, sebagai alternatif dapat
juga digunakan arang atau kerikil ukuran besar sehingga air
menjadi jernih. Setelah air melewati filter biologi, dimana pada
bagian pertama memanfaatkan cangkang kerang sedangkan pada
bagian kedua menggunakan Kkerikil lebih kecil atau ijuk untuk
memperluas permukaan yang memungkinakan tempat penempelan
bakteri nitrifikasi.

Keuntungan sistem budidaya dengan RAS antara lain:
memperpanjang daya tahan tangki dan peralatan, mengurangi
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ketergantungan pada antibiotik, mengurangi biaya operasional
langsung yang terkait dengan pakan, pengendalian predator dan
parasit, produksi RAS dapat meningkatkan fleksibilitas dalam hal
lokasi pertanian dan kedekatan dengan pasar, memungkinkan
produksi berbagai spesies, terlepas dari persyaratan suhuy,
pengelolaan pakan jauh lebih baik dengan budidaya sistem RAS
ketika pemberian pakan dapat dipantau secara ketat selama 24 jam,
paparan kultivan terhadap stres pada RAS dapat dikurangi karena
beberapa faktor seperti cuaca, kondisi suhu yang tidak
menguntungkan, polusi eksternal dan predasi. Kekurangan dari RAS
antara lain pasokan listrik yang konstan dan tidak terputus
diperlukan jika daya listrik mati daripada cadangan listrik
diperlukan, biaya modal untuk memulai sistem akuakultur
resirkulasi lebih tinggi dibandingkan dengan kolam dan kolam.

Beberapa jenis ikan spesies yang cocok untuk RAS seperti
Baramundi (Lates calcarifer), lkan nila (Oreochromis niloticus), patin
(Pangasianodon hypophthalmus). Komponen RAS antara lain
gudang penyimapan untuk pakan dan peralatan, rumah pompa,
tangki pembesaran: yangki semen melingkar termasuk inlet, outlet
tengah drainase, tangki pengendapan lumpur, tangki penyimpanan
air (tandon), tangki, filter mekanis (Hidrolik), Filter drum, Filter wol
kaca, pompa dan motor pompa, pembangkit listrik, pengumpul
lumpur, Biofilter, unit UV, Elektrifikasi, Pengumpan otomatis, Sistem
aerasi (udara/oksigen), sistem penangkap karbon dioksida
(degasser), Alat pengujian air, Sistem pasokan air seperti sumur bor
atau PDAM. Input seperti Benih, Pakan, bahan tambahan dan
suplemen, listrik/diesel, tenaga kerja dan lain sebagainya.

Pemberian pakan pada budidaya sistem RAS yaitu
pemberian pakan berprotein tinggi, mengandung semua jenis
mineral dan vitamin penting, pemberian pakan dapat dilakukan
sebesar 3-5 % dari bobot badan ikan tergantung kualitasnya, dan
kandungan protein pakan. Pemberian pakan yang lebih sering
(beberapa kali sehari) akan menghasilkan tingkat pertumbuhan
yang lebih baik dan dengan demikian meningkatkan rasio konversi
pakan (Powell & Scolding, 2018).
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8.2.5 Teknologi Bioflok

Teknologi bioflok dianggap sebagai “revolusi biru” baru
karena nutrisi dapat terus didaur ulang dan digunakan kembali
dalam media budidaya, sehingga mendapatkan manfaat dari
pertukaran air yang minimal atau tanpa pertukaran air. Teknologi
bioflok (Gambar 8.2) adalah teknik akuakultur ramah lingkungan
berdasarkan  produksi = mikroorganisme. Bioflok  adalah
pertumbuhan tersuspensi di kolam atau tangki yang merupakan
kumpulan bahan organik partikulat hidup dan mati, fitoplankton,
bakteri, dan pemakan bakteri. Ini adalah pemanfaatan proses
mikroba di dalam kolam/tangki itu sendiri untuk menyediakan
sumber makanan bagi organisme yang dibudidayakan sekaligus
bertindak sebagai pengobatan pengolahan air. Oleh karena itu,
sistem ini disebut juga kolam suspensi aktif atau kolam heterotrofik.

VR £ - S 0N i
Gambar 8.2. Teknologi Recirculation Aquaculture System (RAS).

Sumber: De Heus, 2023.

Sistem bioflok adalah pengolahan air limbah yang menjadi
sangat penting sebagai pendekatan dalam budidaya perikanan.
Prinsip teknik ini adalah mempertahankan rasio C-N yang lebih
tinggi dengan menambahkan sumber karbohidrat dan
meningkatkan kualitas air melalui produksi protein mikroba sel
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tunggal berkualitas tinggi. Dalam kondisi seperti ini, terjadi
pertumbuhan mikroba heterotrofik yang mengasimilasi limbah
nitrogen yang dapat dimanfaatkan oleh spesies budidaya sebagai
pakan dan juga berfungsi sebagai bioreaktor pengontrol kualitas air.
Teknologi ini didasarkan pada prinsip flokulasi dalam sistem
komposisi dan nilai gizi bioflok(Burnell & Allan, 2009).

Bioflok merupakan agregat heterogen dari partikel
tersuspensi dan berbagai mikroorganisme yang berasosiasi dengan
zat polimer ekstraseluler. Ukuran flok berkisar antara 50 - 200
mikron. Nilai gizi yang baik terdapat pada Bioflok. Berat kering
protein berkisar antara 25 -50%, lemak berkisar 0,5 - 15%.

Keuntungan dari budidaya sistem bioflok tara lain sistem
budaya ramah lingkungan, Ini mengurangi dampak lingkungan,
penggunaan tanah dan air secara yudisial, sistem pertukaran air
terbatas atau nol, produktivitas yang lebih tinggi (Meningkatkan
tingkat kelangsungan hidup, kinerja pertumbuhan, konversi pakan
yang lebih baik dalam sistem budidaya ikan), keamanan hayati yang
lebih tinggi, mengurangi polusi air dan mengurangi risiko masuknya
dan penyebaran patogen. Hal ini mengurangi pemanfaatan pakan
kaya protein dan biaya pakan standar. Hal ini mengurangi tekanan
pada perikanan tangkap, misalnya penggunaan ikan konsumsi yang
lebih murah dan ikan rucah untuk formulasi pakan ikan (Burnell &
Allan, 2009).

8.2.6 Budidaya Ikan Laut

Budidaya ikan laut merupakan salah satu sub-sektor
budidaya perikanan dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
Penangkapan ikan di laut merupakan salah sumber menyebabkan
berkurangnya sumber daya alam sehingga budidaya laut menjadi
alternatif utama. Budidaya ikan laut semakin banyak dilakukan
sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya perikanan, dan
mengisi stok alami yang populasinya telah menurun karena
eksploitasi berlebihan ataupun yang disebabkan oleh degradasi
lingkungan.

Ikan laut sangat digemari karena karena profil nutrisinya
yang tinggi dan permintaan yang besar terhadap makanan laut baik
di pasar ikan domestik maupun internasional. Tujuannya untuk
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memastikan peningkatan pendapatan nelayan dan budidaya ikan.
Faktor kunci keberhasilan budidaya ikan laut adalah tersedianya
benih berkualitas unggul dan tahan penyakit(Gui et al,, 2018).

Keuntungan budidaya ikan laut antara lain adalah
peningkatan sosial ekonomi nelayan pesisir dengan menciptakan
lapangan kerja, peningkatan produksi makanan laut untuk
konsumsi manusia, peningkatan produksi ikan laut bernilai tinggi,
meningkatkan ekspor hasil laut nasional, substitusi impor makanan
laut, peluang peluang bisnis yang layak secara komersial bagi para
pengusaha, pilihan mata pencaharian alternatif bagi nelayan pesisir
karena hasil tangkapan dari laut semakin berkurang.

Faktor kunci keberhasilan budidaya ikan laut adalah kualitas
benih yang baik. Untuk memenuhi kebutuhan bibit ikan untuk
budidaya keramba di laut, air payau dan budidaya perairan pesisir,
perlu dibangun pembibitan ikan sirip laut untuk pemeliharaan larva
dan produksi bibit Cobia, ikan bawal perak/India, Ikan bass, Kerapu,
Kakap dll. Ukuran fingerling merupakan tahap tebar yang ideal bagi
ikan sirip laut di keramba/kolam untuk menghindari kehilangan
hasil panen. Oleh karena itu, pemeliharaan benih ikan sirip laut
hingga ukuran yang diinginkan untuk mencapai pertumbuhan benih
ikan laut yang lebih baik adalah kebutuhan saat ini(Burnell & Allan,
2009).

Benih berukuran 2 cm 0,5 hingga 0,6 g dapat ditebar hingga
500-800 ekor/m3 berdasarkan spesies dan fasilitas aerasi yang
tersedia. Setelah masa budidaya selama 45 hingga 50 hari, benih
akan mencapai ukuran benih 5-15 cm yang ideal untuk ditebar di
keramba dan kolam. Langkah-langkah pencegahan untuk
meningkatkan tingkat kelangsungan hidup selama pemeliharaan di
pembibitan: 1) Bibit ikan dipelihara di unit pendederan dengan
ukuran 5-15 cm (tergantung spesies yang akan dibudidayakan); 2.
Pindahkan bibit melalui kantong plastik yang diberisikan oksigen; 3.
Salinitas air harus dijaga di atas 20 ppt.

8.2.7 Budidaya Keramba Jaring Apung

Budidaya keramba ikan laut merupakan salah satu pilihan
utama untuk meningkatkan produksi makanan laut dan
berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Budidaya

145



keramba melibatkan budidaya ikan di laut dalam keramba jaring
tertutup yang memungkinkan aliran air masuk dengn bebas. Ini
adalah sistem produksi yang terdiri dari kerabadengan berbagai
dimensi dan bentuk, bahan jaring dan sistem tambatan, untuk
menampung dan membudidayakan ikan dalam jumlah besar.
Budidaya keramba dapat dilakukan di laut terbuka, teluk terlindung
atau laguna yang memiliki kualitas air yang sesuai dan dengan izin
terlebih dahulu kepada instansi pemerintah terkait.

Keuntungan budidaya keramba laut antara lain pemantauan
stok dalam budidaya dapat dilakukan dengan mudah, pemberian
pakan dan pertumbuhan yang sangat penting dalam menghindari
masalah yang berkaitan dengan stres dan wabah penyakit, panen
mudah, pengeluaran rutin yang terkait dengan pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur lebih rendah pada budidaya keramba
dibandingkan dengan budidaya di darat(Burnell & Allan, 2009).

Hal yang tidak cocok area untuk budidaya keramba seperti
lokasi yang merupakan kawasan penangkapan ikan aktif dan dekat
dengan pelabuhan pendaratan ikan dan saluran navigasi, kawasan
pertahanan, kawasan perlindungan laut, terumbu karang, hutan
bakau, kawasan dalam rencana pengelolaan pantai, titik
pembuangan limbah industri, pencemaran, pembuangan air tawar
yang deras melalui sungai, keberadaan jaringan pipa bawah air,
kabel telekomunikasi. Parameter kualitas air yang cocok untuk
budidaya dalam keramba jaring apung yaitu oksigen terlarut
berkisar 5-8 mg/l], suhu air berkisar antara 25-33°C, pH berkisar
7.5-8.5, salinitas berkisar 25-34 ppt dan kecerahan < 30 cm.

8.3 Teknologi pengolahan ikan

Ikan hasil tangkapan mempunyai peranan penting dalam
perikanan internasional maupun di negara berkembang. Oleh
karena itu menjaga kualitas bahan baku ikan yang baik sangat
diperlukan. Pengolahan ikan dapat dibagi lagi menjadi penanganan
ikan, yaitu pengolahan awal ikan mentah, dan pembuatan produk
ikan. Metode tradisional dalam mengawetkan ikan termasuk
mengeringkan, mengasinkan, mengasinkan, dan mengasapi. Semua
teknik ini masih digunakan sampai sekarang, tetapi teknik
pembekuan dan pengalengan yang lebih modern telah menjadi
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sangat penting. Industri perikanan menghadapi tantangan
keamanan dan jaminan kualitas makanan laut karena perbedaan
standar pangan di dalam dan antar negara (Theivendram &
Rajalingam, 2013).

Penelitian mengenai pengolahan makanan semakin menarik
perhatian karena besarnya permintaan akan pasokan produk
makanan yang sehat dan aman. Kesehatan, nutrisi dan kenyamanan
menjadi faktor utama pendorong industri pangan global di era ini.
Produk ikan telah menarik banyak perhatian sebagai sumber
komponen nutrisi penting dalam jumlah tinggi seperti protein
berkualitas tinggi, vitamin esensial, mineral, dan asam lemak tak
jenuh ganda yang menyehatkan dalam makanan manusia. Hasilnya,
ikan segar dan makanan laut menduduki peringkat ketiga di antara
kategori makanan dengan pertumbuhan tercepat secara
keseluruhan di seluruh dunia.

Konsumsi ikan air tawar dan ikan air laut diperkirakan akan
meningkat di masa depan. Karena ikan bergizi tinggi, ikan juga
sangat rentan terhadap pembusukan karena faktor intrinsik dan
ekstrinsik. Pemrosesan dan pengemasan yang tepat membantu
menjaga kualitas konsumsi ikan untuk jangka waktu yang lama. Di
seluruh dunia, serangkaian metode pemrosesan dan pengemasan
diikuti. Hal ini berkisar dari penyimpanan dingin atau es sederhana,
pengasinan dan pengeringan hingga aplikasi tekanan tinggi dan
medan elektromagnetik terkini dan canggih, yang menarik peluang
baik dari pengusaha skala kecil maupun industri (Theivendram &
Rajalingam, 2013).

Produk ikan hidup, segar, dingin, dibersihkan utuh, steak
fillet, nugget dan dilapisi tepung roti, berbagai produk kering, ikan
asap, sosis ikan, dan produk tradisional merupakan serangkaian
metode pengolahan berbiaya rendah yang dapat dengan mudah
diadopsi oleh nelayan skala kecil. Metode pengolahan seperti
pengalengan atau pengolahan panas, pembekuan, vakum dan
pengemasan, pengolahan tekanan tinggi, pengolahan medan
elektromagnetik dan lainnya merupakan metode pengolahan yang
memerlukan investasi lebih tinggi.

Manfaat pengolahan antara lain: mengubah makanan
mentah menjadi bentuk yang dapat dimakan, dapat digunakan, dan
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enak; Membantu pengawetan dan penyimpanan komoditas yang
mudah rusak dan setengah rusak; membantu menghindari
kelebihan pasokan di pasar dan mengurangi kerugian pasca panen
dan membuat produk tersedia selama musim sulit ikan;
menghasilkan lapangan kerja; pengembangan produk siap
konsumsi yang mudah digunakan dan menghemat waktu memasak;
membantu meningkatkan nilai tambah; membantu meringankan
pemasaran dan distribusi; memungkinkan pengangkutan makanan
halus dalam jarak jauh; menjadikan makanan aman dikonsumsi
dengan mengendalikan patogen mikroorganisme; pengolahan
makanan modern juga meningkatkan kualitas hidup; makanan
sehat yang dikembangkan untuk orang-orang khusus yang alergi
terhadap bahan-bahan tertentu, penderita diabetes dan yang tidak
dapat mengonsumsi beberapa elemen makanan umum; pengolahan
pangan juga dapat mendatangkan gizi dan ketahanan pangan serta
memberikan potensi ekspor untuk mendulang devisa.

8.3.1 Pendinginan

Pendinginan merupakan cara yang efektif untuk menjaga
kesegaran produk ikan. Hal ini biasanya melibatkan penyimpanan
ikan dalam es yang mencair atau es bubur untuk menjaga suhu ikan
sekitar 1-49C, sehingga memperlambat aksi enzimatik dan aktivitas
mikroba, sehingga memperpanjang umur simpan produk.

Secara tradisional, pendinginan dilakukan dengan
menggunakan es yang mencair, baik es serpihan atau es balok yang
dihancurkan. Akhir-akhir ini, es curahtelah diperkenalkan untuk
pendinginan. Berbagai macam produk ikan dan kerang mulai dari
ikan utuh, tanpa kepala, dikupas, tanpa kepala, fillet, steak, pinggang,
kubus dapat diawetkan dengan cara didinginkan.

8.3.2 Kemasan vakum

Pengemasan vakum merupakan pengemasan yang
melibatkan pembuangan udara dari kemasan dan penerapan segel
kedap udara. Penghilangan udara menciptakan ruang hampa di
dalam kemasan dan kekurangan O dalam kemasan dapat
meminimalkan reaksi kerusakan oksidatif dan pertumbuhan bakteri
aerob.
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Pengemasan vakum dapat memperpanjang umur simpan
banyak makanan yang dimasak. Penggunaan kemasan vakum, pada
bahan yang kedap gas dan stabil terhadap panas, memiliki banyak
keuntungan, antara lain; tidak ada atau rendahnya risiko
kontaminasi pasca pasteurisasi, kemudahan penanganan,
penghambatan pertumbuhan organisme pembusuk aerobik, dan
penghambatan atau perlambatan reaksi oksidatif yang merugikan
dalam pangan selama penyimpanan karena sifat penghalang
oksigen pada bahan pengemas(Theivendram & Rajalingam, 2013).

8.3.3 Pembekuan

Pembekuan merupakan praktik kuno untuk
mempertahankan kualitas dan kesegaran produk perikanan dalam
jangka waktu yang lama. Hal ini melibatkan konversi air yang ada
dalam produk perikanan menjadi es, yaitu perubahan fase dari fase
cair ke fase padat terjadi dalam pembekuan. Hal ini menghambat
aksi mikroba dan enzimatik dengan mengurangi ketersediaan air
untuk aksinya. Hal ini melibatkan pemaparan produk ikan pada
suhu yang sangat rendah (<-359C) untuk memungkinkan
pembekuan air bebas dan dipertahankan pada suhu -18°C hingga
dikonsumsi.

8.3.4 Pengeringan

Pengeringan mungkin merupakan salah satu metode
pengawetan makanan tertua. Hal ini terdiri dari penghilangan air
hingga konsentrasi akhir yang diinginkan, yang pada gilirannya
mengurangi aktivitas air produk, sehingga menjamin stabilitas
mikroba dan memperpanjang umur simpan produk. Dalam
beberapa kasus, garam meja biasa (Natrium klorida) juga digunakan
untuk memperpanjang umur simpan ikan. Garam menyerap
sebagian besar air dalam makanan dan menyulitkan
mikroorganisme untuk bertahan hidup.

8.3.5 Pengasapan

Pengasapan adalah salah satu metode pengolahan ikan
tradisional yang paling banyak digunakan di banyak negara untuk
mengawetkan ikan. Efek pengawetan asap disebabkan oleh
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pengeringan produk selama pengasapan serta penyerapan partikel
asap ke dalam daging. Partikel asap, terutama senyawa fenolik,
karbonil dan asam organik, yang diserap oleh produk, menghambat
pertumbuhan bakteri pada permukaan produk.

8.4 Teknologi penangkapan ikan

Selama beberapa tahun terakhir, evolusi teknik
penangkapan ikan sangatlah pesat. Perubahan mengenai teknologi
dan peralatan penangkapan ikan sangat berkembang. Perbaikan
luar biasa terdapat pada desain kapal penangkap ikan. Kemajuan
substansial juga terdapat di bidang navigasi ikan dan bidang
identifikasi ikan serta deteksi dasar laut.

Alat tangkap lebih efektif dengan peningkatan dimensi,
peningkatan desain. Karena kemajuan dalam pengetahuan kita
tentang perilaku ikan, kita juga mengetahui lebih banyak tentang
reaksi spesies ikan terhadap alat penangkapan ikan sehingga kita
dapat menangkap ikan secara lebih selektif (menargetkan spesies
dan/atau ukuran tertentu) dengan menggunakan alat seleksi
tertentu. Operasi penangkapan ikan telah memperoleh manfaat dari
pengembangan alat. Pada saat yang sama, penelitian sedang
dilakukan untuk menilai dampak operasi penangkapan ikan
terhadap ekosistem dan lingkungan.

Identifikasi armada dengan analisis tipologi berdasarkan
karakteristik kapal penangkapan ikan, operasi penangkapan ikan,
strategi operasi, periode penangkapan ikan yang dieksploitasi, dan
produk ikan yang ditargetkan perlu diteliti. Produktivitas armada
penangkapan ikan ditinjau berdasarkan produktivitas masing-
masing kapal, produktivitas alat dan perlengkapan penangkapan
ikan yang digunakan serta faktor manusia yang terlibat. Aspek-
aspek penting seperti kekuatan penangkapan ikan, efisiensi, biaya
operasi, nilai tangkapan, dan kapasitas juga penting diketahui.

Untuk pembuatan jaring ikan, serat sintetis baru terus
dikembangkan yang memiliki stabilitas yang lebih baik. Sebagian
besar wilayah penangkapan ikan, terdapat ukuran mata jaring
minimum yang direkomendasikan oleh undang-undang. Elastisitas
yang lebih baik berguna untuk tali yang digunakan untuk konstruksi
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pukat-hela (trawl) udang, kekuatan putus yang lebih besar, produk
sintetis sekarang menggantikan tali kawat (Prado, 2023).

8.4.1 Alat tangkap ikan

Dimensi dari alat purse seine semakin bertambah pada
kedalamannya (hampir 300 m pada beberapa alat purse seine tuna)
dibandingkan dengan panjangnya. Bahan baru sekarang digunakan
untuk anyaman jaring agar lebih cepat tenggelam dan mengurangi
hambatan selama pengerukan serta untuk pelampung dan
pemberat.

Wadah bubu kini dapat menggunakan lebih banyak bubu
(dapat ditumpuk atau dilipat sehingga memakan lebih sedikit
ruang). Bubu yang digunakan untuk kepiting, lobster, atau udang,
semakin sering dibuat seluruhnya atau sebagian dari plastik (lebih
mahal dari pot kayu namun praktis tahan lama). desain rak yang
lebih sederhana untuk dibuat atau tidak terlalu rumit di pot dek
lebih baik disesuaikan dengan perilaku berbagai kerang
pengembangan teknik untuk menangkap spesies baru (yaitu udang,
cephalopoda, ikan di tengah air, dll.) menguji efektivitas umpan
yang, dalam beberapa perikanan, bisa menggantikan umpan alami.

Terkait dengan kail dan tali pancing, kemajuan telah dicapai
dalam hal bahan baru untuk tali pancing. Bentuk pengait baru juga
telah diperkenalkan dengan sangat sukses (yaitu pengait
lingkaran).Berkat kemajuan teknologi, alat tangkap rawai terbukti
efektif untuk menangkap berbagai jenis spesies, beberapa di
antaranya sebelumnya hanya ditangkap dengan metode lain.

Jaring insang banyak digunakan dalam perikanan skala kecil
dan menengah untuk berbagai spesies yang sangat luas. Desain
jaring insang yang efektif merupakan teknologi yang agak rumit.
Penelitian mengenai tekstil yang digunakan, serta pemasangan
jaring atau tali-temali, telah menghasilkan peningkatan efektivitas
yang signifikan.

8.5 Pengideraan jarak jauh penangkapan ikan
Selama 40 tahun terakhir produktivitas perikanan dunia

telah menurun akibat tekanan penangkapan ikan berlebihan,

perubahan habitat, polusi, dan perubahan iklim. Pemanfaatan
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sumber daya laut yang berkelanjutan memerlukan pemantauan dan
pengelolaan stok ikan dunia yang efektif.

Teknik penginderaan jarak jauh digunakan untuk membantu
mengelola perikanan pada tingkat berkelanjutan, sekaligus
memandu armada penangkapan ikan untuk menemukan
gerombolan ikan dengan lebih efisien. Ikan cenderung berkumpul di
wilayah lautan yang menunjukkan kondisi yang disukai oleh spesies
ikan tertentu. Beberapa kondisi oseanografi yang relevan, seperti
suhu permukaan laut, warna laut (produktivitas) yang sangat
mempengaruhi fluktuasi alami stok ikan, dapat diamati dan diukur
dengan sensor jarak jauh pada satelit dan pesawat terbang (Prado,
2023).

Data penginderaan jarak jauh disediakan hampir secara real-
time untuk membantu nelayan menghemat bahan bakar dan waktu
pengiriman selama mencari ikan; kepada para pemodel yang
menghasilkan prakiraan perikanan; dan kepada para ilmuwan yang
membantu mengembangkan strategi pengelolaan perikanan
berkelanjutan.

Teknologi penginderaan jarak jauh telah menjadi alat yang
berperan penting dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya
lautan. Mulai dari memantau habitat ikan dan melacak pola migrasi
hingga mendeteksi aktivitas penangkapan ikan ilegal, teknologi ini
menawarkan banyak sekali penerapan di bidang perikanan (Prado,
2023).

1. Pemantauan Habitat [kan

Habitat ikan memainkan peran penting dalam
mendukung kekayaan keanekaragaman hayati ekosistem laut
kita. Teknologi penginderaan jauh memungkinkan pelacakan
habitat-habitat ini secara terus menerus dan real-time. Dengan
menggunakan citra satelit, para ilmuwan dapat memantau
perubahan suhu air, salinitas, dan faktor lain yang mungkin
berdampak pada habitat tersebut. Data ini memberikan
wawasan penting mengenai kesehatan dan stabilitas ekosistem,
sehingga memungkinkan upaya konservasi dan pengelolaan
yang lebih baik.
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2. Melacak pola migrasi ikan

Memahami pola migrasi ikan adalah kunci pengelolaan
perikanan yang efektif. Dengan menggunakan penginderaan
jauh, peneliti dapat melacak pergerakan spesies laut melintasi
lautan yang sangat luas. Data mengenai rute dan waktu migrasi
membantu menciptakan kuota perikanan yang lebih akurat,
memastikan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan
melindungi spesies yang rentan.

3. Memperkirakan kelimpahan stok ikan

Penginderaan jauh dari satelit memberikan data berharga
mengenai produktivitas laut, yang terkait dengan kelimpahan
stok ikan. Dengan menggunakan teknologi ini, para ilmuwan
dapat mengukur produktivitas primer, melacak pertumbuhan
plankton, dan memperkirakan potensi hasil perikanan.
Informasi ini sangat penting untuk menentukan batas
tangkapan yang berkelanjutan dan mengurangi penangkapan
ikan yang berlebihan.

4. Mendeteksi aktivitas illegal fishing

Dengan wilayah yang luas untuk dipatroli, mendeteksi
penangkapan ikan ilegal dapat menjadi tugas yang menantang.
Teknologi penginderaan jauh, seperti citra satelit dan sistem
identifikasi otomatis (AIS), menawarkan solusi. Teknologi ini
memungkinkan pelacakan kapal secara real-time, mengungkap
aktivitas mencurigakan yang mungkin mengindikasikan praktik
ilegal.

5. Pemetaan dan Pemantauan Daerah Perikanan

Dengan mendeteksi perubahan suhu permukaan laut dan
konsentrasi klorofil, teknologi penginderaan jauh dapat
mengidentifikasi potensi daerah penangkapan ikan. Peta
berbasis satelit ini memberikan panduan yang sangat berharga
bagi para nelayan, membantu mereka menemukan lokasi
penangkapan ikan yang melimpah dan mengurangi biaya bahan
bakar dan waktu.
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Pengawasan Kapal dan Alat Penangkap lkan

Penginderaan jarak jauh memungkinkan pelacakan kapal
dan peralatan penangkapan ikan secara efektif. Dengan
menggunakan teknologi seperti AIS dan radar, pihak
berwenang dapat memantau aktivitas dan lokasi kapal,
memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu,
penginderaan jauh dapat mendeteksi alat penangkapan ikan
yang hilang atau terbengkalai, sehingga mengurangi dampak
penangkapan ikan hantu terhadap kehidupan laut.

Menilai Produktivitas Laut

Produktivitas laut sangat mempengaruhi populasi ikan.
Dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh, para
ilmuwan dapat memantau indikator-indikator utama
produktivitas laut, seperti konsentrasi klorofil dan suhu
permukaan laut. Informasi ini memberikan data penting untuk
memperkirakan kondisi perikanan dan memastikan praktik
pengelolaan berkelanjutan.

Mengidentifikasi Pertumbuhan Alga Berbahaya (HABs)

HAB dapat merusak ekosistem laut dan menyebabkan
kerugian ekonomi yang signifikan bagi perikanan.
Penginderaan jarak jauh menawarkan cara yang hemat biaya
untuk memantau dan mendeteksi pertumbuhan ini, sehingga
memungkinkan peringatan dan respons dini. Teknologi ini
memungkinkan para ilmuwan melacak pertumbuhan dan
pergerakan HAB, sehingga membantu mengurangi dampaknya.

Mempelajari Ekosistem Laut

Kesehatan ekosistem laut memainkan peran penting
dalam kelangsungan perikanan. Dengan menggunakan
penginderaan jauh, para ilmuwan dapat mempelajari berbagai
aspek ekosistem, termasuk kualitas air, kondisi habitat, dan
dinamika populasi. Wawasan ini membantu dalam penciptaan
strategi konservasi yang efektif dan rencana pengelolaan
berkelanjutan.



10. Peramalan Kondisi Perikanan

Memprediksi kondisi perikanan di masa depan adalah
kunci pengelolaan berkelanjutan. Teknologi penginderaan jarak
jauh menawarkan alat yang berharga untuk memprediksi
perubahan lingkungan dan potensi dampaknya terhadap
perikanan. Dengan melacak kondisi oseanografi dan atmosfer,
teknologi ini dapat membantu memperkirakan kelimpahan
stok ikan, pola migrasi, dan banyak lagi.

8.6 Penutup

Perkembangan teknologi sangat pesat dan sangat penting
dalam bidang perikanan seperti akuakultur, perikanan tangkap dan
pengolahan hasil perikanan. Teknologi baru kini dibutuhkan untuk
meningkatkan produksi, melindungi lingkungan ekosistem dan stok
serta menghasikan produk dengan kualitas terbaik.
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BAB 9
PEMASARAN DAN NILAI TAMBAH

Oleh Anis Khairunnisa

9.1 Pendahuluan

Pemasaran (marketing) hasil perikanan merupakan proses
menyediakan dan menyalurkan produk hasil perikanan baik barang
maupun jasa kepada konsumen. Kegiatan pemasaran modern tidak
hanya fokus memperoleh laba hasil penjualan tetapi juga harus
memberikan nilai dan kepuasan kepada konsumen. Melalui proses
pemasaran, antara pemasar dan pembeli mendapatkan barang atau
jasa yang dibutuhkan atau diinginkan (Prihatta, 2018).

Nurmalina et al (2015) menyebutkan bahwa sejak tahun
1980-an, fokus refleksi orientasi bisnis mengarah ke penciptaan
hubungan nilai tambah (added value) yang lebih luas dibanding
kegiatan jual-beli. Nilai tambah dalam bisnis pemasaran
dimaksudkan untuk memperkuat nilai produk atau jasa yang
diberikan terhadap adanya persaingan sehingga mampu
memperpanjang umur bisnis. Melalui peningkatan nilai tambah,
diharapkan dapat meningkatkan share (bagian yang diterima)
berupa keuntungan bagi produsen, pedagang perantara, hingga
konsumen.

Melalui chapter ini akan disampaikan penjelasan mengenai
manajemen pemasaran hasil perikanan, karakteristik pemasaran
hasil perikanan, permasalahan pemasaran hasil perikanan, strategi
pemasaran hasil perikanan, analisis efisiensi pemasaran hasil
perikanan, studi kasus strategi pemasaran hasil perikanan, dan
manfaat nilai tambah dalam pemasaran.

9.2Manajemen Pemasaran Hasil Perikanan

Secara umum, proses pemasaran meliputi analisis peluang
pasar, identifikasi peluang dan tantangan dalam pemasaran produk
perikanan, perancangan strategi dan program pemasaran,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan usaha pemasaran.
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Pemasaran hasil perikanan merupakan serangkaian kegiatan
pendistribusian barang atau jasa hasil perikanan dari produsen ke
konsumen, yang mengintegrasikan semua subsistem pemasaran
sehingga setiap pihak mendapatkan haknya masing-masing.

Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pemasaran dapat
disebut dengan sub-sistem pemasaran (Marketing sub-system). Sub-
sistem pemasaran terdiri dari sub-sistem produksi, sub-sistem
distribusi, sub-sistem konsumsi, sub-sistem penyusun kebijakan
pemasaran (regulatory), dan sub-sistem jasa serta penunjang.

(1) Sub-sistem produksi hasil perikanan meliputi
pembudidaya (pembenih, pendeder, pembesar, petambak) dan
nelayan. Sub-sistem ini memegang peranan penting dalam
ketersediaan produk atau layanan (jasa) dalam rangka memenuhi
kebutuhan dan keinginan pasar. (2) Sub-sistem distribusi meliputi
pedagang perantara (middlemen, intermediarries), pedagang
pengumpul (fish collector), dan pedagang pengecer (fish retailer).
Pihak sub-sistem distribusi hasil perikanan berperan sebagai
penyalur keseluruhan proses perpindahan barang atau layanan
(jasa) dari produsen ke konsumen. Sub-sistem distribusi juga
berperan sebagai pengelola siklus persediaan mulai dari
pemantauan hingga pemesanan ulang. (3) Sub-sistem konsumsi
terdiri atas konsumen di tingkat institutional market (restoran,
hotel, dll) dan konsumen akhir (end consumer). Sub-sistem
konsumsi merupakan pihak yang terlibat dalam proses pemenuhan
kebutuhan dan keinginan konsumen serta memastikan produk atau
layanan (jasa) dapat diterima dengan baik. (4) Sub-sistem jasa dan
penunjang merupakan pihak yang melakukan fungsi pemasaran
selain selling dan buying. Sub-sistem penyusun kebijakan
pemasaran meliputi pemerintah baik daerah, regional, pusat,
maupun internasional. Setiap sub-sistem memiliki hak yang
berbeda. Hak yang diterima oleh sub-sistem produsen dan sub-
sistem distribusi ialah keuntungan, hak sub-sistem konsumen ialah
kepuasan, dan hak bagi sub-sistem penyusun kebijakan adalah
pendapatan nasional (Abidin et al. 2018).

Selain keempat sub-sistem di atas, sistem pemasaran
memerlukan pemerintah yang memegang peran sebagai mediator
dan stabilisator. Sebagai mediator, pemerintah harus mampu
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memfasilitasi transaksi antara produsen dan pembeli, mengelola
logistik (transportasi, distribusi, penggudangan produk), mengelola
informasi terkait strategi pemasaran dan pembelian produk,
menyelesaikan perselisihan produsen dan pembeli hingga diperoleh
keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak, dan
membangun hubungan kemitraan jangka panjang antara produsen
dan pembeli. Mediator yang baik bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektifitas pemasaran produk perikanan. Sebagai
stabilisator, pemerintah harus mampu mengatur pasokan dan stok
cadangan hasil perikanan sehingga kelebihan dan kekurangan
pasokan dapat dicegah dan keseimbangan harga pasar dapat
tercapai.

9.3Karakteristik Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan pemasaran dan produk hasil perikanan di
Indonesia memiliki karakteristik khas dibanding pemasaran hasil
perikanan di negara lain. Hal tersebut dipengaruhi oleh jenis
perairan, iklim, luas wilayah, dan sistem pemerintahan.

Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan yang besar.
Sebagai contoh, total estimasi potensi sumber daya ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713
(perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali)
adalah sebanyak 1.073.147 ton (KepMen KP Nomor 19 Tahun
2022). Besarnya potensi sumber daya ikan ini menghasilkan ragam
jenis, kualitas, dan karakteristik produk perikanan yang berasal dari
berbagai perairan Indonesia.

Luasnya wilayah perairan Indonesia membagi Wilayah
Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia menjadi
11 wilayah. Setiap WPP memiliki kekhasan (jenis, kualitas, dan
karakteristik), karakteristik ekosistem, dan stok potensi hasil
perikanan yang berbeda (Gambar 9.1). Menurut Keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 menyebutkan
potensi penangkapan utama WPP 718 (Perairan Laut Aru, Laut
Arafury, dan Laut Timor bagian timur) adalah ikan demersal, ikan
pelagis besar, dan ikan pelagis kecil. Potensi sumber daya cumi-cumi
dan udang penaeid paling besar ditemukan di WPP 712 (Perairan
Laut Jawa).
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Gambar 9.1. Estimasi potensi sumber daya ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
(KepMen KP Nomor 19 Tahun 2022)

Selain berpengaruh pada karakteristik ekosistem, luasnya
perairan Indonesia berpengaruh pada (1) besarnya pasar dalam
negeri yang juga berpengaruh terhadap jenis pola saluran
pemasaran, dan (2) tantangan infrastruktur dan logistik untuk
memasarkan produk perikanan dengan efisien. Untuk itu, perlunya
pemahaman yang detail mengenai karakteristik pemasaran hasil
perikanan di Indonesia untuk merancang strategi pemasaran yang
tepat agar produk perikanan Indonesia dapat dipasarkan secara
efektif dan efisien serta tepat sasaran.

9.3.1 Karakter Khas Hasil Perikanan

Menurut Abidin et al. (2017), karakteristik pemasaran hasil
perikanan salah satunya dipengaruhi oleh karakteristik khas hasil
perikanan tersebut. Secara umum, hasil perikanan bersifat mudah
rusak (perishable) karena mengandung kadar air sebesar 80% dan
water activity (Aw) mencapai 0,95-0,99 (Wulandari et al, 2009).
Tingginya kadar air dan nilai Aw menyebabkan tingginya aktivitas
mikroba dalam tubuh ikan. Hal tersebut didukung pula oleh
kandungan lemak, protein, dan karbohidrat ikan sebagai sumber
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nutrisi mikroba untuk tumbuh dan berkembang biak (Khairunnisa,
2023). Apabila tidak ditangani secara tepat dan cepat, ikan dalam
kondisi mati secara cepat dan simultan akan mengalami
kemunduran mutu organoleptik, mikrobiologi, kimia, dan fisik ikan
yang akhirnya mengarah ke proses pembusukan ikan (Putra et al,
2023). Kemunduran mutu hasil perikanan akan mempengaruhi
harga jual produk, untuk itu sistem pemasaran produk hasil
perikanan harus cepat dan tanggap serta menerapkan sistem rantai
dingin (cold chain).

Hasil perikanan juga memiliki volume produksi yang
fluktuatif sepanjang tahun dengan sifat komoditi yang tidak
homogen, sementara salah satu persyaratan utama industri
pengolahan produk hasil perikanan ialah tersedianya pasokan
dalam kuantitas dan kualitas yang konsisten. Fluktuasi
produktivitas hasil perikanan umumnya disebabkan oleh faktor
eksternal seperti keadaan alam (kondisi cuaca, musim, iklim,
gelombang, kondisi ekosistem perairan), jumlah dan jenis armada
penangkapan, serta kebijakan pemerintah.

Yogiswara dan Sutrisna (2021) menyebutkan bahwa musim
penangkapan ikan di Indonesia terjadi pada bulan April hingga
November pada tahun yang sama. Hal tersebut didukung oleh
kondisi perairan yang cenderung stabil dan kuantitas ikan yang
tinggi. Penelitian lain menyebutkan bahwa aktivitas penangkapan
ikan di Kabupaten Bantul dilakukan pada bulan September hingga
Maret tahun berbeda dan intensitasnya semakin menurun hingga
bulan Juni (Setyaningrum et al, 2019).

Ketidakkonsistenan volume produksi hasil perikanan
berpengaruh terhadap harga komoditas tersebut. Sesuai dengan
kaidah prinsip ekonomi, bahwa harga komoditas cenderung
semakin tinggi jika volume produksinya rendah (musim paceklik),
dan harga komoditas cenderung semakin rendah jika volume
produksi tinggi (musim puncak). Meskipun volume produksi hasil
perikanan bersifat fluktuatif, namun konsumsi hasil perikanan
relatif stabil sepanjang tahun. Salah satu usaha yang berperan
sebagai penyangga (buffer) untuk menyetabilkan ketersediaan
produk perikanan di pasar sepanjang tahun ialah melalui
ketersediaan usaha pengolahan hasil perikanan. Usaha ini
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membantu penyediaan produk hasil perikanan sepanjang tahun
sekaligus meningkatkan nilai tambahnya (value added) sehingga
produk lebih mudah dikonsumsi, mudah diangkut, meningkatkan
citarasa, dan daya simpannya.

9.3.2 Saluran Pemasaran (Marketing Channel)

Karakteristik khas hasil perikanan yang bersifat mudah
rusak (perishable), musiman, dan memiliki kualitas yang tidak
seragam (non homogenity) yang dibahas pada sub-sub-bab
sebelumnya menimbulkan potensi pemasaran hasil perikanan yang
tidak efisien. Ketidakefisienan pemasaran hasil perikanan ini
berkorelasi dengan saluran pemasaran yang panjang. Hanafiah dan
Saefuddin (2010) menyebutkan bahwa saluran pemasaran hasil
perikanan secara umum terdiri dari produsen (nelayan dan
pembudidaya), pedagang pengumpul, pedagang grosir, pedagang
eceran, dan konsumen akhir. Purnomo (2018) menjelaskan bahwa
penentuan harga pembelian hasil perikanan pada tahap pertama
difasilitasi oleh institusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Petugas TPI
bersama dengan pedagang pengumpul menentukan harga
pembelian. Jika nelayan berkeberatan atas keputusan harga yang
diberikan, maka petugas TPI bernegosiasi kembali dengan pedagang
pengumpul hingga diperoleh harga yang cocok.

Menurut Purnomo (2018), terdapat empat (4) pola saluran
pemasaran ikan (Gambar 9.1). Pola saluran pemasaran 1 terjadi jika
konsumen akhir langsung membeli produk di TPI, tidak melibatkan
pedagang perantara, dan biasanya hasil tangkapan nelayan tidak
banyak. Pola saluran pemasaran 1 tidak terdapat biaya pemasaran,
melainkan hanya biaya produksi berupa biaya melaut. Menurut
Mubyarto (1989), saluran pemasaran ini paling efektif dan paling
adil. Marjin pemasaran dengan menerapkan pola saluran
pemasaran 1 secara umum untuk semua jenis ikan adalah 95%,
artinya 95% harga jual diterima langsung oleh nelayan, sementara
5% diterima TPI sebagai fasilitator dan koordinator.

Aliran pola saluran pemasaran 2 berawal dari penjualan
hasil perikanan dari nelayan yang difasilitator oleh TPI ke pedagang
pengumpul yang selanjutnya dijual kembali ke pedagang pengecer,
lalu dibeli oleh konsumen akhir. Pada pola ini, biasanya beberapa
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pedagang pengumpul memberikan bantuan biaya melaut kepada
nelayan, namun nelayan tersebut harus menjual hasil yang
diperoleh kepada pedagang pengumpul tersebut. Pada pola ini, 90%
volume ikan didistribusikan oleh pedagang pengumpul, sementara
10% sisanya didistribusikan nelayan langsung ke konsumen akhir.
Biaya pemasaran terdapat di tahap pedagang pengumpul dan
pedagang pengecer. Cakupan biaya pemasaran tersebut meliputi
biaya wadah, es balok, alat transportasi, bahan bakar, dan tenaga
pekerja.

Pada pola saluran pemasaran 3, terdapat penambahan
penjualan hasil perikanan ke rumah makan dari pedagang
pengumpul untuk dilakukan pengolahan sebelum dijual ke
konsumen akhir. Umumnya, jenis ikan yang dijual pada saluran
pemasaran 3 lebih bernilai ekonomis dibanding jenis ikan pada
saluran pemasaran 2. Purnomo (2018) menyatakan bahwa
keuntungan yang diperoleh rumah makan lebih besar dibanding
keuntungan pedagang pengumpul. Hal tersebut disebabkan adanya
nilai tambah (value added) berupa pengolahan yang diberikan
rumah makan terhadap hasil perikanan. Penambahan nilai tambah
tersebut memerlukan biaya pengolahan dan biaya penyajian,
sehingga harga jual produk hasil olahan perikanan juga lebih tinggi
dibanding hasil perikanan mentah. Selain itu, biaya pemasaran yang
dibutuhkan rumah makan juga lebih tinggi, salah satunya adalah
sewa usaha.
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Nelayan » TPI » KA SP1
****************************** e ol b ] se2
. R -

—» PPL —» P — SP4

Keterangan : TPI : Tempat Pelelangan Ikan; PPL : Pedagang
Pengumpul; PPC : Pedagang Pengecer; RM : Rumah Makan; IP:
Industri Pengolah; KA : Konsumen Akhir
Gambar 9.2. Pola Saluran Pemasaran (SP) Ikan
(Purnomo, 2018)

Pola saluran pemasaran 4 melibatkan industri pengolah
yang membeli hasil perikanan dari pedagang pengumpul. Industri
pengolah umumnya memerlukan ikan dalam volume besar,
kuantitas yang konsisten dan kualitas yang sesuai standar, untuk itu
biasanya ada keterlibatan agen atau pedagang besar yang
mengumpulkan dan menyortasi hasil perikanan dengan dari
berbagai lokasi. Pada pola ini, industri pengolahan berperan ganda
yakni sebagai pelaku saluran pemasaran sekaligus penentu harga.
Meskipun tergolong saluran pemasaran yang paling tidak efisien
(Hanafiah dan Saefuddin, 2010), namun marjin yang diperoleh pada
pola saluran pemasaran 4 ini paling tinggi Sarwanto et al. (2014),
sementara bagian harga yang diterima nelayan akan semakin kecil
dibanding saluran pemasaran lain.

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa saluran
pemasaran hasil perikanan melibatkan cukup banyak pedagang
perantara. Panjangnya saluran pemasaran ini mempengaruhi total
biaya pemasaran yang mencakup biaya produksi, biaya
transportasi, komunikasi, dan biaya pemasaran lain. Tingginya total
biaya pemasaran ini akan mempengaruhi tinggnya harga jual hasil
perikanan di tingkat konsumen.
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Menurut Abidin et al. (2017), panjang-pendeknya saluran
pemasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni (1) jarak
produsen dan konsumen, semakin jauh jarak produsen dan
konsumen, maka semakin panjang saluran pemasaran, dan semakin
besar biaya pemasarannya; (2) karakteristik khas produk, semakin
perishable produk, maka (seharusnya) semakin pendek saluran
pemasaran, jika tidak maka semakin tinggi biaya pemasaran karena
memerlukan upaya penyimpanan dingin; (3) skala produksi,
semakin kecil skala produksi, semakin kecil jumlah produk yang
diproduksi, maka akan semakin panjang saluran pemasaran karena
memerlukan bantuan pedagang perantara; dan (4) posisi keuangan
pengusaha, semakin kuat posisi keuangan pengusahan, maka
cenderung semakin pendek saluran pemasarannya.

9.4 Permasalahan Pemasaran Hasil Perikanan

Hasil produksi nelayan sebagian besar masih
diperdagangkan pada pasar tradisional dan kurangnya inovasi
nelayan dalam meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan.
Yogiswara dan Sutrisna (2021) menyebutkan bahwa keuntungan
penjualan hasil perikanan di pasar tradisional lokal cenderung
rendah. Satria (2016) menambahkan bahwa salah satu hambatan
terbesar dalam industri perikanan di negara berkembang ialah
tingginya biaya akses pasar yang lebih luas. Hal yang lazim terjadi
ialah apabila pendapatan sebagai nelayan dinilai tidak mencukupi
kebutuhan hidup, maka akan timbul peralihan profesi dari nelayan
ke profesi yang lebih menguntungkan.

Penelitian Setyaningrum et al. (2019) menyebutkan bahwa
terdapat hasil tangkapan ikan yang dapat berekonomis tinggi dan
rendah. Ikan dengan nilai ekonomis tinggi, seperti ikan bawal dan
ikan layur dapat langsung dijual, sementara jenis ikan dengan nilai
ekonomis rendah seperti ikan terubuk, ikan lendra, dan ikan tombol
sulit dijual bahkan hanya dibuang. Ikan yang tidak laku di pasaran
berpeluang untuk diolah agar meningkatkan nilai ekonomisnya.

Permasalahan pemasaran hasil perikanan juga terjadi pada
saat kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa
penyebaran virus Covid-19. Beberapa gudang penyimpanan ikan
(cold storage) mengalami penumpukan (overstock) karena ikan
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tidak dapat dipasarkan keluar daerah. Permintaan pasar global juga
mengalami penurunan hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia
(Sari et al, 2020). Tempat Pelelangan Ikan (TPI) lebih didominasi
pedagang dan sepi pembeli. Strategi pemasaran yang dapat
diberikan dengan kondisi ini adalah melakukan penguatan sistem
lelang, meningkatkan fasilitas pendistribusian, menyediakan
layanan digital marketing, menambah fasilitas cold storage, dan
melakukan sistem resi gudang ikan (Meitama, 2022).

9.5 Strategi Pemasaran Hasil Perikanan
9.5.1 Elemen Strategi Pemasaran

Corey dalam Tjiptono (2008) mengemukakan bahwa
strategi pemasaran terdiri dari lima (5) elemen yang saling berkait,
yakni (1) pemilihan pasar, (2) perencanaan produk, (3) penetapan
harga, (4) sistem distribusi, dan (5) komunikasi pemasaran.

Dalam pemilihan pasar, perlu diperhatikan persepsi fungsi
produk, termasuk pengelompokan teknologi, keterbatasan sumber
daya internal, pengalaman kumulatif dalam menanggapi peluang
dan tantangan, serta kemampuan khusus untuk mengakses sumber
daya yang langka atau pasar yang terproteksi. Setelah dipilih jenis
pasar yang akan dilayani, perlu dilakukan perencanaan produk
untuk menentukan spesifikasi produk, membentuk lini produk, dan
mendesain penawaran individual produk. Jika perencanaan produk
sudah tepat, maka dapat ditetapkan harga yang menjadi cerminan
nilai kuantitatif produk kepada pembeli. Produk yang telah
ditetapkan harganya kemudian didistribusikan dan penjualannya
dapat ditingkatkan melalui komunikasi pemasaran melalui iklan,
promosi, publisitas, dll. Komunikasi pemasaran yang baik dari
produsen dapat berkontribusi terhadap ekuitas merek sehingga
merek produk dapat diingat konsumen, mendorong penjualan, dan
memperluas pasar (Hariyansah, 2021).

9.5.2 Daya Saing dalam Strategi Pemasaran

Untuk mengetahui keunggulan penerapan strategi
pemasaran dibanding kompetitor, maka suatu perusahaan/produk
memerlukan daya saing. Melalui daya saing, perusahaan/produk
memiliki ciri khas yang membedakannya dengan produk
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kompetitor sehingga akan mempengaruhi jenis konsumen yang
dituju. Menurut Kotler (2005), identifikasi daya saing dapat
dilakukan melalui penerapan segmentasi pasar, target pasar, dan
posisi pasar.

Karakter pasar yang heterogen menyulitkan perusahaan
dalam menentukan segmen pasar yang menjadi target
pemasarannya. Segmentasi pasar merupakan upaya menentukan
batasan pemasaran, mengidentifikasi, dan memanfaatkan peluang
yang muncul dalam pasar berdasarkan faktor geografis, demografis,
psikografis, perilaku, dan manfaat. Melalui penentuan segmentasi
pasar yang baik, dapat diperoleh kelompok segmen pasar yang
bersifat homogen dengan karakteristik pembeli yang berbeda.

Informasi kelompok segmentasi pasar yang telah diperoleh
dievaluasi daya tariknya untuk dipilih pasar yang tepat untuk
pemasaran produk, Penetapan sasaran pemasaran (targeting
market) umumnya didasarkan atas indikator wilayah yang dipilih.
Pratama (2016) menyebutkan bahwa kegiatan pemasaran akan
lebih berhasil jika memiliki target konsumen dan wilayah tertentu.

Produk yang telah dipasarkan perlu diketahui posisinya oleh
konsumen yang menggunakan. Produk dapat ditentukan posisinya
berdasarkan manfaat yang diperoleh  konsumen saat
mengkonsumsi produk, sifat produk, dan kelas produk, sehingga
dapat diketahui posisi produk dibanding produk sejenis di pasaran.

9.5.3 Bauran Pemasaran dalam Strategi Pemasaran

Menurut Effendy (2019), bauran pemasaran (marketing mix)
merupakan sekumpulan kegiatan yang saling berkaitan dengan
tujuan mengetahui kebutuhan konsumen, mengembangkan
produk/layanan  yang  dibutuhkan, @ menentukan  harga,
mendistribusikan, dan mempromosikan produk/layanan. Terdapat
empat (4) elemen dalam bauran pemasaran yakni bauran produk
(Product), harga (Price), tempat (Place), dan promosi (Promotion).
Dalam strategi pemasaran, integrasi secara sinergis dari keempat
elemen bauran pemasaran membantu mencapai tujuan pemasaran
dengan efektif dan meningkatkan volume penjualan produk (Sairo
etal, 2018).
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1. Produk (Product)

Dalam prinsip bauran pemasaran, produk dinilai sebagai
unsur bauran pemasaran yang paling dasar. Produk tidak
hanya didefinisikan dalam bentuk barang namun dapat
berbentuk sebagai jasa, atau segala sesuatu (barang dan jasa)
yang dapat ditawarkan ke pasar dan memenuhi
kebutuhan/kepuasan konsumen, baik dari segi fisik maupun
psikis.

2. Harga (Price)

Unsur harga dalam bauran pemasaran merupakan unsur
yang bersifat fleksibel dan elastis (Beu et al, 2021), dapat
berubah dengan cepat, paling mudah disesuaikan dalam
waktu yang relatif singkat dibanding unsur bauran
pemasaran lain. Unsur harga juga merupakan satu-satunya
unsur yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lain
dalam bauran pemasaran tidak menghasilkan pendapatan
melainkan biaya. Hal tersebut menunjukkan harga sebagai
unsur penting dalam menentukan keuntungan dan
kelangsungan hidup perusahaan. Zahrah et al (2021)
menyebutkan bahwa terdapat empat (4) indikator dalam
pengukuran harga produk yakni referensi harga, kewajaran
harga, perbandingan harga yang relatif lebih murah, dan
kesesuaian harga.

3. Saluran Pemasaran / Tempat (Place)

Saluran pemasaran atau distribusi merupakan serangkaian
kegiatan dalam proses pemasaran yang bertujuan untuk
mendistribusikan produk dari produsen ke konsumen. Fungsi
pemasaran ini umumnya tidak dilakukan oleh produsen
langsung melainkan menggunakan perantara yang akhirnya
membentuk saluran pemasaran. Beu et al (2021) menyatakan
bahwa keputusan pembelian oleh konsumen dipengaruhi
pula oleh lokasi. Semakin strategis lokasi pemasaran, maka
semakin tinggi volume penjualan produk.
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4. Promosi (Promotion)

Promosi atau komunikasi pemasaran merupakan kegiatan
persuasif yang mengajak calon konsumen untuk
menggunakan produk yang dipasarkan dan membuat
konsumen merasa ‘ketergantungan‘ dengan produk. Arief
(2013) mengemukakan bahwa kemampuan promosi
mempengaruhi efektifitas pemasaran produk. Semakin efektif
komunikasi dalam promosi maka semakin efektif pemasaran
produk. Terdapat lima (5) cara komunikasi pemasaran
menurut Kotler (2005) yang meliputi periklanan, promosi,
publisitas, penjualan pribadi, dan pemasaran langsung.
Deskripsi dari setiap jenis komunikasi ini dapat dilihat pada
Tabel 9.1.

Tabel 9.1. Deskripsi Komunikasi Pemasaran

Cara komunikasi Deskripsi
Iklan e Komunikasi tidak langsung
e Dilakukan oleh perusahaan
sponsor

e Presentasi tersebar luas
e Ekspresi yang lebih kuat
e Tidak bersifat pribadi

Promosi e Insentif jangka pendek
e Ajakan melakukan transaksi
Publisitas ¢ Kredibilitas tinggi

e Menangkap konsumen yang tidak
ditargetkan sebelumnya

e Dramatisasi

Penjualan pribadi e Interaksi langsung antara
produsen dengan calon konsumen

e Konfrontasi  personal melalui
wiraniaga sehingga konsumen
merasa berkewajiban untuk
mendengarkan wiraniaga

Pemasaran langsung e Menggunakan alat komunikasi
(surat, telepon, email, email, dI)

e Bersifat non publik dan interaktif

171



9.6 Analisis Efisiensi Pemasaran Hasil Perikanan

Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk
menganalisis efisiensi pemasaran hasil perikanan. Menurut Anwar
(1976), tingkat persentase efisiensi pemasaran (EPS) hasil dapat
dianalisis menghitung perbandingan antara biaya pemasaran (BP)
dan harga eceran (HE) (Tabel 9.2). Pemasaran dinilai efisien jika
nilai EPS kurang kecil dari 5%, sementara pemasaran tidak efisien
jika nilai EPS lebih besar dari 5%.

Tabel 9.2. Analisis Efisiensi Pemasaran
Persamaan Keterangan
% EPS = 22 x 100% EPS : Efisiensi Pemasaran
HE BP : Biaya Pemasaran
HE : Harga Eceran

MP = PR - PF MP : Marjin Pemasaran
PR : Harga di Pedagang
Pengecer
PF : Harga di Produsen

%MP = %x 100% MP : Marjin Pemasaran

HE : Harga Eceran

% FS = Ex 100% FS : Farmer’s share
PR PF : Harga di tingkat konsumen
PF : Harga di tingkat petani

Efisiensi pemasaran dapat terlihat juga dari sisi marjin
pemasaran. Sudiyono (2004) menyatakan bahwa besarnya marijin
pemasaran (MP) dapat dihitung dari selisih harga di tingkat
pedagang pengecer (PR) dengan harga di tingkat produsen (PF)
(Tabel 9.2). Persentase marjin pemasaran dapat dihitung dari
perbandingan marjin dengan harga eceran (Hanafiah dan Saefuddin,
2010). Semakin kecil marjin pemasaran, maka semakin efisien
sistem pemasaran, karena perbedaan harga di petani dan konsumen
semakin kecil (Irawan 2007). Pratiwi et al (2022) menjelaskan
bahwa nilai marjin ditentukan oleh panjang-pendeknya rantai
pemasaran dan pihak pemasaran yang terlibat dalam saluran
pemasaran. Semakin panjang pola pemasaran dan semakin banyak
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pihak yang terlibat maka nilai marjin pemasaran semakin besar,
begitu pula sebaliknya.

Selain kedua metode tersebut, efisiensi pemasaran dapat
pula dinilai berdasarkan perbandingan antara bagian yang diterima
petani (Farmer’s share) terhadap harga yang dibayar konsumen
akhir (Pratiwi et al, 2022). Jika nilai Farmer’s share lebih dari atau
sama dengan 40%, maka pemasaran dinilai efisien, sementara jika
kurang dari 40% maka pemasaran dinilai tidak efisien.

Efisiensi pemasaran hasil perikanan dapat dipengaruhi oleh
berbagai faktor baik instrinsik maupun ekstrinsik perusahaan.
Faktor instrinsik misalnya sumber daya manusia, manajemen
perusahaan, material, dan sebagainya, sementara faktor ekstrinsik
misalnya lingkungan, cuaca, dan sebagainya. Faktor-faktor yang
mempengaruhi efisiensi pemasaran hasil perikanan dapat dianalisis
menggunakan diagram Tulang Ikan (Fishbone) atau Ishikawa.

Manusia Biaya Al

at
o y Transportasi belum
«— Pegawai tidak sesuai standar
memahami Biaya
Penyortir pentingnya transportasi
terlalu - mutu ikan dan denda 4— Tidakada freezer
banyak Biaya bongkar
mahal —
Pemasaran ikan

Ikan diinjak ——— tidak efisien
& Sortir tanpa
alas dan atap «— Terkena sinar

Ikan  tidak :
diberi es matahari langsung
Banyak —p /" 4— Meja ikan kotor
genangan air
Metode Lingkungan

Gambar 9.3. Diagram Ishikawa 'Faktor yang Mempengaruhi
Efisiensi Pemasaran Ikan’
(Sumber : Huda, 2016)

Diagram Ishikawa (Gambar 9.2) dikenal juga dengan
diagram sebab-akibat yang dapat digunakan untuk mengetahui
faktor utama dan faktor pendukung yang berpeluang menjadi
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penyebab timbulnya masalah yang berpengaruh terhadap hasil
(Muhandri dan Kadarisman, 2015). Faktor utama dan faktor
pendukung sebagai unsur sebab digambarkan sebagai tulang ikan,
sementara masalah sebagai unsur akibar digambarkan sebagai
kepala ikan. Secara umum, faktor utama dalam diagram Ishikawa
adalah (1) lingkungan, (2) manusia, (3) metode, (4) bahan, (5)
mesin dan peralatan. Penyusunan dan penentuan faktor-faktor
sebagai unsur sebab, dilakukan berdasarkan hasil tinjauan langsung
dan brainstorming melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD).

Apabila telah diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi
efisiensi pemasaran hasil perikanan menggunakan alat bantu (tools)
diagram Ishikawa, selanjutnya perlu dilakukan verifikasi pada
perusahaan. Hasil verifikasi akan mengurangi faktor-faktor yang
telah dirinci pada diagram Ishikawa sehingga perusahaan lebih
fokus menentukan strategi pemasaran untuk memperbaiki efisiensi
pemasaran dari beberapa faktor penyebab masalah yang tersisa.

Strategi efisiensi pemasaran dapat ditentukan menggunakan
analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Analisis ini
terdiri dari analisis internal (Internal Factor Analysis Summary atau
IFAS) untuk menentukan kekuatan (strength) dan kelemahan
(weakness) manajemen, serta analisis eksternal (External Factor
Analysis Summary atau EFAS) untuk menentukan peluang
(opportunity) dan ancaman (threat).

Setiap faktor internal dan eksternal yang telah dirinci dalam
IFAS dan EFAS kemudian ditentukan bobotnya menggunakan skala
numerik. Huda (2016) menggunakan tiga (3) skala dalam
penelitiannya. Skala 1 menunjukkan jika faktor horizontal kurang
penting dari faktor vertikal. Skala 2 menunjukkan jika faktor
horizontal sama penting dengan faktor vertikal. Skala 3
menunjukkan jika faktor horizontal lebih penting dari faktor
vertikal. Bobot setiap variabel dirata-ratakan (Xi) lalu dihitung
perbandingan (Ai) nilai bobot setiap variabel terhadap jumlah
keseluruhan variabelnya. Contoh penentuan bobot faktor strategis
dapat dilihat pada Tabel 9.3.
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Tabel 9.3. Penilaian Bobot Faktor Strategi Internal Pemasaran Ikan

Internal 1.Lokasi | 2.Perusah 3.PPN Xi Ai
perusah aan Pengamb
aan berdiri di engan
strategis sekitar penyupla
PPN i terbesar
Pengambe | lemuru
ngan di Bali
1.Lokasi A= B=(1,23) C= w | (A+B+C+.. | Xil/(A+B
perusahaan (1,2,3) (1,2,3) +n)/n +C+..+n)
strategis
2.Perusaha = E=(1,23) F= w | (D+E+F+.. | Xi2/(D+E
an berdiri | (1,2,3) (1,2,3) +n)/n +F+..4n)
di  sekitar
PPN
Pengamben
gan
3.PPN = H=(123) | I=(1,23) | . (G+H+I+... | Xi3/(G+H
Pengamben | (1,2,3) +n)/n +]+..+n)
gan
penyuplai
terbesar
lemuru di
Bali
Total

Sumber : modifikasi dari Huda (2016)

Selain menentukan bobot, setiap variabel pada faktor IFAS
dan EFAS juga dihitung skornya. Perhitungan skor dapat dilakukan
menggunakan matriks IFE (Internal Factor Evaluation) (Tabel 9.4)
dan EFE (External Factor Evaluation) (Tabel 9.5). Rangkuti (2011)
menyebutkan bahwa penentuan skor menggunakan empat (4) skala
mulai dari 1 (poor) hingga 4 (outstanding) berdasarkan pengaruh
indikator IFAS dan EFAS terhadap kondisi pemasaran ikan.

Hasil penilaian dari setiap faktor tersebut dikompilasikan
dalam matrik posisi kompetitif relatif (Gambar 9.4). Hasil penilaian
tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan jenis kuadran
dalam diagram SWOT dengan memplottingkan nilai selisih peluang
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(S-W) sebagai sumbu X dan nilai selisih ancaman (O-T) sebagai

sumbu Y (Gambar 9.5).
Tabel 9.4. Matriks IFE Pemasaran Ikan
Strength Skor | Bobot | Nilai | Weakness | Skor | Bobot | Nilai
Lokasi 2 11 22,1 Luas 1 11,0 11,0
perusahaan bongkar
strategis muat
terbatas
Perusahaan 3 11 33,1 Biaya 1 9,3 9,3
berdiri di penanganan
sekitar PPN mahal
Pengambengan
PPN 4 99 39,5 | Pemasaran 2 7,0 14,0
Pengambengan ikan tidak
penyuplai melalui
terbesar sistem
lemuru di Bali lelang
Subjumlah a Subjumlah b
Jumlah (a+b)
Selisih peluang (S-W poin = a-b) = ¢ = sumbu X; Sumber : Huda
(2016)
Tabel 9.5. Matriks EFE Pemasaran Ikan

Opportunity | Skor | Bobot | Nilai Threat Skor | Bobot | Nilai
Permintaan 4 16,7 66,7 Monopoli 2 16,7 33,3
ikan  terus harga dari
meningkat perusahaan

tertentu
Aksesibilitas 3 20,0 65,0 | Persaingan 2 13,3 26,7
yang pasar
memadai
Subjumlah d Subjumlah e
Jumlah (d+e)
Selisih ancaman (O-T poin = d-e) = f = sumbu Y; Sumber : Huda

(2016)
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Gambar 9.4. Matriks Posisi Kompetitif Relatif
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Gambar 9.5. Diagram SWOT
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Gambar 9.6. Matriks IE

Matrik posisi kompetitif relatif terdiri atas empat (4) segmen
kotak dengan 1 kotak white area, 2 kotak grey area, dan 1 kotak
black area. Dari analisis tersebut akan diperoleh kombinasi strategi
WO, SO, WT, dan ST. Jika strategi pemasaran berada di kotak white
area menunjukkan bahwa strategi pemasaran dinilai kuat-
berpeluang (SO), yakni memiliki peluang yang prospektif dan usaha
memiliki kompetensi untuk mengerjakannya. Jika berada pada
kotak grey area 1 maka strategi pemasaran dinilai lemah-
berpeluang (WO) yang menunjukkan strategi pemasaran memiliki
peluang pasar yang prospektif namun tidak memiliki kompetensi
untuk mengerjakannya, jika berada pada kotak grey area 2 maka
strategi pemasaran dinilai kuat-terancam (ST) yang menunjukkan
strategi pemasaran cukup kuat dan memiliki kompetensi untuk
mengerjakan namun terdapat ancaman dari peluang pasar. Jika
hasil penilaian berada pada kotak black area, maka strategi
pemasaran dinilai lemah-terancam (WT) yang menunjukkan
strategi pemasaran tidak memiliki peluang pasar dan tidak memiliki
kompetensi untuk mengerjakannya.
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Untuk memperoleh strategi bisnis yang lebih detil, David
(2006) menjelaskan kegunaan analisis matriks IE (Internal-
Eksternal), melalui pemetaan skor terbobot dari total matriks IFE
dan EFE (Gambar 9.5). Sumbu X menunjukkan skor total IFAS (IFE)
sementara sumbu Y menunjukkan skor total EFAS (EFE). Skor 1,00-
1,99 menunjukkan posisi internal atau eksternal lemah, skor 2,00-
2,99 menunjukkan posisi internal atau eksternal rata-rata, dan skor
3,00-4,00 menunjukkan posisi internal atau eksternal kuat. Sumbu X
dan Y dipetakan dalam sembilan (9) kuadran. Setiap kuadran
memiliki deskripsi masing-masing. Jika pertemuan sumbu X dan Y
berada pada kuadran |, II, V, VII, dan VIIII maka strategi yang sesuai
pada pemasaran produk adalah strategi pertumbuhan, jika berada
pada kuadran III dan VI maka strategi penciutan adalah strategi
yang paling sesuai, sementara jika berada pada kuadran IX maka
strategi likuidasi adalah strategi yang terpilih.

Terpilihnya strategi pertumbuhan menunjukkan bahwa
produk (barang dan jasa) perlu melakukan peningkatan segmentasi
pasar, peningkatan kualitas produk, peningkatan pengawasan,
kerjasama dengan perusahaan sejenis, menjalin hubungan baik
dengan konsumen, dan hal-hal lain yang dapat meningkatkan
pertumbuhan produk (Kamaluddin, 2020; Radawati et al, 2010).

Apabila matriks IE berada pada kuadran penciutan, maka hal
tersebut menunjukkan bahwa produk berada pada posisi yang
lemah secara internal atau eksternal, menghadapi peluang yang
terbatas, dan ancaman yang signifikan. Hal yang dapat dilakukan
adalah melakukan evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan,
mengeksplorasi peluang, meminimalkan ancaman. Jika matriks IE
berada pada kuadran likuidasi artinya produk berada dalam posisi
lemah dan menghadapi tantangan yang signifikan, untuk itu perlu
mengevaluasi kondisi internal, menganalisis tantangan eksternal,
dan reposisi strategis, termasuk konsultasi dengan konsultan dan
pemangku kebijakan.
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9.7 Studi Kasus Strategi Pemasaran Hasil

Perikanan
9.7.1 Strategi Pemasaran Ikan Nila (Oreochromis niloticus)
(Pratiwi et al, 2022)

Saluran pemasaran ikan nila yang diamati oleh Pratiwi et al
(2022) terdiri dari dua (2) jenis yakni pola saluran pemasaran 0
tingkat dan pola saluran pemasaran 1 tingkat. Pola saluran
pemasaran 0 tingkat merupakan pola pemasaran langsung antara
produsen ke konsumen tanpa peran pedagang penyalur.

Melalui pola pemasaran 0 tingkat, tidak diperlukan biaya
transportasi karena konsumen langsung mendatangan lokasi
pembenihan. Pola saluran pemasan 1 tingkat melibatkan pedagang
penyalur yang memasarkan nila dari produsen ke konsumen. Nila
yang dibeli oleh pedagang penyalur dalam bentuk benih untuk
dibudidayakan terlebih dahulu lalu dijual ke konsumen dalam
bentuk indukan.

Marjin pemasaran yang diperoleh pada pola 0 tingkat lebih
tinggi dan lebih efisien dibanding marjin pemasaran pada pola 1
tingkat. Marjin pemasaran yang diperoleh pada pola pemasaran 0
tingkat memperoleh nilai FS sebesar 57,14% yang artinya besar
bagian harga yang diterima oleh produsen nila sebesar 57,14% dari
harga yang dibayar konsumen, sementara marjin pemasaran pada
pola pemasaran 1 tingkat sebesar 33,33%. Pratiwi et al (2022)
menjelaskan bahwa semakin banyak biaya yang dikeluarkan maka
harga jual akan semakin tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk
menutupi biaya yang keluar agar diperoleh keuntungan yang
maksimal.

Analisis SWOT-IFAS (matriks IFE) untuk menentukan
strategi pemasaran menunjukkan bahwa kekuatan (strength) yang
dimiliki produsen ialah memiliki kualitas benih yang baik,
tersedianya sarana dan prasarana, dan harga benih relatif murah,
sementara kelemahan (weakness) yang ditemukan ialah tidak
stabilnya jumlah pembeli dan tidak dijualnya indukan yang tidak
produktif. Analisis SWOT-EFAS (matriks EFE) menunjukkan bahwa
peluang (opportunity) usaha yang dimiliki ialah meningkatnya
permintaan benih dan mudahnya berbagi informasi dan
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komunikasi, sementara ancaman (threat) yang terjadi ialah
perubahan cuaca dan debit air.

Hasil diagram SWOT menunjukkan bahwa strategi
pemasaran benih ikan nila berada pada kuadran I yang artinya
memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan
peluang yang ada seperti mempertahankan kualitas benih ikan yang
baik, selalu menyediakan sarana dan prasarana dan harga benih
relatif terjangkau. Strategi yang diterapkan adalah kebijaksanaan
pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy).

9.7.2 Strategi Pemasaran Ikan Tongkol Hasil Tangkapan
Nelayan (Nuriati, 2018)

Saluran pemasaran ikan tongkol hasil tangkapan nelayan
yang diamati oleh Nuriati (2018) terdiri dari tiga jenis. Saluran
pemasaran 1 terdiri dari nelayan, pedagang pengecer, dan
konsumen. Saluran pemasaran 2 terdiri dari nelayan, pedagang
pengumpul, pedagang pengecer, dan konsumen. Saluran pemasaran
3 terdiri dari nelayan, pedagang pengumpul, dan pedagang besar.
Persentase marjin pemasaran dan persentase Farmer’s share antara
saluran pemasaran 1, 2, dan 3 secara berurutan adalah 25%, 44%,
dan 34,78%, dengan persentase Farmer’s share secara berurutan
sebesar 75%, 57,69%, dan 65,21%. Terlihat bahwa semakin
panjang saluran pemasaran, maka semakin besar marjin pemasaran
dan semakin rendah persentase Farmer’s share. Perhitungan
efisiensi saluran pemasaran yang dilakukan dalam penelitian
tersebut menunjukkan bahwa saluran pemasaran 1 merupakan
saluran yang paling efisien dengan nilai persentase EP sebesar
2,50%, dibanding saluran lain.

9.7.3 Strategi Pemasaran Produk Ikan Pindang (Setiyorini et
al, 2018)

Pihak usaha pengolahan ikan pindang yang diteliti oleh
Setiyorini et al (2018) ini bekerja sama dengan beberapa pemasok
untuk memperoleh bahan baku ikan. Produk olahan ikan pindang
kemudian didistribusikan melalui pemasar sebagai distributor/
agen yang memasarkan produk pada berbagai lokasi potensial.
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Analisis matriks IFE menunjukkan bahwa beberapa
kekuatan yang dimiliki produk ikan pindang adalah telah sesuainya
mutu produk berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), harga
produk yang bersaing, higienitas proses produksi, dimilikinya SDM
yang berkualitas dan terlatih, sementara beberapa kelemahan yang
dimiliki ialah sulit diperolehnya bahan baku yang sesuai standar,
kurangnya informasi pasar yang diperoleh perusahaan, belum
optimalnya pemasaran online, belum optimalnya promosi.

Analisis matriks EFE menunjukkan beberapa peluang yang
mungkin diraih bahwa adanya tren konsumsi protein hewani non
kolesterol, produksi pengolahan yang sesuai standar agar konsumen
percaya untuk membeli, dan preferensi masyarakat terhadap ikan
pindang pada semua kalangan, sementara ancaman yang dihadapi
ialah daya beli konsumen, harga bahan baku yang tidak stabil, dan
persaingan dengan usaha sejenis.

Nilai skor total IFE dan EFE digunakan untuk mengetahui
posisi perusahaan menggunakan matriks [E. Analisis menunjukkan
bahwa posisi produk berada di kuadran IV yang menunjukkan
strategi pertumbuhan, maka formulasi strategi yang dapat
diimplementasikan untuk mempertahankan kelangsungan usaha
ialah penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan
produk.

9.8 Pemasaran dan Nilai Tambah

Berbicara mengenai nilai tambah dalam kaitannya dengan
proses pemasaran, dapat berupa segi pelayanan maupun produk.
Nilai tambah dari segi pelayanan dapat berupa layanan purna jual
(after sales service). Kotler (2005) menyebutkan bahwa layanan
purna jual merupakan upaya pemuasan pelanggan/konsumen oleh
penjual untuk menjamin konsumen menggunakan produk dan
memperkuat nilai dari produk atau jasa yang ditawarkan, relatif
terhadap persaingan. Layanan purna jual meliputi garansi, reparasi
(penyediaan tempat perbaikan, tempat aduan/klaim), dan
sebagainya. Adanya layanan purna jual berpengaruh signifikan
terhadap tingkat kepuasan konsumen (Ernoputri et al, 2016).

Nilai tambah dari segi produk dapat mengacu pada
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
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Nomor 59 Tahun 2021 tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil
Perikanan, yang menyebutkan bahwa nilai tambah hasil perikanan
merupakan upaya pertambahan nilai dari hasil perikanan, yang
dapat diperoleh melalui pengembangan produk perikanan,
pengembangan sentra hasil perikanan, pendidikan dan pelatihan,
penelitian, dan pengembangan skema permodalan. Peningkatan
nilai tambah hasil perikanan tidak hanya dilakukan pada saat
pengolahan (diversifikasi) saja, melainkan dapat dilakukan sejak
dari penanganan bahan baku, pemilihan daerah penangkapan,
penggunaan alat tangkap yang sesuai standar, penerapan cara
budidaya ikan yang baik, pengolahan, hingga pendistribusian
dengan menerapkan cara pendistribusian dan pemasaran yang baik.
Pasal (8) juga menyebutkan perlunya pengembangan pemasaran
ikan secara digital untuk meningkatkan efisiensi biaya pemasaran
hasil perikanan.

9.9 Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari chapter ini ialah :

1. Terdapat lima jenis sub-sistem pemasaran yakni sub-sistem
produksi, sub-sistem distribusi, sub-sistem konsumsi, sub-
sistem penyusun kebijakan pemasaran (regulatory), dan sub-
sistem jasa serta penunjang. Setiap sub-sistem memiliki hak
dan kewajiban yang berbeda.

2. Kegiatan pemasaran dan produk hasil perikanan di Indonesia
memiliki karakteristik khas dibanding pemasaran hasil
perikanan di negara lain karena dipengaruhi oleh jenis
perairan, iklim, luas wilayah, dan sistem pemerintahan. Hal
tersebut juga berpengaruh pada pola saluran pemasaran.
Semakin panjang pola saluran pemasaran maka akan
semakin tinggi biaya pemasaran dan semakin rendah
efisiensi pemasaran.

3. Permasalahan pemasaran hasil perikanan disebabkan
tingginya biaya akses pasar yang lebih luas, terdapat jenis
komoditas yang bernilai ekonomis rendah, dan kondisi
Pembatasan Sosial Berskala Besar di masa penyebaran virus
Covid-19.
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4. Strategi pemasaran hasil perikanan dipengaruhi oleh lima
elemen (pemilihan pasar, perencanaan produk, penetapan
harga, sistem distribusi, dan komunikasi pemasaran), daya
saing, dan bauran pemasaran (produk, harga, tempat, dan
promosi). Jika faktor-faktor tersebut saling terintegrasi maka
tujuan pemasaran yang efektif dapat tercapai.

5. Untuk menganalisis persentase efisiensi pemasaran terdiri
dari beberapa metode, yang memerlukan unsur biaya
pemasaran, harga eceran, marjin pemasaran, harga di
produsen, dan harga di tingkat petani.

6. Faktor yang mempengaruhi efisiensi pemasaran dapat
dianalisis menggunakan diagram Ishikawa dan analisis SWOT
untuk mengetahui strategi pemasaran yang tepat.

7. Terdapat tiga studi kasus terkait strategi pemasaran hasil
perikanan mulai dari kasus strategi pemasaran untuk hasil
budi daya, hasil tangkapan nelayan, dan hasil olahan
perikanan.

8. Istilah nilai tambah pada proses pemasaran tidak hanya
mengacu pada produk namun juga pemberikan layanan
purna jual. Kedua upaya nilai tambah tersebut
mempengaruhi kepuasan konsumen yang berkaitan dengan
peningkatan efisiensi pemasaran hasil perikanan.
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BAB 10
PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI
DAN PETERNAK

Oleh Nasuki

10.1 Pengertian Kelompok

Definisi kelompok tani merujuk pada sebuah organisasi atau
entitas yang terdiri dari petani atau nelayan yang berkumpul secara
sukarela untuk melakukan kegiatan terkait dengan produksi,
pengolahan, pemasaran, atau kegiatan lain yang berhubungan
dengan pertanian atau perikanan atau suatu bentuk organisasi atau
kelompok yang terdiri dari petani atau nelayan yang berkumpul
secara sukarela untuk melakukan kegiatan produksi, pengolahan,
pemasaran, atau kegiatan lain yang terkait dengan pertanian atau
perikanan (Rakhmanda and Djasmani, 2018). Pengertian kelompok
tani dapat mencakup berbagai jenis organisasi, mulai dari kelompok
yang berfokus pada produksi tanaman atau perikanan, hingga
kelompok yang lebih berorientasi pada pemasaran hasil pertanian
atau perikanan (Maulidah, 2012).

Kelompok tani biasanya memiliki struktur organisasi yang
jelas, termasuk pengurus yang dipilih dari anggota kelompok, serta
aturan dan mekanisme pengambilan keputusan yang disepakati
Bersama (Raharjo, Hastanti and Haryanti, 2020). Selain itu,
kelompok tani juga dapat menjadi wadah untuk pertukaran
pengetahuan, pengalaman, dan teknologi antar anggota, sehingga
memperkuat kemampuan adaptasi dan inovasi dalam menghadapi
berbagai tantangan di sektor pertanian atau perikanan (WAHYUDI
AGUS THIAS, 2020)

10.2 Tujuan Pembentukan Kelompok

Tujuan utama dari pembentukan kelompok tani adalah
untuk memberdayakan petani atau nelayan melalui kerjasama
antaranggota, pembinaan keterampilan, akses terhadap teknologi,
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serta penguatan dalam pengambilan keputusan dan manajemen
usaha (Nuryanti and Swastika, 2011). Secara umum kelompok tani
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui
kolaborasi, berbagi sumber daya, peningkatan akses terhadap pasar,
serta penguatan kapasitas dan keahlian anggota (BERUTU, 2023).

10.3 Manfaat Pembentukan Kelompok Tani

Pembentukan kelompok tani memiliki sejumlah manfaat

yang signifikan, di antaranya:

1.
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Penguatan Ekonomi: Kelompok tani dapat meningkatkan
daya saing anggotanya dengan menggabungkan sumber
daya, memperoleh harga yang lebih baik untuk hasil
pertanian atau perikanan mereka, serta mengakses pasar
yang lebih luas (Pujiharto, 2010).

Peningkatan Produksi: Dengan berbagi pengetahuan,
teknologi, dan praktik terbaik, anggota kelompok tani dapat
meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam kegiatan
pertanian atau perikanan mereka (Bawono, 2018).
Pengurangan Risiko: Dengan membagi risiko antar anggota
dan melalui kerjasama dalam manajemen risiko, seperti
dalam pengadaan input atau dalam menghadapi bencana
alam, kelompok tani dapat membantu anggotanya
mengurangi kerugian potensial (Wardani and Anwarudin,
2018).

Penguatan Komunitas: Pembentukan kelompok tani
memperkuat solidaritas dan kerjasama antar anggota,
menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertukaran
pengetahuan dan pengalaman, serta memperkuat jaringan
sosial di tingkat komunitas (Irwan, 2023).

Akses Terhadap Sumber Daya: Kelompok tani dapat
membantu anggotanya mengakses sumber daya seperti
bantuan teknis, pelatihan, dan fasilitas infrastruktur yang
mungkin tidak dapat diakses secara mandiri (GRATHIANO,
2023).

Pengelolaan Bersama Sumber Daya: Dengan bekerja
bersama dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti
tanah atau perairan, kelompok tani dapat memastikan



keberlanjutan lingkungan dan meminimalkan dampak
negatif terhadap ekosistem (Siregar, 2023).

7. Penguatan Kapasitas: Melalui pelatihan, pendidikan, dan
pembinaan, kelompok tani membantu meningkatkan
keterampilan dan pengetahuan anggotanya dalam berbagai
aspek pertanian atau perikanan, serta dalam manajemen
usaha secara keseluruhan (Nurchaerani and Hartadhi,
2023).

8. Peningkatan Akses Terhadap Layanan: Dengan bersatu,
kelompok tani memiliki kekuatan untuk mendorong
pemerintah dan lembaga terkait agar menyediakan layanan
yang lebih baik, seperti akses terhadap kredit usaha,
layanan kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung
pertanian atau perikanan (Sudaryanto and Wijayanti, 2013)

10.4 Fungsi dan Peran Kelompok Tani
Kelompok tani memiliki berbagai fungsi dan peran yang
penting dalam konteks pertanian,peternakan dan perikanan.

Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Pemberdayaan Ekonomi: Salah satu fungsi utama
kelompok tani adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi anggotanya. Ini dilakukan melalui kerjasama
dalam produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian
atau perikanan, sehingga anggota dapat memperoleh harga
yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka
(Ramdhani, Nulhaqim and Fedryansyah, 2015).

2. Pengelolaan Bersama Sumber Daya: Kelompok tani
memainkan peran penting dalam pengelolaan bersama
sumber daya alam, seperti lahan pertanian, perairan, dan
hutan. Dengan bekerja bersama, kelompok tani dapat
mempromosikan  praktik-praktik  pengelolaan  yang
berkelanjutan dan menjaga keberlanjutan lingkungan
(MADONG, 2023).

3. Pembinaan Keterampilan dan Pengetahuan: Kelompok
tani menyediakan platform untuk pertukaran pengetahuan,
pengalaman, dan keterampilan di antara anggotanya.
Melalui pelatihan, workshop, dan pertemuan reguler,
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anggota dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam
berbagai aspek pertanian atau perikanan, serta mempelajari
praktik-praktik terbaik (Mulyandari et al.,, 2010).

4. Akses Terhadap Layanan: Sebagai wadah representatif
bagi petani atau nelayan, kelompok tani dapat
memperjuangkan kepentingan anggotanya dan memastikan
akses yang lebih baik terhadap layanan penting, seperti
kredit usaha, bantuan teknis, fasilitas infrastruktur, dan
layanan Kesehatan (Rahmayani et al., 2023).

5. Pemberdayaan Sosial: Kelompok tani memperkuat
solidaritas dan kerjasama di antara anggotanya,
menciptakan  lingkungan yang mendukung  bagi
pertumbuhan dan pengembangan individu. Ini juga
membantu mengurangi isolasi sosial dan meningkatkan
kesejahteraan psikososial anggota (Zulfikhar, Widiarso and
Akbarrizki, 2022).

6. Pengaruh dalam Pengambilan Keputusan: Sebagai
kelompok yang memiliki kekuatan kolektif, kelompok tani
dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang
berkaitan dengan sektor pertanian atau perikanan. Dengan
berkolaborasi dan bersatu, mereka dapat menjadi suara
yang lebih kuat dalam proses pembuatan kebijakan (Siregar,
Ginting and Effendi, 2019).

7. Pengembangan Usaha Bersama: Kelompok tani dapat
mengembangkan usaha bersama di bidang pengolahan atau
pemasaran hasil pertanian atau perikanan, sehingga
memberikan nilai tambah bagi produk mereka dan
meningkatkan pendapatan kelompok secara
keseluruhan(Indraningsih et al.,, 2010).

10.5 Prinsip-prinsip Pembentukan Kelompok Tani

Prinsip-prinsip pembentukan kelompok tani menetapkan
dasar-dasar yang penting untuk memastikan kelompok tani dapat
beroperasi secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi
anggotanya. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam
pembentukan kelompok tani:
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. Kemandirian: Kelompok tani harus didirikan atas dasar
kemandirian, di mana anggotanya memiliki kemauan dan
keinginan untuk bekerja sama secara sukarela dalam
mencapai tujuan bersama.

. Partisipasi Aktif: Partisipasi aktif dari semua anggota
kelompok tani merupakan prinsip kunci. Setiap anggota
memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam
mengambil keputusan dan menjalankan kegiatan kelompok.
. Kesejahteraan Bersama: Prinsip ini menekankan
pentingnya menciptakan kesejahteraan bersama bagi semua
anggota kelompok tani. Keuntungan yang diperoleh harus
didistribusikan secara adil di antara anggota.

. Demokrasi: Pembentukan kelompok tani harus didasarkan
pada prinsip demokrasi, di mana pengambilan keputusan
dilakukan secara kolektif dan transparan. Setiap anggota
memiliki hak untuk memberikan pendapat dan suara dalam
proses pengambilan keputusan.

. Keterbukaan dan Transparansi: Kelompok tani harus
beroperasi dengan keterbukaan dan transparansi, di mana
informasi mengenai kegiatan, keuangan, dan pengambilan
keputusan dapat diakses oleh semua anggota.

. Kerjasama: Kerjasama antaranggota adalah kunci
keberhasilan kelompok tani. Anggota harus saling
mendukung dan bekerja sama dalam mencapai tujuan
bersama, serta mengatasi berbagai tantangan yang
dihadapi.

. Keberlanjutan: Prinsip keberlanjutan = menekankan
pentingnya kelangsungan dan pertumbuhan kelompok tani
dalam jangka panjang. Hal ini melibatkan pembangunan
kapasitas anggota, pengelolaan sumber daya yang
berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan
lingkungan dan pasar.

. Pertanggungjawaban: Setiap anggota kelompok tani harus
bertanggung jawab atas kontribusi dan tindakan mereka
terhadap kelompok. Ini termasuk kewajiban untuk
mematuhi peraturan kelompok, mengelola sumber daya
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dengan bijak, dan melaporkan secara berkala tentang
kemajuan dan pencapaian.

10.6 Proses Pembentukan Kelompok Tani

Proses pembentukan kelompok tani melibatkan serangkaian

langkah yang dirancang untuk membentuk struktur organisasi,
memilih anggota, menetapkan visi dan misi, serta menetapkan
prosedur operasional. Berikut adalah tahapan umum dalam proses
pembentukan kelompok tani:

1.
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Identifikasi Kebutuhan: Tahap awal dalam pembentukan
kelompok tani adalah mengidentifikasi kebutuhan dan
tujuan anggota potensial. Hal ini bisa melibatkan evaluasi
masalah yang dihadapi oleh petani atau nelayan di wilayah
tersebut, serta identifikasi peluang dan kebutuhan yang bisa
dipenuhi melalui pembentukan kelompok tani.

. Sosialisasi dan Penyuluhan: Anggota potensial diberikan

informasi tentang manfaat dan tujuan pembentukan
kelompok tani melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.
Ini bisa melibatkan pertemuan-pertemuan komunitas,
seminar, atau workshop yang dipimpin oleh penyuluh
pertanian atau perikanan.

. Pendataan Calon Anggota: Calon anggota kelompok tani

didata berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti
lokasi geografis, jenis usaha pertanian atau perikanan, atau
kebutuhan Kkhusus lainnya. Pendataan ini membantu
memastikan kelompok memiliki anggota yang memiliki
kepentingan dan tujuan yang serupa.

Pemilihan Pengurus: Anggota kelompok memilih
pengurus atau badan pengelola yang akan bertanggung
jawab atas pengelolaan dan pengambilan keputusan
kelompok. Proses pemilihan ini harus dilakukan secara
transparan dan demokratis, dengan melibatkan partisipasi
aktif dari semua anggota.

. Penetapan Visi, Misi, dan Tujuan: Kelompok tani

menetapkan visi, misi, dan tujuan bersama yang akan
menjadi panduan dalam kegiatan kelompok. Visi dan misi
mencerminkan cita-cita jangka panjang kelompok,



sementara tujuan spesifik menetapkan hasil yang ingin
dicapai dalam jangka pendek.

6. Pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga: Anggota kelompok menetapkan anggaran dasar
yang memuat aturan-aturan dasar yang mengatur struktur,
keanggotaan, dan prosedur operasional kelompok. Selain
itu, anggaran rumah tangga juga ditetapkan untuk mengatur
hal-hal praktis sehari-hari, seperti pembagian tugas,
keuangan, dan rapat-rapat.

7. Pelaksanaan Kegiatan Awal: Setelah struktur organisasi
dan prosedur operasional ditetapkan, kelompok tani dapat
mulai melaksanakan kegiatan awal, seperti pertemuan
rutin, pelatihan, atau proyek pertanian atau perikanan kecil.

8. Evaluasi dan Perbaikan: Proses pembentukan kelompok
tani harus terus dievaluasi dan disempurnakan sesuai
kebutuhan.  Evaluasi rutin membantu  kelompok
mengidentifikasi kelemahan dan mencari solusi untuk
meningkatkan kinerja dan keberlanjutan kelompok.

Dengan mengikuti proses pembentukan yang terstruktur
dan partisipatif, kelompok tani dapat memastikan bahwa mereka
memiliki fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama dan
meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

10.7 Identifikasi Calon Anggota Kelompok

Identifikasi calon anggota kelompok merupakan tahapan
penting dalam proses pembentukan kelompok tani. Tahapan ini
bertujuan untuk menemukan individu atau kelompok yang memiliki
kepentingan dan tujuan yang serupa dalam bidang pertanian atau
perikanan. Berikut adalah langkah-langkah dalam identifikasi calon
anggota kelompok:

1. Analisis Kebutuhan dan Tujuan: Langkah awal adalah
melakukan analisis terhadap kebutuhan dan tujuan
pembentukan kelompok tani. Hal ini meliputi pemahaman
terhadap permasalahan yang dihadapi oleh petani atau
nelayan di wilayah tersebut serta tujuan pembentukan
kelompok untuk mengatasi masalah tersebut.
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. Identifikasi Kelompok Sasaran: Setelah mengetahui

kebutuhan dan tujuan pembentukan kelompok, langkah
selanjutnya adalah mengidentifikasi kelompok sasaran yang
memiliki kepentingan dan tujuan yang serupa. Ini bisa
meliputi petani atau nelayan yang berada di wilayah
geografis yang sama, memiliki jenis usaha yang serupa, atau
menghadapi masalah yang mirip.

. Pendekatan dan Komunikasi: Setelah kelompok sasaran

teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan
pendekatan dan komunikasi dengan mereka. Ini bisa
dilakukan melalui pertemuan komunitas, diskusi kelompok
kecil, atau kunjungan langsung ke petani atau nelayan yang
berpotensi menjadi anggota kelompok.

Pendataan Calon Anggota: Setelah mendapatkan kontak
dengan calon anggota, langkah selanjutnya adalah
melakukan pendataan untuk memperoleh informasi tentang
profil dan kebutuhan mereka. Pendataan ini mencakup
informasi seperti nama, alamat, jenis usaha pertanian atau
perikanan, luas lahan, dan kebutuhan khusus lainnya.

. Evaluasi Kriteria Keanggotaan: Setelah pendataan

dilakukan, kelompok tani perlu mengevaluasi kriteria
keanggotaan yang telah ditetapkan. Kriteria ini dapat
mencakup faktor seperti kecocokan visi dan misi kelompok,
komitmen untuk aktif berpartisipasi, kemampuan untuk
berkontribusi, dan persyaratan administratif lainnya.
Pengambilan Keputusan: Setelah evaluasi dilakukan,
kelompok tani perlu melakukan pengambilan keputusan
terkait penerimaan calon anggota. Keputusan ini harus
dilakukan secara demokratis dan transparan, dengan
melibatkan partisipasi aktif dari anggota yang sudah ada.
Orientasi dan Integrasi: Setelah diterima menjadi anggota,
langkah terakhir adalah memberikan orientasi kepada calon
anggota yang baru bergabung. Orientasi ini mencakup
pemahaman terhadap visi, misi, dan tujuan kelompok,
aturan dan prosedur operasional, serta hak dan kewajiban
sebagai anggota kelompok.



10.8 Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi dan penyuluhan merupakan tahapan penting
dalam proses pembentukan kelompok tani. Tahap ini bertujuan
untuk  menginformasikan, mengedukasi, dan membentuk
pemahaman bersama di antara calon anggota kelompok tani
tentang manfaat, tujuan, proses, serta tanggung jawab yang terlibat
dalam menjadi bagian dari kelompok tani. Berikut adalah beberapa
penjelasan tentang tahapan sosialisasi dan penyuluhan dalam
pembentukan kelompok tani:

1. Informasi Tentang Kelompok Tani: Tahap awal sosialisasi
dan penyuluhan adalah memberikan informasi secara
menyeluruh tentang apa itu kelompok tani, tujuan
pembentukannya, dan manfaat yang dapat diperoleh oleh
anggotanya. Ini meliputi penjelasan tentang konsep
kelompok tani, potensi keuntungan yang dapat diperoleh,
serta bagaimana keanggotaan dalam kelompok tani dapat
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

2. Diskusi Tentang Kebutuhan dan Tantangan: Selain
memberikan informasi, tahap ini juga melibatkan diskusi
terbuka tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi
oleh petani atau nelayan di wilayah tersebut. Melalui dialog,
calon anggota dapat berbagi pengalaman, ide, dan harapan
mereka terkait dengan pembentukan kelompok tani, serta
mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin mereka
selesaikan bersama.

3. Pendidikan dan Pelatihan: Sosialisasi dan penyuluhan
juga melibatkan penyediaan pendidikan dan pelatihan
tentang berbagai aspek pertanian atau perikanan yang
relevan. Ini dapat mencakup teknik pertanian yang inovatif,
praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,
atau keterampilan manajemen usaha. Tujuan dari
pendidikan dan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok dalam
meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha
pertanian atau perikanan mereka.

4. Pembentukan Komitmen: Melalui sosialisasi dan
penyuluhan, calon anggota kelompok tani diharapkan dapat
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memahami komitmen yang diperlukan untuk menjadi
bagian dari kelompok tani. Ini mencakup komitmen untuk
berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok, mengikuti
aturan dan prosedur yang telah ditetapkan, serta
berkontribusi secara positif dalam mencapai tujuan
bersama kelompok.

. Pembentukan Solidaritas: Sosialisasi dan penyuluhan juga

merupakan kesempatan untuk membangun solidaritas dan
kerjasama di antara calon anggota kelompok tani. Melalui
interaksi sosial dan kolaborasi dalam kegiatan penyuluhan,
diharapkan terbentuk hubungan yang kuat antara anggota
kelompok, yang menjadi dasar bagi kerjasama yang efektif
dalam menjalankan kegiatan kelompok tani di masa
mendatang.

10.9 Pemilihan Pengurus Kelompok

Proses pemilihan pengurus kelompok tani harus dilakukan

dengan transparan, demokratis, dan adil. Berikut adalah beberapa
tahapan atau mekanisme yang dapat digunakan dalam pemilihan
pengurus kelompok tani:

1.
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Penetapan Prosedur: Sebelum memulai pemilihan,
kelompok tani perlu menetapkan prosedur atau tatacara
yang akan digunakan dalam pemilihan pengurus. Proses ini
harus disepakati bersama oleh anggota kelompok dan dapat
mencakup langkah-langkah seperti pendaftaran kandidat,
pemilihan secara terbuka atau rahasia, dan perhitungan
suara.

. Pendaftaran Kandidat: Calon pengurus dapat

mendaftarkan diri mereka sebagai kandidat untuk posisi
pengurus yang tersedia. Pendaftaran biasanya dilakukan
dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah ditetapkan,
yang memuat informasi tentang identitas calon, visi dan
misi mereka, serta pengalaman dan kualifikasi yang dimiliki.

. Penyampaian Visi dan Misi: Sebelum pemilihan dilakukan,

calon pengurus diberikan kesempatan untuk
menyampaikan visi dan misi mereka kepada anggota
kelompok. Ini bisa dilakukan melalui pidato singkat atau



presentasi di depan anggota kelompok, di mana calon
pengurus menjelaskan alasan mereka ingin menjadi
pengurus, rencana kerja yang akan mereka laksanakan, dan
komitmen mereka terhadap kelompok.

. Pemungutan Suara: Setelah penyampaian visi dan misi
selesai, anggota kelompok akan melakukan pemungutan
suara untuk memilih pengurus. Pemungutan suara bisa
dilakukan secara terbuka, di mana anggota menyatakan
pilihan mereka secara langsung, atau secara rahasia, di
mana anggota memberikan suara secara tertutup.

. Perhitungan Suara: Setelah semua anggota telah
memberikan suara, perhitungan suara dilakukan untuk
menentukan calon pengurus yang terpilih. Perhitungan
suara harus dilakukan dengan teliti dan transparan, dan
hasilnya harus diumumkan kepada semua anggota
kelompok.

. Pelantikan Pengurus: Setelah calon pengurus terpilih,
mereka dilantik sebagai pengurus kelompok tani. Pelantikan
biasanya dilakukan dalam sebuah acara khusus yang
dihadiri oleh anggota kelompok dan disaksikan oleh pihak
terkait lainnya.

. Masa Bakti: Setelah dilantik, pengurus akan memulai masa
bakti mereka untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok tani.
Masa bakti ini dapat berlangsung selama satu tahun atau
lebih, tergantung pada ketentuan yang telah ditetapkan.

. Evaluasi Kinerja: Selama masa bakti mereka, pengurus
akan dievaluasi secara berkala oleh anggota kelompok
untuk memastikan bahwa mereka memenuhi tugas dan
tanggung jawab mereka dengan baik. Evaluasi kinerja dapat
dilakukan melalui rapat umum atau mekanisme lain yang
telah ditetapkan.

199



10.10 Pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga

Merumuskan Pembentukan Anggaran Dasar (AD) dan

Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan langkah krusial dalam
pembentukan kelompok tani (Subekti, 2014). Berikut adalah
tatacara umum untuk merumuskan AD dan ART:

Pembentukan Anggaran Dasar (AD):

1.

Diskusi Bersama: Anggota kelompok tani berkumpul
untuk melakukan diskusi bersama tentang struktur dasar
organisasi kelompok tani. Diskusi ini mencakup
pembahasan mengenai visi, misi, tujuan, serta nilai-nilai
yang ingin ditanamkan dalam AD.

. Penetapan Struktur Organisasi: Anggota kelompok

menetapkan struktur organisasi yang akan digunakan
dalam AD, termasuk jabatan-jabatan pengurus, tanggung
jawab masing-masing jabatan, dan mekanisme pengambilan
keputusan.

. Penyusunan Visi, Misi, dan Tujuan: Berdasarkan diskusi,

anggota kelompok merumuskan visi, misi, dan tujuan
kelompok tani yang akan dijadikan landasan dalam AD. Visi,
misi, dan tujuan ini harus mencerminkan kebutuhan,
aspirasi, dan harapan anggota kelompok.

Penetapan Keanggotaan: AD juga harus memuat
ketentuan mengenai keanggotaan kelompok tani, termasuk
persyaratan untuk menjadi anggota, hak dan kewajiban
anggota, serta prosedur penerimaan dan pemecatan
anggota.

. Penetapan Tatacara Perubahan AD: AD juga harus

mencakup tatacara untuk melakukan perubahan atau
amendemen terhadap AD, seperti syarat dan prosedur yang
harus diikuti, serta persyaratan jumlah suara yang
diperlukan untuk mengubah AD.

Pembentukan Anggaran Rumah Tangga (ART):

1.
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Diskusi dan Penetapan Prosedur Operasional: Anggota
kelompok tani membahas dan menetapkan prosedur
operasional sehari-hari dalam ART. Ini mencakup langkah-



langkah teknis, administratif, dan kebijakan yang akan
dijalankan oleh kelompok.

2. Penetapan Tatacara Rapat: ART juga harus mencakup
tatacara untuk mengadakan rapat, baik itu rapat umum atau
rapat pengurus, termasuk syarat quorum dan mekanisme
pengambilan keputusan.

3. Penetapan Tatacara Keuangan: ART harus mencakup
ketentuan tentang pengelolaan keuangan kelompok tani,
termasuk penyusunan dan pengesahan anggaran,
pencatatan keuangan, serta pembagian hasil keuntungan.

4. Penetapan Tatacara Pemilihan Pengurus: ART harus
menjelaskan tatacara dan prosedur untuk pemilihan
pengurus kelompok tani, termasuk syarat kandidat,
mekanisme pemungutan suara, dan pelantikan.

5. Penetapan Tatacara Perubahan ART: ART juga harus
mencakup tatacara untuk melakukan perubahan atau
amendemen terhadap ART, seperti syarat dan prosedur
yang harus diikuti, serta persyaratan jumlah suara yang
diperlukan untuk mengubah ART.

Penyeimbangan antara AD dan ART:

1. Konsistensi: AD dan ART haruslah saling mendukung dan
konsisten satu sama lain. Isi dari ART sebaiknya tidak
bertentangan dengan isi AD dan sebaliknya.

2. Klarifikasi Kewenangan: Kedua dokumen tersebut harus
menjelaskan dengan jelas kewenangan dan tanggung jawab
dari setiap posisi dan lembaga dalam kelompok tani.

3. Pemahaman Bersama: Setelah dirumuskan, AD dan ART
harus dipahami dan disepakati bersama oleh semua anggota
kelompok tani.

10.11 Struktur Organisasi Kelompok

Struktur organisasi kelompok tani mengacu pada tata cara
dan susunan hierarki yang mengatur bagaimana kelompok tani
diorganisasi dan dijalankan. Ini mencakup pembagian tanggung
jawab, wewenang, dan Kketerkaitan antara berbagai posisi atau
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jabatan di dalam kelompok tani (Kolopaking, 2015). Berikut adalah
penjelasan tentang pengertian struktur organisasi kelompok tani:

1.
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Hierarki atau Susunan Jabatan: Struktur organisasi
kelompok tani mencakup hierarki atau susunan jabatan,
yang menunjukkan posisi-posisi atau peran-peran yang ada
di dalam kelompok tani. Ini bisa termasuk jabatan-jabatan
seperti Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan
anggota lainnya.

. Pembagian Tanggung Jawab: Setiap posisi dalam struktur

organisasi memiliki tanggung jawab yang spesifik terkait
dengan pengelolaan dan pengembangan kelompok tani.
Misalnya, Ketua bertanggung jawab atas pimpinan dan
pengelolaan keseluruhan kelompok tani, sementara
Sekretaris bertanggung jawab atas administrasi dan
dokumentasi.

. Wewenang dan Kewenangan: Struktur organisasi juga

menetapkan wewenang dan kewenangan yang dimiliki oleh
setiap posisi atau jabatan dalam kelompok tani. Hal ini
mencakup keputusan yang dapat diambil, izin yang
diberikan, dan kekuatan untuk mewakili kelompok tani
dalam berbagai kesempatan.

Hubungan Antarposisi: Struktur organisasi juga
mencerminkan hubungan antarposisi atau jabatan dalam
kelompok tani. Ini mencakup bagaimana komunikasi dan
koordinasi dilakukan antara berbagai posisi untuk
mencapai tujuan bersama kelompok tani.

. Fleksibilitas dan Adaptabilitas: Struktur organisasi

kelompok tani haruslah fleksibel dan dapat beradaptasi
dengan perubahan kondisi dan kebutuhan. Ini
memungkinkan kelompok tani untuk menyesuaikan diri
dengan dinamika lingkungan, pasar, dan kebijakan yang
terus berubah.

Keterbukaan dan Transparansi: Struktur organisasi
kelompok tani haruslah terbuka dan transparan, di mana
semua anggota memiliki pemahaman yang jelas tentang
bagaimana kelompok tani diorganisasi dan dijalankan. Ini



membantu membangun kepercayaan dan partisipasi yang
lebih besar dari anggota.

10.12 Peran Pengurus Kelompok

Peran pengurus kelompok tani sangat penting dalam
mengelola dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan serta
mengambil keputusan yang berkaitan dengan operasional dan
strategis kelompok tani (ASTUTI, 2019). Berikut adalah beberapa
peran utama yang dimainkan oleh pengurus inti kelompok tani:

1. Pimpinan dan Koordinasi: Ketua kelompok tani
memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan
kelompok. Mereka bertanggung jawab atas pengambilan
keputusan  strategis, memimpin rapat-rapat, dan
memastikan bahwa visi dan misi kelompok diperjuangkan.

2. Administrasi: Sekretaris bertanggung jawab atas
administrasi kelompok tani, termasuk pencatatan rapat,
menyimpan dokumen-dokumen penting, dan mengurus
komunikasi internal dan eksternal.

3. Keuangan: Bendahara bertanggung jawab atas pengelolaan
keuangan kelompok tani. Mereka merencanakan dan
memantau anggaran, mengelola pembayaran dan
penerimaan, serta menyusun laporan keuangan reguler.

10.13 Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam kelompok tani
merupakan proses yang menentukan bagaimana keputusan dibuat,
siapa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan
bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan (Siagian, 2023).
Berikut adalah beberapa mekanisme umum yang digunakan dalam
pengambilan keputusan pada kelompok tani:

1. Diskusi dan Konsensus: Salah satu mekanisme yang umum
digunakan adalah diskusi dan pencarian konsensus di
antara anggota kelompok. Dalam hal ini, semua anggota
kelompok memiliki kesempatan untuk menyampaikan
pendapat dan ide mereka, dan keputusan diambil
berdasarkan kesepakatan bersama.
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. Pemungutan Suara: Dalam beberapa situasi, terutama jika

kesepakatan tidak dapat dicapai melalui diskusi, kelompok
tani dapat menggunakan pemungutan suara untuk
mengambil keputusan. Setiap anggota memiliki satu suara,
dan keputusan diambil berdasarkan mayoritas suara.

. Kepemimpinan Otoritatif: Dalam beberapa Kkasus,

kelompok tani mungkin mempercayakan pengambilan
keputusan kepada pemimpin atau pengurus kelompok.
Dalam mekanisme ini, pemimpin atau pengurus memiliki
kewenangan untuk membuat keputusan atas nama
kelompok, dengan mempertimbangkan masukan dan
kebutuhan anggota.

. Komite atau Tim Kerja: Kelompok tani dapat membentuk

komite atau tim kerja khusus untuk menangani masalah
atau proyek tertentu. Mekanisme ini memungkinkan
anggota kelompok yang memiliki keahlian atau minat
khusus untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait
dengan bidang tersebut.

. Konsultasi Luas: Sebelum pengambilan keputusan penting,

kelompok tani dapat melakukan konsultasi luas dengan
anggota, pihak-pihak terkait, atau ahli di bidang tertentu.
Hal ini memungkinkan kelompok untuk mendapatkan
masukan dan informasi yang diperlukan sebelum membuat
keputusan.

. Penggunaan Teknologi: Dengan perkembangan teknologi,

kelompok tani juga dapat menggunakan platform online
atau perangkat lunak khusus untuk memfasilitasi diskusi,
pemungutan suara elektronik, atau survei untuk
mengumpulkan masukan dan mengambil keputusan secara
kolektif.

. Evaluasi dan Revisi: Setelah keputusan diambil, penting

bagi kelompok tani untuk terus melakukan evaluasi
terhadap keputusan tersebut. Jika diperlukan, kelompok
tani harus bersedia merevisi atau mengubah keputusan
tersebut berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan kondisi.



10.14 Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Kelompok

Pelaporan dan evaluasi kinerja kelompok tani merupakan
proses penting untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian
tujuan serta kinerja keseluruhan kelompok (Kusmini et al, 2017).
Berikut adalah penjelasan tentang pengertian pelaporan dan
evaluasi kinerja kelompok tani:

Pelaporan Kinerja Kelompok Tani:

Pelaporan kinerja kelompok tani adalah proses menyajikan
informasi tentang pencapaian tujuan, aktivitas, dan hasil kerja
kelompok kepada pihak terkait, seperti anggota kelompok, pihak
donor, lembaga pembiayaan, atau masyarakat umum. Hal ini
dilakukan secara periodik atau sesuai kebutuhan, dan bertujuan
untuk memberikan transparansi, akuntabilitas, dan informasi yang
relevan kepada pemangku kepentingan (Miftahussifa et al., 2024).

Elemen Pelaporan Kinerja Kelompok Tani:

1. Identifikasi Pencapaian Tujuan: Pelaporan kinerja
mencakup penyajian pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan oleh kelompok tani. Ini meliputi kemajuan dalam
meningkatkan produktivitas, pendapatan, akses terhadap
pasar, atau pencapaian tujuan sosial dan lingkungan
lainnya.

2. Aktivitas dan Kegiatan: Pelaporan juga mencakup
informasi tentang aktivitas dan kegiatan yang dilakukan
oleh kelompok tani. Ini termasuk deskripsi tentang
pelatihan yang diselenggarakan, proyek yang dijalankan,
atau program pemberdayaan yang dilaksanakan.

3. Hasil dan Dampak: Pelaporan juga menyoroti hasil dan
dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani.
Ini bisa mencakup peningkatan produksi, peningkatan
kesejahteraan  anggota, atau kontribusi  terhadap
pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah setempat.

4. Keuangan: Bagian penting dari pelaporan kinerja adalah
penyajian informasi keuangan, termasuk laporan keuangan
yang mencakup pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan
kelompok tani. Ini memberikan gambaran yang jelas
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tentang kesehatan keuangan kelompok tani kepada
pemangku kepentingan.

Evaluasi Kinerja Kelompok Tani:

Evaluasi kinerja kelompok tani merupakan proses sistematis
untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kegiatan
dan strategi yang dilakukan oleh kelompok tani. Evaluasi dilakukan
untuk mengetahui sejauh mana kelompok tani mencapai tujuan
mereka, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta
menemukan cara untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang
(Sunarto, Suud and Hamid, 2017).

Elemen Evaluasi Kinerja Kelompok Tani:

1. Analisis Pencapaian Tujuan: Evaluasi kinerja melibatkan
analisis terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
oleh kelompok tani. Ini mencakup penilaian terhadap
kemajuan yang telah dicapai dan identifikasi faktor-faktor
yang mempengaruhi pencapaian tersebut.

2. Evaluasi Aktivitas dan Kegiatan: Evaluasi juga
mengevaluasi efektivitas dan relevansi dari aktivitas dan
kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani. Ini melibatkan
penilaian terhadap efisiensi pelaksanaan kegiatan,
kecukupan sumber daya yang digunakan, dan dampaknya
terhadap anggota dan masyarakat.

3. Pengukuran Dampak: Evaluasi juga mencoba untuk
mengukur dampak nyata dari kegiatan kelompok tani
terhadap anggota dan masyarakat. Ini mencakup analisis
terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang
terjadi sebagai hasil dari intervensi kelompok tani.

4. ldentifikasi Kekuatan dan Kelemahan: Evaluasi kinerja
membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari
kelompok tani. Ini memungkinkan kelompok tani untuk
memahami apa yang telah berhasil dan apa yang perlu
diperbaiki atau ditingkatkan di masa mendatang.

5. Rekomendasi dan Perbaikan: Berdasarkan hasil evaluasi,
rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan kinerja
kelompok tani. Ini bisa mencakup perbaikan dalam
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perencanaan program, peningkatan manajemen keuangan,
atau pembangunan kapasitas anggota.
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BAB 11
PENDIDIKAN LINGKUNGAN

Oleh Fajriani

Lingkungan menjadi unsur terpenting dalam sebuah
kehidupan. Lingkungan adalah hal penting yang perlu diketahui
oleh semua orang. Pasalnya, tanpa adanya lingkungan,
kehidupan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Manusia
dan semua makhluk hidup, perlu mempelajari perihal
lingkungan. Ini dimaksudkan karena dengan mempelajari
lingkungan melalui pendidikan lingkungan, maka manusia akan
memiliki kesadaran untuk menjaga dan melestarikan
lingkungan disekitarnya agar tetap seimbang.

11.1 Definisi Pendidikan Lingkungan

Terdapat dua gabungan kata pada Pendidikan lingkungan,
yakni: Pendidikan dan lingkungan. Secara etimologi Pendidikan
merupakan kegiatan pelatihan dan pengajaran bagi seseorang atau
sekelompok orang dalam rangka proses mengubah perilaku dan
pendewasaan diri mereka. Dijelaskan dalam UU Nomor 20 Tahun
2003 (2003) bahwa Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan
potensi peserta didik yang dilakukan secata sadar dan terencana
agar pada aspek spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan mereka
dapat berkembang secara aktif dan optimal bagi dirinya dan
lingkungan disekitarnya.

Lingkungan suatu organisme, juga disebut lingkungan hidup,
merupakan seluruh rangkaian yang berpengaruh pada eksistensi
sekelilingnya. Penjelasan dari UU Perlingungan dan Lingkungan
Hidup No. 32 bahwa lingkungan hidup itu mencakup seluruh benda,
daya keadaan dan makhluk hidup, temrasuk manusia dan
perilakunya yang berdampak pada kelangsungan peri kehidupan
dan kesejahteraan dan makhuluk hidup yang lain.
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Jadi, pendidikan dan lingkungan adalah kegiatan
kependidikan dengan maksud untuk mengubah perilaku dan sikap
manusia sehingga mereka dapat memproduksi secara rasional,
menjaga lingkungan hidup, dan bertanggung jawab atas kualitas
hidup mereka saat ini dan masa depan.

11.2 Sejarah Pendidikan Lingkungan Di Indonesia

Telah dilaksanakan uji coba terkait Pendidikan lingkungan
hidup pada 15 SD di Jakarta pada tahun 1977 hingga 1978.
Kemudian tahun selanjutnya pada 1979, Kementrian Pengawasan
Pembangunan dan Lingkungan Hidup bekerja sama dengan
beberapa PTN dan PTS dalam menghadirkan Pendidikan terkait
Analisis Dampak Lingkungan. Selanjutnya 7 tahun kemudian pada
1986 Pendidikan Lingkungan Hidup dan Kependudukan termasuk
kedalam kurikulum secara formal, kemudian dihadirkannya
pelajaran baru tentang Pendidikan kependudukan dan lingkungan
hidup. Pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup dirasa
perlu untuk dihadirkan dalam seluruh mata pelajaran sekolah
menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pelatihan lingkungan hidup telah disampaikan kepada
para guru SD, SMP, dan SMA termasuk juga sekolah kejuruan
oleh Departemen Pendidikan Nasional dimuali sejak tahun
1989-1990. Dibentuknya Jaringan Pendidikan Lingkungan oleh
lembaga swadaya masyarakat  yang berminat dibidang
Pendidikan lingkungan ditahun 1996(Faisol, 2022). Hingga pada
tahun 2004 gerakan pengembangan dan penerapan Pendidikan
lingkungan hidup memiliki anggota sebanyak 192 orang. Pada
tahun (2013) pertemuan nasional juga dilaksanakan di Daerah
Istimewa Yogyakarta terkait Pendidikan lingkungan.

Pada tahun 1996 telah terjadi kesepakatan kerja sama
antara Departemen Pendidikan Nasional dan juga Kementrian
Lingkungan Hidup berdasarkan Nomor 0142/U/1996 dan
nomor Kep: 89/menlh/1996 berisi tentang pembinaan dan
pengembangan pendidikan lingkungan hidup. Pembaruan
kebijakan tersebut kemudian dilakukan pada tahun 2005 dan
2010 dengan nomor 07/menhl/06/2005 dan nomor
05/VI/2005 (Yatim, 2015). Program Adiwiyata pada tahun
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2006 adalah bentuk penindaklanjutan perjanjian pada tahun
2005 oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai program
Pendidikan lingkungan hidup ditingkat dasar dan menengah.
Kelompok swadaya masyarakat dan perguruan tinggi terlibat
dalam terlaksananya program ini dan untuk memilih 10 sekolah
di pulau Jawa sebagai sekolah model. Dari 251.415 SD, SMP SMA
dan SMK di seluruh Indonesia yang terlibat dalam program
Adiwiyata ini, hanya mencapai 1.351 sekolah yang
berpartisipasi didalamnya. Diantara seklah-sekolah tersebut
penghargaan adiwiyata mandiri dinobatkan pada 56 sekolah,
kemudian 113 sekolah meraih penghargaan adiwiyata dan 103
sekolah lainnya berencana mendapatkan penghargaan
adiwiyata. Total keseluruhan sekolah dari SD, SMP, SMA dan
SMK di seluruh Indonesia yang menerima penghargaan
adiwiyata adalah sebanyak 272 unit.

Pendidikan lingkungan hidup di Indonesia terbagi
menjadi dua kategori yakni formal dan non-formal. Secara
formal, artinya Pendidikan ini diberikan pada saat
melaksanakan Pendidikan ditingkat sekolah dasar menengabh,
dan atas. Kegiatan Pendidikan lingkungan hidup formal ini
terlaksana dengan sistematis melalui pendekatan kurikulum
yang melekat dan termonolitik tersederhana.

Upaya peningkatan kesadaran pentingnya melindungi
dan mempertahankan keseimbangan lingkungan bisa
didapatkan melalui Pendidikan lingkungan. Kehidupan yang
sehat dan seimbang dapat diupayakan melalui pelestarian dan
penjagaan lingkungan hidup serta ekosistem yang dimana hal
ini dapat dipelajari melalui Pendidikan lingkungan hidup,
dengan harapan Pendidikan lingkungan hidup mampu
meningkatkam kesadaram dan kepedulian masyarakat tentang
lingkungan mereka.

11.3 Tujuan Pendidikan Lingkungan

Pendidikan lingkungan perlu diperhatikan untuk senantiasa
menjaga lingkungan agar tetap seimbang. Adapun tujuan
Pendidikan lingkungan sebagai berikut :
1. Mendorong dan memberi edukasi kepada masyarakat.
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2. Meningkatkan taraf keterampilan dan sikap kepedulian

pada lingkungan

3. Timbulnya komitmen dalam memiliki dan menjaga
lingkungan

4, Kebijaksanaan dalam memanfaatkan dan memperbaiki
lingkungan

u

Terciptanya gaya hidup yang bersahabat dengan lingkungan
6. Perbaikan kualitas hidup dan penumbuhan etika

Bijaksananya  masyarakat dalam  bersikap  untuk
memanfaatkan lingkungan berdasarkan pengetahuan yang mereka
miliki tentang lingkungan, dan ini didapati dari Pendidikan
lingkungan sehingga maksud utama Pendidikan lingkungan adalah
untuk mendorong dan memberikan kesempatan kepada
masyarakat agar belajar dan mendapatkan pengetahuan baru
terkait bagaimana mereka menjaga, membenahi, dan berkomitmen
dalam menjaga lingkungannya. Secara umum, tujuan utamanya
adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan
tentang etika kepada lingkungan mereka.

11.4 Prinsip Pendidikan Lingkungan
Prinsip Pendidikan lingkungan menurut Sekarwinahyu
(2008) harus memenuhi kriteria, yaitu:

1. Menganggap aspek teknologi dan sosial juga menjadi bagian
dari keseluruhan lingkungan baik alami maupun buatan
(ekonomi, estetika, historis, moral, dan politik)

2. Proses Pendidikan sejak prasekolah hingga tahap
Pendidikan formal dan non-formal yang terus berkelanjutan

3. Menggunakan interdisipliner dengan berkonklusi pada
keunikan karakteristik pada setiap bidang Pendidikan

4. Melakukan penelitian tentang masalah lingkungan yang
paling penting berdasarkan prespektif lokal, nasional,
regional, dan internasional sehingga masyarakat mampu
menerima kondisi lingkungan lain.

5. Meningkatkan tekanan pada kondisi lingkungan saat ini dan
kondisi  lingkungan yang memungkinan dengan
mempertimbangkan sudut pandang dari masa lalu.
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6. Pemecahan masalah lingkungan dapat diatasi dengan
adanya kolaborasi antara lokal, nasional dan internasional
penting untuk dipromosikan

7. Aspek lingkungan menjadi bahan pertimbangan dalam
pembangunan dan pertumbuhan

8. Mengajak masyarakat agar berpartisipasi pada perencanaan
pembangunan lingkungan sehingga mereka memiliki
kesempatan dalam mengambil keputusan dan mengetahui
konsekuensi dari keputusan tersebut.

9. Lebih memperhatikan lingkungan

10. Menganalisa gejala dan penyebab problem lingkungan

11. Menekankan terkait rumitnya masalah lingkungan sehingga
diperlukannya kemampuan menganalisa dan memecahkan
masalah secara kritis

12. Menyajikan kegiatan pembelajaran yang sifatnya praktis
dan memberikan pengalaman langsung agar semakin
mendalami situasi yang ada.

11.5 Unsur Pendidikan Lingkungan
3 unsur Pendidikan lingkungan hidup, pertama adalah unsur
abiotik, kedua adalah unsur biotik, dan ketiga adalah unsur
lingkungan sosial dan budaya.
1. Unsur Abiotik
Komponen lingkungan hidup dari benda mati yang
memengaruhi kehidupan makhluk hidup adalah disebut
sebagai unsur fisika atau abiotik. Seperti tanah, garam,
kelembaban udara, derajat keasaman, air, angin, matahari,
tanah, dan suhu udara.
Pentingnya komponen abiotik ini bagi keseimbangan dan
pembentukan sebuah ekosistem. Sebuah ekosistem sangat
dipengaruhi oleh wunusr abiotik dalam mempengaruhi
reproduksi suatu spesies organisme atau makhluk.
Kesuksesan suatu ekosistem sangat dipengarui dari
komponen abiotik dan biotik karena jika terdapat masalah
pada salah satu komponen maka akan berdampak pada
organisme ;ain dalam ekosistem, mereka tidak terpisahkan
keterkaitannya.
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2. Unsur Biotik

Biotik, dikenal sebagai unsur hayati, merupakan komponen
yang mencakup tumbuh-tumbuhan, binatang, ornagisme
kecil tak kasat mata, dan manusia.

Autotrof, heterotrof, dan dekomposer adalah tiga komponen
biotik. Autotrof dapat disebut sebagai produsen karena
mereka dapat membuat makanan untuk diri mereka sendiri
dan organisme lain; heterotrof dapat disebut sebagai
konsumen karena mereka mendapatkan makanan dari
autotrof; dan dekomposer dapat disebut sebagai pengurai
karena mereka dapat menyuburkan tanah melalui
penguraian sisa makhluk hidup yang sudah mati menjadi
senyawa organik.

3. Unsur Sosial Budaya

Dalam lingkungan hidup, selain komponen biotik dan abiotik,
ada komponen sosial dan budaya. Adat istiadat, hukum, moral,
kepercayaan, dan kesenian adalah komponen sosial dan
budaya. Nenek moyang mewariskan adat istiadat yang harus
dilindungi oleh segenap masyarakat. Adanya hukum dan moral
juga harus dipatuhi. Kepercayaan adalah hubungan yang
dibangun antara individu. Namun, seni menunjukkan
keindahan lingkungan yang dapat dipelajari atau dibuat oleh
makhluk hidup.

11.6 Sasaran Pendidikan Lingkungan

Sasaran Pendidikan lingkungan mencakup seluruh
masyarakat Indonesia baik yang tinggal dipedesaan dan perkotaan,
usia muda dan usia tua, serta pria dan wanita. Dengan adanya
pendidikan praktik dapat menumbuhkan kepedulian dan komitmen
masayrakat dalam menjaga, melestarikan, dan meningkatkan

kualitas lingkungan sehingga tercapai tujuan pendidikan lingkungan
hidup.
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11.7 Macam Masalah Lingkungan Hidup Di

Indonesia
Ilegal logging yang takterkendali dan pembakaran hutan.
Limbah industri dan pertambangan menyebabkan polusi air
Pencemaran udara di kota-kota
Kabut dan asap dari pembakaran hutan
Tidak dipadamkannya hutan terbakar
Pembongkaran terumbu karang
Limbah sampah B3 (bahan berbahaya dan
beracun/radioaktif) dari negara maju yang dibuang
8. Tidak adanya pengolahan dan pemisahan saat pembuangan
sampah
9. Hujan asam yang disebabkan oleh pencemaran udara

Nk wh e

11.8 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah
Lingkungan

Lingkungan hidup yang sehat harus menjadi tanggung jawab
setiap orang, dari bayi hingga orang tua. Semua orang harus
melakukan apa yang dapat mereka lakukan demi penyelamatan
lingkungan hidup.

Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan akan memiliki
dampak yang signifikan untuk memastikan bahwa bumi ini tetap
layak huni bagi generasi kita berikutnya. Diupayakannya
peningkatan kualitas sumber daya manusia berangsur dengan
memperhitungkan aspek lingkungan sesebut sebagai pembangunan
berwawasan lingkungan(Sekarwinahyu, 2008).

11.9 Upaya-Upaya Mengatasi Masalah Lingkungan
Hidup
Menurut Sekarwinahyu (2008) beberapa cara yang dapat
dilakukan untuk mengatasi problem lingkungan hidup
1. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam mengelola
SDA terperbaharui maupun tidak dengan
mempertimbangkan daya dukung dan tampungnya.
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2. Pencemaran dan kerusakan sumber daya alam perlu
dicegah dengan adanya penegakan hukum yang adil dan
konsisten

3. Memberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk
mengelola SDA dan lingkungan hidup secara bertahap

4. Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dengan
membudayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi secara
bertahap

5. Efisiensi pengelolaan limbah dengan tujuan mengatasi
masalah lingkungan. Berikut tahapan yang dapat dilakukan
menurut Sekarwinahyu (2008):

a. Pertama tama memisahkan dan mengelompokkan
limbah

b. Memberikan nilai ekonomi pada limbah dengan cara
mengolahnya menjadi suatu barang

c. Menggunakan teknologi dalam pengolahan limbah

11.10 Kendala Penerapan Pendidikan Lingkungan

Hidup

Tentunya terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan
pendidikan lingkungan hidup di Indonesia diantaranya adalah
rendahnya minat dan andil masyarakat dalam pendidikan
lingkungan hidup. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan
masyarakat terhadap permasalahan pendidikan lingkungan hidup,
tidak memiliki kemampuan atau keterampilan yang diperlukan, dan
rendahnya keterikatan masyarakat dalam menghadapi masalah ini.
Seperti yang kita ketahui bahwa masih terdapat hambatan dalam
pemahaman tujuan pendidikan terhadap pendidikan lingkungan.
Ditunjukkan dari berbagai sudut pandang tentang sasaran
pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkunan hidup yang
berhasil juga dipengaruhi juga oleh komitmen sasaran pendidikan
yang kita lihat saat ini masih sangat kurang. Dalam koridor
pendidikan formal, beberapa sekolah masih menaruh kebijakan
bahwa pendidikan lingkungan hidup tidak sepenting itu. Akibatnya,
guru tak memiliki ruang dan kemampuan untuk mengajarkan
pendidikan lingkungan hidup secara menyeluruh (Sekarwinahyu,
2008).
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Pendidikan lingkungan hidup yang kita kenal selama ini dari
segi materi dan pendekatan yang dugunakan tidak memadai.
Akibatnya, sasaran pembelajaran ini tidak mampu memiliki
pemahaman yang kokoh terkait pelestarian lingkungan hidup.
Penting juga kita ketahui, bahwa pendekatan dan materi pendidikan
yang tidak relevan dengan situasi nyata disekitar itu tidak
membantu menyekesaikan masalah lingkungan hidup di daerah
masing-masing (Sekarwinahyu, 2008).

Fasilitas untuk pendidikan lingkungan hidup sangat penting.
Tetapi, para sasaran seringkali mengabaikan hal ini. Alat dan
prasarana pendidikan lingkungan hidup kerap kali disalahtafsirkan
sebagai alat fisik yang canggih, yang menjadi penghambat
pertumbuhan dorongan untuk melakukan pendidikan lingkungan
hidup (Sekarwinahyu, 2008).

Anggaran yang tersedia untuk pendidikan lingkungan hidup
juga merupakan penghalang. Perkembangan pendidikan lingkungan
hidup juga dipengaruhi oleh ketidakmampuan Pemerintah untuk
mengalokasikan dan meningkatkan anggaran untuk pendidikan
lingkungan. Selain itu, karena anggaran terbatas dan kemungkinan
penggunaan anggaran yang tidak efisien atau efektif, pendidikan
lingkungan hidup tidak dapat dikerjakan secara optimal di berbagai
lembaga pemerintah dan swasta. Tidak ada kemajuan dalam
pendidikan lingkungan hidup karena kurangnya koordinasi antar
instansi. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pendidikan
lingkungan hidup, baik formal maupun nonformal, kerap terjadi
secara bertahap, tidak selaras, dan saling tumpang tindih
(Sekarwinahyu, 2008).

Dari keseluruhan keadaan di atas, dapat disimpulkan bahwa
berbagai masalah dalam kebijakan pendidikan nasional, prosedur
pendidikan di daerah, sekolah sebagai sarana pendidikan
lingkungan hidup dan penerapan sistemnya, masyarakat umum,
kelompok swadaya masyarakat, dan DPR perlu memahami urgensi
pendidikan lingkungan hidup. Demi memajukan pendidikan
lingkungan hidup di Indonesia, kedepannya di masa depan
kebijakan nasional pendidikan lingkungan hidup harus diterapkan.
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BAB 12
PENDEKATAN PARTISIPATIF

Oleh Sarifah Aini

12.1 Pendahuluan

Perikanan sebagai sektor pembangunan yang berfokus pada
eksploitasi sumber daya perikanan, memiliki potensi menjadi
elemen kunci keunggulan komparatif suatu bangsa dalam upaya
memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Sektor perikanan adalah salah satu kontributor penting
bagi perekonomian di wilayah pesisir, dengan efek ekonomi, politik,
sosial, dan lingkungan yang signifikan dalam ekonomi regional
(Akbari et al, 2023). Paradigma pembangunan perikanan
menimbulkan kebutuhan akan perubahan dalam menghadapi
dinamika masyarakat dalam era globalisasi ekonomi (Rosiah et al,
2018). Sebagai respons terhadap tuntutan ini, peran penyuluh
perikanan menjadi sangat krusial.

Penyuluh perikanan adalah individu yang memiliki keahlian
khusus di bidang perikanan dan bertanggung jawab untuk
memberikan informasi, edukasi, serta panduan kepada masyarakat
perikanan, maka para penyuluh perikanan seharusnya memiliki
kemampuan mencari informasi yang efektif agar dapat menjalankan
peran mereka sebagai fasilitator dalam membantu komunitas
perikanan mengakses input bidang tersebut, layanan konsultasi, dan
pasar (Kumaran et al, 2012). Sehingga penyuluh mampu dalam
penyediaan informasi teknis, bimbingan terkait teknik penangkapan
ikan, budidaya, dan manajemen sumber daya perikanan. Selain itu,
mereka juga terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan,
mengorganisir sesi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan
dan pengetahuan masyarakat perikanan.

Saat ini, ranah penyuluhan melibatkan beragam kegiatan
komunikasi dan pembelajaran yang diadakan untuk penduduk
pedesaan oleh pendidik dari berbagai bidang ilmu, termasuk
perikanan, pemasaran pertanian, kesehatan, dan studi bisnis
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(Wendri et al, 2019). Peran lainnya mencakup pendampingan
dalam pengambilan keputusan, dukungan terhadap pemangku
kepentingan lokal dalam kebijakan perikanan, promosi inovasi dan
teknologi terbaru, serta pemberdayaan masyarakat melalui
dorongan terhadap kemandirian dalam mengelola usaha perikanan
dan pembentukan kelompok-kelompok yang saling mendukung
(Wiranto etal., 2019).

Informasi mengenai manfaat dan hasil dari program
penyuluhan perikanan dapat dinilai dari sudut pandang dan
keterlibatan nelayan sebagai penerima manfaat layanan penyuluhan
perikanan. Selain itu, penyuluh perikanan juga terlibat dalam
monitoring dan evaluasi implementasi praktik perikanan,
penanganan krisis dan konflik terkait sumber daya perikanan, serta
pengembangan kemitraan dengan berbagai lembaga untuk
mendukung program penyuluhan perikanan. Hal ini sebagaimana
analisis Anugrah et al. (2023), bahwa program penyuluhan
perikanan di Desa Muara Aloh mencakup beberapa aspek, seperti
pendampingan bagi pembudidaya ikan, distribusi fasilitas dan
infrastruktur, pemantauan, dan evaluasi terhadap aktivitas
budidaya ikan. Keseluruhan peran ini menjadikan penyuluhan
perikanan sebagai elemen penting dalam meningkatkan
keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui
pendekatan edukasi, partisipasi, dan pemberdayaan.

Lalu bagaimana dengan peran penyuluh dalam pendekatan
partisipatif? Pendekatan partisipatif dalam konteks penyuluhan
perikanan melibatkan keterlibatan aktif dan kolaboratif dari semua
pihak terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
kegiatan penyuluhan. Pendekatan Penyuluhan Partisipatif (PEA)
telah muncul sebagai suatu metode yang menjanjikan dalam bidang
penyuluhan, yang memberikan prioritas pada partisipasi aktif dan
pemberdayaan pelaku di bidang perikanan dalam proses
pengembangan (Saini et al,, 2020). Tujuannya adalah menciptakan
program yang lebih relevan, efektif, dan berkelanjutan dengan
melibatkan pemangku kepentingan secara langsung.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dipengaruhi oleh
sejumlah faktor, termasuk karakteristik lokasi dan karakteristik
sasaran penyuluhan (Aini et al, 2023).
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Beberapa peran penyuluh dalam pendekatan partisipatif:

1.

Fasilitator Partisipasi

Membantu memfasilitasi dialog dan diskusi antara
pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi bersama;
Perencanaan Bersama

Terlibat dalam proses perencanaan penyuluhan dengan
melibatkan masyarakat, nelayan, dan pihak terkait lainnya;
Implementator Program

Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta memastikan
partisipasi aktif;

Pemberdayaan Masyarakat

Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengambil
keputusan terkait perikanan dan sumber daya kelautan;
Pendukung Keberlanjutan

Membantu masyarakat dalam mengembangkan kapasitas
mereka untuk melanjutkan dan mengelola program
penyuluhan secara mandiri;

Pendamping dalam Evaluasi

Mendukung masyarakat dalam mengevaluasi dampak
kegiatan penyuluhan terhadap keberlanjutan perikanan;
Komitmen pada Partisipasi

Menunjukkan komitmen pada nilai-nilai partisipatif dengan
mendengarkan dan merespons kebutuhan masyarakat;
Mengatasi Konflik

Terlibat dalam mediasi dan mengatasi konflik antara
pemangku kepentingan untuk mencapai pemahaman yang
lebih baik.

12.2 Konsep Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif dalam penyuluhan perikanan

didasarkan pada prinsip-prinsip inklusivitas, dialog terbuka, dan
keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan. Analisis Malvarosa
et al. (2023) menekankan dengan semakin mendesak, pentingnya
pihak-pihak terkait memahami sepenuhnya isi rencana manajemen
dan sebaliknya, suatu hal yang diperlukan untuk keberhasilan
implementasi kebijakan. Pendekatan Partisipatif memiliki peran
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yang sangat penting untuk mendapatkan segala masalah dan
informasi yang ada pada masyarakat. Konsep ini mengakui bahwa
masyarakat lokal memiliki pengetahuan tradisional yang berharga

dan

memiliki peran kunci dalam pengelolaan sumber daya

perikanan. Penerapan dalam kegiatan penyuluhan:

1.

224

Perencanaan Bersama

Konsep: Masyarakat, nelayan, dan pihak terkait lainnya
terlibat dalam identifikasi masalah dan perencanaan
program penyuluhan.

Penerapan: Penyuluh bekerja sama dengan komunitas
untuk menilai kebutuhan, menentukan tujuan bersama, dan
merancang kegiatan sesuai dengan konteks lokal.
Pelaksanaan yang Kolaboratif

Konsep: Kegiatan penyuluhan melibatkan partisipasi aktif
peserta dalam proses pembelajaran.

Penerapan: Penyuluh menggunakan metode partisipatif
seperti diskusi kelompok, permainan peran, atau
demonstrasi lapangan untuk meningkatkan keterlibatan
dan pemahaman peserta.

Pemberdayaan Masyarakat

Konsep: Memberikan pengetahuan dan keterampilan
kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam
mengelola sumber daya perikanan.

Penerapan: Penyuluh memberikan pelatihan yang
memungkinkan masyarakat mengambil peran aktif dalam
pengelolaan  perikanan,  termasuk  pengembangan
keterampilan manajemen dan pemahaman tentang
keberlanjutan.

Penggunaan Teknologi Komunikasi

Konsep: Memanfaatkan teknologi komunikasi untuk
memfasilitasi pertukaran informasi dan komunikasi.
Penerapan: Penyuluh menggunakan media sosial, platform
daring, atau aplikasi mobile untuk menyampaikan informasi
dan memfasilitasi interaksi antara masyarakat.

Monitoring dan Evaluasi Bersama

Konsep: Melibatkan peserta dalam pemantauan dan
evaluasi untuk menilai dampak kegiatan penyuluhan.



Penerapan: Penyuluh bekerja sama dengan masyarakat
dalam mengevaluasi keberhasilan program, menyesuaikan
strategi berdasarkan umpan balik, dan merencanakan
tindakan perbaikan.

6. Kemitraan dengan Pihak Eksternal
Konsep: Membangun kemitraan dengan organisasi non-
pemerintah, lembaga penelitian, atau sektor swasta.
Penerapan: Penyuluh bekerja sama dengan mitra eksternal
untuk memberikan dukungan tambahan, seperti sumber
daya atau pengetahuan khusus.

7. Pengelolaan Konflik
Konsep: Mengidentifikasi dan mengatasi potensi konflik
antara pemangku kepentingan.
Penerapan: Penyuluh terlibat dalam dialog terbuka dan
memfasilitasi diskusi untuk mengelola perbedaan pendapat
dan mencapai konsensus.

8. Keberlanjutan Program
Konsep: Membangun kapasitas lokal agar masyarakat dapat
melanjutkan dan mengelola program penyuluhan secara
mandiri.
Penerapan: Penyuluh mendukung pembentukan kelompok
mandiri dan memberikan keterampilan yang diperlukan
untuk memastikan keberlanjutan inisiatif.

Dengan menerapkan konsep partisipatif ini, penyuluh
perikanan dapat menciptakan program penyuluhan yang lebih
relevan, diterima, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan
keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan
secara berkelanjutan. Karena pada dasarnya, konsep partisipasi
masyarakat bukanlah sesuatu yang baru (Mubita et al,, 2017).

12.3 Penerapan Pendekatan Partisipatif
12.3.1 Implementasi

Implementasi adalah suatu proses berorientasi pada
perubahan untuk mendukung rencana tindakan (Koichu et al,, 2019;
Krainer, 2021). Pentingnya keterlibatan dalam konteks tata kelola
yang baik merupakan pembenaran bagi program-program
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pembangunan saat ini. Perubahan paradigma dalam
penyelenggaraan pemerintahan dari yang berorientasi pada
government menuju governance menekankan perlunya keterlibatan
masyarakat dalam pengaturan dan pengelolaan urusan serta
kepentingan publik. Hal ini bertujuan untuk mencapai tata kelola
yang lebih baik, melegitimasi, akuntabel, dan efektif dibandingkan
dengan penyelenggaraan tanpa partisipasi masyarakat (Gedeona et
al, 2015).

Pendekatan partisipatif diaplikasikan melalui kegiatan
implementasi di lapangan. Implementasi adalah rangkaian aktivitas
yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan
sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Rujukan untuk
implementasi ini didasarkan pada setidaknya tiga elemen, yaitu 1)
keberadaan program yang dilaksanakan; 2) kelompok sasaran,
merujuk pada komunitas yang diharapkan mendapatkan manfaat,
perubahan, atau peningkatan dari program tersebut; dan 3) pihak
pelaksana, baik dalam bentuk organisasi maupun individu, yang
bertanggung jawab atas manajemen, pelaksanaan, dan pengawasan
dalam proses implementasi.

Partisipasi diartikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan
individu dalam proses pembangunan hingga mencapai tingkat
tertentu. Pendekatan ini mendorong keterlibatan dan keterlibatan
berbagai pihak terkait, seperti masyarakat, organisasi non-
pemerintah, pemerintah, dan sektor swasta, untuk mencapai tujuan
bersama. Dalam konteks ini, pendekatan partisipatif dapat
mencakup proses pengambilan keputusan bersama, dialog terbuka,
dan pembangunan kapasitas masyarakat. Melibatkan pemangku
kepentingan dalam proses implementasi dapat meningkatkan
akseptabilitas, relevansi, dan keberlanjutan dari kebijakan atau
program yang dilaksanakan.

Selain itu, pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan
yang inklusif dan membangun pemahaman yang lebih baik di antara
semua pihak yang terlibat. Penerapan pendekatan partisipatif dapat
memberikan manfaat seperti peningkatan kualitas keputusan,
penguatan keterlibatan masyarakat, dan peningkatan dukungan
untuk pelaksanaan kebijakan atau program. Oleh karena itu,
pendekatan ini sering dianggap sebagai strategi yang efektif dalam
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mencapai tujuan pembangunan dan implementasi kebijakan dengan
memperhitungkan berbagai perspektif dan kepentingan dari
berbagai pihak terkait, karena implementasi kebijakan telah
menjadi topik yang mendapatkan perhatian dan popularitas yang
signifikan di kalangan teoretisi dan praktisi (Akib, 2010).

12.3.2 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat didefinisikan sebagai sikap yang
mencerminkan keterbukaan terhadap persepsi dan peran pihak
lain. Lebih jauh lagi, partisipasi mencerminkan perhatian mendalam
terhadap perubahan yang mungkin terjadi akibat suatu kegiatan
yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Hal ini juga
mencakup kesadaran terhadap kontribusi yang dapat diberikan
oleh pihak-pihak lain untuk mendukung suatu kegiatan. Ternyata
ada hubungan yang signifikan antara peranan penyuluh dengan
partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok (Wijianto, 2008).

12.3.3 Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment)

Pemberdayaan masyarakat (community empowerment)
adalah suatu konsep dan kerangka kerja yang bertujuan untuk
mengatasi masalah kemiskinan serta mendorong keadilan dan
keberlanjutan dalam pembangunan masyarakat. Pentingnya
pemberdayaan  masyarakat semakin  meningkat dalam
pembangunan masyarakat, dan konsep sodalitas dari
Tjondronegoro mendapatkan perhatian yang lebih besar untuk
diterapkan dalam konteks yang lebih luas (Sumardjo et al., 2021).

Pemberdayaan ini tidak dapat dipisahkan dari partisipasi
aktif masyarakat. Dalam konsep pembangunan masyarakat
(community development), partisipasi masyarakat menjadi fokus
utama.

12.3.4 Pembangunan Pedesaan

Pembangunan pedesaan memiliki makna yang mencakup
berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.
Pembangunan desa dianggap sebagai suatu metode yang
terintegrasi, terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait, di
mana pembangunan masyarakat menjadi salah satu komponen
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yang krusial dan memiliki peran yang signifikan. Pernyataan ini juga
di tegaskan oleh Pranoto et al. (2006), bahwa aktor kunci yang
mendukung pengembangan agropolitan yang berhasil, yaitu sumber
daya manusia terampil, kemitraan dan pemasaran bisnis, serta
kinerja lembaga penyedia input.

12.3.5 Pendekatan Pembangunan Berbasis Masyarakat

Pembangunan merupakan suatu proses multi-dimensi yang
melibatkan perubahan penting dalam struktur sosial, sikap
masyarakat, dan lembaga-lembaga nasional. Pembangunan berbasis
masyarakat dikenal sebagai suatu konsep pembangunan yang
memberikan lebih banyak kesempatan kepada masyarakat untuk
terlibat dalam proses pembangunan. Dengan demikian,
pembangunan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
dengan memanfaatkan potensi yang tersedia untuk meningkatkan
kualitas hidup mereka (Sumbi et al., 2016).

12.3.6 Kerangka Konseptual

Pendekatan partisipatif dalam pengembangan infrastruktur
desa bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan
memperkuat pemberdayaan mereka. Konsep ini diterapkan untuk
secara konseptual meningkatkan kualitas dimensi partisipasi
masyarakat serta memberikan dukungan terhadap proses
pembangunan yang sedang berlangsung.

Langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan konsep
ini melibatkan peningkatan dalam proses komunikasi perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan melalui forum seperti Musyawarah
Pembangunan Desa dan diskusi tingkat kecamatan di bawah
koordinasi UDKP (Unit Desa Kemandirian Pangan) sebagai sarana
untuk berdiskusi dan membuat keputusan terkait pembangunan
desa.

12.4 Ragam Pendekatan Partisipatif dan

Perencanaan Partisipatif
Ragam Pendekatan Partisipatif terdiri dari pendekatan
pembangunan; pendekatan penelitian; dan  pendekatan
pemberdayaan masyarakat.
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1. Pendekatan Pembangunan
Pendekatan ini menekankan partisipasi masyarakat dalam
proses  perencanaan, pelaksanaan, dan  evaluasi
pembangunan. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan
keputusan terkait infrastruktur, ekonomi, dan aspek-aspek
lainnya untuk memastikan proyek-proyek pembangunan
mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal, seperti
pembangunan nasional atau daerah yaitu pendekatan
bottom up planning serta pembangunan desa dengan
pendekatan RRA (Rapid Rural Appraisal) yang pada
prinsipnya mengelola desa berdasarkan potensi sumber
daya yang dimiliki oleh desa (sumber daya alam dan
manusia).
2. Pendekatan Penelitian
Dalam konteks penelitian, pendekatan partisipatif
melibatkan aktifitas kolaboratif antara peneliti dan subjek
penelitian. Melibatkan masyarakat dalam perancangan,
pelaksanaan, dan interpretasi penelitian untuk memastikan
data dan temuan memiliki relevansi dan validitas lokal,
seperti:
a. Pendekatan Focus Group Discussion (FGD);
b. Pendekatan Participant Action Research (PAR);
c. Pendekatan PRA (Participant Rapid/Rural Appraisal)
d. FGD teknik penggalian data atau informasi melalui
pelibatan sekelompok orang;
Jumlah orang 10-20;
Tujuan utama metode FGD untuk memperoleh interaksi
data yang dihasilkan untuk menyingkap berbagai aspek
suatu fenomena kehidupan.
3. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat
Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian
dan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi dan
sumber daya mereka. Penyuluhan perikanan perlu memiliki
kapasitas untuk memberdayakan masyarakat pedesaan
dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi modern,
sehingga mereka dapat mengembangkan diri secara lebih
maju, efisien, dan tangguh. Hal ini dapat dicapai melalui

=, o0
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strategi, kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan

pembangunan pertanian yang terintegrasi (Ahmad, 2019).

Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan,

peningkatan keterampilan, dan pembangunan kesadaran

untuk meningkatkan kontrol mereka terhadap faktor-faktor
yang mempengaruhi kehidupan mereka, seperti:

a. Pendekatan ZOPP (Ziel Orienterte Projekt Planing);

b. Pendekatan SWOT, dibahas dalam bab tersendiri ;

c. Metode ZOPP bertujuan untuk mengembangkan
rancangan proyek yang taat azas dalam suatu kerangka
logis;

d. Metode ZOPP sangat mengandalkan pengetahuan,
gagasan, dan pengalaman yang dikontribusikan oleh
peserta.

12.4.1 Empat Instrumen Analisis

1. Analisis Masalah
Tahap ini bertujuan untuk menyelidiki dan mengidentifikasi
masalah yang terkait dengan kondisi yang ingin diperbaiki
melalui suatu proyek pembangunan;

2. Analisis Tujuan
Pada tahap ini, dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi
tujuan-tujuan yang dapat dicapai sebagai hasil dari
penyelesaian masalah-masalah yang telah diidentifikasi
sebelumnya;

3. Analisis Alternatif
Fokus pada menetapkan berbagai pendekatan atau opsi
proyek yang memiliki harapan keberhasilan tertinggi dalam
menyelesaikan masalah yang diidentifikasi;

4. Analisis Peran
Pada tahap ini melibatkan pengumpulan data tentang
berbagai pihak yang terlibat dalam proyek, seperti lembaga
dan kelompok masyarakat, dan kemudian mengevaluasi
kepentingan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing
pihak tersebut.
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12.4.2 Manfaat Perencanaan Partisipatif

Sebagaimana terminologinya, perencanaan partisipatif yang
melibatkan partisipasi berbagai pihak terkait dalam merumuskan
dan menetapkan tujuan, elemen, metode, program, dan kegiatan,
serta melakukan pengukuran Kkinerja hasil perencanaan secara
bersama-sama, juga memiliki beberapa manfaat yaitu:
Menjadi panduan bersama;
Memberikan arah yang jelas dan terukur;
Sebagai bahan untuk evaluasi pengukuran pencapaian hasil;
Sebagai alat pengendalian untuk pengawasan;
Mengihandari penyimpangan (program, kegiatan, anggaran,
dan waktu) yang tidak perlu.

SN

Pentingnya menganalisis situasi untuk merumuskan
perencanaan terletak pada kegunaannya untuk memberikan
gambaran komprehensif terhadap berbagai aspek terkait dengan
tema yang akan direncanakan. Analisis situasi membantu dalam
memetakan kondisi aktual yang melibatkan aspek positif dan
negatif.

Dengan Metode SWOT: (Strenghts/kekuatan, Weaknesses/
kelemahan, Opportunities/kesempatan, dan Threats/ancaman) atau
dengan metode Snowball. Analisis SWOT membantu
mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan, peluang eksternal,
dan ancaman yang mungkin memengaruhi implementasi rencana.
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Gambar 12.1. Digram Masalah

Di sisi lain, terdapat metode Snowball yang digunakan untuk
mengumpulkan informasi secara bertahap dari berbagai sumber
untuk membangun pemahaman yang lebih lengkap tentang situasi
yang dihadapi. Dengan demikian, analisis situasi menjadi landasan
yang kuat untuk merumuskan perencanaan yang lebih baik karena
memperhitungkan berbagai variabel yang dapat memengaruhi
pelaksanaan rencana tersebut. Masalah yang didapatkan di
lapangan oleh kelompok, maka di sinilah peran utama dari penyuluh
untuk membantu menyelesaikannya. Contoh kasus, penyuluh
perikanan di Kecamatan Junjuang Sirih memberikan kontribusi
signifikan bagi para pembudidaya melalui kegiatan wahana belajar
serta dalam pertemuan kelompok yang diadakan minimal tiga kali
sebulan. Para peserta membahas topik-topik terkait pengetahuan
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dan teknologi perikanan serta permasalahan dan kendala yang
dihadapi oleh pembudidaya, pengolah ikan, dan nelayan (Aini et al,
2021).
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BAB 13

KEBIJAKAN DAN PERATURAN
(DALAM KONTEKS PENANGKAPAN
IKAN TERUKUR)

Oleh Ganang Dwi Prasetyo

13.1 Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi
sumber daya perikanan yang potensi dan beragam. Sebanyak 27,2%
dari total spesies flora dan fauna yang ada di dunia terdapat di
Perairan Indonesia, termasuk 12% mamalia, 23,8% amfibi, 31,8%
reptilia, 44,7% ikan, 40% moluska, dan 8,6% rumput laut. Potensi
sumber daya ikan tersebut mencakup berbagai jenis, seperti
perikanan pelagis, crustacea (udang, kepiting, rajungan, serta
crustacea lainnya), perikanan demersal dan karang, ikan hias,
megafauna laut (penyu, paus, mamalia laut, dan sebagainya),
teripang, moluska, serta rumput laut (Mallawa, 2006). Indonesia
memiliki luasan peraian * 6.400.000 km? dengan terdiri dari pulau-
pulau yang membuat Indonesia memiliki potensi kekayaan pada
sector kelautan dan perikanan (Gambar 1) (FAO, 2022). Sektor
perikanan di Indonesia yang berkembang antara lain perikanan
budidaya baik inland dan laut, serta perikanan tangkap baik inland
dan laut. Karakteristik yang kaya akan biodiversity (beragam jenis
ikan) atau multi species juga memiliki beragam alat tangkap (multi
fishing gear) guna melakukan penangkapan ikan. Pada sector
perikanan tangkap di Indonesia masih didominasi oleh perikanan
skala kecil, sedangkan perikanan skala industry belum terdistribusi
merata di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPPNRI) (Trenggono,
2023).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.
50/Kepmen-KP/2017, terdapat + 38% dari Wilayah Pengelolaan
Perikanan (WPPNRI) telah mencapai status penangkapan
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overfishing, serta 44% berada dalam situasi penangkapan ikan
sepenuhnya. Atas hal tersebut, terdapat beberapa WPPNRI yang
mengalami resiko ketidakberlanjutan atas sumber daya
perikanannya, seperti di Selat Malaka dan selatan Jawa (Suman et
al, 2018).
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Gambar 13.1. Sepuluh Besar Negara Penyumbang Produksi
Perikanan Secara Global Tahun 2020
(Sumber: (FAO, 2022)

Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan kebijakan
Penangkapan Ikan Terukur (PIT) merupakan langkah guna
merespons terhadap situasi ini, dengan fokus pada kontrol
penangkapan ikan dari perspektif output-nya. Prinsip blue recovery
merupakan prinsip atas kebijakan kontrol output guna
mengembalikan potensi stok ikan serta menangani konsekuensi
ekonomi dan sosial yang dialami oleh masyarakat nelayan akibat
dari kebijakan kontrol input (Northrop et al, 2020). Dengan
demikian, kebijakan PIT merupakan strategi dalam mengelola
sumberdaya perikanan dengan upaya mewujudkan serta
menerapkan konsep pembangunan ekonomi biru (blue economy).
Pengelolaan perikanan yang berbasis pada kuota telah terbukti
memberikan dorongan ekonomi khususnya bagi para pelaku usaha
dibidang perikanan. Sistem ini juga memfasilitasi penyesuaian
dalam kegiatan perikanan sesuai dengan perubahan dalam faktor-
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faktor biologis dan ekonomi sumber daya, dengan mempertahakan
upaya penangkapan ikan (Hoshino et al., 2020).

Pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terkur (PIT) oleh
Pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan
Terukur. Aturan tersebut dibentuk sebagai konsekuensi dari
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dengan harapan dapat meningkatkan
peluang pemanfaatan sumber daya laut serta memberikan
perhatian khusus terhadap kerbelangsungan usaha masyarat
(terutama pelaku usaha), dalam hal perizinan usaha dan
persyaratan investasi di sektor kelautan dan perikanan.

Beberapa dasar hukum ini, maka menjadi salah satu
terbutnya kebijakan PIT yang diterapkan melalui Peraturan
Pemerintah Kebijakan Pengelolaan Tangkap Ikan (PIT) dibentuk
sebagai strategi untuk mengatur pemanfaatan sumber daya
kelautan dan perikanan di Indonesia dengan menetapkan batasan
kuota penangkapan sebagai metode kontrol output. Kebijakan ini
merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan perikanan yang
diterapkan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempertahankan
keberlanjutan ~ sumber daya perikanan sambil tetap
memperjuangkan optimalisasi manfaat sosial ekonomi bagi
masyarakat nelayan dan pelaku usaha. Tujuan dari kebijakan PIT
adalah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, merangsang
pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, dan meningkatkan
kesejahteraan nelayan (Pasaribu et al, 2022; Trenggono, 2023).

13.2 Konstruksi Kebijakan PIT
13.2.1 Regulasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT)

Penangkapan lkan Terukur sebagaimana dijelaskan pada
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023,
adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional,
dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota
penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya
ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi
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nasional. Menurut Luthfia (2023), berdasarkan perspektif

utilitarianisme, penerapan penangkapan ikan terukur (PIT) dapat

dianggap sebagai sebuah alat untuk meraih manfaat yang terkontrol
demi pertumbuhan ekonomi nasional, dengan tetap memperhatikan
keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekologis. Regulasi

Penangkapan Ikan Terukur (PIT) disusun dengan memiliki 6

(enam) prinsip utama yang menjadi arah pokok, antara lain (Luthfia,

2023):

1. Ekologi dan keberlanjutan sumberdaya perikanan
Melaksanakan penangkapan ikan dengan alat tangkap sesuai
peraturan perundang-undangan, serta ditetapkan kuota
serta zona penangkapan.

2. Perlindungan bagi nelayan kecil
Nelayan kecil dibebaskan untuk melakukan penangkapan
sesuai dengan zona PIT (bahkan diperbolehkan melebihi 12
mil) dan bebas pungutan.

3. Mendorong pengembangan ekonomi lokal
Dengan mengutamakan pendaratan hasil perikanan sesuai
dengan zona masing-masing sebagaimana yang diizinkan,
serta memberikan lapangan pekerjaan dimana Aanak Buah
Kapal (ABK) wajib berasal dari Warga Negara Indonesia
yang diutamakan berdomisili pada wilayah administrasi
sesuai dengan Zona Penangkapan Ikan terukur.

4. Penerapan kebijakan berbasis data
Implementasi penangkapan ikan terukur, dilakukan
berdasarkan data serta hasil kajian (dalam hal ini Komnas
Kajiskan).  Atas  penerapannya, akan  berpotensi
menumbuhkan transparansi pendaatan hasil produk
perikanan di setiap zona penangkapan ikan terukur, terlebih
dengan penggunaan teknologi.

5. Reformasi tata kelola sumber daya perikanan
Penerapan berbasis pemanfaatan teknologi (e-PIT, VMS, dan
lain sebagainya) yang memiliki integrasi. Sebagai contoh
pada pada aplikasi e-PIT terintegrasi beberapa layanan
antara lain SILAT (data SIUP dan perizinan berusaha),
SIPALKA (pendaftaran kapal perikanan), TemanSPB
(permohonan SPB dan STBLKK), eSLO (permohonan Standar
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Laik Operasi), Simphoni (informasi kewajiban pembayaran
pungutan hasil perikanan pascaproduksi), PIPP (data
produksi penangkapan ikan), serta SILOPI (pengisian dan
pelaporan log book penangkapan ikan).

Berdasarkan pembagian kuota dan zona penangkapan
Dilakukan penerapan dengan kuota terhadap pelaku
perikana antara lain kuota industry, kuota nelayan, dan
kuota non komersial, serta zona penangkapan ikan terukur
yang menghimpun beradsarkan WPPNRI menjadi 6 zona
penangkapan ikan terkur.

Berdasarkan 6 (enam) prinsip tersebut, maka kebijakan PIT

dilaksanakan berlandaskan asas sebagaimana amanat Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, Bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Adapun rangkaian regulasi terkait penangkapan ikan terukur tersaji
pada Tabel 13.1.

Tabel 13.1. Rangkaian Regulasi Penangkapan Ikan Terukur

No

Tanggal

Diundangkan Status

Regulasi Tentang

PP Nomor 85 | Jenis dan Tarif | 19  Agustus | Berlaku
Tahun 2021 | Jenis Penerimaan | 2021
Negara Bukan
Pajak yang Berlaku
pada Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

Kepmen KP | Penetapan 18 Agustus Tidak
Nomor 50 | Pelabuhan 2022 berlaku
Tahun 2022 | Pangkalan  yang
Telah

Memenuhi Syarat
Penarikan

Pasca Produksi
atas Jenis
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No

Regulasi

Tentang

Tanggal
Diundangkan

Status

Penerimaan
Negara Bukan
Pajak yang Berasal
dari

Pemanfaatan
Sumber Daya

Alam Perikanan

Kepmen KP
Nomor 19
Tahun 2022

Estimasi  Potensi
Sumber Daya Ikan,
Jumlah Tangkapan
Ikan Yang
Diperbolehkan,
dan Tingkat
Pemanfaatan
Sumber Daya Ikan
di Wilayah
Pengelolaan
Perikanan Negara
Republik Indonesia

29
2022

Maret

Berlaku

45

Undang-
Undang
Nomor 6
Tahun 2023

Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti Undang-
Undang Nomor 2
Tahun 2022
Tentang Cipta
Kerja

30 Desember
2022

Berlaku

Permen KP
Nomor 2
Tahun 2023

dan
Cara
Tarif
Jenis

Persyaratan
Tata
Pengenaan
atas
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak yang Berlaku
pada Kementerian

2 Januari
2023

Berlaku
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Tanggal

No Regulasi Tentang Diundangkan Status
Kelautan dan
Perikanan yang
Berasal dari
Pemanfaatan
Sumber Daya Alam
Perikanan
6 | Kepmen KP Penetapan 04 Januari Tidak
Nomor 4 | Pelabuhan 2023 berlaku
Tahun Pangkalan  yang
2023 Telah
Memenuhi Syarat
Penarikan
Pasca Produksi
atas Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak yang Berasal
dari
Pemanfaatan
Sumber Daya
Alam Perikanan
7 | Kepmen KP Harga Acuan lkan | 20 Januari Berlaku
Nomor 140 2023
Tahun 2023
8 | PP Nomor 11 | Penangkapan Ikan | 06 Maret Berlaku
Tahun 2023 | Terukur 2023
9 | Kepmen KP Rencana Induk | 04 Agustus Berlaku
Nomor 132 Pelabuhan 2023
Tahun 2023 | Perikanan Nasional
10 | SE  Menteri | Migrasi Perizinan | 6 Agustus | Berlaku
Kelautan dan | Berusaha 2023
Perikanan Subsektor
Nomor Penangkapan Ikan
B.1090/MEN- | dan Pengangkutan
KP/VII/2023 | Ikan
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. Tanggal
No Regulasi Tentang Diundangkan Status
11 | KepmenKP | Penetapan 15 Agustus Berlaku
Nomor 139 Pelabuhan 2023
Tahun 2023 | Pangkalan  yang
Telah
Memenuhi Syarat
Penarikan
Pasca Produksi
atas Jenis PNBP
yang Berasal dari
Pemanfaatan
SDA Perikanan
12 | Permen KP Peraturan 01 Berlaku
Nomor 28 Pelaksanaan PP September
Tahun 2023 | Nomor 11 Tahun | 2023
2023 tentang
Penangkapan Ikan
Terukur
13 | KepmenKP | Harga Acuanlkan | 15 Berlaku
Nomor 140 September
Tahun 2023 2023

Sumber: Nurlaela (2023) diperbaharui

13.2.2 Kebijakan PIT Hubungannya dengan Konsep Blue

Economy

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) memiliki
hubungan dengan prinsip-prinsip konsep Blue Economy. Blue
economy adalah sebuah paradigma baru yang bertujuan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan
perikanan, dengan menjaga keberlanjutan sumber daya dan
lingkungan di pesisir dan laut (Nurhayati, 2013). Blue economy
merupakan suatu pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak
lagi bergantung pada eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya
alam dan lingkungan, tetapi merupakan langkah besar dalam
pembangunan dengan meninggalkan praktek ekonomi yang hanya
memperhitungkan keuntungan jangka pendek, serta menggalakkan
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perekonomian yang rendah karbon. Model pendekatan blue
economy ini diharapkan dapat mengatasi ketergantungan antara
ekonomi dan ekosistem serta mengurangi dampak negatif dari
aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global.

Prinsip-prinsip Blue Economy mengarah pada dorongan
pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan, sambil
memastikan keberlanjutan sumberdaya (Pauli, 2010). Pendekatan
BE mencakup pengembangan ekonomi masyarakat secara
menyeluruh untuk mencapai pembangunan nasional yang holistik.
Konsep pembangunan berkelanjutan, telah menjadi fokus utama
dalam kebijakan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Prinsip-prinsip BE menitikberatkan pada inovasi dan kreativitas
dalam memproses bahan baku menjadi produk turunan tanpa
meninggalkan limbah (zero-waste) (Zamroni et al, 2019). Lebih
lanjut menurut (Mira et al, 2014), terdapat beberapa prinsip Blue
Economy antara lain minimize waste, multiplier effect, inklusi sosial,
serta inivoasi dan adaptif. @~ Menurut Hunter (2015), dalam
melaksanakan konsep Blue Economy maka terdapat lima prinsip
antara lain:

1. Ekosistem (terdapat pengelolaan yang efektif)

2. Regeneratif (kegiatan  ekonomi  berjalan namun
memperhatikan kelansungan dengan menjaga alam)

3. Kelimpahan (perlu mempertahankan sumberdaya agar
berkelanjutan)

4. Simbiosis (keterlibatan aktif dalam siklus pemanfaatan
sumber daya)

5. Otonomi (penguatan sistem ekonomi dan mengedepankan
kesejahteraan masyarakat lokal)

Berdasarkan beberapa hal tersebut, makan konsep Blue
Economy dapat diterjemahkan secara singkat antara lain
keberlajutan lingkungan, efisiensi ekonomi, dan kesetaraan social.
Pada aspek keberlanjutan lingkungan, maka atas pemanfaatan
sumberdaya ikan dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab
agar terciptanya sustainable fisheries. Aspek efisiensi ekonomi,
terciptanya system bisnis “fair trade” atau perdagangan yang adil
baik dari tingkat nelayan hingga distribusinya ke konsumen, serta
social antara lain pengurangan konflik antar nelayan maupun
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stakeholder serta menghormati ulayat/hak tradisional. Kebijakan
Penangkapan Ilkan Terukur (PIT) Terukur, disusun dengan
menerapkan konsep Blue Economy. Hal ini dapat ditinjau dari setiap
pasal serta ayat yang dihubungkan dengan paling tidak 3 (tiga)
Prinsip Blue Economy antara lain Ekologi, Ekonomi, dan Sosial
(Tabel 13.2).

Tabel 13.2. Korelasi Konsep Blue Economy (BE) pada Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan lkan

Terkur
PP No. 11 Tahun 2023 | Dmensi
Blue
tentang Penangkapan lkan
Economy
Terukur (BE)
Catatan
Pasal | Tentang szl <2l 9
S| g |a
B|S|®
BABI
1 Ketentuan Umum vV |V |V | Memenuhi keseluruhan
dimensi prinsip BE
BABII
2 Pembagian Zona |- |V |- |Pembagian zona PIT
Penangkapan perlu
Ikan Terukur mempertimbangkan
melalui WPPNRI beberapa WPPNRI
dan Laut Lepas Yang dalam status over
exploited serta
kesenjangan
pengetahuan
masyarakat lokal
3 Penentuan daerah |V |V |V | Memenuhi keseluruhan
penangkapan dimensi prinsip BE
ikan terbatas
4 Pemanfaatan vV |V |V | Memenuhi keseluruhan
daerah dimensi prinsip BE
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PP No. 11 Tahun 2023

Dimensi

tentang Penangkapan lkan EANS Catatan
Terukur Economy
(BE)
penangkapan ikan
terbatas

5 Kewajiban atas [V |V |V | Memenuhi keseluruhan
melakukan dimensi prinsip BE
penangkapan ikan
sesuai Zona
Penangkapan Ikan
Terukur, kecuali
nelayan kecil

BABII

6 Kuota penangkapan | - |V |+ | Perlu memperhatikan
ikan pada serta peninjauan atas
zona penangkapan status sumber daya
ikan terukur ikan di  beberapa

WPPNRI dalam kondisi
fully  exploited serta
bahkan over exploited.

7 Pembagian  jenis |V |V |+ | Memenuhi keseluruhan
dan pertimbangan dimensi prinsip BE
pembagian kuota

8 Penjelasan  Kuota |V |V |- | Diketahui bahwa dari
Industri total 6 zona, hanya 2

zona (zona 05 dan 06)
yang dapat
dimanfaatkan berasal
dari PMDN, sedangkan
sisanya (zona 01, 02, 03,
04) dapat dimanfaatkan
oleh PMA. Secararerata
total, tingkat
pemanfaatan telah
mengalami fully
exploited (Zona 06)
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PP No. 11 Tahun 2023 | D7

tentang Penangkapan lkan Catatan

Terukur Economy

(BE)
serta over exploited
(Zona 05)

9 Penjelasan  Kuota vV [V |- | Kuota nelayan lokal

Nelayan Lokal bagi Nelayan kecil yang
merupakan orang-
perseorangan,
diutamakan tergabung
dalam koperasi. Hal ini
akan menjadi tugas
dalam jangka waktu
pendek untuk
melaksanakan hal
tersebut, karena
sebagaimana diketahui
dominansi nelayan kecil
bekerja untuk dirinya
dan jarang terlibat
dalam suatu
kelembagaan.

10 Penjelasan  Kuota |V |V |V | Memenuhi keseluruhan
kegiatan dimensi prinsip BE
bukan untuk tujuan
komersil

11 Periode vV [V |V | Memenuhi keseluruhan
pemanfaatan kuota dimensi prinsip BE
penangkapan ikan

12 Kewajiban vV |V |V | Memenuhi keseluruhan
pemenuhan dimensi prinsip BE
perizinan
berusahan bagi
setiap orang guna
pemanfaatan kuota
industry dan kuota
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PP No. 11 Tahun 2023

Dimensi

tentang Penangkapan lkan EANS Catatan
Terukur Economy
(BE)

nelayan lokal

13 Pengenaan vV |V |V | Memenuhi keseluruhan
pungutan perikanan dimensi prinsip BE
berpa (namun perlu dilakukan
PNBP/retribusi atas evaluasi berkala atas
pemanfaatan kuota besaran pungutan hasil
industry, kuota perikanan). Meskipun
nelatan lokal, dan telah terdapat
kegiatan bukan penetapan harga acuan
tujuan komersial ikan, kondisi harga ikan

disetiap wilayah sangat
dinamis.

14 Ketentuan  Kapal |V |V |+ | Memenuhi keseluruhan
Penangkap Ikan dimensi prinsip BE
atas pemanfaatan
kuota industry,
kuota nelayan lokal,
dan kuota kegiatan
bukan untuk tujuan
komersial

15 Daerah vV |V |V | Memenuhi keseluruhan
penangkapan ikan dimensi prinsip BE
bagi Kapal
Penangkap Ikan

16 Kewajiban dalam |V |V |+ | Memenuhi keseluruhan
menggunakan dimensi prinsip BE
alat penangkapan
ikan sesuai dengan
peraturan
perundang-
undangan

17 Kewajiban vV |V |V | Memenuhi keseluruhan
pemasangan dimensi prinsip BE.
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PP No. 11 Tahun 2023 | D7
tentang Penangkapan lkan Catatan
Terukur Economy
(BE)
Transmitter
SPKP kecuali
nelayan kecil
BAB IV
18 Pelabuhan Memenuhi keseluruhan
Pangkalan dimensi prinsip BE
19 Kewajiban Memenuhi keseluruhan
melakukan dimensi prinsip BE
pendaratan ikan
hasil tangkapan
sesuai  Pelabuhan
Pangkalan  untuk
Kapal Pengangkut
Ikan
20 Pelabuhan vV |V |V | Memenuhi keseluruhan
pangkalan dan dimensi prinsip BE
pelabuhan muat
BABV
21 Awak vV |V |V | Memenuhi keseluruhan
kapal perikanan dimensi prinsip BE
BAB VI
22 Alih muatan |V |V |- | Objek atas perizinan
(transhipment) alih muatan
(transhipment) masih
rancu, dalam hal ini
seolah hanya terbatas
untuk perikanan tuna
khususnya alat tangkap
rawai dan pancing ulur
23 Ketentuan vV |V |V | Memuat ketiga prinsip
pengangkutan ikan BE
antarpelabuhan
oleh kapal kargo
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PP No. 11 Tahun 2023 | D7

tentang Penangkapan lkan Catatan

Terukur Economy

(BE)
BAB VII
24 Sanksi administratif | v Memuat Kketiga prinsip
BE

25 Bentuk sanksi | vV Memuat ketiga prinsip
administratif BE

BAB VIII

26 Ketentuan VvV |V |V | Memuat ketiga prinsip
peralihan BE

BAB IX

27 Pasal yang vV |V |V | Memuat ketiga prinsip
dinyatakan dicabut BE
dan tidak berlaku

28 Pemberlakuan vV [V |V | Memuat ketiga prinsip
Peraturan BE
Pemerintah ini

Sumber: Luthfia (2023) diperbaharui

Berdasarkan Tabel 2, tampak bahwa terdapat 22 pasal dari
28 pasal yang telah memenuhi unsur Blue Economy, dengan
demikian terdapat 5 Pasal yang dapat dilakukan pengkajian atau
pengembangan atas relasinya dengan penerapan Blue Economy.
Berikut merupakan analisa atas 5 Pasal tersebut:
1. Pasal 2. Perlu dilakukan peninjauan atas pembagian Zona

Penangkapan Ikan Terukur dengan memperhatikan Tingkat
Pemanfaat sumberdaya perikanan di masing-masing
WPPNRI. Atas beberapa zona yang dalam status over-
exploited maka perlu dilakukan upaya konservasi, sehingga
atas hal tersebut, perlu adanya regulasi khusus atas
penanganan hal tersebut agar tidak diberlakukan sama
dengan kondisi WPPNRI yang dalam status moderated
hingga fully exploited. Untuk peninjauan saat ini, pasal 2
masih terdapat pertentangan atas prinsip ekologi dan sosial.
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2.
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Pasal 6. Perlu adanya program pemetaan wilayah
konservasi khususnya bagi WPPNRI yang dalam kondisi
fully exploited dan over exploited. Atas pemanfaatan, maka
dibuatkan beberapa zonasi yang bisa dimanfaatkan. Dengan
demikian, dalam jangka waktu tertentu atas keadaan yang
sama, dimungkinkan penerapan kebijakan antara lain
pembatasan penangkapan berdaasarkan waktu (season) dan
lokasi  (zonasi). Tingkat eksplotasi maka perlu
memperhatikan  tujuan  keberlanjutan = sumberdaya
perikanan. Berdasarkan hal tersebut, perlu ada regulasi
turunan untuk menindaklanjut sebagai salah satu
penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur.

. Pasal 8. Diketahui bahwa dari total 6 zona, hanya 2 zona

(zona 05 dan 06) yang dapat dimanfaatkan berasal dari
PMDN, sedangkan sisanya (zona 01, 02, 03, 04) dapat
dimanfaatkan oleh PMA. Secara rerata total, tingkat
pemanfaatan telah mengalami fully exploited (Zona 06) serta
over exploited (Zona 05). Untuk menciptakan keberlanjutan
ekonomi didalam negeri perlu mempertimbangkan
keutamaan investasi dari dalam negeri. Lebih lanjut,
peranan nelayan kecil jika disandingkan pada kuota
industry akan menghasilkan ketimpangan.

Pasal 9. Kuota nelayan lokal untuk Nelayan kecil yang
merupakan orang-perseorangan, diutamakan tergabung
dalam koperasi. Hal ini akan menjadi tugas dalam jangka
waktu pendek untuk melaksanakan hal tersebut, karena
sebagaimana diketahui dominansi nelayan kecil bekerja
untuk dirinya dan jarang terlibat dalam suatu kelembagaan.
Atas hal tersebut, berpotensi menimbulkan persaingan
antar nelayan kecil serta pelaku usaha. Meskipun nelayan
kecil diperbolehkan untuk melakukan pemanfaatan diatas
12 mil laut, namun menjadi ironi karena harus bersaing
dengan pelaku industri penangkapan dengan arma yang
lebih besar. Sebagai tindak lanjut, maka peran Pemerintah
guna memberikan perlindungan hukum serta akses modal
kepada nelayan kecil untuk berkembang sangat dibutuhkan.



5. Pasal 22. Atas aturan alih muatan mengkhususkan pada
perikanan tuna yang menggunakan alat tangkap rawai dan
pancing ulur. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan
perikanan industri besar lainnya yang dimanfaatakn dengan
alat tangkap contohnya purse seine, bouke-ami, bagan, dan
lain sebagainya. Purse seine, merupakan salah satu alat
tangkap yang efektif menangkap ikan pelagis, baik dalam
skala kecil maupun skala besar, dimana dimungkinkan juga
untuk alih muatan atas pertimbangan kondisi darurat serta
mutu hasil tangkapan.

13.3 Penerapan Kebijakan PIT
13.3.1 Konsep Implementasi Penangkapan Ikan Terukur
Karakteristik pemanfaatan sumberdaya perikanan yang
bersifat open acces, maka menyebabkan peningkatan eksploitasi
apabila suatu industry penangkapan mendapatkan laba usaha.
Bahkan, tidak menutup kemungkinan terjadinya peningkatan
jumlah armada, dengan demikian tingkat upaya (fishing effort) tinggi
untuk melakukan pemanfaatan pada lingkup wilayah laut yang
sama. Apabila hal ini tetap berjalan secara linier, maka berakibat
pada penurunan stok ikan di tahun-tahun mendatang. Kebijakan
Penangakapan Ikan Terukur (PIT) pada prinsipnya berbasis kuota
dan zona, dimana jumlah tangkapan dan zona penangkapan dibatasi
(Gambar 13.1).

253



Total

% quota Pusat

Untuk investor besar: Penangkapan terukur

(> 12 mil garis pantai, di 4 2ona penangkapan)
stok ikan

Kajian K

nas KAJISKAN, dibuat dar N ’ 1 .
jisahkan Menteri KP 2 tahun sekali N J Pembagian % kuota
SR S ‘ penangkapan
terukur diberikan

dengan metode
lelang terbuka.

. 1P

——

N Ditargetkan lima
& investor per zona

gﬂt penangkapan untuk
O‘ % jangka waktu
05‘ hingga 20 tahun
x>
DR ajpe

% total tangkapan yang —J-
| ___J

diperbolehkan (JTB) dihitung

berdasarkan hasil kajian % quota Daerah

Komnas KAJISKAN Untuk nelayan kecil: Penangkapan bebas
(< 12 mil dari garis pantal)

Gambar 13.2. Sistem Implementasi Penangkapan lkan Terukur

(Sumber: Trenggono, 2023)

Secara singkat standar operasi penerapan kebijakan

penangkapan ikan terukur pada, sebagai berikut:

1.
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Kuota Sumber Daya Ikan

Kajian atas estimasi dan Jumlah Tangkapan yang
Diperbolehkan (JTB) terhadap pemanfaatan sumberdaya
ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP NRI)
dilakukan oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya
I[kan (Komnas KAJISKAN). Selanjutnya, dilakukan
penetapan kuota Sumberdaya ikan untuk Kuota Industri,
Kuota Nelayan Lokal, dan Kuota kegiatan bukan untuk
tujuan komersial sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Penangkapan Ikan Terkur (Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2023).

Sistem Perizinan

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan kuota industry
dan kuota nelayan lokal, maka wajib memenuhi Perizinan
Berusaha kapal penangkap ikan sesuai dengan Online Single
Submission Risk Based Approach (0SS-RBA). OSS RBA



merupakan perizinan berusaha yang diberikan kepada
pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan
usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan
usaha. Kapal penangkap ikan yang beroperas di Zona
Penangkapan Ikan Terukur diatas 12 mil laut, perizinan
berusaha diterbitkan oleh Menteri, sedangkan bagi yang
beroperasi pada batas wilayah admiistrasi kewenangan
provinsi pada Zona Penangkapan lkan Terukur, perizinan
berusahannya diterbitkan oleh Gubernur. Nelayan kecil
dapat diberikan daerah penangkapan ikan diatas 12 mil
laut.

Kapal Penangkap Ikan

Kapal yang digunakan, maka berasal dari pengadaan
baru/bekas, baik dari galangan dalam negeri/luar negeri.
Operasional Penangkapan Ikan

Batasan hasil tangkapan ikan berdasarkan kuota sumber
daya ikan yang dikontrakkan. Pemenuhan kewajiban
operasional sesuai regulasi antara lain memiliki Surat
Persetujuan Berlayar (SPB), seluruh ABK berasal dari Warga
Negara Indonesia, memiliki perjanjian kerja laut, memiliki
Surat Keterangan Pemasangan Transmitter (SKAT) Vessel
Monitoring System (VMS) (kecuali untuk nelayan kecil),
Surat Laik Operasi (SLO), serta penggunaan alat tangkap
ramah lingkungan.

Pendaratan Ikan

Terdapat 1 pendaratan ikan di setiap zona, perlu melakukan
pelaporan  kedatangan, izin pembongkaran, serta
penimbangan dan pencatatan melalui timbangan online dan
system informasi.

Pengawasan Operasional Penangkapan Ikan

Pengawasan dilakukan mulai pra operasi, selama operasi,
dan pasca operasi.

Pembayaran PNBP

Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun
2021 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan
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Perikanan. Surat tagihan PNBP dapat diterbitkan secara
bertahap. Dalam hal ini, Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
dapat diterbitkan apabila sudah melakukan pembayaran
PNBP sesuai nilai atas ikan yang didaratkan (Peraturan
Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021)

Pemasaran Ikan

Meliputi tujuan pemasaran domestik/ekspor, baik
menggunakan armada udara, darat, dan laut.

13.3.2 Zonasi Penangkapan Ikan Terukur

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023

tentang Penangkapan Ikan Terkur, zona penangkapan ikan terukur
meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPPNRI) dan Laut Lepas.
Zona penangkapan ikan terukur di WPPNRI diperuntukkan sebagai
daerah penangkapan ikan dan daerah penangkapan ikan terbatas.
Adapun zona penangkapan ikan terkur di laut lepas diperuntukkan
sebagai daerah penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan di masing-masing RFMO. Adapun pembagian Zona
Penangkapan Ikan Terukur tersaji pada Tabel 13.3 dan Gambar

13.3.
Tabel 13.3. Pembagian Zona Penangkapan Ikan Terukur
No | Zona WPPNRI Sebaran Wilayah
1 Zona 01 | WPPNRI711 | Perairan Selat Karimata, Laut
Natuna, dan Laut Natuna Utara
2 Zona 02 | WPPNRI 716 | Perairan Laut Sulawesi dan
sebelah utara Pulau Halmahera
WPPNRI 717 | Perairan Teluk Cendrawasih dan
Samudera Pasifik
Laut Lepas Samudera Pasifik
3 Zona 03 | WPPNRI 715 | Perairan Teluk Tomini, Laut

Maluku, Laut Halmahera, Laut
Seram, dan Teluk Berau

WPPNRI 718 | perairan Laut Aru, Laut Arafuru,
dan Laut Timor bagian timur

WPPNRI 714 | perairan Teluk Tolo dan Laut

Banda
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No | Zona WPPNRI Sebaran Wilayah

4 | Zona04 | WPPNRI572 | perairan Samudera Hindia
sebelah barat Sumatera dan Selat
Sunda

WPPNRI 573 | perairan Samudera Hindia
sebelah selatan Jawa hingga
sebelah selatan Nusa Tenggara,
Laut Sawu, dan Laut Timor bagian
barat

Laut Lepas Samudera Hindia

5 |Zona05 | WPPNRI571 | perairan Selat Malaka dan Laut
Andaman
6 | Zona06 | WPPNRI712 | perairan Laut]awa
WPPNRI 713 | perairan Sela.t Makassar, Teluk
Bone, Laut Flores, dan Laut Bali
PEMBAGIAN ZONA PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DI WPPNRI BERBASIS KUOTA ®
@ WPPNRI 711 >
Eﬁﬁ:{‘uﬁ:ﬁa’(’:’;mm Laut Natuna, dan
WPPNRI 716
g’:lv:av:;\'gn Sulawesi dan sebelah utara Pulau
@ WPPNRI 717
(Perairan Teluk Cendrawasih dan Laut Lepas
(Samudera Pasifik))
WPPNRI 715 od —
(perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, .
Laut Seram, dan Teluk Berau) //
WPPNRI 718 -
grlire"r‘a:an Laut Ary, Laut Arafury, dan Laut Timor bagian
WPP)NR! 71‘4. o u L
S e .Zona Penangkapan lkan untuk industri (investor DN dan LN)

dengan Kuota industri

WPPNRI 572
(perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan
Iona Selat Sunda)

WPPNRI 573

(perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga
sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut
Timor bagian Barat), dan Laut Lepas (Samudera Hindia)

573
WPPNRI 571
(perairan Selat Malaka dan Laut
Andaman) /
Zona Penangkapan tkan Kuota untuk nelayan lokal

(diutamakan tergabung dalam koperasi)
WPPNRI 712 de o
ol (perairan Laust Jawa)
on a 85 dan
06 WPPNRI 713 5

(perairan Selat Makassar, Teluk Bone
Laut Flores, dan Laut Bak)

%’/

Gambar 13.3. Peta Zona Penangkapan Ikan Terukur
(Sumber: Nurlaela, 2023)

&

Atas sebaran Zona Penangkapan lkan Terukur, terhadap
masing-masing WPPNRI telah diketahui data atas pemanfaatan
sumberdaya ikan sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri
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Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi
Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan Yang
Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
(Gambar 13.3). Berdasarkan data, secara keseluruhan Tingkat
Pemanfaatan dari masing-masing WPPNRI didominasi pada kisaran
0,5 < E <1 atau Fully Exploited, hal ini terdapat pada WPPNRI 711,
716, 717, 714, 715, 718, 572, dan 712. Sedangkan sisanya dengan
nilai E 2 1 atau Over Exploited, yang terjadi di WPPNRI 573, 571, dan
713. Adapun tingkat pemanfaatan dengan nilai dibawah 0,5 (E <
0,5) atau status moderate tidak ada.

2.00
=
8 150
< E 21 =Overexploited
<
S 2 1.03
w : 1.00
S s 094 @
0.91
[~ ] o—
& g 1.00 [ e ® 109 0.82
e Y 093 @ PY Y
= ]
~ _@ 076 072 0.78 0,5 <E <1 = Fully exploited
o0
= 0.50
=
E < 0,5 = Moderate
0.00

711 716 717 714 715 718 572 573 571 712 713
WPPNRI

Gambar 13.4. Grafik Rata-Rata Tingkat Pemanfaatan Setiap
WPPNRI
(Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19
Tahun 2022) data diolah kembali)
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Zona 01 Zona 02 Zona 03 Zona04 Zona05 Zona06

Zona Penangkapan Ikan Terukur

Gambar 13.5. Grafik Tingkat Pemanfaatan pada Zona PIT
(Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19
Tahun 2022) data diolah kembali)

Lebih lanjut, berdasarkan zona penangkapan ikan terukur,
secara umum didominasi 0,5 < E < 1 atau Fully Exploited, hal ini
terdapat pada Zona 01, Zona 02, Zona 03, dan Zona 06. Adapun pada
Zona 04 dan Zona 05 memiliki nilai kisaran E = 1 atau Over
Exploited. Status Fully Exploited maka diperlukan upaya
penangkapan dipertahankan dengan monitor yang ketat, sedangkan
Over exploited diperlukan pengurangan upaya penangkapan ikan.

Pengelolaan perikanan di berbagai WPPNRI perlu
memperhitungkan variasi tingkat eksploitasi sumber daya ikan di
setiap wilayah. Pengawasan ketat dan tindakan pengurangan
intensitas penangkapan penting untuk menjaga keberlanjutan
sumber daya ikan yang terancam. Alokasi kuota penangkapan harus
mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah nelayan, ukuran
kapal, jenis alat tangkap, serta karakteristik sumber daya ikan dan
habitatnya. Penetapan kuota harus didasarkan pada evaluasi ilmiah
yang teliti mengenai kondisi populasi ikan dan kapasitas
regenerasinya. Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat
diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kuota. Selain itu,
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perlindungan habitat ikan dan pengurangan upaya penangkapan
yang merusak lingkungan juga harus dipertimbangkan. Pendekatan
komprehensif ini akan membantu menjaga kelangsungan hidup
sumber daya ikan di WPPNRI yang menghadapi ancaman over
exploited (Nurlaela, 2023).

13.3.3 PNBP Pascaproduksi

Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur, selain
mengukur dari keberlanjutan sumberdaya ikan, juga perlu untuk
memberikan dampak secara perekonomian dan social bagi para
stakeholder termasuk Negara. Selain ditetapkannya zona
penangkapan ikan terukur, Pemerintah juga menetapkan Pelabuhan
Pangkalan sebagaimana Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 139 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelabuhan Pangkalan
yang telah Memenuhi Syarat Penarikan Pasca Produksi atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pemanfaatan
Sumberdaya Alam Perikanan. Berdasarkan Kepmen KP tersebut,
terdapat total 171 Pelabuhan Pangkalan yang telah ditetapkan
dengan secara umum pembagian per Zona tersaji pada Tabel 13.4.

Tabel 13.4. Jumlah dan Sebaran Pelabuhan Pangkalan yang

Ditetapkan di Zona PIT
Jumlah Sebaran Wilayah
No | Zoma | WPPNRI Pelabuhan Pelabuhan
1 | Zona WPPNRI | 18 e Prov. Kepulauan
01 711 Riau
(PP Barelang, PP
Dompalk, PP

Kijang Bintan, PP
Moro, PP Selat
Lampa, PPI
Tarempa, PPP
Teluk Batang)

e Prov. Kepulauan
Bangka Belitung
(PP Baran)

e Prov.]Jambi
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No

Zona

WPPNRI

Jumlah
Pelabuhan

Sebaran Wilayah
Pelabuhan

(PP Kuala
Tungkal, PP Nipah
Panjang)

Prov.  Sumatera
Selatan

(PP Jakabaring,
PPI Sungsang, PP
Sungai Jawi)
Prov. Kepulauan
Bangka Belitung
(PPN  Sungailiat,
PPN
Tanjungpandan)
Prov. Kalimantan
Barat

(PPN Pemangkat,
PP Selakau)
Prov. Riau

(PPP Sungai
Rengas)

Zona
02

WPPNRI
716

11

Prov. Kalimantan
Timur

(PPI Sambaliung)
Prov. Kalimantan
Utara

(PP Sebatik, PP
Tengkayu II)
Prov. Sulawesi
Tengah

(PPP Ogotua)
Prov. Sulawesi
Utara

(PPP  Tumumpa,
PP Amurang, PP
Dagho, PP
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No

Zona

WPPNRI

Jumlah
Pelabuhan

Sebaran Wilayah
Pelabuhan

Salibabu, PP Ulu)
Prov. Gorontalo
(PPI Gentuma,
PPN Kwandang)

WPPNRI
717

Prov. Papua Barat
(PP Sanggeng)
Provinsi Papua
(PP Fandoi, PP
Hamadi Jayapura,
PP Waiya
Depapre, PP
Waharia)

Zona
03

WPPNRI
715

19

Provinsi Sulawesi
Utara

(PP Kema, PPS
Bitung, PP
Labuhan Uki, PP
Atep Oki, PP

Belang, PP
Dodepo)

Prov. Maluku
Utara

(PPN Ternate,
PPP Bacan, PPP
Tobelo, PP Daeo
Majiko)

Prov. Gorontalo
(PPI Tenda, PP
Inengo, PP
Marisa)

Prov. Maluku
(PP Dufa-Dufa, PP
Goto)

Prov. Papua Barat
(PPP Sorong, PP
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Jumlah Sebaran Wilayah
WO ZAU ) U B Pelabuhan Pelabuhan
Klademak, PP
Dulanpokpok)
WPPNRI 4 Prov. Maluku
718 (PPP Dobo, PP
Benjina)
Prov. Papua
(PP Poumako,
PPN Merauke)
WPPNRI 9 Prov. Sulawesi
714 Tenggara
(PPS Kendari)
Prov. Papua
(PP Wameo, PPI
Sodoha)
Prov. Maluku
(PPN Tual, PPN
Ambon, PPI
Banda, PP
Masarete, PP
Tual, PP
Ukurlaran)
4 | Zona WPPNRI 22 Prov. Aceh
04 572 (PPS Lampulo, PP

Keude Meukek,
PP Sawang Ba'u,
PP Teluk
Sinabang (Lugu),
PPI Ujong Baroeh,
PPP Labuhanhaji)
Prov. Sumatera
Utara

(PPN Sibolga)
Prov. Sumatera
Barat

(PPS Bungus, PPI
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No

Zona

WPPNRI

Jumlah
Pelabuhan

Sebaran Wilayah
Pelabuhan

Carocok Tarusan,
PPI Sikakap, PPI
Sasak, PPI Air
Bangis)

Prov. Bengkulu
(PPP Pulau Baai)
Prov. Lampung
(PPI Kalianda,
PPP Kota Agung,
PPP Lempasing,
PPl Muara Piluk
Bakauheni, PPI
Rangai)

Prov. Banten
(PPP Labuan, PP
Panimbang, PP
Sidamukti)

WPPNRI
573

21

Prov. Banten

(PP Binuangeun,
PP Cikeusik)
Prov. Jawa Barat
(PPN
Palabuhanratu,
PP Cikidang)
Prov. D.L.
Yogyakarta

(PPP Sadeng)
Prov. Jawa
Tengah

(PPS Cilacap)
Prov. Jawa Timur
(PP Masami, PPN

Prigi, PP
Tamperan, PP
Popoh, PPP
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No

Zona

WPPNRI

Jumlah
Pelabuhan

Sebaran Wilayah
Pelabuhan

Muncar, PU
Tanjung Wangi,
PPP Pondok
Dadap)

Prov. Bali

(PPI Kedonganan,
PU Benoa, PPN
Pengambengan)
Prov. Nusa
Tenggara Barat
(PP Teluk Awang,
PPP Labuhan
Lombok, PP Sape,
PPI Tanjung
Luar)

Prov. Nusa
Tenggara Timur
(PPP Tenau)

Zona
05

WPPNRI
571

12

Prov. Aceh

(PPN Idi, PP Ie
Meulee, PP
Krueng Mane, PP
Kuala Peukan
Baro, PP Kuala
Tari, PP Pante
Raja, PPI Pusong,
PPI Peudada)
Prov. Sumatera
Utara

(PPS Belawan, PP
Tanjung  Tiram,
PPI Tanjung Balai
Asahan)

Prov. Riau

(PPI Dumai)
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Jumlah Sebaran Wilayah

No| Zona | WPPNRI Pelabuhan Pelabuhan
6 | Zona WPPNRI | 27 Prov. Lampung
06 712 (PPP Labuhan

Maringgai)

Prov. Banten
(PPN Karangantu,
PP Kronjo, PP
Cituis)

Prov. DKI Jakarta
(PPS Nizam
Zachman, PPN
Muara Angke)
Prov. Jawa Barat
(PP Karangsong,
PPN Kejawanan,
PPP Blanakan,
PPP Eretan)
Prov. Jawa
Tengah

(PPN Pekalongan,
PPP  Bajomulyo,
PPP Klidang Lor,
PPP Tasik Agung,
PPP Tegalsari,
PPP Morodemak,
PPP Asemdoyong,
PP Karanganyar,
PP Kluwut, PP
Pulolampes, PP
Tanjungsari, PP
Ujung Batu, PP
Sarang)

Prov. Jawa Timur
(PPN Brondong,
PPP Mayangan)
Prov. Kalimantan

266




No

Zona

WPPNRI

Jumlah
Pelabuhan

Sebaran Wilayah
Pelabuhan

Selatan

(PPI Muara
Kintap, PPI
Banjarmasin)

WPPNRI
713

23

Prov. Bali

(PPI Sangsit)
Prov. Nusa
Tenggara Barat
(PPI Teluk
Santong)

Prov. Kalimantan
Selatan

(PPP  Batulicin,
PPI Kotabaru)
Prov. Kalimantan
Timur

(PPI  Selili, PP
Manggar  Baruy,
PPI Tanjung
Limau)

Prov. Sulawesi
Selatan

(PP Bonto Bahari
Maros, PP Bonto
Bahari
Bulukumba, PPI
Bonehalang, PP
Polejiwa, PP Lero,
PPI Birea, PP

Pontap, PP
Lonrae, PP
Kajang, PP

Cempae, PP Beba,
PP Lappa, PP
Untia)
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Jumlah Sebaran Wilayah

Pelabuhan Pelabuhan

e Prov. Sulawesi
Barat

(PPI Palipi, PP
Kasiwa)

e Prov. Sulawesi
Tenggara

(PP Mangala)

No | Zona WPPNRI

Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur, memiliki
impact terhadap penerimaan negara, hal ini dilaksanakan melalui
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi yang
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021
tentang Jenis dan Tarif PNBP yang belaku di Kementerian Kelautan
dan Perikanan. Kapal penangkap ikan yang telah memenubhi kriteria
dan mendaratkan ikan pada tempat pelabuhan pangkalan yang
ditetapkan, maka dikenakan PNBP pascaproduksi. Pengenaan nilai
besaran PNBP pascaproduksi bergantung pada jumlah/volume ikan
yang didaratkan, dimana dilakukan perhitungan terhadap jumlah
berat ikan dikalikan dengan harga acuan ikan. Tata cara penetapan
nilai produksi ikan pada saat didaratkan mengacu pada Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023. Nilai
produksi ikan didaratkan sebagai dasar penentuan besaran tarif
PNBP. Perhitungan berat ikan hasil tangkapan setiap jenis ikan
ditentukan berdasarkan hasil penghitungan oleh nakhoda dengan
metode penimbangan. Apabila tidak dimungkinkan dilakukan
metode penimbangan, maka dapat dilakukan beberapa metode
berikut:

1. Penghitungan berdasarkan volume palka yang terisi ikan
hasil tangkapan;

2. Penghitungan menggunakan keranjang atau wadah dengan
ukuran yang sama; atau

3. Metode lainnya yang ditetapkan Menteri.
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Hasil penimbangan dari nakhoda kapal, maka dicatatkan ke
dalam log book penangkapan ikan melalui aplikasi e-PIT (PIT
elektronik). Setelah didapatkan berat hasil tangkapan, maka untuk
mengetahui nilai produksi, perlu diketahui harga acuan ikan. Harga
Acuan Ikan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 140 Tahun 2023 , dimana pada lampiran telah
dicantumkan harga ikan di masing-masing pelabuhan pangkalan
yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 139 Tahun 2023. Adapun alur proses
penghitungan berat hasil tangkapan, sebagaimana pada Gambar
13.5.

Tabel 13.5. Alur Penghitungan PNBP Pascaproduksi
No | Tahapan | Uraian Role
1 | Tahapan | Nakhoda menghitung volume | Nakhoda
Pertama | produksi setiap jenis ikan yang
telah ditangkap selama operasi
penangkapan. Penghitungan
dengan metode sebagaimana
pada Permen KP No. 1/2023
2 | Tahapan | Hasil perhitungan dimasukkan | Nakhoda
Kedua ke dalam modul Log Book
melalui aplikasi e-PIT
3 | Tahapan | Setelah selesai seluruh | Nakhoda

ketiga aktivitas penangkapan ikan
dan akan kembali ke
pelabuhan pangkalan,

nakhoda mengirim data Log
Book dan menyampaikan
usulan Surat Tanda Bukti
Lapor  Kedatangan Kapal
(STBLK) melalui aplikasi e-PIT
4 | Tahapan | Kapal bersandar di pelabuhan | Nakhoda dan
keempat | perikanan dan STBLK diproses | Syahbandar
oleh Syahbandar
5 | Tahapan | Ikan hasil tangkapan | Nakhoda,
kelima dibongkar di  pelabuhan | pemilik

269



No

Tahapan

Uraian

Role

pangkalan oleh pemilik kapal.

Pendataan data
dilakukan oleh Petugas
data

Pemantauan : dilakukan
oleh Syahbandar,
Pengawas Perikanan

kapal,
Syahbandar,
Pengawas
Perikanan,
Petugas Data

Tahapan
keenam

Pemilik kapal memeriksa
kesesuaian hasil
pengitungan mandiri
(Log Book) oleh Nakhoda
dengan hasil
pembongkaran/
penimbangan

Apabila pada saat proses
pembongkaran/
penimbangan ditemukan
perbedaan antara data
Nakoda dan hasil Petugas
data saat bongkar,
pemilik  kapal  wajib
memperbaiki  Laporan
Perhitungan Mandiri
(LPM)

Petugas data mencatat
hasil penghitungan dan
melaporkan ke PIPP
Petugas data juga
mendokumentasikan
pross bongkar/
perhitungan dalam
bentuk gambar dan video

Nakhoda,
pemilik
kapal,
syahbandar,
pengawas
perikanan,
petugas data

Tahapan
ketujuh

Aplikasi e-PIT
menerbitkan

pemberitahuan besaran
kewajiban Pungutan
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No | Tahapan | Uraian Role
Pengusahaan Perikanan
(PHP) dan Kode Billing

pembayaran
e Pemiliki kapal wajib
membayar PNBP PHP

8 | Tahapan | Pemilik kapal wajib menyimpa | Pemilik
kedelapan | seluruh data transaksi | kapal
termasuk bukti jual beli ikan
selama 10 tahun

Penerapan PNBP pascaproduksi, diperlukan pemahaman
dan kemampuan khususnya pengusaha kapal serta Nakhoda Kapal.
Menjadi permasalahan, apabila Nakhoda kapal yang bertugas
mencatatkan data pada aplikasi e-PIT namun tidak memiliki gawai
smartphone atau apabila telah memiliki namun belum terampil
dalam mengakses aplikasi e-PIT. Dalam masa transisi saat ini,
terdapat beberapa kendala secara sosial dimana berpotensi
memunculkan permasalahan mulai dari pungutan PNBP hingga
teknis persiapan operasi. Sebagai contoh, kenaikan tarif PHP per GT
Kapal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 untuk
kapal ikan yang berasosasi Tuna Indonesia dengan meliputi 13 jenis
alat tangkap berkisar 8,23% hingga 425%. Lebih lanjut, bilamana
atas PNBP tidak dibayarkan, maka tidak diterbitkan Surat Laik
Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) hingga paling
buruknya adalah pembekuan izin usaha. Atas harga acuan ikan
yang ditetapkan Pemerintah perlu divalidasi secara berkala,
mengingat harga ikan sangat dinamis diseluruh daerah.

Berdasarkan beberapa penelitian terkait persepsi Nelayan
terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur menunjukkan reaksi
berbagai macam. Hasil penelitian Cahyarani et al,(2023), adapun
persepsi pemilik kapal Boukeami dan Jala di Pelabuhan Perikanan
Samudera Nizam Zachman, menunjukkan persepsi tidak keberatan
atas penerapan kebijakan PIT, namun terdapat keraguan didasari
atas proses adaptasi terkait zona wilayah penangkapan. Meskipun
demikian, pemilik kapal memberikan respons dengan positif atas
alasan adanya zonasi penangkapan ikan serta kuota penangkapan
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ikan berpotensi meningkatkan keuntungan. Lebih lanjut hasil
penelitian Farra (2023), terhadap persepsi nelayan skala kecil di
PPP Labuan Pandeglang, dimana lebih dari 90% karena tidak
memiliki akses informasi yang memadai, maka kurang mengetahui
adanya kebijakan terkait penangkapan ikan terukur. Secara teknis
diperlukan pendampingan dan sosialisai berkala terhadap para
pelaku usaha/nelayan, serta pemberdayaan. Selanjutnya, atas
pembebanan atas tarif pajak, maka pemerintah harus lebih aware
dalam memperhatikan Kkesejahteraan nelayan. Kesejahteraan
dimaksud melalui fasilitas sarana/prasaran di Pelabuhan Pangkalan
yang banyak diantaranya masih minim.

13.4 Penutup

Kebijakan Penangkapan lkan Terukur (PIT) merupakan
langkah penting dalam upaya selain pengelolaan perikanan, juga
dalam rangka penguatan dibidang perekonomian. Kebijakan ini
mendorong bagi para pelaku usaha perikanan untuk menerapkan
pemanfaatan sumberdaya perikanan yang bertanggungjawab, tidak
hanya penggunaan dan lokasi daerah penangkapan serta alokasi
jumlah yang ditangkap, namun juga terkait transparansi pendataan.

Kebijakan ini berpotensi menumbuhkan pemerataan perekonomian

didaerah melalui komoditas perikanan tangkap. Regulasi yang

disusun untuk kebijakan ini sudah mengandung nilai-nilai
penerapan konsep Blue Economy dengan paling sedikit memandang

3 (tiga) dimensi antara lain ekologi, ekonomi, dan sosial. Namun

demikian, terdapat tantangan bahkan potensi masalah yang perlu

diatasi, salah satunya pada sector usaha nelayan skala kecil. Selain
itu, terkait pemodalan baik dari dalam negeri maupun luar negeri,
maka ketentuan besaran kuota penangkapan ikan perlu diatur
detail yang kemudian dituangkan pada regulasi. Beberapa hal yang
perlu dilakukan guna menghadapi beberapa tantangan dan
permasalahan saat ini dan kedepannya dalam penerapan kebijakan

penangkapan ikan terukur, antara lain (Nurlaela, 2023):

1. Penguatan regulasi yang mengatur mekanisme pembagian
kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam
mengelolan zona penangkapan ikan terkur, serta penguatan
SDM pengawasan di setiap zona yang telah ditetapkan.
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Perlu diberlakukannya perdagangan yang sehat dengan
menerapkan fair trade di setiap lini usaha dalam satu
cakupan bisnis perikanan.

Perlu penguatan regulasi terkait pembagian kuota nelayan
lokal dan nelayan kecil, sedangkan dilain sisi diberikan
kesempatan adanya investasi pada skala industri.
Pemerintah perlu menyediakan pelatihan dan penampingan
secara berkala bagi pelaku usaha perikanan dan/atau
nelayan di setiap pelabuhan pangkalan terkait penerapan
teknologi pendukung (baik system pengukuran, pelaporan,
serta pembayaran) penerapan penangkapan ikan terukur.
Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terkait Tingkat
Pemanfaatan sumberdaya perikanan diseluruh Zona yang
ditetapkan. Hal ini menjadi bagian dari pengendalian atas
pemanfaatan sumberdaya perikanan, diman diketahui
bahwa Tingkat Pemanfaatan secara rata-rata keseluruhan
didominasi dengan status Fully Exploited. Atas hal tersebut,
maka perlu adanya regulasi yang mengatur tata
pemanfaatan sebagai tindak lanjut hasil perhitungan tingkat
pemanfaatan

. Atas adanya pungutan PNBP hasil pascaproduksi, maka
Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah untuk
pengembangan Pelabuhan Pangkalan, baik dari segi
fasilitas, sarana-prasarana, SDM, serta pelayanan.
Pemerintah perlu mempertimbangkan terkait
insentif/kompensasi atas kepatuhan pelaku usaha/nelayan
dalam menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur.

Kebijakan penangkapan ikan terukur perlu diupayakan

secara bersama baik dari tingkat Pemerintah Pusat dan Daerah,
pelaku usaha, nelayan, masyarakat, stakeholder, maupun Lembaga
kajian/Institusi Pendidikan. Atas penerapan yang berjalan, perlu
dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala serta adanya
kajian ilmiah/penelitian. Kampanye edukatif terkait kebijakan ini
juga dimungkinkan perlu agar informasi bisa menjangkau ke
seluruh lini.
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